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Ulama ushul sepakat bahwa hukum­hukum syara’

mengandung kemaslahatan bagi manusia dan hukum­

hukum syara’ itu diturunkan Sya>ri’ untuk memelihara tujuan­

tujuannya pada makhluk.1 Oleh sebab itu tujuan ditetapkannya

hukum­hukum syara’ adalah untuk memelihara kemaslahatan

manusia, bahkan Allah mengutus para Rasul dan menurun­

kan kitab­kitab suci untuk menegakkan kemaslahatan dan

mencegah serta menghilangkan kemafsadatan dari manusia di

dunia dan di akhirat.2

Maslahat adalah lazzah (kelezatan) atau farh} (kegembiraan)

dan hal­hal yang menyebabkannya. Sedangkan mafsadah

adalah ‘alam (penderitaan) atau ghamm (kesedihan) dan penye­

bab­penyebabnya. Syara’ tidak membedakan antara yang

masih terselubung dengan yang sudah jelas, sedikit atau banyak,

walau sebesar biji sawi, biji kurma atau biji gandum. Maka

barang siapa yang melakukan kebaikan atau kejahatan, sekecil

BAB I

PENDAHULUAN

1 Ibrahi >m bin Mu >sa > al­Lukhmi > Abu > Isha >q al­Sya >tibi > (selanjutnya

disebut al­Syatibi >), al­Muwa>faqa>t fi> Usu >l al­Syari>’ah, juz II (Beirut: Da >r al­

Ma’rifah, t.th.), h. 6.
2 Sult}a >n al­Ulama ‘Izz al­Di >n Abd al­‘Aziz bin ‘Abd al­Sala >m al­Silmi>

(selanjutnya disebut ‘Izz al­Di >n saja), al­Qawa>’id al­Kubra> (Damaskus: Dar

al­Fikr, 1416 H), h. 32.
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apapun, pasti akan melihat akibatnya.3 Dalam al­Qur‘an Allah

SWT berfirman:

ْِ ْَْَ َلَ ذَرةٍ ًْَا ََهُ * وْِ ْَْَ ََلَ ذَرةٍ َا ََهُ
“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrahpun,
niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang
mengerjakan kejahatan seberat zarrahpun, niscaya dia akan
melihat (balasan)nya pula (al­Zalzalah: 8)”.

Jika ada perbuatan baik yang kecil nilainya tentu ada pula

yang lebih tinggi dan seterusnya, demikian juga perbuatan

jahat, jika ada yang kecil tentu ada yang besar dan ada pula yang

sangat besar. Sejalan dengan ini, ulama usul sepakat, bahwa

­khitab Allah yang berkenaan dengan perbuatan mukallaf, yang

disebut dengan al­hukm al­takli >fi > terdiri atas lima tingkatan,

yaitu: al­wujb, al­nadb, al­iba >h}ah, al­kara >hah, dan al­tah }ri >m.4

Selanjutnya mereka berbeda pendapat tentang muta’alliqa>t

dari lima tingkatan hukum takli>fi> tersebut. Jumhur ulama selain

ulama H }anafiyah, termasuk di dalamnya ulama Sya >fi’iyah,

membagi perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan

hukum kepada lima tingkatan: al­wa>jib, al­mandu>b, al­muba>h}, al­

makru >h, dan al­h }ara >m. Sedangkan ulama H}anafiyah membagi­

nya kepada tujuh tingkatan: al­jarh, al­wa>jib, al­mandu>b, al­muba>h},

al­makru>h tanzi >h, al­makru>h tah}ri >m dan al­h }ara >m.5

Kemudian Allah mewajibkan perbuatan ih }sa >n terhadap

segala sesuatu untuk selama­lamanya dengan firmanNya:

.....نَْوَا لْَِ ُُَ ا نإ
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan
berbuat ih}sa>n …” (al­Nahl: 90).

3 Ibid.
4 Jala >l al­Di >n ‘Abd al­Rahma >n, Ga >yat al­Wusul ila> Daqa>̀ iq ‘Ilm al­’Usu >l,

juz I (t.tp.: Maba’at al­Sa’a >dah, 1979), h. 137­142.
5 Ibid.
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Perbuatan ih}sa>n dalam ayat di atas dapat difahami sebagai

bentuk perintah kepada mukmin agar melaksanakan kebaikan

dan menolak segala bentuk kemafsadatan, hal ini selaras dengan

misi yang dibawa Nabi Muhammad saw. sebagai rahmat bagi

sekalian alam. Allah menegaskan:

 َِَ ََْرإ كََْرأ ََو
“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk
(menjadi) rahmat bagi semesta alam” (al­Anbiya>’: 107).

Menjadi rahmat bagi sekalian alam berarti, kehadiran Nabi

saw. di muka bumi sebagai utusan Allah berfungsi untuk

mewujudkan kemaslahatan seluruh makhluk yang ada di alam

ini. Fungsi ini direalisir dengan melaksanakan petunjuk­

petunjuk wahyu yang diturunkan Allah. Hukum­hukum syara’

adalah sebagian dari kandungan wahyu Allah, oleh sebab itu

menerapkan hukum­hukum syara’ dalam seluruh aspek ke­

hidupan merupakan bentuk realisasi kemaslahatan bagi ma­

nusia dan makhluk lainnya yang ada di alam, sekaligus menjadi

salah satu misi kenabian yang dibawa Rasulullah saw.

Karena penting dan tingginya nilai perbuatan ih}sa>n itu Allah

memberi motivasi dengan firmanNya:

َِِْُا ِُ ا نا إُِْوَأ
“…dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai
orang­orang yang berbuat baik…” (al­Baqarah: 195).

Jika Allah telah menyatakan kecintaan­Nya terhadap orang

yang melakukan perbuatan ih}sa>n, maka selayaknya orang­orang

yang beriman kepada Allah menyambut pernyataan ini dengan

antusias yang tinggi, dengan memelihara segala tindak­tanduk­

nya agar senantiasa termasuk dalam kategori perbuatan ih}sa >n.

Dengan demikian sangat diperlukan suatu penjelasan tentang

perbuatan ih}sa>n yang dimaksud oleh Sya>ri’ tersebut.
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Menurut ‘Izz al­Di>n, perbuatan ih}sa >n yang diperintahkan

dalam dua ayat di atas, terkristal dalam kaidah:

6و درء ا ا 
“Menolak segala bentuk kemaslahatan dan menolak segala
bentuk kemafsadatan”.

Kemudian ditempat lain ‘Izz al­Di>n menyatakan:

7  أو  رأ إ   وا...

“…dan syari’at itu seluruhnya kemaslahatan, baik menolak
kemafsadatan, maupun menegakkan kemaslahatan.”

Dengan demikian ih }sa >n yang dimaksud oleh ‘Izz al­Di >n

disini adalah kemaslahatan, dan kemaslahatan itu merupakan

tujuan diturunkannya hukum syara’ kepada manusia, baik

dalam bentuk perintah menegakkan kemaslahatan, maupun

berbentuk perintah untuk mencegah suatu kemafsadatan.

Menurut ‘Izz al­Di>n, berdasarkan petunjuk yang diperoleh

dari surat al­Zalzalah ayat 7 dan 8 dapat dipahami bahwa per­

buatan baik dan buruk itu bertingkat­tingkat. Oleh sebab itu ia

membagi ih }sa >n yang terkristal dalam kaidah jalb al­masa >lih} wa

dar’u al­mafa>sid itu kepada tiga lapisan atau tiga tingkatan, yaitu:

d}aru >ri >, h}a >ji > dan takmi >li >. Kemudian maslahat itu ada yang h}asan

dan ah}san, fa>d}il dan afd}al, sedangkan mafsadah terdiri dari qabi>h}

dan aqbah}, razi>l dan arzal dan setiap tingkatan itu ada yang paling

tinggi, menengah dan yang paling rendah.8

Menurut ‘Izz al­Di >n ih }sa >n memiliki wasa >’il, kemudian

wasa>’il tersebut memiliki ah}ka>m al­maqa>sid yang berbentuk wajib,

6 ‘Izz al­Di >n, Qawa>’id al­Kubra>, h. 34.
7 ‘Izz al­Di>n, Qawa>’id al­Ah}ka>m fi> Masa>lih al­Ana>m (selanjutnya disebut

Al­Qawa >’id al­Kubra>) juz I (t.tp.: Da >ru al­Ji >l, 1980 M./1400 H.), h. 11.
8 Ibid., h. 39.

4

M e t o d e  I j t i h a d  a l - I h s a n i



haram, mandu >b, makruh dan mubah.9 Tingkatan­tingkatan

hukum ini menjadi sarana­sarana yang dibentuk dalam kerangka

mewujudkan atau menghantarkan terealisasinya ih }sa >n dalam

kehidupan sebagai tujuan­tujuan (maqa >sid) ditetapkannya

hukum syara’, oleh sebab itu hukum­hukum itu disebut “ah}ka>m

al­maqa>sid”. Sementara wasa >’il itu sendiri adalah segala bentuk

perbuatan yang dapat dijadikan mediator untuk mencapai ih}sa>n

atau tercapainya kemaslahatan dan terhindar dari kemu«aratan

dalam kehidupan di dunia dan akhirat.

Manakala ah}ka>m al­maqa>sid ini dihadapkan atau dihubung­

kan dengan tiga tingkatan ih}sa >n, berupa d}aru>ri>, h}a>ji> dan takmi>li>,

muncullah asumsi dalam pikiran penulis tentang adanya hu­

bungan yang kuat dan signifikan antara tiga tingkatan ih }sa >n

dengan lima tingkatan hukum wasa >’il yang berpengaruh ter­

hadap bentuk ketentuan hukum sebagai produk ijtihad.

Menurut al­Gaza>li>, al­Ra>zi>, al­Amidi> dan berikutnya diikuti

oleh al­Syatibi>, ditinjau dari kualitas maslahat yang termuat

dalam setiap masalah, maslahat terbagi kepada tiga tingkatan:

d}aru >ri >, h}a >ji > dan tahsi >ni > atau tazyi >ni >. Kemudian setiap tiga ting­

katan ini masing­masing memiliki takmilah dan tatimmah yang

berfungsi menyempurnakan dan melengkapi, jika hukum­

hukum tatimmah ini tidak terwujud, maka hukum aslinya tetap

wajib ditegakkan.10

Dari uraian di atas terlihat perbedaan antara ‘Izz al­Di >n

dengan ulama lainnya pada tingkatan maslahat yang ketiga.

Menurut ‘Izz al­Di >n tingkatan maslahat yang ketiga adalah

takmi >li > sedangkan menurut ulama lainnya tingkatan maslahat

9 Ibid., h. 43.
10 Muhammad bin Muhammad Al­Gaza >li > Abu > Ha >mid, al­Mustasyfa> fi>

‘Ilm al­Usu>l (Beirut: Da>r al­Kutub al­‘Ilmiyyah, 1413 H.), h. 174. Muhammad

bin ‘Umar bin al­Husain al­Ra>zi>, al­Mah}su>l fi> ‘ilm al­Usu>l, juz V (Riyad: Jami’ah

al­Ima >m Muhammad bin Su’ud, 1400 H.), h. 219­223. ‘Ali bin Muhammad

al­Amidi Abu> al­Hasan, al­Ih }ka >m fi> Usu >l al­Ah }ka>m, juz III (Beirut: Da >r al­

Kutub al­‘Arabi>, 1404 H.), h. 347. Al­Syatibi >, al­Muwa>faqa>t, h. 8.

5

P e n d a h u l u a n



ketiga tahsi>ni> atau tazyi>ni>. Menurut ‘Izz al­Di>n maslahat memiliki

bagian­bagian lain yang menunjukkan strata dan lapisan­

lapisan, sedangkan ulama lainnya menyebut lapisan­lapisan

yang dimiliki setiap tingkatan sebagai takmilah dan tatimmah.

Fenomena ini menunjukkan tentang adanya dinamika

pemikiran dikalangan ulama ushul yang menjadikan konsep

maslahat sebagai kerangka filosofis untuk memetakan ke­

seluruhan hukum­hukum syara’ pada tingkatan­tingkatan dan

lapisan­lapisannya. ‘Izz al­Di>n dalam hal ini merupakan salah

seorang ulama yang termasuk di dalamnya, bahkan dalam tiga

kitabnya al­Qawa >’id al­kubra >, Qawa >’id al­Ah }ka >m fi > Masa >lih } al­

Ana >m (al­Qawa >’id al­Kubra >), dan al­Ima >m fi > Baya >n Adillat al­

Ah }ka >m, ‘Izz al­Di >n merumuskan kaidah­kaidah ushulnya

berdasarkan nilai­nilai maslahat.

Di sisi lain maslahat juga dikembangkan oleh sebagian

ulama ushul sebagai metode istinba>t hukum dari nas. Metode ini

lebih dikenal dengan nama al­maslah }at al­mursalah yaitu suatu

kemaslahatan yang tidak ada nas juz’i> (rinci) yang mendukung­

nya, dan tidak ada pula yang menolaknya dan tidak ada pula

ijma’ yang mendukungnya, tetapi kemaslahatan ini didukung

oleh sejumlah nas melalui cara istiqra>’.11

Ulama berbeda pendapat tentang keberadaan metode

istinba>t ini. Ulama dari kalangan Hanafiyah dan Syafi’iyah tidak

menerima metode istinba>t ini sebagai metode yang berdiri sen­

diri, mereka menempatkannya dalam pembahasan al­qias.

Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah memandang

metode istinba >t ini dapat berdiri sendiri (aslan qa >‘iman biza >tih)

selama memenuhi tiga persyaratan: 1. kemaslahatan itu sejalan

dengan sumber hukum yang berdiri sendiri, sesuai dengan

kehendak Sya>ri’ dan tidak bertentangan dengan dalil­dalil qat’i>

meskipun tidak ada dalil terperinci yang menjelaskannya. 2.

11 Nasrun Harun, Ushul­Fiqh 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), h.

113.
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Kemaslahatan itu bersifat rasional, sehingga dapat diterima

oleh logika intelektual secara umum. 3. Kemaslahatan itu direali­

sir untuk menghilangkan kesusahan (al­haraj) yang sebenar­

nya.12

Menurut Muhammad al­Hudari> Bek, bentuk istinba >t ini

dinamakan oleh ahli usu >l yang mutakallim sebagai al­muna>sib

al­mursal al­mula>’im, ulama Ma>likiyah menamakannya dengan

al­maslah }at al­mursalah dan al­Gaza>li> menyebutnya sebagai al­

istisla>h.13 Jadi perbedaan ulama dalam memandang keberadaan

al­maslah}at al­mursalah sebagai metode istinba>t adalah perbedaan

pada istilah saja bukan perbedaan pada substansi permasa­

lahannya, karena di sisi lain mereka sama­sama menggunakan

metode istinba>t ini dengan nama berbeda.

Berdasarkan uraian di atas penulis melihat bahwa ‘Izz al­

Di>n sebagai ulama yang tergolong dalam kelompok Sya>fi’iyah

berbeda dengan ulama Ma>likiyah dan Hana>bilah, serta berbeda

juga dengan al­Gaza>li >, al­Ra>zi > dan gurunya al­Amidi> dalam

memandang dan menempatkan pembahasan al­maslah }ah.14

12 Muhammad Abu Zahrah, Us }u >l al­Fiqh (t.tp: Da >r al­Fikr al­‘Arabi >,

t.th.), h. 280.
13 Muhammad al­H }ud }ari > Bek, Us }u >l al­Fiqh (t.tp: Da >r al­Fikr, 1969), h.

311.
14 Al­Gaza >li > ketika menjelaskan bagian akhir dari poros kedua kitab

al Mustafa> min ‘Ilm al Usu>l tentang dalil dalil hukum ia menyebutkan empat

dalil dalil hukum yang tidak disepakati yang terdiri dari: syar’ man qablana>,
qaul al saha>bi>, al­istih}sa>n dan al istisla>h. Pada penjelasan al istisla>h la membagi

maslahah kepada: maslahah yang ditunjukkan syara’ kebenarannya,

maslahah yang ditunjukkan syara’ kebatilannya, dan maslahah yang tidak

ada penjelasan dari syara’ tentang benar atau salahnya. maslahah yang

dia maksud adalah “jalb al manfa’ah wa dar’ al­mad }arrah” dalam kerangka

pemeliharaan tujuan tujuan Syari’ dalam menetapkan hukum syara’ bagi

mukallaf, bukan tujuan tujuan dan kemaslahatan manusia dalam me­

wujudkan keinginan keinginan mereka sendiri. Lihat al Ghaza >li, ali­

Mustasyfa>, h. 165 174. Al­Ra>zi> memaparkan bahasan ini ketika menjelaskan

pembagian muna >sib sebagai bagian pemibicaraan tentang al qias. Lihat

7
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Sebab ia tidak membahas konsep maslahat sebagai suatu dalil

atau metode istinba >t secara mandiri (aslan qa >’iman biza >tih) dan

tidak pula menempatkan pembahasannya sebagai bagian dari

al­qias atau al­muna>sib al­mursal al­mula>’im. Tetapi kemaslahatan

sebagai tujuan Sya >ri’ (maqa >sid al­Sya >ri’) dalam menurunkan

hukum­hukum syara’ ia jadikan sebagai teori pokok yang me­

landasi kaidah­kaidah istinba>tnya.

Ketika mujtahid menghadapi masalah­masalah yang

memerlukan ketetapan hukum untuk mengaturnya, terutama

dalam bidang mu’amalah, sementara peristiwa tersebut belum

diatur dalam na¡, atau hasil­hasil ijtihad sebelumnya dipandang

tidak relevan lagi dengan kebutuhan kekinian, maka penge­

tahuan tentang konsep ih }sa >n ini dapat dijadikan metode alter­

natif yang sangat relevan dengan ijtihad kontemporer, terutama

dalam rangka memberikan jawaban yang dapat mencapai

kemaslahatan hidup dan terhindarnya dari kemafsadatan.

Dalam pola penalaran Usuliyyu>n, Jumhur ulama melihat

ijtihad meliputi istih}sa>n, al­ra’y dan istinba>t. Suatu hal yang sudah

disepakati, bahwa Allah pasti memiliki ketentuan hukum dalam

setiap masalah, hanya saja ada peristiwa yang sudah diatur

ketentuan hukumnya dengan jelas dan tegas oleh Sya>rai’ dalam

al­Qur‘an dan al­Hadis, tetapi sebagian lagi belum diatur secara

tegas dan jelas, melainkan Sya>ri’ hanya memberikan amma >ra >t

(pedoman) dan turuq (metode­metode) sebagai petunjuk bagi

mujtahid untuk menyingkap (kasyf) hukum­hukum yang

tersembunyi. Demikian juga ketentuan na¡ yang belum qat’i >

dilalah dan wurudnya, maka dalam hal ini mujtahid berijtihad

pada nas.15

Muhammad bin Umar bin al Husain al Ra >zi >, al­Mahsu >l…, juz V, h. 219 223.

Sedangkan al­A<midi> memaparkan uraian ini ketika membahas dalil hukum

al­qias, tepatnya pada uraian tentang muna >sabah antara ‘illat hukum yang

terdapat pada hukum a¡al dan furu`. Lihat Al­Amidi>, al­Ih}ka>m…, juz II, h. 8.
15 Muhammad Sala >m Mazku >r, al­Ijtiha>d fi> Tasyri>’ al­Isla>mi> (Kairo: Da >r

al­Nahdah al­‘Arabiyyah, 1984), h. 42.
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Untuk menyikapi persoalan di atas, sangat diperlukan

penjelasan sistematis tentang hubungan pola­pola penalaran

ahli­ushul dengan stratifikasi hukum, terutama ketika mujtahid

menetapkan suatu ketentuan hukum, baik dalam pertimbangan

maslahah yang digunakan pada waktu berijtihad, maupun

landasan filosofis di balik proses pembentukan sebuah produk

ijtihad.

Yang dimaksud dengan “Hukum Islam” dalam judul tulisan

ini adalah al­ahka >m al­khamsah yang terdiri dari al­wa >jib, al­

mandu>b, al­muba >h, al­makru>h, dan al­hara >m sebagai tingkatan­

tingkatan hukum yang dirumuskan mujtahid untuk menyusun

hukum­hukum fiqh hasil ijtihad mereka. Dengan demikian

yang dimaksud dengan “stratifikasi hukum Islam dalam

perspektif konsep ihsa >n ‘Izz al­Di >n Ibn “Abd al­Sala>m” adalah

penetapan dan penyusunan ketentuan­ketentuan hukum yang

mengatur perbuatan mukallaf yang bersifat praktis pada

tingkatan­tingkatan dan lapisan­lapisannya berdasarkan

kaidah­kaidah yang dirumuskan ‘Izz al­Di>n dalam tiga kitabnya:

al­Qawa >’id al­kubra >, Qawa >’id al­Ahka >m fi > Masa >lih } al­Ana >m (al­

Qawa>’id al­Kubra >), dan al­Ima >m fi > Baya >n Adillat al­Ahka >m.16

16 Hal ini akan dijelaskan lebih rinci pada bab IV dalam sub judul

“Makna dan Urgensi Stratifikasi Hukum Islam”.
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A. Latar Belakang Keluarga dan Pendidikan

‘Abd al­‘Azi >z bin Abd as­Sala>m bin Abi al­Qa>sim bin al­

H}asan bin Muhammad bin Muh}azzab, Abu > Muhammad, as­

Silmi>, Syaikh al­Isla>m, Sulta>n al­‘Ulama, ‘Izz al­Di>n, al­Damsyiqi>,

al­Misri>, dilahirkan tahun 577 H./1182 M. di Damaskus dan wafat

pada tanggal 9 Jumadil Awal 660 H./ 31 Maret 1262 M. di Kairo

dan dimakamkan di al­Qara>fah al­Kubra>.1

Masa kecilnya dilalui dengan penuh penderitaan dan

kemiskinan, ayahnya seorang pekerja kasar yang sehari­hari­

nya berkeliling pasar mencari pekerjaan apa saja yang dapat

memberikan sedikit rizki halal untuk meneruskan hidup. ‘Izz al­

Di>n kecil membantu ayahnya melakukan pekerjaan­pekerjaan

yang dapat ia lakukan, mulai dari mengangkat barang, mem­

bersihkan pertokoan, memperbaiki jalan dan lain sebagainya.2

BAB II

MENGENAL ‘IZZ Al-DI<N
IBN ‘ABD AL-SALA<M

1 Abi> Nasr ‘Abd al­Waha>b bin Ali bin ‘Abd al­Ka>fi> al­Subki> (selanjutnya

disebut Ibn al­Subki >), Thabaqa >t al­Sya >fi’iyyah al­Kubra >, juz VIII (al­Jizah:

Hajar, 1992),  h. 209, 248. Lihat juga Abu> Bakr bin Ahmad bin Muhammad

bin Umar bin Qa >di > Syuhbah (selanjutnya disebut Ibn Qa >di > Syuh }bah),

Thabaqa>t al­Sya>fi’iyyah, juz II (Beirut: ‘Alim al­Kutub, 1407 H), h. 109. Jama>l al­

Di>n Abi > al­Maha >sin Yu >suf bin Tugra > Bardi > al­Ata >bik (selanjutnya disebut

Ibn Tugra > Bardi >), al­Nuju>m al­Sa>hirah fi> Mulu >k Misra> wa al­Qa>hirah, juz VII

(Mesir: al­Mu’assasah al­Misriyyah al­‘Ammah, t.th.), h. 210.
2 Fa>ru>q Abd al­Mu’thi>, al­’Izz Ibn ‘Abd al­Sala>m Sultha>n al­Ulama>̀  (Beirut:

Da >r al­Kutub al­Ilmiyyah, 1993), h. 98.
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Meskipun hidup sebagai orang miskin, apabila tiba waktu

salat ‘Abd al­Salam senantiasa mengajak anaknya ‘Izz al­Di >n

shalat berjamaah di Mesjid Jami’ Umawi>, manakala bertemu

dengan salah seorang Syaikh di Mesjid, ia tertarik melihat ‘Izz

al­Di>n dan mendo’akannya.3

Ketika ayahnya meninggal dunia, usia ‘Izz al­Di >n masih

sangat muda dan belum mampu mengerjakan pekerjaan­pe­

kerjaan berat, sementara ia tidak memiliki tempat tinggal untuk

berteduh, maka dijumpainyalah syaikh tersebut untuk meminta

bantuan agar mendapatkan tempat tinggal dan pekerjaan ringan

guna meneruskan hidup. Kemudian Syaikh itu memperban­

tukannya sebagai pembersih mesjid dan menjaga sandal­sepatu

orang yang sedang shalat atau sedang belajar dalam halaqah­

halaqah. Sedangkan tempat tidurnya berada di salah satu lorong

Mesjid beralaskan batu pualam yang dingin.4

Suatu hari ia meberanikan diri mengikuti suatu halaqah

dengan pakaian compang­camping di tengah siswa dewasa yang

bersih dan rapi. Melihat penampilan ‘Izz al­Di>n tersebut marahlah

Syaikh yang mengajar halaqah itu, seraya berkata: “Bagaimana

mungkin engkau berani menghadiri majlis ilmu dengan pe­

nampilan yang kumuh?”. Serta­merta ia lari sambil menangis ke

pintu mesjid sampai keluarnya para syaikh dan murid­murid.

Ketika itu Ibn ‘Asa>kir guru halaqah fiqh Sya>fi’i melihatnya dan

menanyakan mengapa gerangan sebabnya ia menangis?. Setelah

mengetahui sebabnya, Syaikh itu menghibur kepiluan hatinya

dengan menjanjikan akan memberikan kesempatan baginya

mengikuti halaqah­halaqah bila telah dewasa, seraya berkata:

“Barangkali engkau akan menjadi syaikh di salah satu halaqah

di mesjid ini”, siapa tahu?5

3 Ibid.
4 Ibid., h. 98­99. Lihat juga Ibn al­Subki>, Tabaqa>t al­Sya>fi’iyyah…, juz VIII,

h. 212.
5 Fa >u >q, al­‘Izz Ibn ‘Abd al­Sala>m…, h. 99­100.
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Pada Hari berikutnya, Syaikh menasehatinya agar mulai

belajar membaca, menulis, kaligarafi dan menghafal al­Qur‘an.

Kemudian syaikh berjanji akan menanggung nafkahnya selama

belajar. Sejak itu ‘Izz al­Di>n giat belajar dan menghafal Qur‘an.

Jika bertemu Ibn ‘Asa>kir ia senantiasa memperlihatkan kemajuan

studinya, sampai suatu sa’at ia sudah dipandang layak mengikuti

halaqah karena sudah bagus tulis­baca dan hafalan qur’annya,

maka Syaikh memberikan perlengkapan belajar seperlunya.6

Dalam T }abaqa >t al­Sya >fi’iyah, Ibn al­Subki > menceritakan:

“…sampai suatu malam yang sangat dingin, ketika ‘Izz al­Di>n

tidur di salah satu lorang mesjid Umawi>, ia bermimpi (dewasa),

maka segeralah ia mandi, kemudian kembali tidur, kemudian

mimpi lagi dan mandi lagi, maka tubuhnya terserang rasa dingin

yang membuatnya tidak sadarkan diri, beberapa waktu ber­

selang, ia mendengar suara, “Wahai Ibn ‘Abd al­Sala>m, manakah

yang lebih kamu pilih, ilmu atau amal?, jawabnya: “Saya pilih

ilmu, karena ilmu membawa kepada amal”.7

Ketika peristiwa itu ia sampaikan kepada Ibn ‘Asa>kir, Syaikh

berkomentar: “Engkau telah menjadi pria dewasa, sedangkan

suara itu berasal dari langit, agar engkau memfokuskan seluruh

kemampuanmu untuk ilmu”. Kemudian Syaikh memberinya

kitab “al­tanbi>h}”, yang berisi hukum­hukum fiqh mazhab Sya>fi’i

untuk dibaca dan dikuasai dalam tempo dua minggu. Tetapi

dalam masa tiga hari saja ‘Izz al­Di >n sudah menjumpainya,

karena sudah menguasai dan hafal isinya.8

Melihat kemampuan yang luar biasa ini, Ibn ‘Asa>kir me­

masukkannya kedalam halaqah binaannya, kemudian mengatur

jadwal belajar di halaqah lain, bidang sastra, gramatika bahasa

Arab, hadis dan Ushul­Fiqh. Kemudian ia menyarankan agar

mendalami ilmu­ilmu bahasa Arab berupa al­nahw, al­sarf, meng­

6 Ibid.
7 Ibn al­Subki >, T}abaqa>t al­Sya>fi’iyyah…, juz VIII, h. 212­213.
8 Faruq, al­‘Izz Ibn ‘Abd al­Sala>m…, h. 102.
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hafal sya’ir­sya’ir agar dapat memahami na¡­na¡ al­Qur’an

dengan sebaik­baiknya.9

Selanjutnya ‘Izz al­Di >n banyak terpengaruh oleh Ibn

‘Asa>kir10 dalam bidang fiqh Sya>fi’i. Tetapi ia tidak mengikuti

nasehat Syaikh mengenai pembatasan bidang ilmu yang di­

pelajari, ia gemar mempelajari berbagai bidang ilmu yang ber­

kembang di masanya, mengingat filsafat Yunani dan pemikiran

Mesir kuno sudah diterjemahkan kedalam bahasa Arab,

sementara kaum muslimin saat itu telah mendalami ilmu alam,

kedokteran, kimia, matematika, falak dan falsafah. ‘Izz al­Di >n

ingin menguasai seluruhnya.11

Selain mempelajari Fiqh dari Syaikh Fakhr al­Di>n Ibn ‘Asa>kir,

ia juga belajar pada Qa>d}i> Jama >luddin al­Ha>rasta>ni>,12 bahkan

murid ‘Izz al­Di >n bernama Abu Syamah pernah bertanya:

“Siapakah yang lebih menguasai ilmu fiqh antara Ibn Asa>kir dan

al­Harista>ni?”, ‘Izz al­Di>n menjawab: “Al­Harista>ni> lebih faqih,

ia hafal kitab “al­Wasi >t” karya al­Ghaza>li>”, bahkan ia menga­

takan: “Saya belum pernah melihat orang yang lebih menguasai

fiqh darinya”.13

Pernyataan ‘Izz al­Di >n tentang al­Harista >ni > itu dapat

diperkuat dengan pembicaraan antara Ibn ‘Asa>kir dengan Sulta>n

9 Ibid.
10 Ia adalah Abu mansu>r ‘Abd al­Rahma>n bin Muhammad bin al­Hasan

bin Hibatullah bin ‘Abdillah bin al­Husain al­Damsiki yang dikenal dengan

Ibn Asa >kir. Lahir pada tahun 550 H, wafat tahun 620H. lihat Ibn al­Subki >,

T}abaqa>t al­Sya >fi’iyyah…, juz VIII, h. 177­187.
11 Faruq, al­‘Izz Ibn ‘Abd al­Sala>m…, h. 102­103.
12 Ia adalah al­Qa >di > Jama>l al­Di >n Abu> al­Qa >sim Muhammad bin Ali

bin Abd al­Wahid bin al­Harista>ni > al­Ansari > al­Khazraji > al­‘Iba >di > al­Sa’di >

al­Damsiqi >, lahir pada tahun 520 H. Menjadi Qa >di > Damasqus mengganti­

kan Abi > Sa’i>d bin Abi > Usru >n, kemudian menjabat Qa >di > Syam pada tahun

612 H diakhir hidupnya dan wafat pada tahun 614 H. Lihat Ibid., h. 196­

199.
13 Qa >d}i > Syuh}bah, T}abaqa>t…. juz II, h. 109 Dan Faruq, al­‘Izz Ibn ‘Abd al­

Sala>m…, h. 16.
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al­Ma >lik al­‘Adil, ketika Sulta >n meminta Ibn ‘Asa >kir menjadi

Qa>d}i>, tetapi Ibn ‘Asa>kir menolak. Kemudian Sulta>n memintanya

untuk menyebutkan siapa selainnya, Ibn Asakir memberikan

nama al­Harista>ni> yang lebih pantas.14

Dalam bidang ilmu ushul­fiqh ia dalami pada Syaikh Saif

al­Di>n al­‘Amidi>15 dan lainnya. Tetapi corak pemikiran al­‘Amidi>

sangat mempengaruhinya, sehingga ia menyatakan, “Saya

belum mendengar seorang guru yang menyampaikan pelajaran

lebih baik darinya, jika ia merubah lafaz dari kitab al­Wasi>t karya

al­Gaza>li>, maka lafaznya akan lebih menyentuh dari lafaz buku

itu”. Komentarnya yang lain: “Kami tidak mengenal kaidah­

kaidah penalaran (ushul­fiqh) selain dari Saif al­Di>n al­‘Amidi>”.16

Bidang hadi£ ia pelajari dari Ab­ al­Qa>sim ibn ‘Asa>kir,17 ‘Abd

al­Lati >f bin Syaikh al­Syuyu >kh,18 Umar bin Muhammad bin

T }abrazdi>,19 H}anbal bin Abdillah ar­Rasa>fi>20 dan lainnya. Suatu

14 Faruq, Ibid., h. 17.
15 Nama lengkapnya ‘Ali > bin Abu> ‘Ali > bin Muhammad bin Sa >lim al­

Ta’labi> Abu> al­H}asan yang dikenal dengan Saif al­Di>n al­’Amidi>, dilahirkan

tahun 550 H di kota ‘Amid. Pada mulanya mengikuti mazhab Hanbali, kemudian

pindah kepada mazhab Sya >fi’i. Diantara karyanya ushul­fiqh adalah al­

Ah }ka>m fi> Usu>l al­Ah}ka>m. Ia wafat 631 H di Damaskus. Lihat Ibid., h. 306­308.
16 Ibid., h. 18.
17 Nama lengkapnya adalah Baha >’ al­Di >n Abu> Muhammad al­Qa >sim

bin al­Ha >fi al­Kabi >r Abi > Qa >sim Ali bin ‘Asa >kir. Lahir pada tahun 527 H,

diantara karyanya kitab “Fad}l al­Madi>nah, Fad}l al­Mesjid al­Aqsa>”. Wafat pada

tahun 600H. Lihat ibid., h. 352.
18 Ia adalah Abu> al­Hasan al­Di >n ‘Abd al­Lati>f bin Ismail bin Syaikh

al­Syuyu>kh Abi> Sa’i>d al­Baghda>di>, lahir tahun 523 H, datang ke Damasqus

596 H. Lihat Ibn Tugra > Bardi >, al­Nuju>m al­ta>hirah…, juz VI, h. 159.
19 Ia adalah Abu> Hafs Umar bin Muhammad bin Yahya > yang dikenal

dengan nama Ibn thabrazdi > al­Da >ri Qa >zi >. Lahir tahun 516 H dan wafat

tahun 607 di Baghdad. Lihat Ibid., h. 201.
20 Abu ‘Ali Hanbal bin ‘Abdillah bin al­farj bin Sa’adah. Pembesar Mesjid

al­Rasa>fah, lahir tahun 510 H dan wafat di Baghdad tahun 604 H. Lihat Muham­

mad bin Ahmad bin Usman bin Qima>z al­Dzahabi> Abu> ‘Abdillah, Siar ‘A’la>

al­Nubala>’, cet. IX, juz XXI (Beirut: Mu’assasah al­Risalah, 1413 H), h. 432.
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ketika, ‘Izz al­Di >n mendengar ada seorang syaikh ilmu hadis

di Iraq, yang ilmunya tidak ada yang setara dengan ulama

Damaskus. Maka berangkatlah ia ke Iraq pada tahun 597 H dengan

membawa segala perbekalan dan perlengkapan. Beberapa bulan

ia berdomisili di Baghdad, setelah belajar ilmu hadis dan meng­

hafal hadis ia kembali ke Damaskus.21

Dalam bidang tasawwuf ‘Izz al­Di>n mendalaminya pada

Syaikh Syahrawardi> al­Jadi>d di Damaskus, ia memiliki nama

yang mirip dengan syahrawardi> al­Maqtu>l. Syahrawardi> al­Jadi>d

meneruskan dan mengembangkan filsafat isyra>q, tetapi ia tidak

membicarakan masalah “Ima >mah” dan “Wila >yah”, ia hanya

menjelaskan pemikiran Syahrawardi al­Maqtu >l tentang al­nu>r

(cahaya) dan al­Faid (pancaran) Ilahi. ‘Izz al­Di>n mendalami ilmu

haqiqat ini beberapa tahun, kemudian ia kembali mendalami

syari’ah pada Ibn ‘Asa>kir.22

Selain berguru kepada orang yang masih hidup di masanya,

‘Izz al­Di >n juga mempelajari karya­karya ulama yang telah

mendahuluinya, bahkan sangat berpengaruh terhadap corak

keilmuannya, di antaranya al­Mawardi,23 yang sangat digemari

‘Izz al­Di >n, sehingga ia menulis kitab “Al­Jam’ Bain al­H }a>wi> wa

al­Niha >yah”, kitab H }awi > adalah karya al­Mawardi, sedangkan

kitab Niha >yah adalah karya Imam Harmain al­juwaini, kedua

kitab ini dipandang paling besar dan luas bahasannya dalam

mazhab Sya>fi’i.

21 Qa >d}i > Syuh}bah, Thabaqa>t…, juz II, h.110. Faruq, al­‘Izz Ibn ‘Abd al­

Sala>m…, h. 106.
22 Faruq, Ibid., h. 105 –106.
23Ia adalah Ali bin Muhammad bin Habib al­Basyri terkenal dengan

nama al­Mawardi, faqih mazhab Sya >fi’i, lahir tahun 364 H dan wafat pada

bulan Rabi’ al­Awwal tahun 450 H dalam usia 86 tahun, diantara kitabnya

yang terkenal adalah “Ah}ka>m al­Sulta>niyyah, al­Iqna>’ fi al­Fiqh, al­Ha>wi”, dan

lainnya. Ibn Subki, T}abaqa>t al­Sya >fi’iyyah…, juz V, h. 285­267.
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B. Situasi Sosial-Politik di Masa Hidup ‘Izz al-Di >n

Untuk mengungkapkan situasi sosial di masa hidup ‘Izz al­

Di>n, penulis akan melihatnya dari perspektif perkembangan

politik dunia Islam di masa hidupnya, kemudian menghu­

bungkannya dengan sejarah perkembangan hukum Islam yang

memiliki kaitan langsung dengan corak pemikiran hukum ‘Izz

al­Di >n Ibn Abd al­Sala >m.

‘Izz al­Di>n hidup di masa kekuasaan dinasti Ayyu>biyah dan

permulaan dinasti Mama>lik. Kedua dinasti ini berpusat di Mesir,

tetapi kekuasaannya mencakup Syam. Kedua dinasti ini dipinpin

para Sulta >n yang mendapat bai’at (legalisasi) dari Khalifah

‘Abbasiyah di Baghdad, karena dalam perspektif politik dan

hukum yang berkembang sa’at itu, kekuasaan tertinggi berada

di tangan Ami>r al­Mukmini>n yang berpusat di Baghdad, ketika

kekuasaan khalifah melemah, di berbagai wilayah, penguasa

lokal berusaha melepaskan diri dari kekuasaan pusat, namun

karena kuatnya pengaruh syari’at sa’at itu, maka secara dejure

penguasa­penguasa lokal itu harus mendapat bai’at dari Khalifah,

walaupun secara defakto mereka berkuasa penuh menjalankan

kebijaksaan­kebijaksanaannya dalam menjalankan roda

pemerintahan.

Pada tahun 567 H Sala>h al­Di>n al­Ayyu>bi> berkuasa penuh

di Mesir menggantikan Nu >r al­Di >n Zanki> yang sudah wafat,

kekuasaannya meliputi Mesir dan Sya>m, meskipun secara dejure

ia tunduk terhadap kekuasaan khalifah ‘Abba>siyah di Bagdad.

Selama berkuasa sala>h al­Di>n berhasil memperbaiki negaranya,

menegakkan keadilan dan membasmi kezaliman, bahkan

keharuman dan kebesaran namanya sebagai panglima perang

Islam ketika berhadapan dengan pasukan salib telah diabadikan

dalam catatan sejarah. Setelah berhasil membebaskan kota­kota

dan benteng­benteng yang sudah sekian lama dikuasai pasukan­

pasukan Salib, puncaknya ia berhasil merebut Bait al­Maqdis
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pada bulan Rajab tahun 583 H. Empat tahun kemudian pada

bulan Safar tahun 589 H. S{ala>h al­Di>n meninggal dunia.24

Setelah Sala>h al­Di>n wafat, kekuasaannya terbagi­bagi di

tangan anak­anak dan saudara­saudaranya. Setiap penguasa

senantiasa berusaha untuk merebut kekuasaan saudaranya,

sehingga pertikaian dan pertempuran sering terjadi sesama

mereka…, sampai akhirnya al­Ma>lik al­‘Adil (saudara Salahuddin)

berkuasa penuh atas Mesir dan Syam pada tanggal 20 Syawal

596 H. Kemudian ia membagi kekuasaannya terhadap anak­

anaknya, sementara ia bergilir mengunjungi daerah­daerah

kekuasaan anak­anaknya.25

Al­Ma>lik al­‘Adil wafat pada Jumadil Akhir 615 H, maka

pertikaian dan perebutan kekuasaan terjadi lagi, sebagaimana

terjadi pada anak­anak dan saudara Sala>h al­Di>n, yang menga­

kibatkan negara menjadi lemah, dan musuh luar dari bangsa

Eropa dan Bangsa Tartar mengambil keuntungan besar. Seperti

al­Ma>lik al­Ka>mil (berkuasa di Mesir) memberikan “al­Quds”

pada tahun 626 H kepada Raja Frederic sebagai tanda perjanjian

perdamaian di antara mereka, agar ia mendapat kesempatan

merebut Damaskus dari kemenakannya Ma>lik Da >wu >d bin al­

Mu’azzam.26

Demikian juga penguasa Damaskus Isma >’i >l bin al­‘Adil

memberikan kota kaida > dan benteng Syaqif kepada Prancis

tahun 638 H, agar membantunya memerangi penguasa Mesir

kemenakannya Najm al­Di>n Ayyu >b. Tindakan ini mendapat

tantangan keras dari ‘Izz al­Di >n yang pada waktu itu sebagai

Syaikh dan Khatib di Mesjid Jami’ Damaskus. Demikian juga Abu>

‘Amru > bin al­Ha >jib al­Ma >liki >. Tantangan kedua ulama ini

menimbulkan kemarahan Sulta>n, Maka keduanya dipenjarakan

24 Ibn Tughra > Bardi >, al­Nuju>m al­Za>hirah…, juz VI, h. 7­63. Faruq. Al­

‘Izz Ibn ‘Abd al­Sala>m…, h. 6.
25 Ibn Tughra > Bardi >, ibid., juz VI, h. 160, 227.
26 Ibid., h. 271.
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di Benteng, sampai akhirnya dibebaskan, berdasarkan latar

belakang ini, ‘Izz al­Di>n hijrah ke Mesir.27

Kekuasaan Bani> Ayyu >b berakhir dengan terbunuhnya al­

Mu’azzam Tu>ra>nsya>h pada tanggal 27 Muharram tahun 648 H.

sebagai hasil kerjasama janda Ayahnya Najm al­Di >n Ayyu >b

bernama Syajarat al­Darr dengan Mama>lik ayahnya. Pada hari

Kamis 2 kafar 648 H. Syajarat al­Darr dibai’at secara terpaksa

oleh Ta>j al­Di>n Ibn Bint al­‘Izz. Mengenai ini ‘Izz al­Di >n ber­

komentar: “Cobaan apa yang ditimpakan Allah terhadap kaum

Muslimin dengan dipinpin seorang wanita?”. Indikasi ini

menunjukkan, bahwa Ta>j al­Di>n dan ‘Izz al­Di>n menentang kepala

negara di tangan wanita. Setelah tiga bulan Syajarat al­Da >r

berkuasa didampingi perdana menteri Aibak Turkman, ia tidak

mendapat persetujuan dari Khalifah al­Musta’sim Billah di Baghdad,

maka ia terpaksa mengundurkan diri, kemudian Aibak Turkman

berkuasa dan mengawini Syajarat al­Da >r. Sampai pada hari

Kamis tanggal 25 bulan Rabi’ al­Awal tahun 655 H. Aibak Turkman

terbunuh dan digantikan anaknya Ali bergelar al­Ma>lik al­Mansu>r.28

 Pada tahun 656 H. Hulaghu merebut Baghdad dan

membunuh Khalifah al­Musta’sim Billah, dengan penakhlukan

ini runtuhlah dinasti Abbasiah. Hulagu menciptakan kehancuran

di Baghdad, membunuh ribuan orang, merusak buku­buku

dalam pustaka­pustaka Baghdad. Kemudian ia berjalan ke Syam

dan berkuasa di sana setelah meluluh lantahkan isinya, selan­

jutnya ia merencanakan penaklukan Mesir. Mendengar ancaman

serangan Tartar ini, pembantu Sulta>n segera mengumpulkan para

qa>di>, cerdik­pandai, dan ulama, untuk bermusawarah dengan

mereka mengenai langkah­langkah yang perlu ditempuh untuk

menghadapi serbuan Tartar.29

27 Ibn al­Subki >, Tabaqa>t al­Sya >fi’iyyah…, juz VIII, h. 210.
28 Ibn Tughra > Bardi >, al­Nuju>m al­Za>hirah…, juz VI, h. 372­379, juz VII,

h. 3, 41.
29 Ibid., juz VII, h. 72.
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Dalam musyawarah itu penguasa mengajukan usulan

untuk mengumpulkan harta­harta berharga dari masyarakat

guna mempersiapkan pasukan untuk jihad melawan Tartar.

Menurut Ibn Tughra> Bardi>,30 “Akhirnya pendapat ‘Izz al­Di>nlah

yang diterima dalam musyawarah itu, ia berfatwa: “Tidak

dibenarkan memungut harta dari masyarakat, kecuali apabila

setelah harta­harta para penguasa dikumpulkan, setiap orang

menggunakan senjata dan tunggangan pribadi, tetapi belum

mencukupi, maka dibolehkan memungut harta dari rakyat

secukupnya”.

Dalam musyawarah ini juga diputuskan, untuk mengganti

kepemimpinan al­Ma>lik al­Mansu >r ‘Ali> dengan ‘Ami>r Qatr al­

Hukm yang setelah berkuasa bergelar al­Ma>lik al­Muzaffar pada

bulan Dzu >lqa’dah 657 H. Setelah semua perlengkapan selesai,

maka pasukan yang kuat disiapkan secara mental dan fisik.

Ulama diminta memompa semangat jihad pada mereka, dalam

bidang inilah ‘Izz al­Di >n mengambil peranan yang sangat

signifikan dalam membentuk mental para prajurit menghadapi

Tartar.

Pada bulan Ramad}an tahun 658 H. terjadi pertempuran

besar di ‘Ain Jalu>t antara pasukan Islam dengan Tartar, sampai

akhirnya panglima perang Tartar Kutubkhan tewas dan

pasukannya yang dikatakan tak terkalahkan itu dapat di­

hancurkan.31 Kemudian Muzaffar pergi ke Damaskus, menata

negeri ini kembali, dan menempatkan Amir ‘Ilm al­Di>n Sanjar al­

Halbi> di sana, kemudian menempat Amir ‘Ala’ al­Di>n bin Lu’lu’

di Aleppo, padahal ia telah menjanjikan posisi itu untuk Amir

Baybars, sehingga menimbulkan niat jahatnya terhadap

Muzaffar.32

30 Ibid. Lihat juga Faruq, al­‘Izz Ibn ‘Abd al­Sala>m…, h. 11.
31 Ibn Tughra > Bardi >, Ibid., h. 79.
32 Ibid., h. 82.
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Ketika Muzaffar kembali ke Mesir, di perjalanan ia dicegat

Amir Baibars dan terbunuh, maka berpindahlah kekuasaan ke

tangan Baibars dengan gelar al­Malik al­Zahir. Pada mulanya

‘Izz al­Di >n tidak bersedia membai’atnya, karena sepenge­

tahuannya Baibars adalah budak Band Qada >ri >, sampai

datangnya seorang saksi yang menyatakan kebebasan Baybars.33

Sejak Baybars berkuasa, tegaklah dinasti Mama>lik dengan

kuat. Kemudian ia membai’at Khalifah Bani> Abbas al­Mustan¡ir

Billa>h yang datang ke Mesir pada bulan Rajab 659 H. sebagai

simbol syari’ah. Kemudian Khalifah membai’at Baibars sebagai

Sulta>n dan menyerahkan kepemimpinan wilayah Mesir, Syam

dan wilayah­wilayah yang akan ditakhlukkan kepada Baybars.34

Secara defakto Khalifah tinggal nama saja, sedangkan yang

berkuasa secara dejure sepenuhnya di tangan Baybars. Dengan

ini, maka Baybars mendapat restu dari rakyat, karena dengan

bai’at dari Khalifah ia dapat menghapus citra buruknya yang

sebelumnya dipandang merampas kekuasaan dari dinasti

Ayyu>biyah yang direstui Khalifah Abbas secara resmi.

Al­Ma>lik al­Za>hir Baybars sangat menghormati ‘Izz al­Di>n

Ibn Abd al­Sala>m, mengagungkannya, dan mengikuti fatwa­

fatwanya. Ketika ‘Izz al­Di>n wafat tahun 660 H, ia berkomentar:

“La ilaha illallah, seandainya kematian syaikh terjadi dimasa

kekuasaanku?”.35 Secara politis, ‘Izz al­Di>n memiliki pengaruh

yang sangat besar, sehingga ketika mayatnya diusung oleh

jumlah massa yang besar, dari bawah benteng Baybars

berkomentar:

دروا إ أراد  سا أ  م ا إ  
ال أه 36

33 Ibn Tughra> Bardi>, Ibid., h. 95. Faruq, al­‘Izz Ibn ‘Abd al­Sala>m…, h. 12.

Dikutip dari kitab Ibn Sy±kir al­Kitbi >, Fawa>t al­Wafaya >t, juz I, h. 595.
34 Ibn Tughra > Bardi >, al­Nuju>m al­Za>hirah…, juz VII, h. 109­110.
35 Ibn al­Subki >, Tabaqa>t al­Sya>fi’iyyah…, juz VII, h. 245.
36 Faruq, al­‘Izz Ibn ‘Abd al­Sala>m…, h 13 yang dikutib dari al­Asnawi,

Thabaqa>t al­Sya>fi’iyyah, juz II, h.199.
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“Tahtaku hanya bertahan sebentar, karena jika ia menyuruh
manusia kepada sesuatu yang ia kehendaki, niscaya mereka
segera menuruti perintahnya”.

Meskipun gambaran kehidupan politik dunia Islam priode

ini bercorak perpecahan yang diikuti kemundurannya, namun

dinamika aktifitas ilmiah tetap berkembang, apalagi di masa

kekuasaan dinasti Saljuk di timur dan Dinasti Fa>timiyah di Mesir.

Di masa ini terlahirlah ulama­ulama besar dan para pakar agung

yang memiliki kontribusi besar dalam proses tasyri’ Islam. Yang

berkurang adalah otoritas mereka yang menjadi terbatas. Mereka

tidak memiliki otoritas melakukan ijtihad secara mustaqil seperti

yang dimiliki Imam Mujtahid dari generasi Imam Abu Hanifah,

Malik, al­Sya>fi’i, Ahmad, Tabari dan sebagainya.37 Otoritas yang

dipersempit ini pada tataran berikutnya melahirkan “ruh taqlid”

yang melanda seluruh pola fikir umat.

Berdasarkan penelitian, Hudari> melihat tiga sebab yang

menjadi latar belakang kondisi ini:

1. Kemunculan murid­murid cerdas yang sangat terpengaruh

oleh pola penalaran gurunya. Sehingga layak dikatakan,

bahwa mazhab­mazhab fiqh yang masih eksis sampai saat

ini karena pembelaan dan penyebaran yang dilakukan

murid­murid mereka yang diakui kemampuannya dalam

pembentukan hukum Islam oleh jumhur ulama. Kemudian

mereka mengabadikan pemikiran­pemikiran hukum

Imamnya dalam buku­buku yang tersistematisasi, sehingga

generasi berikutnya dengan mudah dapat menyerap

khazanah ini.

2. Sistem pemberlakuan hukum di peradilan mengacu pada

mazhab yang dianut penguasa, maka suatu mazhab sangat

terbantu, karena qad}i yang diangkat adalah dari kalangan

37 Muhammad Hud}ari Bek, Ta>ri>kh al­Tasyri>’ al­Isla>mi (Kairo: Da>r al­Fikr,

1967), h. 278.
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ulama mazhab itu, berikutnya komunitas akan cendrung

hanya mengikuti mazhab yang dianut secara resmi dan

mayoritas dalam negara mereka.

3. Kodifikasi, sistematisasi logika dan pemikiran­pemikiran

hukum mazhab, Sehingga jumhur cendrung mengambil

pendapat­pendapat yang sudah terkodifikasi, walaupun

sebenarnya ada pendapat Imam lain yang lebih faqih, tetapi

karena tidak dikodifikasikan tenggelam bersama masa.

Seperti: Ima>m al­lais, menurut Ima>m Sya>fi’i> ia lebih fa>qih dari

Ima>m Ma>lik, tetapi pengikut­pengikutnya tidak membuku­

kan pendapat­pendapatnya.

Kontribusi ulama periode ini sangat besar pengaruhnya

bagi pola penalaran hukum Islam pada masa berikutnya, yang

dilakukan dengan cara:38

1. Merumuskan ‘illat­‘illat hukum yang dipakai Ima>m mazhab

dalam melakukan istinbat, hal ini disebabkan banyaknya

hukum­hukum fiqh yang diriwayatkan dari Ima>m mereka

tanpa dijelaskan ‘illatnya (mengapa ia berpendapat demi­

kian). Ijtihad periode ini adalah menjelaskan konsep usu >l

yang digunakan Ima>m mazhab dalam berijtihad, kemudian

membukukannya dalam kitab­kitab yang dinamakan

dengan “usu>l­fiqh”. Generasi ini kemudian disebut dengan

“ ulama takhri >j”. Cara kerja seperti ini banyak ditempuh

ulama H}anafiyah karena sebagian besar pendapat Ima>m

yang sampai ketangan mereka tidak memuat ‘illat, maka

mereka berijtihad untuk menjelas “usu>l” atau pola penalaran

yang ditempuh Ima>m dalam beristinba>t. Sedangkan ulama

Sya>fi’iyah lebih sedikit menempuh cara ini, karena usu>l Ima>m

mereka sudah dibukukan oleh Ima>m sendiri atau didik­

38 Mustafa > Ahmad al­Zarqa’, al­Madkhal li al­Fiqh al­‘Am, juz I

(Damaskus: Da >r al­Fikr, 1968), h. 171. Lihat juga Khud}ari Bek, Ibid., h. 283­

286.
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tekannya kepada murid­muridnya. Sebaliknya Ma>likiyah

dan Hana>bilah cendrung jauh dari arena perdebatan adu

argumentasi.

Sejalan dengan konteks ini, Ali Hasaballah merumuskan

empat pola perumusan ilmu Us}u>l­fiqh,39 yaitu:

a. Pola perumusan Sya >fi’iyah atau mutakallimin, yang

merumuskan kaidah­kaidah Us}u>l dengan pola penalaran

mantiqi> (filosofis), mengacu kepada pendapat yang paling

kuat berdasarkan dalil naqli> dan aqli>. Mereka tidak terikat

us }u >l Ima >m atau hukum furu’ yang telah diistinbatkan

Ima>m. Diantara kitab­kitab yang disusun dengan cara ini

adalah: al­Mustasfa> karya Imam al­Gaza>li> (w. 505 H), al­

Mah}su>l fi> ‘Ilm al­Us}u>l karya Fakhr al­Di>n Muhammad bin

‘Umar al­Ra>zi> (w. 606), al­Ih }ka >m fi > Us }u>l al­Ah }ka >m karya

al­‘Amidi> (w. 631 H.).

b. Pola Perumusan H}ana>fiyah, yaitu: merumuskan kaidah

us }u >l berdasarkan hukum­hukum furu’ yang telah

diistinbatkan Imam mazhab. Diantara kitab­kitab yang

ditulis dengan cara ini adalah: Us }u >l al­Bazdawi >, karya

Fakhr al­Isla>m ‘Ali al­Bazdawi> (w. 483 H), al­Manna>r karya

‘Abdullah bin Ahmad al­Nisfi> (w. 790).

c. Pola perumusan yang menggabungkan kedua pola

sebelumnya, diantaranya: kitab Tanqi >h } al­us }u >l karya

‘Abdullah bin Mas’u >d al­Bukha>ri> al­H}anafi> (w. 747 H.),

Jam’ al­Jawa>mi’ karya Ta>j al­Di>n al­Subki> al­Syafi’i> (w. 771

H.), al­Tahri>r, karya al­kama>l ibn al­Hamma>m al­H}anafi>

(w. 861 H).

39 Ali Hasaballah, Us}u>l al­Tasyri>’ al­Isla>mi> (Kairo: Da >r al­Ma’arif, 1964),

h. 6­7.
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d. Pola penulisan ushul­fiqh yang menekankan pembahasan

pada perumusan kaidah­kaidah ushul berdasarkan

tujuan­tujuan Sya>ri’ (maqa>sid al­syari>’ah) dalam menetap­

kan hukum. Pada bagian ini Ali Hasaballah hanya

memberi nama kitab al­Muwa >faqa >t karya Ab­ Ish}aq al­

Sya>tibi> (w. 780 H.) sebagai contoh. Menurut hemat penulis

ada ulama sebelum Syatibi yang sudah merumuskan pola

penulisan ini, seperti: ‘Izz al­Di>n Ibn ‘Abd al­Sala>m.

2. Melakukan tarjih terhadap perbedaan­perbedaan pendapat

dalam mazhab dari dua aspek: riwa>yah dan Dira >yah. Yang

dimaksud dengan tarjih dari aspek riwayah adalah memilih

salah satu pendapat yang diriwayatkan dari imam mazhab

dengan memprioritaskan jalur sanad yang paling siqah.

Seperti: dalam mazhab Hanafi, mentarjih riwayat Muham­

mad atas riwayat Isa bin Aba>n, Hasan bin Ziya>d dan lain­lain.

Dalam mazhab Ma>liki>, mentarjih riwayat Ibn Qa>sim atas

riwayat Ibn Waha>b, Ibn Majisyu>n, Asad bin Farra>t dan lain­

lain. Dalam mazhab Sya>fi’i mentarjih riwayat al­Rabi’ bin

Sulaiman atas periwayatan al­Mazanni>, al­Harmalah, al­

Buwaiti> dan lain­lain. Sedangkan tarjih dari aspek dira >yah

adalah: memilih pendapat terkuat dengan pendekatan

konsep ushul imam mazhab atau yang paling dekat dengan

dalil­dalil fiqh yang orisinil, yaitu: al­Qur’an, al­hadis, al­Ijma>’

dan al­Qias.

3. Memperkuat fiqh mazhab masing­masing, baik secara

global dengan mengadakan propaganda yang berintikan

pernyataan, bahwa imam mazhab yang diikutinya meru­

pakan seorang yang paling memiliki otoritas dilapangan

fiqh dan istinbat, maupun secara terperinci dengan cara

menguatkan (yurajjih}) mazhabnya dalam setiap masalah

khilafiyah. Mereka menyusun kitab ikhtilaf, didalamnya

25

M e n g e n a l  ‘ I z z  a l - D i > n  I b n  ‘ A b d  a l - S a l a > m



memuat pendapat berbagai ulama, kemudian menguatkan

pendapat mazhab yang diikuti.40

C. Mazhab, Karir dan Karya-karyanya
1. Mazhab:

Untuk mengetahui mazhab yang dianut oleh seorang

tokoh penulis menggunakan beberapa tolak ukur berikut:

a) Melihat kepada mazhab guru­guru, keluarga dan

komunitas di tempat dan di masa ia hidup bersosialisasi.

b) Mengacu kepada pengelompokan ulama­ulama klasik

sebagaimana disusun oleh para penulis dan ahli sejarah.

Cara pertama dan kedua ini, dibuat sederhana, karena

hanya mengacu kepada pendapat yang telah ada dengan

analisa­analisis historis.

c) Melakukan analisis kritis terhadap pendapat­pendapat

yang dikemukakannya, kemudian membandingkannya

dengan pendapat mazhab­mazhab yang ada, dengan

demikian akan terlihat kecendrungan berfikir yang ia

miliki. Cara ini lebih obyektif, namun memerlukan sarana

dan waktu yang lebih lama.

Berdasarkan ukuran­ukuran dan cara yang dirumuskan

di atas, penulis akan menilai mazhab yang dianut ‘Izz al­Di>n.

a. Mazhab Fiqh

Dilihat dari mazhab syaikh­syaikh yang mengajar ‘Izz

al­Di>n dalam bidang fiqh, pada umumnya berasal dari ulama

kalangan Sya>fi’iyah, seperti Ibn Asakir, al­‘Amidi>, al­Harista>ni>

dan lainnya. Begitu juga literature­literatur yang diajarkan,

seluruhnya merupakan karya­karya ulama Sya >fi’iyah,

40 Muhammad al­Hud}ari > Bek, Ta>ri>kh al­Tasyri>’…, h. 331­334.
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seperti: karya al­Juwaini>, al­Gaza>li>, al­Ra>zi>, al­Ma>wardi> dan

lainnya.

Sedangkan secara politis dan sosiologis, ‘Izz al­Di >n

hidup dalam wilayah kekuasaan dinasti Ayyu>biyah yang

menganut mazhab Sya>fi’i. Konsekwensinya corak hukum

fiqh yang diterapkan secara luas mengikuti pendapat

mazhab Sya>fi’i, baik dalam proses pendidikan dan penga­

jaran maupun pada tataran peradilan dan kebijakan negara.

Setelah mengetahui sejarah pendidikan dan sosial­

politik dimana ‘Izz al­Di >n dibesarkan, kemudian mem­

perhatikan posisinya dalam kitab­kitab T}abaqa >t, ta >ri >kh dan

sebagainya, maka dapat disimpulkan, bahwa di bidang fiqh

ia tergolong dalam kelompok ulama­ulama yang bermazhab

Sya>fi’i. Namun demikian, ada juga pendapat yang menem­

patkan ‘Izz al­Di >n sebagai seorang mujtahid berdasarkan

kemampuan yang ia miliki. Dalam berijtihad, kadangkala ia

sependapat dengan mazhabnya, tetapi kadangkala ia

berbeda pendapat.

Umpamanya hukum wanita boleh bertayammum

sebagai ganti wu«u‘ pada musim dingin karena khawatir jika

berwu«u‘ dengan air dapat merusak kecantikan wanita

tersebut. Pendapat ini sesuai dengan fatwa Imam Sya>fi’i> yang

membolehkan wanita untuk bertayammum pada musim

dingin. Contoh ini menggambarkan persamaan pendapat­

nya dengan Ima>m Sya>fi’i>.41

Dalam contoh lain: terjadi perebutan hak milik atas

barang­barang tertentu antara suami­istri, masing­masing

pihak saling mengklaim bahwa barang tersebut adalah

miliknya, atau salah satu pihak mengklaim bahwa barang

itu milik bersama. Ima>m Sya>fi’i berfatwa, agar membagi rata

harta tersebut antara keduanya, sedangkan menurut ‘Izz al­

41 ‘Izz al­Di >n, al­Qawa >’id al­Kubra>, juz II, h. 13.
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Di>n lebih baik memperhatikan kebiasaan yang berlaku. Jika

suami seorang tentara, maka alat­alat dan kendaraan perang

diberikan kepada suami, sedangkan perhiasan­perhiasan

diberikan kepada istri, karena pada adatnya persenjataan

perang milik suami dan perhiasan adalah milik istri. Pendapat

ini berbeda dengan pendapat Sya>fi’i>.42

Perbedaan pendapat antara Ima >m mazhab dengan

ulama pengikutnya dikalangan ulama Sya>fi’iyah atau aliran

mutakallimin dipandang sah­sah saja, karena dalam konsep

ushul aliran ini, dalam berijtihad ulama tidak terikat kepada

mazhab Imam, tetapi menerapkan kaidah­kaidah ushul

secara filosofis, kemudian berpegang kepada pendapat yang

lebih kuat berdasarkan petunjuk dalil naqli> dan ‘aqli>.43

b. Mazhab Kalam

Pengetahuan ‘Izz al­Di>n tentang ilmu kalam banyak ia

peroleh pada literature­literatur klasik yang memuat

pemikiran­pemikran ulama dari akhir abad pertama dan

awal abad kedua Hijrah, ketika Mu’tazilah muncul dengan

mengagungkan fungsi akal lebih dari kelompok lainnya. Di

sisi lain terdapat aliran `Asy’a>riyah yang berbeda konsep

teologi dengan Mu’tazilah, mereka membicarakan masalah

qad}a >, qadar, jabar, ikhtia >r, sifa >t Allah dan lainnya. Khazanah­

khazanah pengetahuan itu banyak ia temukan pada per­

pustakaan Mesjid Umawi>.

Tulisan­tulisan ‘Izz al­Di>n mengenai pemikiran kalam

merefleksikan pengaruh perdebatan­perdebatan antara

Mu’tazilah, Asy’a>riyah, dan Tajsi >miyah. ‘Izz al­Di >n adalah

penganut pemikiran Ays’ariyah, hal ini terlihat dari tulisan­

tulisanya yang menyatakan penolakannya terhadap

pemikiran­pemikiran kalam Mu’tazilah dan Tajsi>miyah.

42 Ibid., h, 56.
43Ali Hasaballah, Us }u>l al­Tasyri>’…, h. 6.
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Umpamanya, jawaban ‘Izz al­Di >n tentang pendapat

Asy’ariyah,44 bahwa roti tidak menciptakan kenyang, api

tidak menciptakan bakar, air tidak menciptakan basah.

Menurutnya kenyang, bakar, basah adalah peristiwa yang

diciptakan Allah secara terpisah, maka bukanlah roti yang

membuat kenyang, bukan pula api yang membuat terbakar,

serta bukan pula air yang membuat basah, meskipun hal­hal

itu yang menyebab­kannya, jadi sang Kha >liqlah yang

menyebabkan, bukan sebab itu sendiri, sebagaimana Allah

berfirman dalam surat al­Anfa>l 17:

ََر ا ِَو َْََذْ رإ َْََرََو ْُَ ا ِَو ْُُَ ْ

 ٌِَ ٌِَ ا نإ ًََ ًءَ ُْِ َِِْُا َِْُَِو

“Maka (yang sebenarnya) bukan kamu yang membunuh
mereka, akan tetapi Allahlah yang membunuh mereka, dan
bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi
Allah­lah yang melempar. (Allah berbuat demikian untuk
membinasakan mereka) dan untuk memberi kemenangan kepada
orang­orang mu’min, dengan kemenangan yang baik. Se­
sungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Dalam ayat ini, Allah dengan tegas menyangkal existensi

Rasulnya sebagai pembuat lemparan, meskipun ia sebagai

sebab terjadinya pelemparan, karena Allah menciptakan

seluruh mahluk dan perbuatan mereka, Allah berfirman

dalam surat al­‘An’a>m 102:

ْَ  ُِَءٍ
“…Dialah yang menciptakan segala sesuatu…”

Dalam surat al­Fa>tir: 3 Allah berfirman:

ِا ُْ ِَ ْِ ْَ

44 Ibn al­Subki >, T}abaqa>t al­Sya >fi’iyyah…, juz VIII, h. 227.
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“… adakah pencipta selain Allah…?

Allah menjelaskan dalam surat Yunus ayat 39:

ُوَ ْِَ َو ِِِِ اِُ ْَِ اُ ْَ
“Bahkan yang sebenarnya, mereka mendustakan apa yang
mereka belum mengetahuinya dengan sempurna padahal belum
datang kepada mereka penjelasannya”.

Dalam surat al­Naml 83 Allah mempertanyakan:

أِََِ ُْ وِُ ْَا ًِ َِ أذَا َْَ ْُنَ  
“Apakah kamu telah mendustakan ayat­ayat­Ku, padahal ilmu
kamu tidak meliputinya, atau apakah yang telah kamu
kerjakan?”

2. Karir:

a. Pendidikan dan Pengajaran

Setelah mencapai posisi yang tinggi dalam berbagai

bidang ilmu, ia menjadi tempat menimba ilmu yang sangat

disegani di masanya, bahkan banyak orang yang meman­

dangnya sudah pantas menempati posisi seorang mujtahid.

Diantara murid­muridnya, tersebutlah Syaikh al­Isla>m Ibn

Daqi>q45 yang memberinya gelar Sulta>n al­‘Ulama, ‘Abd al­

Lati>f bin al­’Izz bin ‘Abd al­Sala>m,46 Ima >m ‘Ala>’ al­Di>n Abu >

45 Nama lengkapnya adalah Taqi > al­Din Abu > al­Fath Muhammad bin

Majd al­Din Ali bin Waha >b bin Muthi >’ al­Qusyairi, lahir 25 Sya’ban 625 H

dan wafat 11 safar 702 H. Sebelum bertema ‘Izz al­Di>n ia bermazhab Ma>liki>,

setelah berguru ia menguasai keduanya. Ia Menjadi Qad }i >­Qud }a >t mazhab

Sya >fi’i di Mesir setelah wafatnya Taqiyy al­Di >n ‘Abd al­Rahma >n bin ‘Abd

al­Waha >b. Lihat Ibn al­Subki >, T}abaqa>t al­Sya>fi’iyyah…, juz IX, h. 207.
46 Ia adalah anak ‘Izz al­Di >n Ibn Abd al­Sala >m, lahir 628 H, menerima

hadis dari al­lati >, belajar fiqh dari bapaknya, wafat di Kairo tahun 695 H.

Lihat Ibn al­Subki >, ibid., juz VIII, h. 312.
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al­Hasan al­Ba>ji>,47 Syaikh Ta>j al­Di>n ibn al­Farka>h, al­Ha>fiz

Abu Muhammad al­Dimya>ti>,48 al­Ha>fiz Abu> Bakr Muham­

mad bin Yu>suf bin Misdi>, ‘Alla>mah Ahmad Abu> al­‘Abba>s Jala>l

al­Di>n al­Dasyna>wi>,49 ‘Alla>mah Abu> Muhammad Hibbatullah

al­Qifti>,50 dan lainnya.

Karir pendidikan dan pengajarannya dimulai sebagai

pengajar sekolah dasar di Mesjid Jami’ Damaskus, mengajar

anak­anak membaca al­Qur‘an, menulis dan membaca,

kemudian meningkat menjadi pengajar sekolah lebih tinggi,

mengajarkan ilmu fiqh dan ilmu ushul­fiqh dalam mazhab

Sya >fi’i, karena mazhab Sya >fi’i menjadi mazhab resmi di

seluruh wilayah kekuasaan salah} al­Di>n al­Ayyu>bi>.

Selanjutnya dalam umur yang relatif muda. ‘Izz al­Di>n

sudah dikenal sebagai salah seorang Syaikh yang terkenal di

Mesjid Umawi Damaskus. Setelah mengajar, ia memperoleh

honor mengajar untuk keperluan hidupnya, sehingga tiba

masanya ia merubah hidupnya, dengan membeli rumah dan

berumah­tangga.

47 Namanya Ali bin Muhammad bin Abd al­Rahman bin bin khattab,

lahir tahun 631 H, belajar Fiqh dari ‘Izz al­Di >n di Damaskus, pernah

menjadi Qad }i di al­Kark, kemudian pindah ke Kairo dan wafat tahun 714

H. Lihat Ibn al­Subki >, ibid., juz X, h. 339­366.
48 Namanya Abd al­Mukmin bin Khalaf, lahir tahun 612 H dan wafat

tahun 705 H. Selain berguru pada ‘Izz al­Di >n ia juga belajar hadis dari al­

Hafiz ‘Abd al­‘Azim al­Munziri. Diantara karyanya “Kitab al­sala>t al­Wustha>

“. Lihat Ibn al­Subki >, Ibid., juz x, h. 102­123.
49 Namanya Ahmad bin Abd al­Rahman bin Muhammad al­Kindi,

lahir di Dasyna > tahun 615 H dan wafat tahun 677 H di Qaus. Belajar hadis

dari al­Ha >fiz ‘Abd al­‘Azi >m al­Munziri >, belajar Ushul pada Syaikh Syams

al­Di >n al­Asfaha >ni >. Lihat Ibn al­Subki >, ibid., juz VIII, h. 20­22.
50 Namanya Hibatullah bin ‘Abdullah bin Sayyid al­Ku >l, Laqabnya

Baha>’ al­Di>n. Kunyahnya Abu> al­Qa>sim atau Abu> Muhammad. Lahir tahun

597 H atau 601 H, dan wafat di Isna tahun 697 H. Selain pada ‘Izz al­Di>n, ia

juga berguru pada Majd al­Di >n Ibn Daqi >q al­Qusyairi >, belajar Ushul­fiqh

pada Syams al­Di >n al­Asbaha >ni > dan diantara muridnya adalah Taqiyy

al­Di >n Ibn Daqi >q al­‘´d. Lihat Ibn al­Subki >, ibid., Juz VII, h. 390­392.
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b. Dakwah Amar-Ma’ruf dan Nahi Munkar

Ketokohan ‘Izz al­Di >n dalam bidang dakwah “amar

ma’ruf dan nahi mungkar” mengikuti pengakuan orang

terhadap keilmuan yang dimilikinya. Posisinya sebagai

khatib jum’at di Mesjid Umawi Damaskus, memberinya

peluang besar untuk menyampaikan gagasan­gagasan

kepada masyarakat luas dan menyatakan pendapatnya ter­

hadap kebijaksanaan Sulta>n, yang kadang­kadang berten­

tangan, sehingga mendapat reaksi keras dari pihak penguasa.

Penguasa Damaskus Isma >’i >l bin al­‘Adil memberikan

kota Saida> dan benteng Syaqi>f kepada Prancis tahun 638 H.

agar membantunya memerangi penguasa Mesir, kemena­

kannya Najm al­Di >n Ayyu>b. Tindakan ini mendapat tan­

tangan keras dari ‘Izz al­Di >n yang pada waktu itu sebagai

Syaikh dan Khatib di Mesjid Jami’ Damaskus. Ketika

khutbah, ‘Izz al­Di>n meninggalkan do’a untuk Sulta>n sebagai

bentuk protesnya terhadap kebijaksanaan penguasa.

Tantangan ulama ini menimbulkan kemarahan Sulta>n, Maka

ia dipenjara di Benteng, sampai akhirnya dibebaskan, maka

berdasarkan latar belakang ini, ‘Izz al­Di >n hijrah ke kota

Mesir.51

Setelah hijrah ke Mesir, sepak­terjang ‘Izz al­Di>n dalam

menegakkan amar­ma’ruf dan nahi mungkar semakin

menun­jukkan ketokohannya. Pengalaman pahitnya di

Damaskus, meringkuk dipenjara karena dakwahnya ber­

hadapan dengan kebijaksanaan penguasa tidak membuat

‘Izz al­Di >n lemah, bahkan diberbagai kesempatan dengan

lantang ia menyeru seluruh pihak agar menegakkan hukum

Allah dan keadilan.

Setibanya di Mesir, al­Ma>lik al­Sa>lih Najm al­Di>n Ayyu>b

Ibn al­Ka >mil menempatkannya sebagai khatib di Mesjid

51 Ibn al­Subki>, T}abaqa>t al­Sya>fi’iyyah…, juz VIII, h. 210. Ibn Tugra> Bardi>,

al­Nuju>m al­Za>hirah…, juz VI. h. 338.
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Amru > bin ‘As dan sebagai Qa>d}i> di Mesir. Ketika itu ‘Izz al­

Di>n mendapat informasi tentang adanya tempat hiburan dan

menyediakan minuman keras yang mendapat perlindungan

dari seorang pejabat negara usta>z Fakhr al­Di>n Usman bin

Syaikh al­Suyu>kh. Setelah memperoleh kebenaran informasi

ini, ‘Izz al­Di>n memerintahkan penghancuran tempat hiburan

tersebut.52

Pada suatu hari Idul­fitri,53 ketika Sulta>n keluar dari

benteng ditengah pengawalan pasukan­pasukannya dan

diiringi para pembesar kerajaan, ‘Izz al­Di>n berpaling kearah

Sulta>n seraya berseru: “Wahai Ayyu >b! Apa argumenmu di

hadapan Allah, jika Ia bertanya kepadamu: “Bukankah telah

Aku berikan kepadamu kerajaan Mesir, kemudian engkau

membolehkan minuman keras?. Sulta>n bertanya: “Apakah

hal itu benar­benar terjadi?”. ‘Izz al­Di>n menjelaskan: “Kedai

minuman sifulan menyediakan khamar dan kemungkaran

lainnya, sementara tuan bergelimang kemewahan kerajaan

ini”. Kemudian pemilik kedai minuman itu dihadapkan

kepada Sulta>n, ia mengajukan alasan: “Wahai tuanku, aku­

lah pemilik kedai itu, tetapi hal ini bukanlah dari inisiatifku

sendiri, melainkan sudah terjadi sejak masa ayahku”.

Mendengar komentar penjual itu ‘Izz al­Di>n menyela: “Kamu

Seperti orang­orang yang berkata:

...أ  ءمءا مو إم...
“…sesungguhnya kami mendapati bapak­bapak kami menganut
suatu agama,… “

Kemudian Sulta >n menetapkan penutupan kedai

minuman tersebut. Ketika kembali dari pertemuan itu,

muridnya al­Ba >ji > bertanya: “Bagaimana kejadiannya

52 Ibn al­Subki >, ibid., h. 210.
53 Ibid., h. 211­212.
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(mengapa dilakukan di hadapan orang ramai)?. ‘Izz al­Di>n

menjawab: “Wahai anakku, aku melihatnya dalam kebesaran

itu, sehingga ingin menghinanya agar ia jangan takabbur,

karena akan mem­bahayakannya. Al­Ba >ji > bertanya lagi:

“Bagaimana dengan kemulyaan dan kebesarannya?”. ‘Izz

al­Di>n menjawab: “Aku hadirkan kebesaran dan kagungan

Allah, maka Sulta>n menjadi rendah seolah­olah berada di

bawah kakiku seperti kucing”.

c. Fatwa dan Peradilan

Karir ‘Izz al­Di>n dalam bidang fatwa dan peradilan

sudah dimulai ketika ia berada di Damaskus, kemampuan­

nya dalam berijtihad tergambar dalam komentar Ibn Ha>jib

al­Ma >liki > salah seorang Fa >qih Damaskus: “Kami tidak

mengetahui sejak masa empat imam mazhab ada orang yang

lebih faqih dari al­Gaza>li> selain ‘Izz al­Di>n Abd al­’Aziz Ibn

‘Abd al­Sala>m”.54

‘Izz al­Di>n diangkat menjadi Qa>d}i> Qud}a>t di Damaskus

atas tekanan politik dan militer dari al­Ma>lik al­‘Adil Sulta>n

Mesir terhadap adiknya al­Ma>lik al­Sa>lih Isma>’i>l penguasa

Damaskus. Dengan posisi ini ia segera menegakkan ke­

benaran dan keadilan, menghapuskan bid’ah, menghidup­

kan Sunnah dalam setiap menetapkan hukum, mengajar,

khutbah, ceramah dan berfatwa. Sampai akhirnya ia di­

turunkan dari jabatan itu oleh al­Salih} setelah wafatnya al­

Ma>lik al­‘Adil.55

Ketika sampai di Mesir ‘Izz al­Di>n mendapat sambutan

hangat dari seluruh elemen komunitasnya, dalam tempo

yang singkat ia telah diminta menjadi Qa >d }i >­Qud }a >t dan

menentukan na’ibnya sendiri. ‘Abd al­’Azi >m al­Munziri >

mengatakan: “Kami berfatwa sebelum datangnya Syaikh

54 Ibn al­Subki >, T}abaqa>t al­Sya >fi’iyyah…. juz VIII, h. 214.
55 Faruq, al­‘Izz Ibn ‘Abd al­Sala>m…, h. 139.
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‘Izz al­Di>n Ibn ‘Abd al­Sala>m, tetapi setelah kehadirannya,

posisi fatwa berada padanya saja”.56

Dalam berfatwa ‘Izz al­Di>n tidak segan­segan memper­

baharui fatwanya, jika terbukti apa yang telah difatwakan­

nya keliru. Qa>d}i ‘Izz al­Di>n al­Haka>ri Ibn Kha>tib al­Asmu>nain

bercerita tentang sejarah fatwa ‘Izz al­Di>n: “Suatu kali ‘Izz

al­Di >n berfatwa, dikemudian hari ia menyadari bahwa

fatwanya itu keliru, maka ia mengumumkan di Mesir dan

Kairo: “Barangsiapa yang memperoleh fatwanya tentang hal

itu, maka jangan mengerjakannya lagi, karena fatwa itu

keliru”.57

3. Karya-karya ‘Izz al-Di>n

Kitab­kitab karangannya mencakup berbagai bidang

keilmuan Islam mencapai 38 buah kitab, baik dibidang fiqh,

ushul­fiqh, tafsir, hadis, tauhid, dan tasawwuf. Sebagian

besarnya berbentuk risalah­risalah kecil. Berikut ini pem­

bagian masing­masing bidang secara garis besar:

a. Tafsir dan Ilmu-ilmu Pendukungnya:

1) Ikhtisa >r Tafsi >r al­Ma >wardi > (al­Nukat wa al­‘Uyu >n).58

2) Tafsi >r al­Qur’an al­’Azi >m59

56 Ibid., h. 147.
57 Ibn al­Subki >, T }abaqa>t al­Sya >fi’iyyah…, juz VIII, h. 214.
58 Kitab ini hanya terdapat satu eksemplar pada Dar al­Kutub al­

Misriyyah no. 32. Tafsir, terdiri dari 230 waraqah atau 460 halaman. Tafsir

ini ia mulai dengan muqaddimah, memuat nama­nama al­Qur‘an, makna

surat, ayat, al­ahru >f al­sab’ah, dan al­I’ja>z dengan uraian ringkas. Kemudian

ia menafsirkan al­Qur‘an surat demi surat, mulai dari surat al­Fatihah

sampai surat al­Nas. Lihat Faruq, al­‘Izz Ibn ‘Abd al­Sala>m…, h. 34­35.
59 Terdapat tiga naskah dari tafsir ini:Naskah pertama: terdapat pada

pustaka Dimad Ibrahim Pasya di Istanbul no. 115. berbentuk jilid kecil

dengan judul:Tarjama>t Mukhtasarat lil ‘Izz al­Di>n Ibn ‘Abd al­Sala>m. Naskah ini

memuat tafsir seluruh surat­surat al­Qur`an, yang terdiri dari 363 lembar

(waraqah). Pada lembaran terakhir tercantum: “selesai ditulis pada 10
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3) Ama >li > ‘Izz al­Di >n bin ‘Abd al­Sala >m60

4) Fawa>’id fi > Musykil al­Qur’a >n61

5) Al­Isya >rah ila > al­Ija >z fi > Ba’d } Anwa>’ al­Maja >z62

b. Hadis:

1) Syarh} H }adi >s “Li > D }arar wa La> D }ira >r”63

Jumadil awal 793 Hijrah di al­Syarafiyyah Aleppo. Ttd Ibrahim Sabth Ibn

al­’Ajmi”. Naskah kedua: terdapat pada College Ali Pasa di Istanbul No.

43, berbentuk jilid menengah dengan judul: Tafsi >r al­Qur’a >n al­’Azi >m.

Berisikan tafsir seluruh surat­surat al­Qur’an, terdiri dari 286 lembar,

ditulis pada tahun 881 H. Naskah ketiga: terdiri dari dua jilid, diantaranya

jilid kedua terdapat pada pustaka Qathar no.25:723. Naskah ini memuat

tafsir awal surat Maryam sampai akhir surat al­Nas. Judulnya; Kita >b Tafsi>r

al­Qur’a>n al­’Azi>z, karya: Syaikh al­’Alla>mah al­Ima>m Syaikh al­Isla>m Sulta>n

al­Ulama> Abu> Muhammad ‘Izz al­Di>n bin Abd al­Sala>m. Naskah ini terdiri

dari 248 lembar, ditulis oleh Umar bin Muhammad al­Qa >diri >, pada 17

Syawal tahun 873 H., ibid., h. 35­37.
60 Naskahnya terdapat pada Perpustakaan K­berlly di Istanbul no.

44, dengan judul: Ama >li > ‘Izz al­Di >n Ibn ‘Abd al­Sala >m ‘ala > al­Qur’a >n al­

’Azi >m. Setelah judul tertulis “memuat hukum­hukum dan uraian­uraian

tentang kemusykilan dan jawabannya, serta hadis­hadis yang mendukung­

nya, kaidah­kaidah, ibid., h. 37­39.
61 Kitab ini diterbitkan oleh menteri perwakafan Kuwait tahun 1967

M, ditahqi >q oleh Ridwa >n al­Nadwi >. Metode penulisan kitab ini dimulai

dengan mengungkapkan kemusykilan­kemusykilan disekitar ayat­ayat

Qur’an, kemudian ia memberikan jawaban yang ringkas dan lugas.

Kemusykilan yang diungkapkan terdapat dalam berbagai ayat dari surat­

surat al­Qur’an mulai dari surat al­Fatihah sampai kepada surat al­Na >s,

ibid., h. 39­41.
62 Dalam naskah lama berjudul “Maja >z al­Qur’a >n”. Kitab ini pernah

dicetak dua kali di Istanbul. Pertama pada tahun 1311 H dan kedua pada

tahun 1313 H. Cetakan ini terdiri dari 296 halaman. Kitab ini membahas

ilmu bayan dan ilmu ma’ani, menurut Ibn al­Subki >, kitab ini dan kitab

qawa’id al­Ah }ka >m menjadi bukti keimaman ‘Izz al­Di >n dan ketinggian

posisinya dalam ilmu­ilmu syari’ah. ibid., h. 41­50.
63 Kitab ini dinisbahkan kepada ‘Izz al­Di >n oleh Rid }wan al­Nadwi

dalam bukunya “Al­’Izzu bin ‘Abd al­Sala>m”. ibid., h. 50.
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2) Syarh } H }adis Umm Zar’64

3) Mukhtasar S }ah }i >h } Muslim65

c. Tauhid dan Ilmu Kalam:

1) Risa >lah fi > ‘Ilm al­Tauh}i >d 66

2) Wa¡iyah al­Syaikh ‘Izz al­Di >n67

3) Nub§ah Mufi >dah } fi > al­Radd ‘ala > al­Qa >`il bi Khalq al­

Qur’a>n68

4) Al­Farq Bain al­Isla >m wa Al­Ima >n69

5) Baya >n Ah}wa>l al­Na >s Yaum al­Qiya >mah70

6) Malhamat al­I’tiqa >d Au al­Aqa >’id71

64 Naskah ini terdapat pada pustaka al­Fatih Istanbul no. 1141, selesai

ditulis pertengahan Jumadil Akhir 715 H di Damaskus oleh Muhammad

bin al­Husain al­Hanafi. ibid., h. 50­51.
65 Kitab ini dinisbahkan kepada ‘Izz al­Di >n oleh Abi Nasr ‘Abd al­

Wahab bin Ali bin ‘Abd al­Kafi al­Subki, Thabaqa>t al­Sya>fi’iyyah al­Kubra,

al­Jizah: Hajar, 1992, juz VIII, h. 248. ibid., h. 51­52.
66 Naskahnya ada yang terdapat di pustaka Berlin no. 2426, naskah

lain terdapat pada pusta al­Zahiriyyah Damaskus no. 5207. ibid., h. 52.
67 Risalah kecil ini mengenai aqidah, terdapat pada pustaka al­

Zahiriyyah Damaskus no. 5258. ibid., h. 53.
68 Naskah ini terdapat pada Da>r al­Kutub al­Misriyyah no. 20740. ibid.,

h. 54.
69 Naskahnya ada yang terdapat pada Dar al­Kutub al­Misriyyah no.

251, ilmu kalam. Ada juga pada Jami’ah al­Dual al­Arabiyyah dengan kitab

‘Izz al­Di >n yang lain berjudul, Syajaratu al­Ma’arif no. 383, tasaw.wuf.

Terdaftar juga pada pustaka Iskuriyal juz II no.2:1536. Dan pada pustaka

Qairawan no.184. ibid., h. 54.
70 Kitab ini dinisbahkan kepada ‘Izz al­Di >n oleh Rid }wan al­Nadwi

dalam karyanya. ibid., h. 55.
71 Risalah ini termuat dalam sejarah hidup ‘Izz al­Di >n dalam kitab al­

Thabaqa >t al­Sya >fi’iyyah al­Kubra >, karya Ibn al­Subki >, juz VIII, h. 219­234.

Dinukil dari Syaikh Abd al­Latif bin al­’Izz. Sebagiannya juga diterbitkan

dalam risalah berjudul: Id }a>h al­Kala >m Fi >ma > Jara > lil ‘Izz bin Abd al­Sala >m fi >

Mas’alat al­kala>m, disusun oleh anaknya Abd Lati>f, diterbitkan Da>r al­Anwa>r

di Kairo pada tahun 1370 H. Terdapat juga naskah tertulis pada pustaka

Liubzagh no. 881 dan pada pustaka Berlin no. 280. ibid., h. 55­56.
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d. Fiqh dan Us }u>l-Fiqh:

1) Qawa>’id al­Ah }ka >m fi > Masa >lih } al­Ana>m (al­Qawa>’id al­

Kubra>) 72

2) Al­Qawa>’id al­Kubra >73

3) Al­Ima >m fi > Baya >n Adillat al­Ah }ka >m74

4) Maqa >sid al­Sala >t 75

5) Al­Targi >b ‘an shalat al­Raga >’ib al­Maud}u>’ah76

72Pada naskah yang lama kitab ini berjidul al­Qawa>’id al­Kubra>. Di Kairo

buku yang terdiri dari dua jilid ini sudah diterbitkan tiga kali, pertama

diterbitkan pada tahun 1353 H oleh penerbit al­Husainiyyah, kedua diter­

bitkan penerbit al­Tija >riyyah, ketiga diterbitkan penerbit Da >r al­Syarq

tahun 1338 H./1968 M. Sedangkan yang penulis gunakan sebagai literatur

utama adalah kitab terbitan Da >r al­Ji >l pada tahun 1400 H/1980 M tanpa

dimuat kota tempat penerbitannya. ibid., h. 56­57.
73Pada naskah lama kitab ini diberi nama al­Qawa’id al­Kubra>. Salah

satu naskahnya terdapat pada Dar al­Kutub al­Misriyyah no.846. Fiqh

Sya >fi’i >. Naskah lain terdapat juga pada perpustakaan al­Zahiriyyah

Damaskus no. 60. Fiqh Sya >fi’i >. Sedangkan kitab yang penulis gunakan

adalah terbitan Da >r al­Fikr al­Ma’a >sir Damaskus tahun 1416 H. ibid., h. 69.
74Dalam sebagian literatur kitab ini disebut al­Dala>’il al­Muta’alliqah

bi al­Mala>’ikah wa al­Nabiyyi>n ‘Alaihim al­Sala>m wa al­Khalq Ajma’i>n. Naskah

kitab ini ada yang terdapat pada perpustakaan Berlin no. 4787 sebanyak

42 lembar. Naskah lain terdapat pada perpustakaan Jami’ah al­Dual al­

‘Arabiyyah no.36 al­Tauhid. Naskah lain terdapat pada al­Ma’had no. 34.

Fiqh Sya >fi’i. Naskah lain juga terdapat dalam Pustaka Jami’ah Istanbul no.

1197. ibid., h. 69­70.
75 Naskah ini berbentuk risalah kecil terdapat dalam beberapa

perpustakaan dunia, diantaranya terdapat di perpustakaan Paris no.

2:1178, Naskah lain terdapat pada perpustakaan Iskurial no. 4:679 dan

1178. Tiga naskah terdapat pada Dar al­Kutub al­Mi¡riyyah no. 2 muja>mi’,

26 muja >mi’, dan 366 muja >mi’. Naskah lain terdapat pada perpustakaan

Syahid Ali Pasya Istanbul no. 1372. ibid., h. 72.
76 Risalah kecil ini dierbitkan di Damaskus oleh al­Maktab al­Islami

ditahqiq oleh Muhammad Nasr al­Di >n al­Alba >ni > dan Muhammad Zuhairi >

al­Sya >wis dengan judul “Musa>jalah Ilmiyah Bain al­Imamain al­Jalilain al­’Izz

Ibn ‘Abd al­Sala>m wa Ibn Sala>h”. ibid., h. 75.
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6) Maqa >sid al­Saum77

7) Mana >sik al­H }aj 78

8) Ah}ka >m al­Jiha >d wa Fad }luh79

9) Al­Ga>yah Fi > Ikhtisa >r Niha >yat al­Mat }lab Fi > Dira >yat al­

Mazhab Li Ima >m al­H }armain al­Juwaini >80

10)Al­Jam’ Bain al­H }a >wi> wa al­Niha >yah81

11)Syarh } Muntaha > al­Su’a >l wa al­‘Amal fi > ‘Ilmay al­Us }u>l

wa al­Jadal li Abi > ‘Amru> bin al­Ha >jib al­Malik82

12)Al­Fata >wa > al­Mu >s }iliyah83

13)Al­Fata >wa > al­Misriyah84

77 Risalah ini naskahnya terdapat pada perpustakaan Iskurial no.

2:1536. Pada Jami’at al­Dual al­‘Arabiyyah no. 235. Fiqh Sya >fi’i. Risalah ini

terdiri dari lima lembar yang memuat tentang puasa, fadilah­fadilahnya,

faedah­faedah duniawi dan ukhrawi, ketentuan­ketentuan hukumnya,

dan lainnya yang berhubungan dengan puasa. ibid., h. 77.
78 Naskah ini ada yang terdapat pada perpustakaan Iskurial no.

2:1539. Naskah lain terdapat pada perpustakaan Jami’ah al­Dual al­

Arabiyyah no. 253. Fiqh Sya >fi’i. ibid., h. 77.
79 Ada yang terdapat pada perpustakaan Berlin no. 4088, terdiri dari

53 lembar dengan ukuran 13,5 CM X 18,5 CM. ibid., h. 78.
80 Naskahnya terdapat pada Dar al­Kutub al­Misriyyah no. 189, pada

perpustakaan Cutah no. 949 yang ditulis langsung oleh pengarang sendiri

tahun 645 H. ibid., h. 78.
81 Naskah lengkapnya terdapat pada Dar al­Kutub al­Mi¡riyyah no.

82. Fiqh Sya>fi’i. ibid., h. 79.
82 Rid}wa >n al­Nadwi > menisbahkan kitab ini kepada ‘Izz al­Di >n. ibid.,

h. 80.
83 Naskah ini ada yang terdapat pada perpustakaan al­Zahiriyyah

Damaskus no. 7826 yang terdiri dari 23 lembar ditulis pada tahun 767 H,

dan no. 6962 terdiri dari 44­70 lembar ditulis pada tahun 878 H. ibid., h. 80.
84 Naskahnya ada yang terdapat pada Dar al­Kutub al­Misriyyah no.

14 Muja>mi’. Naskah lain terdapat pada perpustakaan Berlin no. 4986. Kitab

ini memuat jawaban­jawaban terhadap pertanyaan­pertanyaan mengenai

fiqh, tafsir, ilmu kalam dan tema lainnya. ibid., h. 81.
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e. Akhlaq-Tasawwuf:

1) Syajarat al­Ma’arif wa al­Ah }wa>l wa Sa>lih } al­Aqwa >l wa

al­A’ma >l 85

2) Al­Fitan wa al­Bala >ya > wa al­Mih }an Wa al­Raza >ya >86

3) Risa >lah fi > al­Kutub wa al­Abda >l al­Arba’i >n 87

4) Maqa>sid al­Ri’a>yah li Huqu>qillah al­H}a>ris al­Muh}a>sibi>88

5) Masa >’il al­T }ari >qah fi > ‘Ilm al­H }aqi >qah 89

f. Sirah:

1) Bida >yat al­Su>l Fi > Tafd }i >l al­Rasu >l 90

2) Qissat Wafa >t al­Nabi > 91

85 Pada sumber lama berjudul Fawa>’id al­Balwa> wa al­Mihan, naskahnya

terdapat pada perpustakaan Iskurial no. 7:1536. Naskah lain terdapat pada

Jami’ah al­Dual al­Arabiyyah no.497. Tauhid. Naskah lain terdapat pada

Ma’had no. 253. Fiqh Sya>fi’i, ibid., h. 82
86 Naskahnya terdapat pada perpustakaan Berlin no. 2304, yang

terdiri dari 151 lembar. Naskah lain terdapat pada perpustakaan Iskurial

no. 1: 1536. Satu naskah terdapat pada Jami’ah Daulah al­Arabiyyah no.

383. Tasawwuf, ibid., h. 84.
87 Dalam risalah ini ‘Izz al­Di >n membantah pendapat­pendapat

tentang existensi wali kutub atau wali Abdal yang berjumlah empat puluh,

sekaligus membantah pendapat lain seperti diisyaratkan Ha >ji Khali >fah

dalam kitab kasyf al­Zunu >n 1:883, ibid., h. 85.
88 Ibn al­Subki> menisbahkan risalah ini kepada ’Izz al­Di>n. Naskahnya

terdapat pada Tasynastari>ni> no. 2:3184. Ibn al­Subki>, T}abaqa>t al­Sya>fi’iyyah…,

juz VIII h. 248. Lihat juga Faruq Abd al­Mu’thi, al­‘Izz Ibn ‘Abd al­Sala>m…, h.

85.
89 Risalah kecil ini terdiri dari 11 halaman diterbitkan di Mesir

bersama kitab Tuh}fat al­Ikhwa>n karya Ahmad al­Dardi>ri>. Faruq, ibid., h. 85­86.
90 Empat naskah ini terdapat pada Dar al­Kutub al­Misriyyah no. 2,

26, 207. Maja>mi>’ dan 50, hadis. Naskah lain terdapat pada perpustakaan

Berlin no. 2568. Naskah lain terdapat pada perpustakaan Iskurial no 5:1411

berjudul Ga>ya>t al­Us}u >l Fi>ma> Nusikh min Tafd}i>l al­Rasul. Dua naskah terdapat

pada Jami‘ah al­Dual al­Arabiyyah no. 47. Tauhid dan no. 78. Tarikh. ibid.,

h. 87.
91 Satu naskah terdapat pada perpustakaan Berlin no. 9614. ibid., h. 89.
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g. Ilmu-ilmu Lain:

1) Majlis Fi > amm al­H }asyi >syah 92

2) Niha >yah al­Ragbah fi > Adab al­Kah }bah 93

3) Tala >sah wa Tala >su>n Syi’r Fi > Madh al­Ka’bah 94

4) Targi >b Ahl al­Isla >m Fi > Sukna> al­Sya >m95

Dari tiga puluh delapan karya ‘Izz al­Di>n di atas, 12 kitab

mengenai fiqh dan ushul­fiqh, 6 tulisan tentang tauhid­ilmu

kalam, 5 kitab tentang tafsir al­Qur’an, 5 tulisan tentang tasawuf,

3 tulisan tentang hadis, 3 tulisan tentang si >rah, dan 4 karyanya

di bidang yang lain.

Berdasarkan kuantitas di atas, karya ‘Izz al­Di >n yang

terbanyak membahas tentang fiqh dan us }u >l­fiqh, ini menun­

jukkan konsentrasi dan kontribusinya yang sangat besar

terhadap hukum Islam, bahkan berdasarkan penelitian dan

keterangan yang diberikan Fa>ru >q dalam bukunya “al­‘Izz bin

‘Abd al­Sala>m Suta>n al­‘Ulama`, dalam karya­karya ‘Izz al­Di>n yang

lain, seperti tafsir, hadis, tasawwuf dan lainnya senantiasa memuat

keterkaitan yang sangat kental dengan pembahasan syari’ah.

Wajarlah Ibn Subki> mengatakan:

و م ا  ا اا اى وب    
  و  ان نان اآن وز ا

96… ا 

92 Satu naskah terdapat pada perpustakan Berl Leiden no. 2:1056. ibid.,

h. 89.
93 Satu naskah terdapat pada perpustakaan Paris no. 25:1176. ibid., h.

89.
94 Satu naskah terdapat pada perpustakaan Berlin no. 6068. ibid., h. 89.
95 Risalah kecil ini sudah diterbitkan oleh penerbit al­Tija >riyyah pada

20 Jumad al­Ula 1359 H/1940 M. Ditah }qi>q oleh Ahmad Samih al­Kha >lidi > al­

Di >ri >. Cetakan berpedoman kepada naskah perpustakaan al­Khalidiyyah

ditulis pada Rabi’ Awal 822 H/1419 M. ibid., h. 90.
96 Ibn al­Subki >, T }abaqa>t al­Sya >fi’iyyah…, juz VIII, h. 247.
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“Dan diantara karya­karya ‘Izz al­Di >n adalah al­Qawa >’id al­
Kubri> dan kitab Maja >z al­Qur’a >n, dua kitab ini menjadi bukti
tentang kebesaran posisinya dalam ilmu­ilmu syari’ah…”

Ketika membahas fiqh dan u¡­l­fiqh dalam tiga kitab ‘Izz al­

D³n: Qawa>’id al­Ah}ka>m Fi > Masa>lih} al­ana>m (al­Qawa>’id al­Kubra>),

al­Qawa>’id al­Kubra> dan al­Ima>m Fi> Baya>n Adillat al­Ah}ka>m sebagai

sumber utama dalam penelitian ini, penulis melihat ketiganya

menunjukkan penguasaannya dalam ilmu tasawwuf, ilmu tafsir

dan ilmu kalam.
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A. Konsep Ih}sa>n ‘Izz al-Di >n
1. Pengertian Ih}sa>n

Secara etimologi kata ih }sa >n (نَْإ) merupakan bentuk

masdar dari kata kerja ََْأ ­ ُِْُ yang berarti “ْا ُْِ”
(hal berbuat kebaikan, baik terhadap diri sendiri maupun

terhadap yang lainnya) dan merupakan lawan kata َءَ1.أ

Dalam al­Qur‘an kata ih }sa >n (نإ) dan yang seakar

dengannya muncul sebanyak 195 kali dalam berbagai surat dan

ayat. Sedangkan khusus kata ih}sa>n (     نإ) disebutkan pada dua

belas tempat.2

Allah menyuruh orang­orang yang beriman agar berbuat

ih}sa>n dengan firmanNya:

نَْوَا لْَِ ُُَ ا نإ
 “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan
berbuat kebajikan…” (al­Nahl: 90).

Menurut ‘Izz al­Di>n berdasarkan petunjuk surat al­Nahl: 90

tersebut difahami bahwa Allah mewajibkan perbuatan ih }sa >n

BAB III

KONSEP IH}SAN ‘IZZ AL-DI<N
IBN ABD AL-SALAM

1 Muhammad bin Makra>m Ibn Manzu>r al­Afri>qi> al­Misri>, Lisa>n al­‘Arab,

juz XIII, cet. I (Beirut: Da >r Sha >dir, t.th.), h. 1.
2 Muhammad Fu’ad al­Ba>qi>, al­Mu’jam al­Mufahras li al­Fa>z al­Qur’a>n al­

Kari>m, cet. III (Kairo: Da >r al­Hadis, 1991 M), h. 256­260.
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terhadap segala sesuatu terus­menerus untuk selama­lamanya,3

kemudian Allah menyatakan bahwa Ia mencintai orang­orang

yang senantiasa berbuat ihsan:

   َِِْُا ِُ ا نإ
“Sesungguhnya Allah mencintai orang­orang yang berbuat
baik” (Q.s. Al­Baqarah: 195)

Menurut ‘Izz al­Di >n perintah Allah untuk berbuat ih }sa >n

tersebut menjadi sebab untuk memperoleh cinta Allah, maka

selayaknya setiap muslim menyambut seruan ini dengan

motivasi tinggi dan menerapkan perbuatan ih}sa>n bukan hanya

terhadap manusia saja, tetapi juga terhadap makhluk Allah yang

lain seperti: Malaikat, tumbuh­tumbuhan, binatang dan lainya.4

Seluruh perbuatan al­ih}sa >n dalam pandangan ‘Izz al­Di >n

terhimpun dibawah kaidah:

5 و درء ا ا 
“Mengambil (menegakkan) segala bentuk kemaslahatan dan
menolak (mencegah) segala bentuk mafsadah”

Kemudian ditempat lain ‘Izz al­Di>n menyatakan:

6          أو  رأ إ   وا

“…dan syari’at itu seluruhnya kemaslahatan, baik menolak
kemafsadatan, maupun menegakkan kemaslahatan,”

Dengan demikian ih}sa>n yang dimaksud oleh ‘Izz al­Di>n di

sini adalah kemaslahatan, dan kemaslahatan itu merupakan

3 ‘Izz al­Di>n, al­Qawa>’id al­Kubra> (Damaskus: Da >r al­Fikr, 1416 H), h. 33.
4 Ibid.
5 Ibid., h. 34.
6 ‘Izz al­Di >n, al­Qawa>’id al­Kubra>, juz I (t.tp.: Da >r al­Ji >l, 1980 M), h. 11.
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tujuan diturunkannya hukum syara’ kepada manusia, baik dalam

bentuk perintah menegakkan kemaslahatan, maupun berbentuk

perintah untuk mencegah suatu kemafsadatan. Kemudian

menegakkan segala bentuk kemaslahatan dan menolak segala

bentuk mafsadah berlaku dalam segala aspek kehidupan, bukan

saja memelihara hal­hal yang berhubungan dengan manusia,

berupa memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.

Tetapi juga terhadap mahluk Allah yang lain, seperti: Malaikat,

fauna, flora, dan lingkungan hidup seluruhnya.

Menurut ‘Izz al­Di>n untuk merealisasikan perbuatan ih}san

diperlukan adanya wasa >’il (media­media), kemudian wasa >’il

tersebut memiliki ah}ka>m al­maqa>sid yang berbentuk wa>jib, H}ara>m,

mandu>b, makru>h dan muba >h.7 Tingkatan­tingkatan hukum ini

menjadi sarana­sarana yang dibentuk dalam kerangka me­

wujudkan atau menghantarkan terealisasinya ih }sa >n dalam

kehidupan sebagai tujuan­tujuan (maqa >sid) ditetapkannya

hukum syara’, oleh sebab itu hukum­hukum itu disebut “ah}ka>m

al­maqa>sid”. Sementara wasa>̀ il itu sendiri adalah segala bentuk

perbuatan yang dapat dijadikan mediator untuk mencapai ih}sa>n

atau tercapainya kemaslahatan dan terhindar dari kemud}aratan

dalam kehidupan di dunia dan akhirat.

Untuk mencermati cara pandang ‘Izz al­Di >n ini penulis

mengemukakan pendapat beberapa ulama mengenai pengertian

perintah ih }sa >n dalam surat al­Nahl 90. Al­T }abari berkomentar

tentang pengertian al­ih}sa >n dalam ayat ini dengan mengutip

pendapat Ibn Abbas:

ي ول اا  هذ   ي أن ان ا
 ا   ط  أ وم  اة واء    

8ا أداء  وذ ه واوا

7 Ibid., h. 43.
8 Muhammad bin Jari >r bin Yazi >d bin Kha >lid al­T }abari > Abu > Ja’far

(selanjutnya disebut al­Thabari), Ja>mi’ al­Baya>n ‘an Ta’wi>l ‘Ay al­Qur`a>n (Beirut:
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“Sesungguhnya al­ih }sa >n yang diperintahkan Allah Ta’a >la
bersama al­’adl (dalam ayat ini) adalah yang kami sebut sifatnya
berupa sabar karena Allah dalam melaksanakan perintah dan
laranganNya, baik dalam keadaan susah maupun senang,
berupa melaksanakan ketetapan­ketetapanNya”.

Dalam tafsir Jala>lain dijelaskan, bahwa kata al­ih}sa>n dalam

ayat ini dapat berarti:

9ا   اه م ا  أو أن ان أداء اوا

“…dan pengertian al­ih }sa >n dapat berupa melaksanakan
ketetapan­ketetapan (Allah) atau beribadah kepada Allah
seakan­akan engkau melihatNya” sebagaimana termuat dalam
hadis:

 و  ا  ل ان ر ل ة أ 
رزا س ه ر... ل: م  ان ل أن 

10(  رواه)...اك م اه   ن اه م ا 
Dari Abi Hurairah r.a. berkata: “Pada suatu hari Rasulullah
saw. keluar menjumpai manusia, tiba­tiba datang seorang laki­
laki (Malaikat Jibril)… seraya bertanya: Jelaskanlah kepadaku
tentang al­ih }sa >n?, Nabi menjawab: Hendaklah engkau
beribadah kepada Allah seolah­olah engkau melihatnya, jika

Da >r al­Fikr, 1405 H), juz XIV, h. 163. Bandingkan dengan Abi > Ta >hir Ya’qu >b

al­Fairu >z Abadi >, Tanwi>r al­Miqba>s min Tafsi>r Ibn ‘Abba>s (Beirut: Da >r al­Fikr,

1995), h. 277.
9 Muhammad bin Ahmad Abd al­Rahma >n bin Abi > Bakr al­Mahalli

dan Abd al­Rahma >n Ibn kama >l Jala >l al­Di >n al­Suyuti>, Tafsi>r al­Jala>lain, juz I

(Kairo: Da >r al­Hadis, t.th.), h. 359.
10 Muslim bin al­Hajja >j Abu > al­Husain al­Qusyairi > al­Naisabu >ri >

(selanjutnya disebut Imam Muslim), Sah}i>h} Muslim, juz I (Beirut: Da>r al­Ihya’

al­Tura>s al­‘Arabi>, t.th.), h. 39. Lihat juga Muhammad bin Isma>’i>l Abu> Abdillah

al­Bukha >ri > (selanjutnya disebut Imam Bukha >ri >), al­Ja >mi’ al­Sah }i >h }, juz I

(Beirut: Da >r Ibn Kasi >r, 1987M/1407H), h. 27.
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engkau belum mampu demikian, maka ketahuilah sesungguh­
nya Ia melihatmu…” (HR. Muslim).

Dalam tafsir al­Durr al­Mansu>r, Al­Suyu>ti> menjelaskan:

...وان: أداء اا وإء ذي ا ,ل: إء  

11...وا اا   ا ي أوا ا ذوي ا
“…dan al­ih }sa >n dalam ayat ini adalah melaksanakan
ketetapan­ketetapan (Allah) dan memberi (kebutuhan) kaum­
kerabat, kemudian ia berkomentar: memberi kerabat yang
memiliki hubungan (tali darah) adalah hak yang diwajibkan
Allah untuk ditunaikan disebabkan adanya kekerabatan dan
pertalian darah…”

Al­Baid}awi> menyatakan:

ا ع ا  إ :ت ون ان إوا
أو  ا  ل  ا  و: ان أن
 ا م اه ن   اه م اك وإء ذي 

12ن إ  ربء اوإ ا
“Ih}sa >n yang dimaksud dalam ayat ini adalah ih}sa >n al­Ta >’a >t,
baik berdasarkan kuantitasnya, seperti melakukan ibadah sunat
dengan shalat sunat. Atau berdasarkan kualitasnya, sebagai­
mana sabda saw.: al­ih}sa >n adalah hendaklah engkau menyem­
bah Allah seakan­akan melihatnya, jika tidak mampu, maka
sesungguhnya Dia melihatmu. Kemudian memberikan (sedekah)
kepada kaum­kerabat apa yang mereka perlukan”.

Dari penjelasan empat kitab tafsir di atas, dapat ditemukan

dua pengertian al­ih }sa >n dalam ayat al­Nahl 90. Pertama,

11Abd al­Rahma >n bin Kama >l Jala >l al­Di >n al­Suyu >ti, al­Durr al­Manzu >r,

juz V (Beirut: Da >r al­Fikr, 1993), h. 160.
12Al­Baid}awi>, Tafsi>r al­Baid}awi, juz III> (Beiru>t: Da>r al­Fikr, 1996 M/1416

H), h. 416.
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pengertian yang mengindikasikan pelaksanaan hukum syara’,

yaitu melaksanakan ketentuan­ketentuan Allah yang diapli­

kasikan dengan hukum fard}u, wajib, sunat, makruh, haram dan

mubah sebagai bentuk­bentuk hukum syara’. Sedangkan

pengertian kedua lebih menggambarkan kondisi spritual

mukallaf ketika melaksanakan hukum syara‘, karena kesadaran

spritual yang mampu melihat existensi Allah yang senantiasa

dapat memantau semua prilaku hambaNya secara lahir dan batin

akan melahirkan rasa ikhlas melakukan ibadah dan takut

berbuat dosa atau melanggar ketentuan Allah kapanpun dan

dimanapun.

Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan bahwa

pengertian al­ih}sa>n menurut terminologi yang digunakan dalam

tulisan ini adalah menegakkan segala bentuk kemaslahatan dan

mencegah segala bentuk kemafsadatan yang berhubungan

dengan manusia, flora, fauna, lingkungan hidup dan sebagainya

dengan menerapkan hukum wajib, sunat, makruh, haram, dan

mubah dalam kerangka pengabdian kepada Allah untuk me­

wujudkan kebaikan dan keserasian bagi seluruh mahluk, lebih

spesifik, bagi manusia bertujuan untuk memperoleh kemas­

lahatan dan terhindar dari mafsadah di dunia atau di akhirat atau

keduanya sekaligus.

2. Bentuk-bentuk Aplikasi Ih }sa >n
Menurut ‘Izz al­Di >n, konsep Ih }sa >n yang diaplikasikan

dengan kaidah jalb al­massa>lih} wa dar` al­mafa>sid terdiri dari tiga

bentuk:13

Pertama, Ih }sa >n al­‘iba >da >t sebagai orientasi wara’ yang

tertinggi, yaitu: “hendaklah engkau beribadah kepada Tuhanmu

seolah­olah kamu melihatnya, jika tidak mampu, maka ber­

sikaplah seakan Ia melihatmu”. Sebagaimana dijelaskan

Rasulullah dalam sabdaNya:

13 Ibid.
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 و  ا  ل ان ر ل ة أ 
رزا س ه ر... ل: م  ان ل أن 

(  رواه)...   اك م اه   ن اه م ا 
Dari Abi Hurairah R.A. berkata: pada suatu hari Rasulullah
saw. keluar menjumpai manusia, tiba­tiba datang seorang laki­
laki (malaikat Jibril)… seraya bertanya: “Jelaskanlah kepadaku
tentang al­ih }sa >n?” Nabi menjawab: “hendaklah engkau
beribadah kepada Allah seolah­olah engkau melihatNya, jika
engkau belum mampu demikian, maka ketahuilah sesungguh­
nya Ia melihatmu…” (HR. Muslim).

Menurut ‘Izz al­Di>n sikap yang terbaik adalah jika seorang

mukmin mampu beribadah seraya memandang Allah”, karena

jika ia mampu seakan­akan melihat Allah dalam beribadah,

maka ia akan memuliakan dan mengagungkanNya setinggi­

tingginya, ia akan malu dari Allah dan akan menyempurnakan

ibadahnya.15

Kedua, Ih}sa>n ila> al­khala>‘iq (ihsan terhadap seluruh mahluk).

Menurut ‘Izz al­Di >n Ih }sa >n bentuk ini diterapkan dengan cara

mengambil manfaat dan mencegah mudarat atau keduanya

sekaligus, tanpa membedakan sedikit­banyaknya, mulia atau

hinanya.16 Karena setiap perbuatan akan mendapat balasan yang

setimpal, sebagaimana firman Allah:

ْِ ْَْَ َلَ ذَرةٍ ًْَا ََهُ * وْِ ْَْَ ََلَ ذَرةٍ َا ََهُ

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat Zarrahpun,

niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan barangsiapa yang
mengerjakan kejahatan seberat Zarrahpun, niscaya dia akan
melihat (balasan) nya pula”. (al­Zalzalah: 8­7)

14 Imam Muslim, Sah }i>h } Muslim, juz I, h. 39.
15 ‘Izz al­Di >n, al­Qawa>’id al­Kubra>, h. 34.
16 Ibid.
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Perbuatan sekecil apapun akan dipertanggung jawabkan

dihadapan Allah, setiap kebaikan merupakan sedekah, walaupun

hanya mencerahkan muka kepada orang lain, Nabi saw.

bersabda:

 :ل و  ا  ا  : أ ل ا
17(  رى ورواه ا)  وف

Ibn Abi > Syaibah berkata: dari Nabi saw. bersabda: “Setiap
kebaikan itu adalah sedekah”. (HR. Bukha>ri> dan Muslim).

Sebaliknya tidak dibenarkan menyakiti orang lain, bahkan

terhadap malaikat sekalipun, karena menurut ‘Izz al­Di>n mereka

dapat tersakiti oleh sikap manusia.18 Demikian juga terhadap

binatang ketika menyembelihnya, satu sembelihan lebih utama

dari beberapa kali, karena berulang kalinya sayatan lebih

menyakiti binatang sembelihan itu, sabda Nabi:

          ا  ل ار   نل: ا أوس  اد 
 ذا ء   نا  ل إن ا و 
أ  و ا ا و إذا ذ ا ا

19(  رواه)   ح ذ 
Syadda >d bin ‘Aus berkata: “Dua hal yang kuhafal dari
Rasulillah saw.” yaitu: “Sesungguhnya Allah mewajibkan
berbuat ihsan terhadap segala sesuatu, apabila engkau
membunuh, maka gunakanlah cara yang baik, dan jika engkau
menyembelih, maka hendaklah kamu menajamkan mata

17 Lihat Imam Muslim, Sah }i>h } Muslim, juz II, h. 697. Lihat juga Imam

Bukhari, al­Ja>mi’ al­Sah }i>h }, juz. V. h. 2241.
18 ‘Izz al­Di >n, al­Qawa>’id al­Kubra>, h. 33.
19 Lihat Imam Muslim, Sah}i>h} Muslim, juz III, h. 1548. Lihat juga Muham­

mad bin Hibba >n Ahmad Abu Ha >tim al­Tami >mi > al­Bisti > (selanjutnya

disebut Ibn Hibba>n), Sah}i>h} Ibn Hibba>n, juz XIII (Beirut: Mu’assasah al­Risalah,

1414 H/1993 M), h. 199.
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pisaunya agar meringankan (rasa sakit) pada binatang
sembelihannya”. (HR. Muslim)

Ketiga, ih }sa >n al­mar’ ila> nafsih (ihsan terhadap diri sendiri)

dilakukan dengan cara senantiasa berbuat kemaslahatan dan

melaksanakan segala perintah Allah yang bersifat wajib, sunnah,

dan mubah. Kemudian menghindari mafsadah yang terdapat

dalam larangan Allah yang bersifat makruh dan haram, tanpa

membedakan sedikit­banyak dan tinggi­rendahnya, karena

setiap perbuatan baik dan buruk sekecil apapun akan mendapat

ganjaran, setiap perbuatan zalim terhadap diri sendiri akan

merasakan akibatnya yang merugikan pelaku itu sendiri,

sebagaimana Allah berfirman:

  ر و  ءأ و    
“Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka
(pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barangsiapa yang
berbuat jahat maka (dosanya) atas dirinya sendiri; dan sekali­
kali tidaklah Tuhanmu menganiaya hamba­hamba (Nya)”
(Fussilat: 46).

Dalam kaitannya dengan bahasan ini, menurut Muhammad

Abu > Zahrah,20 Islam diciptakan untuk membentuk tatanan

masyarakat idaman (fa >d }il), memiliki dan membangun cinta­

kasih serta keadilan dari tiga sisi:

Pertama, membentuk individu­individu agar menjadi

sumber kebaikan bagi komunitasnya dengan cara menyari’atkan

ibadah kepada Allah untuk mendidik jiwa, kemudian menguat­

kan hubungan horizontal sesama mukmin dan selainnya dengan

melarang perbuatan hasad, dengki, zalim dan keji. Itulah se­

babnya Allah memfardukan salat agar terhindar dari perbuatan

20 Muhammad Abu > Zahrah, Ta>ri>kh al­Maza>hib al­Isla>miyyah fi> Ta>ri>kh al­

Maza>h }ib al­Fiqhiyyah, juz II (Kairo: Da >r al­Fikr al­‘Arabi >, t.th.), h. 82­86.
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keji dan Mungkar, mewajibkan zakat agar memperhatikan

kesusahan orang disekitarnya dan membangun hubungan baik

antara miskin dan kaya.

Kedua, menegakkan keadilan ditengah masyarakat, baik

diantara sesama mukmin, maupun dengan anggata masyarakat

non muslim lainnya. Keadilan dalam Islam merupakan tujuan

yang paling utama, yang meliputi berbagai dimensi, berupa

keadilan dalam penerapan, keadilan dalam peradilan dan

kesaksian.

Ketiga, dari sisi substansi, Islam bertujuan menegakkan

kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Substansi ini ter­

kandung di dalam seluruh aspek Islam, maka setiap ketentuan

yang ditetapkan oleh al­Qur‘an dan al­Hadis mengandung

maslahah yang sebenarnya, walaupun secara zahir, ada yang

tidak sesuasi dengan keinginan hawa nafsu manusia.

3. Ungkapan-ungkapan untuk Mengekpresikan Maslahah
dan Mafsadah

Menurut ‘Izz al­Di>n ekpresi syara’ tentang maslahah dan

mafsadah seringkali menggunakan istilah­istilah yang

bermacam­macam, seperti: al­mah }bu >b (disukai), al­makru >h

(dibenci), al­H }asana >t (kebaikan), al­sayyia >t (kejelekan), al­‘urf

(dikenal), al­nakar (asing), al­khair (kebaikan), al­Syar (ke­

burukan), al­nafa’ (manfaat), al­D}ar (bahaya), al­H}asan (baik), al­

qubh}u (jelek).21

Ungkapan­ungkapan maslahah dan mafsadah ini memiliki

korelasi yang erat dengan metode penalaran dalam menggali

hukum syara’ dari nas­nas syari’ah, karena ungkapan­ungkapan

tersebut diangkat dari nas­nas syara’ itu sendiri. Setiap perbuatan

yang di perintahkan oleh Sya>ri’, atau khabar yang mengindi­

kasikan perintahnya, atau Ia puji perbuatan itu, atau Ia puji orang

21 ‘Izz al­Di >n, al­Qawa>’id al­Kubra>, h. 38.
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yang melakukan perbuatan itu, atau Ia jadikan perbuatan itu

sebagai sebab kebaikan dunia atau akhirat, maka bentuk­bentuk

ini mengindikasikan, bahwa perbuatan tersebut diperintah oleh

Syari’.

Sebaliknya, semua perbuatan yang dilarang oleh Syari’,

atau khabar yang mengindikasikan adanya larangan itu, atau

suatu perbuatan dicela oleh Sya>ri’, atau Ia cela pelakunya, atau

Ia nyatakan perbuatan itu menyebabkan terjadinya keburukan

dunia atau akhirat, maka bentuk­bentuk ungkapan ini menun­

jukkan bahwa perbuatan itu dilarang.

Sedangkan setiap perbuatan yang diberikan kebebasan

oleh syari’ untuk memilih untuk melakukan atau tidak dengan

kesamaan dimensi maslahah dan mafsadahnya, atau Ia beritahu

tentang kesamaannya, maka semua ini mengindikasikan, bahwa

perbuatan tersebut adalah mubah.

Maslahat dan mafsadat yang haqiqi adalah yang termuat

dalam nas atau yang sesuai dengan petunjuk­petunjuk nas.

Tidaklah layak mengungkapkan kesukaran­kesukaran yang

ditemui dalam melaksanakan ibadah dengan ungkapan yang

mengindikasi mafsadat, sebaliknya kurang tepat menurut moral,

jika kelezatan­kelezatan yang dirasakan ketika berbuat dosa

diungkapkan dengan simbol­simbol kemaslahatan,22 meskipun

hadis menyatakan:

  :و  ا  ل ال ر :ل   أم 
23(  رواه) ات را  ره و ا

Dari Anas bin Malik berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Surga
dikelilingi oleh hal­hal yang tidak menyenangkan, dan neraka
dikitari oleh kesenangan­kesenangan syahwat”. (HR. Muslim).

“Tidak menyenangkan dan menyenangkan” dalam hadis

ini diukur berdasarkan ukuran hawa nafsu, hal ini diindikasikan

22 Ibid.
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oleh kata syahwat diujung hadis. Sedangkan hukum syara’ di

tegakkan untuk membangun kemuliaan akhlaq dan mene­

gakkan keadilan, maka kemuliaan dan keadilan yang sebenar­

nya hanya terdapat pada sumbernya, yakni petunjuk­petunjuk

Allah SWT yang diturunkan melalui Rasulullah saw.

B. Tingkatan-tingkatan Ih}sa>n
Sebagaimana telah dibahas diatas, al­ih}sa>n yang tersimpul

dalam kaidah jalb al­masa>lih} wa dar’ al­mafa>sid, diwujudkan dengan

menegakkan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan dalam

ruang lingkup yang luas, mulai dari hubungan manusia dengan

manusia, manusia dengan malaikat, sampai kepada hubungan

manusia dengan flora, fauna, lingkungan hidup dan sebagainya

dalam kerangka pengabdian kepada Allah untuk memperoleh

kemaslahatan dunia­akhirat dan mencegah mafsadah dunia­

akhirat.

Ruang lingkup ih}sa>n yang luas ini secara garis besar dibagi

‘Izz al­Di >n kepada dua bagian, pertama: ukhrawi dan kedua:

duniawi. Dari dua bagian ih}sa>n tersebut, masing­masing terbagi

kepada tiga tingkatan, yaitu:

1. D }aru >ri > ukhrawi >, terdapat dalam bentuk­bentuk T}a >’a >t yaitu

melaksanakan segala yang diwajibkan dan meninggalkan

segala yang diharamkan. Sedangkan d}aru>ri> duniawi berupa

pangan, papan, sandang dan perkawinan.

2. H }aji > ukhrawi >, yang termasuk dalam kategori ini adalah

sunnah­sunnah muakkad dan perbuatan yang mengandung

syi’ar­syi’ar yang tinggi. Sedangkan haji > duniawi adalah

perbuatan untuk kepentingan duniawi yang tingkat

signifikasinya berada antara daru>ri > dan takmi >li >.

3. Takmi >li > ukhrawi >, yaitu perbuatan­perbuatan mandu>b selain

sunnah muakkad dan syi’ar yang tinggi. Sedangkan takmi>li>

23 Lihat Imam Muslim, Sah }i>h } Muslim, juz. 4. h. 2174. Lihat Juga Ibn

hibban, Sah }i>h } Ibn H }ibba>n, juz II, h. 492.
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duniawi seperti, makanan dan minuman yang baik lagi lezat,

tempat tinggal yang megah, gedung yang tinggi dan luas.24

Kemudian ih}sa>n ditinjau dari skala prioritas kemaslahatan

yang dikandungnya menurut ‘Izz al­Di>n terdiri dari beberapa

tingkatan, yaitu: H }asan­ah }san, fa >d }il­afd }al, sedangkan mafsadah

terdiri dari qabi >h}­aqbah }, razi >l­arzal dan setiap tingkatan itu ada

yang paling tinggi, menengah dan yang paling rendah. Ada yang

sama dan ada yang tidak sama. Satu hal yang perlu dicatat,

bahwa kemaslahatan akhirat tidak bisa disamakan dengan

kemaslahatan dunia, karena kemaslahatan akhirat jauh lebih

tinggi serta lebih kekal, begitu juga kemu«aratan akhirat jauh

lebih membahayakan dan lebih kekal.25

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa ‘Izz al­

Di >n menempatkan hukum wajib dan hukum haram pada

tingkatan daru >ri >. Jika dikaitkan dengan kemaslahatan akhirat,

maka yang termasuk dalam bagian ini adalah semua kebutuhan

mendasar manusia untuk menjaga existensinya di akhirat.

Kebutuhan itu berbentuk keta’atan yang diwajibkan dan semua

perbuatan yang diharamkan. Maksudnya setiap perbuatan yang

diwajibkan sya>ri’ dan yang diharamkanNya mengandung nilai

kemaslahatan d}aru>ri> di akhirat, meskipun perbuatan itu bukan

berbentuk ibadah semata, seperti: zakat atau sedekah wajib, bagi

penerimanya memperoleh kemaslahatan dunia dengan

terpenuhinya kebutuhan pangan dan sandang, sedangkan bagi

pemberinya menjadi ibadah untuk memperoleh kemaslahatan

akhirat berupa keridlaan Allah. Oleh sebab itu Abu Bakar

memerangi orang yang menolak kewajiban zakat karena me­

nyamakannya dengan orang yang mengingkari kewajiban shalat

fardlu.

24 ‘Izz al­Di >n, al­Qawa>’id al­Kubra>, h. 38­39.
25 Ibid.
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Sedangkan yang termasuk kemaslahatan d }aru >ri > dalam

masalah keduniaan adalah kebutuhan­kebutuhan mendasar

manusia yang keberadaannya menentukan existensinya di

dunia, seperti: kebutuhan pangan untuk terus hidup, sandang

untuk dapat bersosialisasi, papan untuk berlindung, perkawinan

untuk meneruskan keturunan dan menjaga kesucian diri. Dalam

kondisi tertentu pemenuhan kebutuhan mendasar ini memiliki

pengaruh terhadap kemaslahatan akhirat, karena ia termasuk

hal­hal yang diwajibkan syara’, seperti: hukum menutup aurat,

hukum makan dalam kondisi jika tidak makan dapat menye­

babkan kematian dan sebagainya.

Pada tingkatan ha>ji> ‘Izz al­Di>n menempatkan hukum sunnah

muakkad, dan perbuatan yang mengandung syi’ar­syi’ar yang

tinggi. Sedangkan ha>ji> duniawi adalah perbuatan untuk kepen­

tingan duniawi yang tingkat signifikasinya berada antara d}aru>ri>

dan takmi >li >. sedangkan pada tingkatan takmi >li > ia tempatkan

hukum sunnah gair muakkad dan hukum mubah.

Penulis melihat adanya tumpang tindih dan ketertinggalan

pada kriteria­kriteria dua tingkatan maslahat ini, karena tidak

menyebutkan posisi hukum makruh dan mencampur baurkan

hukum sunat dan hukum mubah, oleh sebab itu penulis me­

lakukan modifikasi kriterianya dengan mengikuti secara

konsisten kriteria dari tingkatan d}aru >ri >. Sehingga susunannya

menjadi sebagai berikut:

Yang termasuk dalam tingkatan h}a>ji> adalah hukum sunnah

dan hukum makruh. Karena hukum sunnah berada di bawah

hukum wajib dan hukum makruh di bawah hukum haram. Se­

dangkan pada tingkatan takmi>li> ditempatkan ketentuan hukum

mubah, karena mubah mengandung kemaslahatan dan dalam

tahap­tahap tertentu dapat meningkat menjadi sunnah, umpa­

manya: hukum makan adalah mubah, tetapi jika disedekahkan,

bagi pemberi akan memperoleh kemaslahatan akhirat karena
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sedekah itu sunnat hukumnya, sedangkan bagi penerima

memperoleh kemaslahatan dunia.

Menurut al­Gaza>li>, al­Ra>zi>, al­‘Amidi> dan berikutnya diikuti

oleh al­Syatibi>, ditinjau dari kualitas maslahat yang termuat

dalam setiap masalah, maslahat terbagi kepada tiga tingkatan:

d}aru >ri >, h}a >ji > dan tahsi >ni > atau tazyi >ni >. Kemudian setiap tiga ting­

katan ini masing­masing memiliki takmilah dan tatimmah yang

berfungsi menyempurnakan dan melengkapi, jika hukum­

hukum tatimmah ini tidak terwujud, maka hukum aslinya tetap

wajib ditegakkan.26

Dengan demikian perbedaan antara ‘Izz al­Di >n dengan

ulama lainnya terdapat pada tingkatan maslahat yang ketiga.

Menurut ‘Izz al­Di >n tingkatan maslahat yang ketiga adalah

takmi >li > sedangkan menurut ulama lainnya tingkatan maslahat

ketiga adalah tahsi >ni > atau tazyi >ni >. Perbedaan lainnya terdapat

pada lapisan­lapisan tiap tingkatan. Menurut ‘Izz al­Di>n maslahat

memiliki bagian­bagian lain yang menunjukkan strata dan

lapisan­lapisan yang ia sebut dengan h }asan­ah }san, fa >d}il­afd }al,

sedangkan mafsadah terdiri dari qabih­aqbah, razi>l­arzal dan setiap

tingkatan itu ada yang paling tinggi, menengah dan yang paling

rendah, sedangkan ulama lainnya menyebut lapisan­lapisan

yang dimiliki setiap tingkatan sebagai takmilah dan tatimmah.

Kemudian dalam menjelaskan masing­masing tingkatan,

terlihat perbedaan yang sangat signifikan antara ‘Izz al­Di >n

dengan ulama lainnya jika ditinjau dari hubungan antara tiga

tingkatan maslahat itu dengan al­ah}ka >m al­khamsah. ‘Izz al­Di>n

26 Muhammad bin Muhammad Al­Ghaza >li Abu > Ha >mid, al­Mustasyfa>

fi> ‘Ilm al­Ushu>l (Beirut: Da>r al­Kutub al­‘Ilmiyyah, 1413 H.), h. 174. Muhammad

bin Umar bin al­Husain al­Ra >zi >, al­Mah }su >l fi > ‘ilm al­Usu >l, juz V (Riyad:

Jami’ah al­Ima >m Muhammad bin Su’u >d, 1400 H.), h. 219­223. Ali bin

Muhammad al­’Amidi> Abu> al­Hasan, al­Ihka>m fi> Usu>l al­Ah}ka>m, juz III (Beirut:

Da >r al­Kutub al­‘Arabi >, 1404 H.), h. 252­253, juz IV, h. 139­/140. Ibra >hi >m

bin Mu >sa > al­Lukhmi > Abu Isha >q al­Sya >tibi > (selanjutnya disebut al­Sya >tibi>),

al­Muwa>faqa>t fi> Ushu >l al­Syari>’ah, juz II (Beirut: Da >r al­Ma’rifah, t.th.), h. 8.
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lebih tegas dalam menempatkan beberapa kategori al­ah}ka>m al­

khamsah pada tiga tingkatan tersebut walaupun tidak menye­

butkan beberapa kategori, sedangkan ulama lainnya sama sekali

tidak mengaitkan antara tiga tingkatan maslahat ini dengan al­

ah }ka >m al­khamsah secara tegas dan jelas, sehingga terjadi per­

bedaan dalam menempatkan ketentuan­ketentuan hukum pada

tiga tingkatan maslahat dalam penjelasan mereka.

Umpamanya dalam masalah hukum menutup aurat

sebagai sarana untuk memelihara kesucian diri. Dengan mem­

perhatikan kerangka berfikir yang digunakan ‘Izz al­Di>n di atas,

maka hukum menutup aurat termasuk dalam maslahat d}aru>ri>.

Imam Al­Gaza>li> juga menempatkan kewajiban menutup aurat

ini sebagai kemaslahatan d}aru>ri>,27 sedangkan al­Syatibi> meman­

dang hukum menutup aurat sebagai bagian dari kemaslahatan

tahsi >ni >.28

Dari perbedaan pendapat di atas, terlihat kerancuan Syati>bi>

dalam menempatkan hukum menutup aurat pada tingkatan

maslahah tah}si>ni>, mengingat ia mendefenisikan tah}si>ni> dengan:

ا     ادات و اال ات
ا م ال اات   29

“Melakukan sesuatu yang layak (pantas) berupa kebaikan­
kebaikan adat (mengandung tradisi­tradisi yang baik), menjauh­
kan hal­hal yang kotor yang tidak disukai oleh akal sehat”.

Sedangkan seluruh ulama sepakat, bahwa hukum menutup

aurat adalah wajib. Dan setiap perbuatan yang diwajib berarti

mengandung kemaslahatn yang sangat tinggi bagi manusia.

Syatibi sendiri memandang kemaslahatan d}aru>ri> sebagai suatu

keniscayaan, ketiadaannya dapat merusak dan mengancam

27Al­Gaza >li >, ibid., h. 175.
28Al­Syatibi, al­Muwa>faqa>t…, h. 11.
29 Ibid.

58

M e t o d e  I j t i h a d  a l - I h s a n i



eksistensi manusia dalam kehidupan di dunia atau di akhirat atau

keduanya sekaligus, kemudian kemaslahatan h}a>ji> diartikannya

sebagai sesuatu atau perbuatan yang diperlukan untuk kela­

pangan dan kemudahan agar kehidupan tidak susah dan

sempit,30 maka kemaslahatan tah}si>ni> berarti hanya mengandung

kemaslahatan di bawah kemaslahatn h}a >ji > yang ketiadaannya

tidak menyusahkan apalagi merusak atau mengancam eksistensi

hidup manusia.

Jika demikian adanya layakkah sesuatu yang diwajibkan

Sya>ri’ diposisikan pada tingkatan yang tidak berpengaruh besar

terhadap kehidupan manusia?. Maka selayaknya hukum

menutup aurat yang diwajibkan Allah itu di letakkan pada ting­

katan d}aru>ri>, walaupun kewajiban itu ditetapkan untuk mendu­

kung kewajiban memelihara kesucian diri dan kesucian ke­

turunan.

Mengenai al­d}aruriya>t al­khams ‘Izz al­Di>n tidak menyebut­

kannya dalam penjelasan tiga tingkatan maslahat, sebaliknya

ulama lain menempatkannya pada tingkatan maslahat d}aru>ri>.31

Tetapi ketika menjelaskan langkah­langkah untuk mengetahui

maslahah dan mafsadah dalam tingkatan­tingkatannya ‘Izz al­

Di>n mengatakan:

...و اا   اء واع واال   

وااض       ...32
“…dan begitu juga syari’at­syari’at menyuruh untuk me­
melihara jiwa, barang dagangan, harta­benda, dan kehormatan…”

Walaupun disini hanya menyebutkan tiga hal pokok saja,

namun ditempat lain ia mengatakan:

30 Ibid., h. 8­10.
31 Al­Gaza >li >, al­Mustasyfa>…, h. 174. Al­Ra >zi >, al­Mah }su >l…, juz V, h. 220.

Al­‘Amidi >, al­Ih }ka>m…, juz III, h.252. Al­Syatibi), al­Muwa>faqa>t…, juz II, h. 8.
32 ‘Izz al­Di >n, al­Qawa’id al­Kubra>, juz I, h. 5.
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و   ن درؤه   أ أ  ا
 وا موا وا  وذ    درؤه

وإد ال33
“Mafsadah itu tiga macam, salah satunya, jika mafsadahnya
sangat besar maka wajib dihilangkan dalam setiap syari’at,
seperti al­kufr (kekafiran), al­qatl (pembunuhan), al­zina >
(perzinahan), al­basb (perampokan), dan perusakan akal”.

Meskipun penjelasan ini ia berikan ketika menjelaskan

pembagian mafsadah kepada mafsadah dunia dan akhirat, tetapi

contoh yang dikemukakan merupakan refresentasi dari lima hal

pokok yang dipelihara oleh setiap syari’at. Al­kufr (kekafiran)

adalah sikap penentangan/pengingkaran terhadap kebenaran

dayya >n (Tuhan), Rasul dan seluruh ajaran yang dibawaNya,

sehingga untuk tegaknya agama demi kemaslahatan manusia

dunia­akhirat dan terwujudnya kemaslahatan untuk seluruh

mahluk kekafiran harus dihilangkan.

Al­qatl (pembunuhan) adalah menghilangkan nyawa orang

lain tanpa alasan yang dibenarkan, sehingga jika perbuatan ini

terus terjadi dapat mengancam eksistensi manusia di dunia,

sehingga pencegahan pembunuhan merepresentasikan

pemeliharaan terhadap jiwa sebagai salah satu hal pokok yang

dipelihara setiap syari’at.

Al­zina > (perzinahan) dengan melakukan hubungan sex

antara pria dan wanita yang bukan suami­istri, akan merusak

kesucian keturunan dan tatanan sosial kemasyarakatan, maka

larangan melakukan zina merepresentasikan pemeliharaan nasal

(keturunan).

Al­gasb (perampokan) adalah mengambil atau menguasai

harta orang lain dengan kekerasan.34 Perilaku ini dapat meng­

33 Ibid., h. 43.
34 Yahya bin Syaraf bin Mara > al­Nawawi > Abu Zakariya,Tahri >r Alfaz

al­Tanbi>h (lughat al­Fiqh). (Damaskus: Da >r al­Qalam, 1408 H.), h. 210.
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habiskan harta manusia yang menjadi salah satu sarana manusia

untuk meneruskan hidup dan melakukan berbagai ibadah,

sehingga agama memelihara harta manusia dari kerusakan yang

dapat mengancam kehidupannya. Sedangkan perusakan akal,

seperti pelarangan meminum minuman khamar adalah bentuk

penjagaan terhadap kesehatan akal manusia, karena akal sangat

menentukan manusianya manusia, membedakannya dari

binatang, syarat menerima beban taklif, dan untuk dapat me­

lakukan aktivitas kehidupannya, maka tanpa akal manusia

terlepas dari kemanusiaannya, oleh sebab itu agama sangat

memeliharanya.

Untuk menjelaskan bahwa jab al­masa>lih} wa dar’ al­mafa>sid

tidak hanya bertumpu pada kepentingan manusia semata, ‘Izz

al­Di >n memaparkan kaidah tentang hak­hak.35 Ditinjau dari

kepentingan jalb al­masa>lih wa dar’ al­mafa>sid hak­hak itu secara

garis besarnya terbagi dua:

1. Yang berhubungan dengan hak­hak kha>liq, seperti ketaatan

dan iman, meninggalkan kekafiran dan dosa. Kemudian hak­

hak Allah ini terbagi kepada tiga bagian:

a. Pertama, Hak yang semata­mata untuk Allah, seperti

ma’rifat dan ahwa >l yang diperoleh berdasarkan iman

terhadap segala sesuatu yang wajib diimani, diantaranya

iman kepada kerasulan, iman tentang penurunan al­

Kitab, iman terhadap seluruh kandungan hukum syara’,

pahala dan dosa.

b. Kedua, Hak yang bercampur antara hak Allah dan hak

hamba, seperti: zakat, sedekah, kafarat, korban, hadiah,

wasiat, wakaf, dan seluruh ibadah maliah yang sunat.

Semua hal ini disatu sisi merupakan sarana mendekatkan

diri kepada Allah, disisi lain ada manfaat untuk orang

35 Ibid., juz I, h. 153 dan seterusnya.
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yang menerimanya. Tujuan nyata dari kategori ini

memberikan kemaslahatan kepada hamba dengan

sedekah wajib maupun sedekah sunat, jadi fungsinya

sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah bagi orang

yang menunaikannya dan kasih­sayang bagi peneri­

manya.

c. Ketiga, Akumulasi dari hak Allah, hak Rasulullah, dan hak

mukallaf. Umpamanya dalam ibadah salat, padanya

terakumulasi ketiga bentuk hak tersebut. Hak Allah berupa

niat, takbir, tasbih, tahiyat, berdiri, duduk, ruku’, sujud

dan tawa>bi’nya seperti duduk iftira>sy dan tidak berbicara

dan banyak gerak selama salat. Adapun hak Rasulullah

diantaranya al­tasli >m diakhir salat dengan tarah }im dan

tabarruk. Kemudian salawat atas Nabi pada tasyahhud

akhir dan tasyahhud awal (dengan perbedaan pendapat).

Selanjutnya syahadat kepada Nabi sebagai pembenaran

risalah yang dibawaNya.36 Contoh lain adalah dalam

masalah jihad. Hak Allah berupa menyebarkan dan

menegakkan agama Allah, menghancurkan kemusyrikan

dan kebatilan, sedangkan hak Rasulullah dan kaum

muslimin adalah terpeliharanya jiwa, harta, keluarga

mereka dan memperoleh bagian ghani >mah al­khumus.

Adapun hak hamba sebagai pelaksananya adalah ter­

peliharanya jiwa, harta dan keluarganya serta mem­

peroleh bagian ghanimah.

Dalam masalah kafarat zihar, yang semata­mata hak

Allah adalah puasa, sedangkan bagi pelaku zihar adalah

kehalalan istri untuk digauli. Didalamnya juga terdapat hak

budak jika untuk dibebaskan jika tidak sanggup puasa, dan

36 Ibid.
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hak miskin berupa memperoleh makanan jika tidak mampu

memardekakan budak.

2. Jalb al­masa>lih wa dar’ al­mafa>sid yang berhubungan dengan

hak mahluk­mahluk terbagi kepada tiga bagian:

a. Pertama hak manusia atas dirinya sendiri, seperti me­

menuhi kebutuhan dirinya dengan sandang, papan,

pangan, pernikahan dan sebagainya. Pemenuhan hak­

hak diri manusia ini merupakan langkah awal sebelum

melakukan maslahah lainnya.37

Dengan sandang ia dapat beribadah dengan sempurna

dan melakukan muamalah secara wajar, dan dengan

pangan ia memperoleh energi untuk melakukan berbagai

aktifitas hidup sebagaimana diilustrasikan firman Allah:

ِََ ءَادُُ ََوا زٍِْَ  َِ ْََ وَا وَاُَْا 
 َِْُا ِُ ُما إْُَو

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di
setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan
janganlah berlebih­lebihan. Sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang­orang yang berlebih­lebihan”. (al­
’A’ra>f: 31).

Perintah memakai pakaian dalam ayat ini, menjadi dalil

wajibnya menutup aurat dalam melakukan salat, tawaf

dan lainnya. Latar belakang turunnya ayat ini, dimasa pra

Islam orang­orang Arab melakukan tawaf tanpa pakaian

kecuali orang Qurays, kemudian turunlah ayat ini, yang

memerintahkan agar setiap tawaf atau ibadah lainnya di

Mesjid dilakukan dengan menutup aurat. Dengan demi­

37 Ibid.
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kian pakain sebagai penutup aurat menjadi kebutuhan

setiap orang dalam setiap aktivitas,38 Allah berfirman:

ًوَر ْِءَاْَ يارَُ ًَِ ْْَ ََمأ ْ ََءَاد ِََ
“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurun­
kan kepadamu pakaian untuk menutupi `auratmu dan
pakaian indah untuk perhiasan…” (al­‘A’ra>f: 26).

Kemudian diperoleh juga hukum kebolehan memenuhi

kebutuhan terhadap makanan secara tidak berlebihan. Oleh

sebab itu ayat ini merefleksikan tuntunan syari’at terhadap

pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan sebagai ke­

butuhan setiap individu anak Adam.

Kemudian dengan memiliki rumah tempat bernaung

manusia memperoleh ketenangan dan tempat berlindung

dari bahaya yang dapat mengancam dirinya, ini merupakan

nikmat Allah yang menjadi hak manusia untuk diwujudkan,

firman Allah:

  ًَ ْِُُ   َََ وَا
“Dan Allah menjadikan bagimu rumah­rumahmu
sebagai tempat tinggal” (al­Nahl: 80).

Kemudian dengan pernikahan ia dapat melahirkan

keturunan dalam rangka meneruskan generasi sebagai

penyambung tugas menegakkan kemaslahatan dan menge­

nyahkan mafsadah, sebagaimana digambarkan firman

Allah:

      ْ َ يِا ُَا رسُ اا َأَ
َر َُْِ ََو ََْزَو َْِ َََةٍ وَِوَا َم

ًِا وَمَِءً 

38 Imam al­Baid }awi, Tafsi>r al­Baid }awi>, juz III, h. 17.
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“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan­mu
yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan
daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada
keduanya Allah memperkembang biakkan laki­laki dan
perempuan yang banyak”. (al­Nisa>’:1).

b. Kedua, hak manusia terhadap sesama manusia, ukuran­

nya menegakkan setiap maslahat yang wajib atau mandub

dan menolak segala mafsadah haram atau makruh.

Kemudian hak­hak ini terbagi kepada fard}u ‘ain, fard}u

kifayah, sunat ‘ain dan sunat kifayah, disamping itu ada­

pula yang diperselisihkan antara wajib atau sunatnya,

fard}u kifayah atau fard}u ‘ainnya. Allah berfirman:

    ْا َ اُوَمَََى وَوَا ِا َ اُوَمَََو
              وَانْُوَا

“…Dan tolong­menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong­menolong dalam
berbuat dosa dan pelanggaran…” (al­Ma>’idah: 2).

Larangan pada ayat ini agar jangan bekerjasama

menciptakan mafsadah, sebaliknya diperintahkan agar

bahu­membahu dalam merealisasikan kemaslahatan,

kemudian Allah berfirman:

َْََو َْذِي ا ئَوَإ نَْوَا لْَِ ُُَ ا نإ
ْَوَا ُءِ وَاَْا َ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil
dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat,
dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran
dan permusuhan….” (al­Nahl: 90).

65

K o n s e p  I h } s a n  ‘ I z z  a l - D i > n  I b n  ‘ A b d  a l - S a l a > m



Ayat ini menyuruh merealisasikan kemaslahatan dan

media­medianya, dan melarang tindakan kemungkaran

dan pelanggaran sebagai bentuk pelarangan menciptakan

mafsadah dan sebab­sebabnya. Ayat­ayat yang menyuruh

perbuatan islah dan melarang perbuatan fasad sangat

banyak yang mencakup perintah dan larangan yang

berhubungan dengan hak­hak Allah dan hak­hak hamba.

Contoh kasus penegakan maslahah dan pencegahan

mafsadah yang berhubungan dengan hak manusia ter­

hadap manusia lainnya sangat banyak dibahas ‘Izz al­Di>n

dalam kitab­kitabnya. Agar lebih sistematis dan mudah

ditangkap esensinya, penulis memaparkannya dalam

kerangka hidup bernegara antara penguasa dan rakyat,

kemudian dalam hubungan sosial­kemasyarakatan, dalam

hubungan anggota inti keluarga, atara ayah dengan ibu

dan anak­anaknya, kemudian dalam hubungan dengan

kaum­kerabat dan tetangga dekat dan jauh.

Sebelum mengemukakan contoh, ‘Izz al­Di>n mem­

berikan kaidah umum berkenaan dengan amar ma’ruf

dan nahi mungkar. Amar ma’ruf berarti berusaha menegak­

kan segala bentuk kemaslahatan yang diperintahkan, dan

nahi mungkar berarti berusaha mencegah segala bentuk

mafsadah yang dilarang.39

Dalam hubungan penguasa dan rakyat, contoh kasus­

nya diambil dari pernyataan umar dalam pidato pertamanya:

أ اس إن ا   أن أف  اء40 
“Wahai manusia sesungguhnya Allah telah memberikan
tanggungjawab agar aku memalingkan do’a dariNya…”

39 ‘Izz al­Di >n, Al­Qawa>’id al­Kubra>, juz I, h. 157­158.
40 Ibid.
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Kemudian Abu Bakar pernah menyatakan:

أ اس إن  م   م ا , و إن
41.   ا م  ى م 

“Wahai manusia sesungguhnya orang yang paling kuat diantara
kamu lema disisi kami sampai­sampai kami mengambil hak
darinya, dan yang paling lemah diantara kamu kuat disisi kami
sampai­sampai kami memberikan haknya”

Yang dimaksud dengan sarf al­du’a >’ minallah dalam

pernyataan Umar tersebut adalah melindungi orang­orang

yang dizalimi dari orang­orang zalim, sehingga mereka tidak

perlu berdo’a kepada Allah untuk memintanya. Begitu juga

memenuhi kebutuhan­kebutuhan pokok rakyat sehingga

mereka tidak memintanya kepada Allah.42 Sedangkan

pernyataan Abu Bakar menunjukkan bahwa penguasa tidak

boleh berpihak kepada orang­orang zalim ditengah masya­

rakat, karena yang berbuat zalim itu dilakukan oleh orang

yang kuat secara pisik, ekonomis dan politis.

Pernyataan Umar dan Abu Bakar diatas merupakan

refleksi pemahaman sahabat terhadap nilai­nilai jalb al­

masalih} wa dar’ al­mafa>sid dalam hubungan penguasa dengan

rakyatnya. Hal ini menggambarkan tanggungjawab penguasa

yang sangat besar terhadap kepentingan rakyat dengan

memelihara hak­hak mereka, seperti menegakkan keadilan,

memberi bantuan terhadap anak­anak yatim, fakir­miskin,

anak­anak terlantar, orang­orang yang mendapat musibah,

baik dalam bentuk distribusi zakat, binatang korban dan aset­

aset bait al­mal serta aset negara lainnya yang didistribusikan

sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan pemenuhan hak­

haknya.

41 Ibid.
42 Ibid.
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Tanggung jawab penguasa terhadap rakyatnya akan

dipertanyakan dihadapan Allah, Sebagaimana Hadist

menjelaskan:

ا  ل اأن ر : ا ر  ا ا  
 ر  ل راع و  ل: أ و 
أ  راع وا ر  ل س راع وا  يا
ه ووو    أة راوا  ل و 
 أ  ل ه و ل  راع وا  

43(رى ورواه ا) .    ر  ل راع و
Dari Abdullah bin Umar R.A. berkata: Bahwa Rasulullah saw.
bersabda: “ketahuilah! Seluruhmu pemimpin, dan setiap kamu
bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Penguasa bertang­
gung jawab terhadap rakyatnya, dan ia akan dituntut pertang­
gung­jawabannya atas rakyatnya itu. Suami bertanggungjawab
terhadap seluruh anggota keluarganya, dan dia akan dituntut
pertanggung­jawabannya terhadap mereka. Istri bertanggung­
jawab atas anak­anak dan rumah suaminya, dan ia akan diminta
pertanggung­jawabannya atas mereka. Pekerja (budak) bertang­
gung jawab atas aset­aset majikannya (yang berada dibawah
tanggung jawabnya, dan dia akan diminta pertanggung jawab­
annya atas hal itu, (dengan demikian) bukankah setiap kamu
pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas yang
dipimpinnya”. (H.R. Bukhari & Muslim)

Penguasa yang baik, mempunyai sifat egaliter, lemah­

lembut terhadap rakyatnya, firman Allah:

     ا  ا   وا

43 Imam Bukhari, al­Ja >mi’ al­S }ah }i >h }, juz II, h. 248. Lihat juga Imam

Muslim, al­S }ah }i>h } Muslim, juz III, h.1459. Lihat juga Abdullah bin Ali bin al­

Jaru>d Abu> Muhammad al­Naisabu>ri>, al­Muntaqi> li Ibn al­Jaru>d, juz I (Beirut:

Mu‘assasah al­Kitab al­Taqafiyyah, 1988­1408), h. 275.
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“Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang­orang yang
mengikutimu, yaitu orang­orang yang beriman” (al­Syu’ara>̀ :
215).

Kelemahlembutan penguasa direfleksikan dengan

membela yang lemah dan yang benar secara adil:

  وإذا أ ت إمدوا ا أن  إن ا
اس أن ا ل إن ا م   إن ا ن   

 ا
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)
apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu
menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang sebaik­baiknya kepadamu. Sesungguhnya
Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (al­Nisa’:
58).

Kemudian hendaklah penguasa itu konsisten berlaku

adil, tidak mudah terpengaruh oleh faktor internal dan

eksternal dirinya yang menyebabkan dia tidak berbuat adil:

          و  اء  ا ام اءا ا أ
ا اى وا بأ  اا ا أ   ن

إن ا   ن  
“Hai orang­orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang­
orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah,

menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali­kali kebencian­
mu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku
tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.
Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui apa yang kamu kerjakan”  (al­Maidah: 8).
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Jika seorang pemimpin berlaku tidak adil, karena

mengikuti hawa nafsunya, maka jauhlah ia dari rid}a Allah

dan surgaNya:

و  ا  ل ال: إن رر   
ل:     ا ر ت  ت و ش

 44( رواه).ا  ا  إ 
Dari Ma’qal bin Yasar berkata: bahwa Rasulullah saw. bersabda:
“tidak seorang pemimpinpun yang diserahi Allah suatu
kepemimpinan meninggal, sementara dia menyeleweng (dari)
mengurus yang dipimpinnya, kecuali Allah mengharamkan
baginya surga”. (H.R. Muslim)

Sesungguhnya mahluk itu adalah hamba Allah,

sedangkan para pemimpin itu adalah wakil­wakil Allah untuk

mengurus hamba­hambaNya, sementara itu pemimpin itu

menjadi wakil­wakil hamba atas diri mereka sendiri, maka

dalam lingkup yang demikian terdapat makna wilayah

(wewenang) dan waka >lah (perwakilan/perwalian). Jika

pemimpin sebagai wakil atau wali melakukan tindakan yang

merugikan rakyat, maka perbuatan tersebut merupakan

penghianatan terhadap rakyatnya yang telah memberikan

kepercayaan.45

Kemudian disusunlah sebuah kaidah fiqhiyah yang

menuntun segala bentuk kebijaksanaan yang diambil

penguasa berkenaan dengan kepentingan rakyatnya wajib

mengacu kepada kepentingan rakyat:

46.  ا  ف ا

44 Imam Muslim, S}ah }i>h } Muslim, juz I, h. 125.
45 Ah }mad bin Abd al­H }ali >m bin Taimiyah al­H }aza >ni >, al­Siya >sah al­

Syar’iyyah fi> Isla>h al­Ra>’i > wa al­Ra’iyyah (t.tp.: Da >r al­Ma’rifah, t.th.), h. 13
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“Kebijaksanaan pemimpin (berkenaan tentang kepentingan)
rakyat dilakukan dengan pertimbangan kemaslahatan”

Dalam hubungan sosial­kemasyarakatan, mulai dari

membangun hubungan bertetangga, memulyakan tamu,

menjawab panggilan atau undangan, Melayat orang sakit,

orang meninggal dan menyelenggarakan jenazah, sampai

hanya menebar salam dan senyum setiap berjumpa.

Menciptakan hubungan sosial yang baik dan lancar

dengan tetangga, dapat dilakukan dengan memelihara

kepentingannya dan tidak menyakitinya, sebagaimana Nabi

bersabda:

  ه ي مل وا و  ا  ا  أم 
47( رواه).    ل ره أو   

Dari ‘Anas dari Rasulullah saw. bersabda: “Demi Allah yang
jiwaku berada dalam genggamanNya, Sungguh tidak beriman
seorang hamba sampai ia menginginkan untuk tetangganya
atau saudaranya sebagaimana untuk kepentingannya sendiri”.
(HR. Muslim).

Dalam riwayat lain Rasulullah menjelaskan:

  ل و  ا  ل اة أن ر أ 
48(  رواه).     ا ره    ا

Dari Abi Hurairah: bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Tidak akan
masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari sikapnya
yang menyusahkan”. (HR. Muslim).

46 ‘Abd al­Rahma>n bin Abi> Bakr al­Suyu>ti>, al­Asyba>h wa al­Nazha>’ir, juz

I (Beirut: Da >r al­Kutub al­‘Ilmiyyah, 1403 H), h.121.
47 Imam Muslim, Sah }i>h } Muslim, juz I, h.64.
48 Ibid.
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Kemudian Rasulullah memberi petunjuk:

 أ ة  رل ا  ا  و ل  ن
 ن و  ا أو  ا وا  
ا وا   ن ره و  ا وا 

49(  رواه).  
Dari Abi Hurairah: dari Rasulullah saw. bersabda: “Barangsiapa
yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata
baik atau diam, dan barangsiapa yang beriman kepada Allah
dan hari akhir hendaklah memulyakan tetangganya, dan barang
siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah
memulyakan tamunya”. (H.R. Muslim).

Dalam riwayat lain Rasulullah saw. Bersabda:

 :و  ا  ل ال ر :ل ة أ 
  ن ره و ذي  ا وا   ن
ا وا   ن و   ا وا

50(  رواه).    ا أو 
Dari Abi> Hurairah berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Barang
siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah menyakiti
tetangganya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan
hari akhir, hendaklah memulyakan tamunya, dan barang siapa
yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata
baik atau diam”. (HR. Muslim)

Dalam hubungan antara anggota keluarga, syara’

memberikan ketentuan­ketentuan hukum yang berisikan

hak­hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh masing­

masing anggota keluarga. Ayah sebagai kepala keluarga

49 Ibid.
50 Ibid.
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berkewajiban memenuhi nafkah lahir­batin anggota ke­

luarganya, Allah berfirman:

... و اد  رز و وف...
“…Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada
para ibu dengan cara yang ma’ruf…” (al­Baqarah: 233).

Istri bertanggung jawab terhadap pengaturan rumah­

tangga, sebagaimana diilustrasikan dalam hadis:

 ا  ل اأن ر  ا ر   ا  
أة راوا  ل و  أ  راع ل:...وا و

51(رواه ا)...  ه ووو   
Dari Abdillah bin Umar r.a.: Bahwa Rasulullah saw. bersabda:
“…suami bertanggungjawab terhadap seluruh anggota
keluarganya, dan dia akan dituntut pertanggungjawabannya
terhadap mereka. Istri bertanggungjawab atas anak­anak dan
rumah suaminya, dan ia akan diminta pertanggungjawaban­
nya atas mereka...” (HR. Jama>’ah).

c. Ketiga hak fauna (baha>’im/h}ayawan) terhadap manusia.52

Hak ini ditunaikan dengan memberikan makanan hewan

bersangkutan sesuai dengan kebutuhannya serta mengo­

batinya meskipun tidak mengambil manfa’at darinya.

Kemudian terhadap binatang yang dimanfa’atkan,

janganlah membebaninya dengan muatan yang tidak sesuai

dengan kemampuannya, dan tidak menempatkannya

dengan binatang sejenis atau tidak sejenis yang dapat me­

nyakitinya. Apabila menyembelih, dilakukan dengan pisau

yang tajam, sehingga satu potongan lebih utama dari berkali­

51 Imam Bukha >ri >, al­Ja >mi’ al­Sah }i >h }, juz VI, h. 2611. Lihat juga Imam

Muslim, S}ah }i>h } Muslim, juz III, h. 1459.
52 ‘Izz al­Di >n, Al­Qawa>’id al­Kubra>, h. 167.
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kali. Uraian ini meneruskan tafsiran terhadap perintah Allah

agar berbuat ih }sa >n terhadap segala sesuatu,sebagaimana

termuat dalam hadis Nabi:

          ا  ل ار   نل: ا أوس  اد 
ء ...وإذا ذ   نا  ل: إن ا و 
53(  رواه)      ح ذو  أ و ا ا
Dari Syadda >d bin ‘Aus berkata: dua hal yang kuhafal dari
Rasulillah saw. yaitu Sabda Nabi saw.: “Sesungguhnya Allah
mewajibkan perbuatan ihsan terhadap segala sesuatu…, apabila
menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik,
hendaklah kamu (asah) pisaumu dengan tajam agar sembelih­
annya tidak lama merasa sakit” (H.R. Muslim).

Al­Qurtu>bi> mengungkapkan, mengenai ihsan terhadap

binatang, ulama berpendapat, dilakukan dengan memper­

lakukannya dengan baik, jangan menyakitinya dengan

perlakuan yang kejam, jangan menyeret­menyeretnya

(dengan kasar) dari satu tempat ketempat lain, menajamkan

alat (ketika memotangnya) seraya memasang niat untuk

menghalalkan (dagingnya) dan mendekatkan diri (kepada

Allah), menghadapkannya kearah kiblat, membunuhnya

dengan satu sembelihan, memotong dua urat leher dan

tenggorokannya, melepaskan ikatannya (agar lebih lega

meregang nyawanya), membiarkannya sampai dingin,

mengakui anugerah Allah serta bersyukur atas segala

nikmatnya dengan menundukkannya kepada kita dan tidak

sebaliknya, dan membolehkan kita (untuk mengkon­

sumsinya)”.54

53 Imam Muslim, S }ah }i>h } Muslim, juz III, h. 1548.
54 Muh }ammad bin Ah}mad bin Abi > Bakr bin Farh Al­Qurtu>bi >, al­Ja>mi’

li Ah }ka>m al­Qur’a>n, juz VI (Kairo: Da >r al­Sya’b, 1372 H.), h. 56.
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d. Keempat, hak lingkungan hidup terhadap manusia.

Meskipun secara ekplisit, ‘Izz al­Di >n tidak menyebutkan

tentang hak lingkungan hidup terhadap manusia, tetapi

luasnya cakupan konsep jalb al­masa >lih } wa dar’ al­mafa >sid

dalam perspektif konsep ihsan memberi pengertian bahwa

permasalahan lingkungan hidup tercover didalamnya.

Manusia sebagai mahluk hidup secara ekologik me­

rupakan bagian integral dari lingkungan dan mempunyai

peranan penting dalam keseluruhan komponen lingkungan

hidup. Bahkan didalam teori lingkungan hidup dikatakan

bahwa pengertian lingkungan hidup berarti suatu upaya

melihat peranan manusia dalam seluruh sistem lingkungan

hidup. Artinya bahwa manusialah yang paling pokok di­

dalam menata ekosistem itu sehingga tercapailah keutuhan

lingkungan.55

Peranan manusia yang sangat signifikan dalam menata

seluruh sistem lingkungan hidup merupakan gambaran

kongkrit dari posisinya sebagai pengemban beban taklif

dari Sya>ri’, jadi poin pentingnya bukan pada kepentingan

manusia semata, melainkan pada peranan manusia dalam

menegakkan kepentingan seluruh mahluk dalam tatanan

serasi dan saling membantu.

Kebutuhan populasi dalam ekosistem berkaitan sekali

dengan keberadaan lingkungan hidup secara menyeluruh.

Setiap mahluk hidup memerlukan mahluk hidup yang lain

dalam pengertian saling membutuhkan dan saling ber­

kepentingan untuk mencapai suatu tujuan.56 Eksistensi

makhluk hidup bahkan seluruh alam tidak terlepas dari

tujuan penciptaan “setiap penciptaan mempunyai suatu

missi atau tujuan yang tidak sia­sia”, firman Allah:

55 M. Bahri Ghazali, Lingkungan Hidup Dalam Pemahaman Islam (Jakarta:

Pedoman Ilmu Jaya, 1996), h. 77.
56 Ibid., h. 78.
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 وا ا ظ ذ ط  رض وء واا  و
 وا  ار

“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang
ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah
anggapan orang­orang kafir, maka celakalah orang­orang kafir
itu karena mereka akan masuk neraka”. (S }ad: 27).

Misi dan tujuan penciptaan lingkungan hidup adalah

kemanfa’atan bagi setiap populasi terhadap populasi lainnya,

termasuk manusia yang sangat berperanan dan berhajat

terhadap mahluk lainnya, bahkan kelangsungan hidup

manusia dalam tahap tertentu bergantung kepada kebera­

daan makhluk lain untuk memenuhi hajat hidupnya.

Dengan demikian pelaksanaan fungsi manusia dalam

menata dan menjaga keserasian sistem lingkungan hidup

merupakan aplikasi dari pemenuhan terhadap hak­hak

lingkungan hidup terhadap manusia, sekaligus untuk me­

menuhi kebutuhan manusia itu sendiri terhadap makhluk lain

untuk kelangsungan hidupnya.

C. Metode untuk Mengetahui dan Merumuskan Ah}ka>m al-
Maqa>sid

Menurut ‘Izz al­Di>n Maslahat memiliki wasa>’il (media­media

yang menghantarkan tercapainya kemaslahatan), dan wasa >’il

mempunyai hukum­hukum maqasid berupa al­i>ja>b, al­nadb, al­

iba >h }ah, al­kara >h }ah dan al­tah }ri >m. Sebagian besar wasa >’il tersebut

lebih utama dari tujuan­tujuannya, diantaranya, membantu

orang untuk merealisasikan perbuatan mubah lebih tinggi dari

perbuatan mubah. Umpamanya, memberikan makanan lebih

tinggi nilainya dari pada memakan makanan itu sendiri, karena

dengan bantuan itu akan diperoleh pahala akhirat yang lebih baik

dan abadi.57

57 ‘Izz al­Di >n, al­Qawa>’id al­Kubra>, h. 43.
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Memberi makanan kepada orang yang memerlukannya

berarti menginfakkan sebagian dari rizki yang dikaruniakan

Allah. Perbuatan ini menjadi indikator untuk mencapai derajat

takwa, sebagaimana dijelaskan Allah pada awal surat al­Baqarah:

ا ن  ون اة و رز ن
“Mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan

salat dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerah­
kan kepada mereka” (al­Baqarah: 3)

Sedangkan bagi orang­orang yang bertakwa, Allah menye­

diakan surga luasnya gabungan langit dan bumi, sebagaimana

diilustrasikan ayat berikut:

ورا إ ة  ر و  اات وارض
  تأ

“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan
kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disedia­
kan untuk orang­orang yang bertakwa” (‘Ali ‘Imra >n: 133)

Kemudian bagi orang yang menerima pemberian itu, mem­

peroleh kemaslahatan dunia berupa pemenuhan kebutuhan

pangan untuk menyambung hidup dan kenikmatan makanan,

sedangkan hukum memakan makanan itu mubah secara wajar

dan tidak berlebihan, firman Allah:

ا إم ا وا واو    وا ز ءاد 
  ا  

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap
(memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah
berlebih­lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang­
orang yang berlebih­lebihan”. (al­A’ra>f: 31)
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Dalam kerangka merumuskan pola penalaran yang

ditempuh ‘Izz al­Di >n dalam menetapkan ah }kam al­maqa >sid,

terlebih dahulu diuraikan tentang ah}kam al­maqa¡id itu sendiri.

1. Ah}ka>m al-Maqa>’sid

Menurut ‘Izz al­Di>n hakikat maslahat adalah kelezatan

serta sebab­sebabnya (al­lazza>t wa asba>buha>) dan kesenangan

serta sebab­sebabnya (al­afra >h wa asba >buha >), sedangkan

hakikat mafsadat adalah rasa sakit serta sebab­sebabnya (al­

a >la >m wa asba >buha >) dan kesedihan serta sebab­sebabnya (al­

gumu>m wa asba >buha >).58

Dalam pandangan ‘Izz al­Di>n maslahat dan mafsadat

itu ada yang haqiqi dan ada yang majazi, maslahat yang

haqiqi adalah kesenangan dan kelezatan (al­afra >h wa al­

lazza>t), sedangkan maslahat majazi adalah sebab­sebabnya.

Adapun mafsadah yang haqiqi adalah kesedihan dan rasa

sakit (al­ghumu >m wa al­a >la >m), sedangkan mafsadah yang

majazi adalah sebab­sebabnya.59

Dalam aplikasinya, ada kemaslahatan yang penyebab­

nya terdiri dari mafsadat, maka mafsadah itu diperintahkan

atau dibolehkan (mubah), bukan karena keberadaannya

sebagai mafsadah, tetapi karena fungsinya yang dapat

menghantarkan terwujudnya kemaslahatan. Seperti perintah

potong tangan terhadap pencuri dan perampok, hukuman

cambuk dan diasingkan terhadap pezina. Semua hukum ini

merupakan mafsadah yang diwajibkan oleh syara’ untuk

memperoleh kamaslahatan haqiqi berupa terpeliharanya

harta, keturunan dan kehormatan sebagai akibat penerapan

hukum itu. Mafsadah ini dinamakan maslahat majazi karena

ia sebab terwujudnya maslahat haqiqi.

58 ‘Izz al­Di >n, al­Qawa>’id al­Kubra>, juz I, h. 11­12.
59 Ibid.
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Di sisi lain adapula maslahat yang dilarang oleh syara’,

larangan ini ada bukan karena kemaslahatan yang dikan­

dungnya, tetapi karena mafsadat yang akan muncul akibat

perbuatan tersebut. Umpamanya, dilarang mengusahakan

kelezatan yang diharamkan, subhat, makruh dan mening­

galkan kesusahan dalam melaksanakan perbuatan wajib dan

sunat. Dinamakan mafsadat bukan karena kemaslahatan

yang dikandungnya tetapi karena keberadaannya yang

dapat menyebabkan terjadinya mafsadah yang haqiqi.

Maslahat ini dinamakan mafsadah majazi, karena ia dapat

menyebabkan terjadinya mafsadah haqiqi.

Sebagian besar perbuatan dan peristiwa yang terjadi

mengandung maslahat dan mafsadah, sedikit sekali yang

semata­mata mengandung maslahat atau semata­mata

mengandung mafsadah,60 sebagaimana diilustrasikan sabda

Nabi saw.:

             :و  ا  ل ال ر :ل   أم 
61( رواه ا) .ات را ره و ا 

Dari ‘Anas bin Ma>lik berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Surga
dikelilingi oleh hal­hal yang tidak menyenangkan, dan neraka
dikitari oleh kesenangan­kesenangan syahwat”. (HR. Muslim)

Al­maka>rih} adalah mafsadah jika ditinjau dari keberada­

annya yang menyakitkan dan tidak menyenangkan, sedang­

kan al­syahwa>t adalah maslahah ditinjau dari sisi keberada­

annya sebagai selera terhadap kelezatan yang yang diingin­

kan. Sementara manusia menurut tabi’atnya akan cendrung

memilih kemaslahatan yang sebenarnya dari pada memilih

mafsadah, dan meninggalkan mafsadah yang sebenarnya

60 Ibid., h.14.
61 Lihat Imam Muslim, Sah }i >h } Muslim, juz. 4. h.2174. Lihat Juga Ibn

hibba>n, S}ah }i>h } Ibn H }ibba>n, juz II, h. 492.

79

K o n s e p  I h } s a n  ‘ I z z  a l - D i > n  I b n  ‘ A b d  a l - S a l a > m



dari pada maslahat yang semu, itulah sebabnya disyari’atkan

hudud, peringatan dan ancaman. Manakala manusia melihat

kelezatan dan ancaman hukum di dunia dan akhirat, ia akan

meninggalkan perbuatan tersebut secara tabi’atnya karena

lebih besarnya mafsadah yang ada.62

Seluruh beban taklif dibangun atas hubungan kausalitas

(sebab­musabbab), tetapi sebab itu tidak mendatangkan ke­

maslahatan dan tidak menolak mafsadat dengan sendirinya,

tetapi pada hakikatnya sebab itu adalah:

63 ا و  ا ا  با
“…sebab itu pada hakikatnya adalah sesuatu yang dijadikan
sebagai acuan dalam menetapkan hukum dan kemaslahatan­
nya…”

Sedangkan yang mendatangkan kemaslahatan dan

yang menghilangkan mafsadat itu adalah Allah, tatapi Ia

memberlakukan adat­adat dan sunnah­sunnahNya dengan

mengatur mahluk­mahluk dalam sistemNya, agar manusia

merealisasikan kebaikan dan memberantas kejahatan

manakala menemukan hubungan kausalitas yang tersusun

pada suatu masalah.64

Apabila dilihat dari proses jalb al­masa >lih } wa dar’ al­

mafa >sid dalam perbuatan manusia, perbuatan manusia itu

terbagi dua:

a. Perbuatan yang menyebabkan terwujudnya kemasla­

hatan (sabab li al­masa>lih}), perbuatan seperti ini ada tiga

macam:

1) Perbuatan yang menyebabkan terealisasinya maslahat

dunia.

62 ‘Izz al­Di >n, Al­Qawa>’id al­Kubra>, juz I, h. 14.
63 Ibid., juz I, h. 17.
64 Ibid., juz I, h. 17­18.
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2) Perbuatan yang menyebabkan terealisasinya maslahat

akhirat.

3) Perbuatan yang menyebabkan terealisasinya maslahat

dunia dan akhirat sekaligus.

Ketiga macam perbuatan ini diperintahkan oleh syara’,

tetapi kuat atau ringannya perintah untuk melakukan

suatu ketentuan hukum sesuai dengan tingkatan maslahat

yang dikandung perbuatan hukum tersebut.

b. Perbuatan manusia yang menyebabkan terjadinya

mafsadah, perbuatan ini juga terdiri dari tiga macam:

1) Perbuatan yang menyebabkan terjadinya mafsadah

dunia.

2) Perbuatan yang menyebabkan terjadinya mafsadah

akhirat.

3) Perbuatan yang menyebabkan terjadinya mafsadah

dunia dan akhirat.

Ketiga macam perbuatan yang menyebabkan terjadi

mafsadah ini dilarang oleh syara’, kuat dan lemahnya larang­

an itu sesuai dengan tingkatan mafsadah yang dimuncul­

kannya.65

Dengan memperhatikan kualitas maslahah dan

mafsadah yang termuat dalam setiap perbuatan, kemasla­

hatan mempunyai tiga bentuk:66

a. Maslahah yang mubah dikerjakan (ت ا   ),
b. Maslahah yang mandub dikerjakan (ت او ),
c. Maslahah yang wajib dikerjakan (ت اوا ),

Jika kuat dimensi maslahatnya, maka ia diwajibkan

dalam setiap syari’at.

65 Ibid., juz I, h. 11.
66 Ibid., juz I, h. 9 dan 43.
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Sedangkan mafsadah terdiri dari dua bentuk:67

a. Mafsadah yang makruh dikerjakan (ت او ),
b. Mafsadah yang haram dikerjakan (ت ا ),

jika kuat dimensi mafsadatnya, setiap syari’at mewajib­

kan peniadaannya.

Kemaslahatan ijab lebih tinggi dari kemaslahatan nadb,

dan kemaslahatan nadb lebih tinggi dari kemaslahatan mubah.

Demikian juga mafsadat haram lebih berbahaya dari

mafsadat makruh.

Mengenai hukum wajib dan sunat ‘Izz al­Di>n Menjelas­

kan, Setiap perbuatan yang dimuliakan syara’, dipujinya,

dipuji pelakunya, disukainya, dicintainya, dicintai pelakunya,

dirid}ainya, dirid}ai pelakunya, atau disifatinya dengan istiqa­

mah, berkah, baik, atau Ia bersumpah dengannya, atau

dengan pelakunya, atau dijadikan syara’ sebagai sebab untuk

memperoleh cinta­Nya, atau untuk memperoleh pahala, atau

menjadikannya sebab untuk disebut Sya>ri’, atau sebagai tanda

syukur, atau memperoleh hidayah, atau pelakunya men­

dapat rid}a, atau diampuni dosanya, atau diterima, atau pe­

lakunya mendapat pertolongan (Allah), atau kabar gembira­

Nya, atau menyifati pelakunya dengan baik, atau menyifati

perbuatan itu dengan ma’ruf, atau menghilangkan kesedihan

dan rasa takut dari pelakunya, atau menjanjikannya dengan

rasa aman, atau dijadikan­Nya sebab menjadi wali Allah, atau

mensifati pelakunya dengan (memperoleh) hidayah, atau

menyifati perbuatan itu dengan sifat terpuji seperi: al­h}aya>t,

al­nu>r, al­syifa >’, atau perbuatan yang diperintahkan Allah

kepada para Nabi, adalah diperintahkan.” 68

67 Ibid.
68 ‘Izz al­Di>n, al­Ima>m fi> Baya>n ‘Adillat al­Ah}ka>m (Beirut: Da>r al­Basya>’ir

al­Isla >miyyah, 1407 H), h. 87.
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Kemudian ia rumuskan:

  ح أو ح   أو و    أو
آ  ر   دد  اب واب        .69

“Setiap perbuatan yang dipuji atau dipuji pelakunya atau
dijanjikan suatu kebaikan dunia atau akhirat adalah perbuatan
yang disuruh, tetapi hukumnya berkemungkinan wajib atau
nadb”

Rumusan lainnya:

   أو و   ر أو ذ  ذ  و
70وا  أو آ 

“Setiap perbuatan yang dicela meninggalkannya atau dicela
orang yang meninggalkannya atau diancam jika meninggalkan
perbuatan itu dengan suatu kejelekan didunia atau akhirat,
maka perbuatan itu hukumnya wajib”

Pada bagian lain ia katakan:

71...   و ا  ن...
“…jika kuat muatan maslahatnya, diwajibkan dalam setiap
syari’at…”

Berdasarkan beberapa rumusan diatas, penulis berke­

simpulan, bahwa pengertian wajib dalam perspektif ‘Izz al­

Di>n adalah setiap perbuatan yang diperintahkan oleh syara’,

dengan muatan maslahat yang kuat, apabila dikerjakan

mendapat pujian dan balasan kebaikan, jika ditinggalkan

mendapat celaan dan diancam balasan keburukan didunia

atau diakhirat atau keduanya.

69 Ibid., h. 275­276.
70 Ibid.
71 ‘Izz al­Di >n, al­Qawa>’id al­Kubra>, juz I, h. 43.
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Sedangkan sunat atau mandub adalah setiap perbuatan

yang diperintahkan oleh syara’, tetapi muatan maslahatnya

kurang kuat. Jika dikerjakan mendapat pujian dan balasan

kebaikan di dunia dan akhirat dari Syari’, jika tidak dikerja­

kan tidak tercela dan tidak mendapatkan balasan apapun.

Mubah adalah perbuatan yang mengandung muatan

maslahat, tetapi jika dikerjakan atau ditinggalkan tidak

mendapat pujian dan balasan apapun di dunia dan akhirat.

Berkenaan dengan pengertian hukum haram dan

makruh ‘Izz al­Di>n menjelaskan bahwa larangan terhadap

setiap perbuatan (kasbi) yang disuruh Syari’ meninggal­

kannya, atau perbuatan dan pelakunya dicela (‘ataba), dike­

cam (zamma), dibenci (maqqata), atau menyangkal (nafa >)

kecintaan dan kerid}aan­Nya, atau menyamakan (syabbaha)

pelakunya dengan binatang atau setan, atau menjadikan

perbuatan itu sebagai penghalang untuk mendapat petunjuk

atau diterima (amalannya), atau menyifatinya dengan

kejelekan, tidak disukai (kara>h}ah), atau para Nabi berlindung

dari perbuatan itu dan kegelapannya, atau dijadikan peng­

halang memperoleh kemenangan, atau akan mendapat azab

di dunia dan akhirat, atau mendapat celaan (lizammin),

makian (laumin), kesesatan (dhala>latin), maksiat, atau disifati

dengan kotoran (khabasin, rijsin, najasin), atau karena

perbuatan itu menyebabkan dosa, kefasikan, atau penyebab

dosa, larangan, langnat, kemurkaan, mendapat siksa, hu­

kuman had, atau untuk menjamin jiwa, atau (mengakibat­

kan) keras hati, kehinaan di dunia atau akhirat, atau melahir­

kan keburukan didunia atau di akhirat, atau menentang Allah

Ta’a>la, atau memerangi­Nya, atau memperolok­olokkan­Nya,

mencemooh, atau perbuatan itu dijadikan sebab Tuhan

melupakan pelakunya, atau Ia menyifati sabar, bermurah hati

terhadap prilaku tersebut, atau memaafkannya, atau

mengampuni pelakunya, atau bertaubat dari perbuatan itu,
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atau menggolongkan pelakunya demgan kotoran, hinaan,

atau menisbahkan perbuatan itu dengan perbuatan setan,

dipengaruhi setan, atau dikuasai setan, atau disifatinya dengan

sifat tercela seperti: zalim, sakit, dan para Nabi melepaskan

tanggung jawab dari perbuatan itu atau dari pelakunya, atau

sebagian pelakunya mengadu kepada Allah, atau meman­

dang pelakunya sebagai orang yang mengadakan perlawan­

an, atau melarang para Nabi putus asa, sedih terhadap pe­

lakunya, atau perbuatan itu menyebabkan penyesalan di

dunia dan akhirat, atau diharamkan surga dan isinya atas

pelakunya, atau dinyatakan pelakunya adalah musuh Allah,

atau pelakunya menanggung dosa orang lain, atau pelaku­

nya diakhirat dilaknat Allah, atau sebagian pelaku tidak

bertanggung jawab terhadap pelaku lainnya, atau sebagian

pelakunya menyalahkan pelaku lainnya, atau menyatakan

pelakunya orang sesat, atau pelakunya ditanya tentang

alasan perbuatan itu dengan ‘urf yang berlaku, atau mela­

rang para Nabi mendo’akan pelakunya, atau menjadikan

perbuatan itu menjauhkan pelakunya dari Allah, terusir, atau

terbunuh, atau Tuhan menyatakan ketidak sukaannya, maka

seluruh perbuatan ini dilarang. Pada hakikatnya seluruh

ungkapan ini bertujuan untuk mencela, mengancam, akan

tetapi ia beragam disebutkan agar lebih mencapai sasaran”.72

Sedangkan pengertian haram:

            أوآ    أو و   أو ذ ذ  و
73 

“Setiap perbuatan yang tercela atau pelakunya dicela atau
diancam dengan keburukan/bahaya didunia atau akhirat, maka
perbuatan itu haram”

72 Ibid., h.105­106.
73 ‘Izz al­Di>n, al­Ima>m fi> Baya>n Adillat al­Ah}ka>m, h. 87.
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Pada bagian lain kitabnya ‘Izz al­Di>n menyatakan:

74...   در و   ن...
“…Jika besar mafsadah, diwajibkan menghilangkannya dalam
setiap syari’ah…”

Dengan demikian haram adalah perbuatan yang

dilarang oleh syara’, dengan muatan mafsadah yang kuat,

jika ditinggalkan akan mendapat pujian dan balasan ke­

baikan, jika dikerjakan akan mendapat celaan dan balasan

keburukan didunia atau akhirat atau keduanya.

Sedangkan makruh adalah perbuatan yang dilarang

oleh syara’, dengan muatan mafsadah yang kurang kuat, jika

ditinggalkan akan mendapat pujian dan balasan kebaikan,

jika dikerjakan tidak mendapat celaan atau balasan ke­

burukan di dunia atau diakhirat atau keduannya.

Dengan demikian, al­ah}ka>m al­khamsah yang terdiri dari

hukum wajib/fard}u, sunat, mubah, makruh dan haram ada­

lah ah }ka >mu al­wasa >’il yang merupakan sarana untuk men­

capai tujuan penetapan hukum syara’, yaitu terwujudnya

kemaslahatan bagi seluruh mahluk, terutama kemaslahatan

manusia di dunia dan akhirat. Sedangkan penetapan hukum

suatu masalah baik berupa hukum wajib, sunat, mubah,

makruh dan haram didasarkan pada kandungan nilai

mafsadah atau maslahah yang termuat dalam masalah

tersebut.

2. Langkah-langkah Mengetahui Ah}ka>m al-Maqa>sid

Menurut ‘Izz al­Di>n, pengetahuan tentang kemaslahatan dan

kemud}aratan dunia­akhirat dapat diketahui melalui syari’at,

jika ada yang sulit diketahui, maka digali dengan dalil­dalil

syara’ lainnya, yaitu: al­kitab, al­Sunnah, al­ijma’, al­qias al­

74 ‘Izz al­Di >n, al­Qawa>’id al­Kubra>, juz I, h. 43.
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mu’tabar, dan al­istid}a>l al­sah}i>h}. Kemaslahatan akhirat hanya

dapat diketahui melalui keterangan Syari’, sedangkan

maslahah dan mafsadah yang berkenaan dengan masalah

duniawi selain diketahui melalui syara’, dapat juga diketahui

melalui al­d}aru >ra >t (keniscayaan), al­taja >rub (melalui proses

percobaan), al­‘a>da >t (kebiasaan), dan al­zunu>n al­mu’tabara>t

(praduga kuat yang dibenarkan syara’). Sedangkan untuk

mengetahui kualitas maslahah dan mafsadah, mana yang

ra >jih} (kuat) dan mana yang marju>h} (lemah), dapat meng­

gunakan logika, dengan catatan, syara’ belum menjelaskan­

nya, kemudian dibentuklah hukum berlandaskan rumusan

tersebut. oleh sebab itu bagi orang yang cerdas, merealisasi­

kan maslahat­maslahat yang murni (masa>lih} al­mah}d}ah), atau

menolak mafsadat­mafsadat yang murni (al­mafa >sid al­

mah}d}ah)75 dipandang baik dan terpuji walaupun sebelum

turunnya syari’at.76

Demikian juga mengutamakan realisasi maslahat yang

paling tinggi dan mencegah mafsadat yang paling berbahaya

dipandang baik dan terpuji, mendahulukan maslahat yang

ra>jih} atas yang marju>h} atau memprioritaskan pemberantasan

mafsadat yang ra>jih} atas yang marju>h} adalah baik­terpuji.

Setiap syari’at mewajibkan pemeliharaan terhadap

agama, jiwa (al­dima>’), keturunan, harta dan akal,77 ringkas­

nya yang terbaik adalah merealisir perbuatan dan perkataan

yang paling tinggi kemaslahatannya. Jika terdapat perbedaan

pendapat pada sebagian hukum syara’, itu hanya terjadi

75 Yang dimaksud dengan maslahat murni adalah maslahat yang

tidak bercampur dengan mafsadah atau secara empiri dapat diketahui

akal sehat tentang nilai kebaikan yang dikandungnya. Sedangkan mafsadat

murni adalah mafsadah yang tidak bercampur dengan maslahat atau

secara empiri dapat diktahui oleh akal sehat tentang nilai keburukan yang

dimilikinya.
76 ‘Izz al­Di >n,al­Qawa’id al­Kubra>, juz I, h. 5­10.
77 Ibid., h. 5 dan 43.
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karena persamaan kualitas, maka mukallaf melakukan tarjih

untuk memilih yang terkuat. Begitu juga para medis, apabila

ada dua pilihan, mereka akan mendahulukan pengobatan

penyakit yang paling berbahaya dari lainnya. Seperti

mengamputasi bagian tubuh yang terimpeksi (muta’a>kilah)

untuk memelihara jiwa pasien, karena jika tidak diamputasi,

penyakit akan menyebar keseluruh tubuh dan dapat menga­

kibatkan kematian pasien, oleh sebab itu kerugian yang

diakibatkan terpotongnya bagian tubuh itu diabaikan untuk

memelihara maslahat yang lebih utama.

Pengetahuan tentang maslahat dan mafsadat ada yang

dibangun berdasarkan “’irfa >n“ dan ada yang berdasarkan

“al­i’tiqa>d“ untuk orang awam, sedangkan sebagian besar­

nya dibangun berdasarkan Zan dan al­h}isba>n, karena sulitnya

mencapai al­yaqi>n dan al­‘Irfa>n. Namun sebagian kecil, ada

juga yang dibangun berdasarkan “al­Syak“ dan “al­wahm”.78

Dengan demikian, setidaknya menurut ‘Izz al­Di>n ada

tiga tingkatan corak penalaran dalam memperoleh penge­

tahuan tentang hukum syara’, yaitu:

Pertama, corak penalaran “’irfa>ni>”. Pengetahuan bentuk

ini dipandang paling tinggi, karena nilai pengetahuan yang

diperoleh dalam bentuk ini menghasilkan kebenaran yang

diyakini lebih dekat kepada kehendak syara’ (‘ilm al­yaqi>n),

sementara orang yang memiliki bentuk penalaran ini

dipandang memiliki tingkatan hubungan spritualitas yang

dekat dengan Sya>ri’, oleh sebab itu hanya sedikit orang yang

mampu mencapai derajat ini.

Seluruh manusia bergerak dalam motivasi memperoleh

kegembiraan dan kelezatan, menyingkirkan kesedihan dan

hal­hal yang menyakitkan. Diantara mereka ada yang

mencari tingkatan yang tertinggi, tetapi yang lain mencukup­

78 ‘Izz al­Di >n, al­Qawa>’id al­kubra>, h. 41­42.
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kan dirinya dengan sesuatu yang biasa­biasa saja. Maka

barang siapa yang mencari kelezatan al­ma’a >rif wa al­ah }wa>l

di dunia dan mencari kelezatan melihat dan dekat dengan

Allah diakhirat itulah orang yang paling tinggi tingkatannya,

sedangkan orang yang mencari kenikmatan surga, kegem­

biraan, dan kelezatannya berada pada tingkat kedua, adapun

tingkat ketiga ditempati oleh orang­orang yang senantiasa

mencari kesenangan dan kelezatan dunia.

Para wali dan sufi mendahulukan maslahah akhirat atas

maslahat dunia, bahkan karena mereka mengetahui ke­

lezatan al­ma’a>rif wa al­ah}wa >l lebih utama dari kelezatan al­

da >rain, diantara mereka memperoleh pengetahuan tanpa

bersusah payah (takalluf), maka dari pengetahuan itu ter­

lahirlah al­ah}wa>l tanpa melakukan sikap yang mengada­ada

dan berpura­pura.

Pengakuan ‘Izz al­Di>n terhadap perolehan pengetahuan

dengan cara ini memperlihatkan besarnya pengaruh

tasawwuf dalam pemikiran hukumnya, walaupun ia tidak

menjelaskan secara detil bagaimana bentuk pengetahuan ini

dalam hubungannya dengan aplikasi hukum praktis, tetapi

ia memberikan ukuran dan batasan bentuk pengetahuan itu

diukur berdasarkan petunjuk nas­nas syara’, karena seluruh

sikap para a>rifi>n dan asfiya>’ mengikuti sepenuhnya tuntunan

al­Qur’an dan al­Sunnah.79

Kedua, corak penalaran “Zanni > “ atau “h{isba >ni >”. Pola

inilah yang paling banyak digunakan dalam memperoleh

hukum syara’. Dalam cara ini, mujtahid mengerahkan segala

kemampuan yang dimilikinya, melalui penggalian terhadap

nas­nas yang terperinci dan merumuskan kaidah­kaidah

umum yang terkandung dalam nas­nas ‘a>m.

Menurut Muhammad Salam mazkur, berdasarkan

istiqra’ yang dilakukan ulama terhadap pola­pola penalaran

79 Ibid., h. 9 dan 12.
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yang telah ditempuh ulama us}ul dalam melakukan istinbat

hukum, dirumuskanlah tiga pola penalaran:80

a. Penalaran Baya >ni >, yaitu pengerahan kemampuan

mujtahid untuk memperoleh hukum yang zanni dalalah

dan zanni stubut. Ijtihad ini berkisar tentang pembatasan

pemahaman terhadap nas dan mentarjih beberapa pema­

haman atau meneliti beberapa sanad nas dengan mem­

perhatikan faktor tah}ammul dan ada >’nya.

Konsep ijtihad ini dinamakan penalaran bayani, karena

keterkaitannya dengan “ص ن”, tujuannya

membatasi pembicaraan nas untuk mengetahui apa yang

dikehendaki Sya>ri’, yakni peristiwa/perkara apa saja yang

tercakup dalam pembicaraan nas itu. Konsep ijtihad dalam

bentuk penalaran ini disepakati oleh seluruh ulama us}ul.

b. Penalaran Qiasi >, yaitu pengerahan segala kemampuan

faqih untuk memperoleh hukum syara’ yang tidak di­

jelaskan oleh nasqat’i>, zanni> dan ijma>’. Ijtihad bentuk ini

dilakukan dengan mempedomani amma >ra >t dan wasa >il

yang ditetapkan Sya >ri’ secara implisit dalam nas­nas

syari’ah, yang kemudian disusun ulama mujtahid secara

sistematis, seperti al­Qias dan Istih}sa>n.

c. Penalaran Istisla >h}i >, yaitu pengerahan potensi mujtahid

dalam memperoleh hukum syara’ dengan melakukan

tatbi >q (penerapan) kaidah kulliyah yang relevan dan

mungkin dilakukan, karena tidak ada nas atau qias yang

mengaturnya. Pada hakikatnya konsep ijtihad ini

menerapkan kaidah:     ةا ود ا 
ا ا (mengambil kemaslahatan dan menolak

kerusakan berdasarkan kaidah­kaidah syara’).

80 Muhammad Sala >m Mazku >r, al­Ijtiha>d fi> Tasyri >’ al­Isla>mi> (Kairo: Da >r

al­Nahd }ah al­‘Arabiyyah, 1984), h. 42.
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Pola penalaran ketiga ini sekilas memiliki kesamaan

dengan konsep “Ih}sa>n” ‘Izz al­Di>n Ibn Abd al­Sala>m, karena

adanya kesamaan kaidah dasar yang digunakan, tetapi jika

diperhatikan penjelasan ‘Izz al­Di>n berikutnya, terlihat konsep

“ihsan” lebih luas dari sekedar menempatkannya pada pe­

nalaran tingkat tiga. Kerena dalam pandangan ‘Izz al­Di>n,

prinsip jalb al­masa>lih} wa dar’ al­mafa>sid dijadikan kerangka

dasar dalam mempetakan seluruh kaidah­kaidah usul­fiqh

dan fiqh, setiap nas­nas syara’ difahami dengan memper­

hatikan kandungan maslahat dan mafsadatnya.

Menurut ‘Izz al­Di >n,81 dalil­dalil hukum itu memiliki

dua bentuk:

pertama, lafzi > yang berbentuk si >gah dan lafz al­khabar.

Dala>lah lafziyyah yang berbentuk si >gah seperti firman Allah

berikut:

ا وا واو    وا ز ءاد 
ا   ا إم

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap
(memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah
berlebih­lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang­
orang yang berlebih­lebihan”. (al­’A’ra>f: 31).

Demikian juga dalam firman Allah berikut:

و إ ا  إن ا  ا اا اءا ا أ
أ   أن أ أ    ا و

اب ر إن ا ا اه وا 
“Hai orang­orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari
prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa

81 ‘Izz al­Di>n Ibn ‘Abd al­Sala>m, al­Ima>m fi> Baya>n Adillat al­Ah}ka>m (Beirut:

Da >r al­Basya >’ir al­Islamiyyah, 1407 H), h. 81­85.
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dan janganlah kamu mencari­cari kesalahan orang lain dan
janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain.
Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging
saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa
jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya
Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.” (al­
Hujura>t: 12).

Dan dalam firmanNya:

...وإذا  دوا  ...

“…apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka
bolehlah berburu...” (al­Ma>̀ idah: 2).

Kata اُِَْوا, اُُ merupakan bentuk perintah (amar),

kata اُَْا وَاَو mengindikasikan kebolehan makan dan

minum, sedangkan kata اْُ و, merupakan bentuk

larangan (nahi).

Dala >lah lafziyyah yang berbentuk lafz al­khabar dan

tunjukan dalilnya yang mengindikasikan kebolehan di

antaranya:

ا أ  ات...
“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik­baik…” (al­
Ma>̀ idah: 5).

وط ا   أ
“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang

berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu,…”

   ا ا أن وراء ذ   وأ
“…Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu)
mencari isteri­isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan
untuk berzina…” (al­Nisa>̀ :24).
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Kedua, ma’nawi > diindikasikan oleh dala >lat luzu >m baik

dengan perantara maupun tidak.82 Umpamanya dalam surat

al­Mukminum 1­10:

 ن، وا    ن، اا أ 
 ن، وا ة  ن، وا ا 
 م مأ   أو أزوا  ن، إ و
 دون، واا  و وراء ذ ا  ،
ن، أو ا   ن، وارا و م

 اارن 
“Sesungguhnya beruntunglah orang­orang yang beriman,
(yaitu) orang­orang yang khusyu’ dalam salatnya, dan orang­
orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan)
yang tiada berguna, dan orang­orang yang menunaikan zakat,
dan orang­orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap
isteri­isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka
sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa
mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang­orang yang
melampaui batas Dan orang­orang yang memelihara amanat­
amanat (yang dipikulnya) dan janjinya, dan orang­orang yang
memelihara sembahyangnya. Mereka itulah orang­orang yang
akan mewarisi…” (al­Mukminu >n:1­10).

Kesepuluh ayat ini menunjukkan 11 macam hukum. 2

macam hukum mubah, berupa kebolehan melakukan

hubungan sex dengan istri dan milk yamin, 1 keharaman

berhubungan sex dengan selain istri dan milk yamin, 8 bentuk

perintah berupa: iman, khusyu’, meninggalkan perbuatan

lagha> (sia­sia), menunaikan zakat, memelihara kehormatan,

menepati janji, amanat, dan memelihara salat.

82 Ibid., h. 279­280.
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Delapan perkara tersebut semuanya diperintahkan

Allah, karena ada pujian Allah diawal surat dengan “ke­

menangan” dan ditutupnya dengan janji “memperoleh surga

firdaus”. Pada ayat keenam Allah mengecualikan istri dan

hamba sahaya dari pelarangan hubungan sex, dengan

pengecualian ini larangan melakukan hubungan sex berobah

menjadi boleh terhadap keduanya disebabkan adanya

kalimat َِَ ُْ (tiada tercela), kemudian Allah men­

jelaskan, bahwa selain keduanya haram dengan:

(:نا)     دونا  و وراء ذ ا 

“Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah
orang­orang yang melampaui batas”. (al­Mukminu >n: 7).

Dengan demikian satu lafaz menunjukkan dua hukum,

satu hukum diperoleh dengan dala >lat al­lafziyyah, yakni

keharaman melakukan hubungan sex dengan selain istri dan

hamba sahaya, dan yang lain diperoleh melalui dala >lat al­

luzu>m, berupa kebolehan melakukan hubungan sex dengan

istri dan hamba sahaya .

Ketiga, bentuk penalaran yang disebut “syak” dan

“wahm”.

Menurut ‘Izz al­Di>n, pola penalaran ini telah digunakan

pada sebagian kecil pengaturan hukum, seperti dalam me­

netapkan hubungan nasab dalam bentuk­bentuk tertentu,

begitu juga dalam sebagian besar bentuk­bentuk wara’ di­

kerjakan berdasarkan waham.83

Penerapan penalaran waham pada penetapan hubungan

nasab dalam bentuk­bentuk tertentu, umpamanya: pene­

tapan nasab dengan al­qiyafah.84 Jika seorang wanita yang

83 ‘Izz al­Di >n, al­Qawa’id al­kubra>, h. 42.
84 Al­Qiya>fah secara etimologi adalah tatabbu’ al­asar (menelusuri bekas),

sedangkan secara terminology Arab adalah: orang­orang yang memiliki
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sedang berada dalam masa iddah perceraian menikah

dengan pria lain, kemudian ia melahirkan seorang anak yang

berkemungkinan hasil dari hubungan intim dengan suami

terdahulu atau suami sekarang, maka kepada siapakah

nasab anak itu dihubungkan? Mungkinkah menghubungkan

nasab anak itu dengan al­qiya >fah?.

Jumhur ulama dari kalangan Ma>liki>, Syafi’i> dan Ahmad,

Abu> saur dan Auza’i nasab anak tersebut dapat ditentukan

dengan al­qiya>fah, dengan dalil hadis dari ‘Aisyah:

      و  ا  ل اإن ر   أم  
د  ورا ق أر و ل أ ي أن زا
 ل إن ز  وأ ر  ز إ آم م

85(رواه ا)      اه ا
“Rasulullah saw. masuk kerumahku dengan bergembira yang
terlihat dari wajahnya yang berseri­seri, seraya bersabda:” tidakkah
engkau melihat, bahwa mujazziz tadi memperhatikan Zaid bin
Harisah dan Usamah bin Zaid, kemudian berkomentar: sesungguh­
nya kaki­kaki mereka memiliki kemiripan”. (HR. al­Jama >’ah).

Menurut mereka kegembiraan yang terpancar pada wajah

Nabi ketika menceritakan kasus ini pada Aisyah menjadi dalil

untuk menetapkan bolehnya menetapkan hubungan nasab

dengan al­qiya >fah. Sedangkan menurut ulama kalangan

Hana>fiyah, nasab anak tersebut tidak bisa dihubungkan ber­

dasarkan cara al­qiya>fah, tetapi harus menerapkan hadis berikut:

kemampuan tentang variasi kemiripan manusia. Lihat Wahbah Zuhaili >,

al­Fiqh al­Isla>mi> wa Adillatuh, juz VII (Damaskus: Da >r al­Fikr, 1989), h. 680.
85 Lihat Imam Bukhari, al­Ja>mi’ al­Sah }i>h }, juz III, h. 1304. Imam Muslim,

S}ah}i>h} Muslim, juz II, h. 1081. Muhammad bin Hibba>n bin Ahmad Abu Hatim

al­Tamimi al­Bisti, S }ah }i>h } Ibn Hibba>n, juz IX (Beirut: Mu’assasah al­Risa >lah,

1993),  h. 214. Ahmad bin Hanbal Abu> ‘Abdillah al­Syaiba >ni >, Musnad Ima >m

Ahmad bin Hanbal, juz VI (Mesir: Mu’assasah Qurt­bah, t.th.), h. 82.
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           ز  ص وو أ   ا  أم  
أ   أ  ل ار   ا  ل  
ا أ ز   لو  إ ام ا أم إ  صو
ل ار  و  اش أ  و ل ار 
    أى  إ و  ا 
وا ا اش و ا     ل

86( رواه ا).          دة    ز  دة  
“Dari ‘Aisyah berkata: terjadi persengketaan antara Sa’ad bin
Abi > Waqqa >s dengan ‘Abd bin Zam’ah tentang nasab seorang
anak laki­laki, Sa’ad berkata: Wahai Rasulullah, ini anak
saudaraku ‘Atabah bin Abi> Waqqa>s, buktinya lihatlah kemiripan­
nya. Kemudian ‘Abd bin Zam’ah menjawab: anak ini adalah
saudaraku ya Rasulullah, karena ia dilahirkan diatas tempat
tidur ayahku dari budaknya. Maka Rasul melihat adanya kemiripan
anak itu dengan ‘Atabah, tetapi ia berkeputusan: “anak itu
untukmu wahai ‘Abd, karena al­walad li al­fira >sy, sedangkan
untuk pezina adalah rajam (dengan batu), berlindunglah engkau
wahai Saudah bint Zam’ah darinya (hukuman itu), Komentar
‘Aisyah: Saudah tidak berpendapat apapun”. (HR. Muslim).

Pada cara yang ditempuh oleh jumhur ulama diatas mem­

perlihatkan kuatnya dimensi syak dalam penetapan nasab anak

dengan al­qiya >fah, karena kemiripan­kemiripan pada bagian

tubuh tertentu tidak dapat memastikan adanya hubungan

keturunan secara pasti, bahkan mengandung kemungkinan­

kemungkinan terjadinya praduga yang keliru, sehingga tidak

dapat lagi dikatakan sebagai penalaran “zan”, oleh sebab itu

bentuk penalaran jumhur ini menjadi contoh proses pemikiran

yang berangkat dari syak dan berkemungkinan berakhir dengan

kesimpulan bersifat wahm.

86 Imam Muslim, S }ah }i>h } Muslim, juz II, h. 1080.
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Dikatakan sebagian besar bentuk wara’ dikerjakan ber­

dasarkan wahm, karena tidak ada kepastian (qat’i >) tentang

perolehan maslahat atau mafsadat akhirat, kecuali diketahui

setelah meninggal dunia. Tidak ada orang yang tahu bagaimana

hidupnya berakhir, dalam hadis dikatakan:

 و  و  ا  ل ار  :ل ا  
  أر أ     وق, إن أدق اا
ذ   ذ  ن  ذ   ذ  ن
 ت ر وح وا   ا  
 ه إن أ إ  يا  أو و و وأ رز
 ذراع إ و  ن   ا أ 
 وان أ  را أ   با 
  ذراع إ و  ن   را أ 

87( رى ورواه ا).  ا أ   با
Dari Abdullah berkata: Rasulullah saw. orang yang benar dan
dipercaya bersabda: “Sesungguhnya kamu dikumpulkan dalam
rahim ibumu selama 40 hari, kemudian menjadi berbentuk
segumpal darah (mudgah), kemudia menjadi segumpal daging
(‘alaqah) sedemikian rupa, kemudian Allah mengutus malaikat
untuk meniupkan ruh kedalamnya dan mencatatkan empat
perkara, tentang rizki, ajal, amal dan susah atau senangnya. Demi
Allah yang tidak ada tuhan selainNya, diantara kamu ada yang
beramal dengan amal ahli surga, sehingga antara dia dan surga
hanya sejengkal, tetapi al­kitab menentukan lain, maka dia mengerja­
kan amal ahli neraka, maka dia masuk neraka, dan ada juga yang

melakukan amal ahli neraka, sehingga antara dia dan neraka hanya
sejengkal, tetapi al­kitab menentukan lain, maka dia mengerjakan
perbuatan ahli surga, kemudian ia masuk surga”. (H.R. Bukhari
dan Muslim).

87 Imam Bukhari, al­Ja>mi’ al­S }ah }i>h }, juz II, h. 724. Imam Muslim, S }ah }i>h }
Muslim, juz IV, h. 2036.
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Meskipun demikian setiap orang wajib beramal dengan

berbuat kebaikan, karena tidak seorangpun yang mengetahui

bagaimana akhir hidupnya, apakah ia akan memperoleh h}usn

al­khatimah atau su>’ al­kha >timah?. Kemudian tidak seorangpun

yang tahu secara pasti, apakah amal­amal perbuatan yang ia

lakukan diterima Allah dan mendapatkan balasan pahala dan

kemaslahatannya.88

Al­Ra>zi>89 menyatakan, bahwa hukum akal dapat diperoleh

dengan memperhatikan hubungan suatu perkara dengan perkara

yang lain, baik jazam atau tidak. Jika jazam, berkemungkinan

serasi dengan mah }kum ‘alaih atau tidak. Jika serasi, dapat

berbentuk mewajibkan atau tidak. Jika berbentuk mewajibkan,

maka yang mewajibkan itu bisa berupa indra, akal atau

keduanya. Jika bersifat indrawi, maka hasilnya adalah ilmu yang

bersumber dari panca indra, dan hubungannya dekat dengan

ilmu empiris, seperti lezat dan rasa sakit. Jika bersifat aqli, baik

yang mewajibkan itu semata­mata dari penunjukan dua dalil,

aksioma dan teori­teori atau diperlukan dalil yang lain. Jika yang

mewajibkan itu gabungan indarawi dan aqli, maka hasilnya

pengetahuan mutawa>tir. pengerahan seluruh potensi indra dan

akal itu disebut percobaan dan penelitian. Adapun pengetahuan

yang diperoleh tanpa dasar yang kuat adalah kepercayaan

pentaqlid. Sedangkan yang tidak jazm, pengetahuan itu berkisar

antara dua kemungkinan, jika sama kuatnya ia disebut al­syak,

jika kuat salah satu sisi, maka yang ra >jih} disebut zan, dan yang

marju>h} disebut waham…”

Penalaran yang dikategorikan syak, apabila dalam proses

pencarian dan penelitian, mujtahid menemukan dua ke­

mungkinan jawaban masalah yang sama kuatnya tanpa mampu

menentukan pilihan yang pasti, sehingga ia senantiasa berada

dalam keraguan. Sedangkan kategori waham diberikan kepada

88 ‘Izz al­Di >n, al­Qawa>’id al­Kubra>, juz I, h. 43.
89 Al­Ra >zi >, al­Mah }su >l…, juz I, h. 99­101.
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pengetahuan yang diperoleh dari pilihan terhadap dua ke­

mungkinan, tetapi pilihan itu terbukti keliru. Jika pilihan itu benar,

maka pengetahuan itu dinamakan zan (praduga yang benar)

yang paling banyak menghasilkan produk­produk fiqh.
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A. Makna dan Urgensi Stratifikasi Hukum Islam

Stratifikasi secara etimologi dari bahasa Inggris stratification,

yang akar katanya stratum, bentuk pluralnya strata, sedangkan

kata kerja transitifnya stratify. Dalam bahasa Arab, padanan

katanya adalah , , ط, sedangkan dalam bahasa

Indonesia bermakna lapisan, menyusun lapisan­lapisan, susunan

berlapis­lapis atau proses, substansi dibentuk dalam lapisan­

lapisan atau strata.1

Kata hukum Islam (al­hukm al­Isla >mi >) tidak ditemukan

dalam literatur­literatur fiqh dan us }u >l­fiqh. Yang banyak

digunakan adalah istilah hukm al­syar’ (hukum syara’). Se­

dangkan yang termuat dalam al­Qur’an adalah kata syari’ah,

fiqh, hukum Allah dan kata yang seakar dengannya. Kata syari’at

atau yang seakar dengan kata itu muncul dalam al­Qur’an se­

banyak 5 kali, kata fiqh atau yang seakar dengan kata itu muncul

dalam 20 ayat al­Qur’an secara terpisah, begitu juga kata hukum

syara’ dapat ditemukan dalam surat al­mumtahanah ayat 10.

BAB IV

MAKNA DAN URGENSI STRATIFIKASI
HUKUM ISLAM, HUKUM SYARA’,

DAN IJTIHAD

1 Lihat C.T Onions (ed), The Oxford Dictionary of English Etymology

(London: Oxford University Press, 1967), h. 874­875. Muni >r al­Banglabak,

al­Maurid A Modern English­Arabic Dictionary (Beirut: Dar al­‘Ilm li al­Mala>yi>n,

2000), h. 914 – 915. Lihat juga Peter Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer

(Jakarta: Modern English, 1991), h. 1464.
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Syari’ah secara etimologi berarti “jalan tempat keluarnya air

untuk minum”.2 Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa

Arab dengan jalan lurus yang harus diturut.3 Secara terminologi

syari’ah adalah hukum­hukum dan tata aturan yang Allah

syari’atkan bagi hambanya untuk diikuti.4

Pada awalnya syari’at identik dengan agama. Sebagaimana

yang termuat dalam firman Allah surat al­Maidah: 48, al­

Syura:13 dan al­Jasiyah:18. Kemudian pengertiannya dikhusus­

kan untuk hukum amaliyah, pada hal­hal yang menyangkut

kewajiban, sanksi hukum, perintah dan larangan. Sampai pada

perkembangan berikutnya istilah syari’ah telah digunakan untuk

menunjukkan hukum­hukum Islam, baik yang ditetapkan

langsung oleh al­Qur’an dan al­Sunnah, maupun yang telah

dicampuri oleh pemikiran manusia.5

Fiqh secara etimologi berasal dari akar kata    ,  , 
yang bersinonem dengan kata ا (pemahaman), menurut

para ulama pemahaman disini adalah pemahaman mendalam,

sehingga dapat menjelaskan perkara­perkara yang sulit dan

berat.6 Hal ini sesuai dengan ijtihad itu sendiri, karena ijtihad

hanya digunakan untuk pekerjaan­pekerjaan yang dinilai berat

dan rumit dan tidak bisa dipakai untuk pekerjaan yang ringan

dan mudah. Menurut terminologi ulama, fiqh adalah: “Suatu

ilmu yang membahas tentang hukum­hukum syara’ yang bersifat

praktis, yang digali dari dalil­dalil terperinci”. 7

2 Muhammad Fa >ru >q Nabha >n, al­Madkhal li al­Tasyri >’ al­Isla>mi>, jld VIII

(Beirut: Da >r al­Sha >dir, t.th.), h.10.
3 Manna>’ al­Qatha>n, al­Tasyri>’ wa al­Fiqh fi> al­Isla>m (t.tp.: Mu’assasah al­

Risa >lah, t.th.), h.14.
4 Muhammad Hasbi Ash­Shiddiqi, Falsafah Hukum Islam (Jakarta: Bulan

bintang, 1993), h. 31.
5 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Logos Wacana

ilmu, 1999), h. 8.
6 M. Abu > Zahrah, Us }u >l al­Fiqh (t.tp.: Da >r al­Fikr al­‘Arabi >, t.th.), h. 6.
7 Abu > Hami >d al­Gaza >li >, al­Mustasfa> min ‘Ilm al­Us}u >l (Beirut: Da >r al­

Kutub al­‘Ilmiyyah, 1413 H.), h. 5.
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Berdasarkan penjelasan di atas dimengerti bahwa fiqh

adalah hasil ijtihad ulama, bukan syari’at yang diturunkan Allah.

Maka wajar jika terjadi perbedaan pendapat dikalangan ahli

ijtihad dalam menetapkan keputusan hukum sebagai hasil

ijtihadnya masing­masing. Apalagi hasil ijtihad hanya berstatus

zanni> yang berarti masih ada kemungkinan salah bukan seperti

yang diinginkan Sya>ri’.

Term Islamic Law yang secara harfiyah dalam bahasa

Indonesia dapat diartikan “hukum Islam” ditemukan dalam

literatur­literatur barat, seperti: Joseph Schacht menjelaskan:

“Keseluruhan khitab Allah yang mengatur kehidupan setiap

muslim dalam segala aspeknya”.8 Ketika menjelaskan perkem­

bangan dan pelaksanaan Hukum Islam yang mendapat

pengaruh dari luar dan dinamika internal umat Islam, terlihat

bahwa yang mereka maksud dengan Islamic Law bukanlah

syari’at,9 tetapi fiqh yang telah dikembangkan oleh fuqaha`

dalam situasi dan kondisi tertentu.10

Dengan demikian terdapat kekaburan pengertian Islamic

law antara syari’at (dalam pengertian agama) dan fiqh, sementara

istilah hukum Islam dalam bahasa Indonesia berkemungkinan

8 Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law (Oxford: University Press,

1964), h. 1.
9 Syari’at secara etimologi bermakna jalan tempat keluarnya air untuk

minum, kata ini kemudian digunakan bangsa Arab untuk konotasi jalan

lurus yang harus diturut. Lihat Muhammad Fa >ru >q Nabha >n, al­Madkhal …,

jld. VIII, h. 10. Manna>’ al­Qatha>n, al­Tasyri>³’…, h, 14. Sedangkan pengertian

syari’at menurut istilah ahli syari’at adalah segala khitab Allah yang

berhubungan dengan tindak tanduk manusia, diluar yang berkenaan dengan

akidah, akhlak, hikmah dan ibarat yang diatur tersendiri. Dengan demikian

syari’at adalah hukum dan aturan yang ditetapkan Allah bagi hambanya

untuk diikuti dalam hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan

sesama manusia yang bersifat amaliah. Lihat Muhammad Rasyid Ridha,

Tafsir al­Qur’a>n al­Hali>m, (Beirut: Da >r al­Ma’a >rif, t.th.), h.414. Bandingkan

dengan Hasbi, Falsafah Hukum, h. 31.
10 Joseph Schacht, An Introduction, h. 208.
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diterjemahkan dari istilah Islamic Law, oleh sebab itu dalam

pembahasan ini lebih lanjut penulis akan menggunakan istilah

hukum Islam dalam pengertian hukum­hukum yang ditetapkan

langsung oleh al­Qur’an dan al­Sunnah, maupun yang telah

dicampuri oleh pemikiran manusia (fiqh) sebagai hasil ijtihad

mujtahid yang menggunakan ilmu us}u>l­fiqh sebagai metodenya.

Sedangkan istilah hukum syara’ digunakan dalam tempat ter­

tentu dalam pengertian hukum Islam di atas.

Menegakkan keadilan dan merealisasikan kemaslahatan

merupakan cita­cita dasar, tujuan utama dan hakikat dari pem­

bentukan hukum Islam, ia merupakan orientasi Sya>ri’ yang paling

esensi dalam menurunkan syari’at kepada manusia, baik untuk

kepentingan kekinian di dunia, apalagi untuk kebahagiaan abadi

di akhirat.

Perumusan hukum Islam dalam perspektif stratifikasi

hukum Islam berdasarkan kemaslahatan yang terhimpun dalam

kaidah “Jalb al­masha>lih wa dar’ al­mafa>sid “ merupakan alternatif

yang ditawarkan sebagai metode yang dapat digunakan untuk

memahami hukum syara’ dengan menyusunnya dalam format

yang bertingkat­tingkat, sehingga mukallaf dapat melaksanakan

ketentuan hukum secara benar mengikuti skala prioritas ber­

dasarkan nilai­nilai filosofis yang terdapat dalam setiap hukum

syara. Di sisi lain, bagi pemegang otoritas dalam menyingkap

hukum­hukum syara’ yang masih tersembunyi, yaitu para ulama

yang memenuhi kualifikasi dan kapasitas berijtihad, dapat

menggunakan teori ini sebagai kerangka teoritis ketika mem­

posisikan sebuah kasus dalam pemetaan aturan­aturan hukum.

Dengan demikian, letak signifikasi stratifikasi hukum Islam

berdasarkan konsep Ihsan ‘Izz al­Di>n terdapat pada penjelasan­

nya tentang falsafat al­syari>’ah dan falsafat al­tasyri>’. Dengan

filsafat syari’ah, difahami tujuan­tujuan filosofis yang terkandung

dalam setiap ketentuan hukum, berupa nilai­nilai kamaslahatan

yang diinginkan buat kebahagiaan manusia dan agar terhindar
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dari mafsadah yang dapat menjerumuskan kepada kesengsaraan

dan penderitaan dunia dan akhirat. Pada tataran berikutnya,

diharapkan terwujudnya keteraturan, keselarasan dan keadilan

dalam tatanan kehidupan individu dan kolektif. Dengan filsafat

tasyri’, diperoleh langkah­langkah sederhana, konprehensif dan

sistematis dalam kerangka penguasaan dan penetapan hukum

Islam terutama terhadap peristiwa­peristiwa baru yang me­

merlukan ijtihad.

Manakala nilai­nilai yang penting ini dapat diserap dengan

baik, maka hukum Islam dapat dilihat dengan kaca mata yang

sederhana dan komprehensif. Sederhana artinya dengan

kemampuan fikiran awam saja hukum Islam itu dapat di­

mengerti nilai­nilai gunanya yang aplikatif, sehingga tidak

sekedar dilaksanakan secara terpaksa karena takut kepada Syari’

atau penegak hukum, tetapi karena kesadaran penuh tentang

kandungan masalahat yang terdapat didalamnya, sehingga

terlahirlah kesalehan individu dan berujung kepada kesalehan

kolektif. Komprehensif berarti hukum syara’ dapat dilihat secara

menyeluruh, tidak sepotong­sepotong, sehingga dapat meng­

hindarkan orang dari mengambil ajaran agamanya sebagian

dan meninggalkan sebagian yang lain, sedangkan perbuatan itu

sangat dicela dalam agama.

B. Hukum Syara’
1. Pengertian

Secara etimologi hukum (ا) bentuk mashdar yang

berasal dari akar kata:

 – – –  ََ   ُْَ   ًُ   َ ْُ و

Sedangkan arti kata hukum adalah:

ا  ا وا و اء ل11

11 Ibn al­Mandzu >r, Lisa>n al­‘Arab, juz XII, h.140­141.
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Artinya: “Hukum adalah ilmu pengetahuan dan pemahaman
yang mendalam, serta memutus perkara dengan berlaku adil”

Sebagaimana Allah berfirman:

   ه اوءا
Artinya: “Dan Kami berikan kepadanya “Hukum” selagi ia
masih kanak­kanak” (Maryam: 12)

Begitu juga dikatakan:

      ا   م   ا  أي إن  ا  إن
12 و وا

Artinya:  “Sesungguhnya dalam syair itu terdapat “Hukum”,
artinya dalam syair terdapat ungkapan bermanfaat yang
mencegah dari kebodohan dan kedunguan, serta melarang
keduanya”

Begitu juga dikatakan:

13 سا  ل اوا اا  أراد
Artinya: “Yang diinginkan dengannya (al­hukm) adalah
nasehat dan perumpamaan yang dapat dimanfaatkan manusia”

Menurut ahli al­mi>za>n hukum adalah:

14 أو إ  د أإ
Artinya: “Menyandarkan suatu perkara kepada yang lain, baik
sebagai bentuk persetujuan atau penyangkalan”

12 Ibid.
13 Ibid.
14 Ali bin Muhammad al­Jurja >ni >, al­Ta’ri>fa>t, (Beirut: Da >r al­Kutub al­

‘Arabi>, 1405H), juz I, h. 123. Lihat juga Muhammad Abd al­Ra’u>f al­Manna>wi>,

al­Taufi>q ‘ala> Muhimma>t al­Ta’a>ri>f (Beirut: Da >r al­Fikr, 1410 H), h. 291.
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Sedangkan menurut ahli bahasa Arab:

ذ اء أ ا  ا أو م ء   أن
15   ه أ

Artinya:  “Menetapkan keputusan tentang suatu perkara
begini atau bukan begitu, baik bersifat memaksa maupun
tidak”

Sedangkan kata syara’ secara etimologi berarti:

ط  ا أي ع ا ل رظن واا  رة
16و

Artinya: “Ungkapan tentang penjelasan dan ekspresi, dikatakan,
Allah menyari’atkan begini, artinya menjadikannya cara dan
mazhab”

Sedangkan secara terminologi syara’ berarti:

17ا ا أو  أي  ء أوا 
Artinya: “Membolehkan atau mengharamkan sesuatu, artinya
menjadikannya boleh atau haram”

Menurut ‘Izz al­Di>n, hukum syara’ adalah:

وم   ط   و  أو  ب ن ط 
ل وب اد ووا وا اموا اب واا
 وا وا داء واء وا ت واوا

18 ا ا ا  ذ و وا

15 Al­Manna >wi, Ibid.
16 Al­Jurja>ni, al­Ta’ri>fa>t, juz I, h. 167. Lihat juga Zakaria bin Muhammad

bin Zakaria al­Ansha>ri Abu Yahya, al­Hudu>d al­‘Ani>qah wa al­Ta’ri>fa>t al­Daqi>qah

(Beirut: Da >r al­Fikr al­Ma’a >sir, 1411 H), h. 69.
17 Abu Yahya, Ibid.
18 ‘Izz al­Di>n, al­Ima>m …, h. 75.
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“Sesuatu (titah Sya>ri’) yang mengandung tuntutan mengerjakan
suatu perbuatan atau meninggalkannya dan yang tidak
mengandung tuntutan seperti al­iba >h }ah, dan menetapkan
sebab­sebab, syarat­syarat, penghalang­penghalang, sah, rusak,
dan menentukan waktu, membatasi waktu, dan (menetapkan)
hukum dengan (proses) peradilan, dan al­ada>’, al­tausi’ah, al­
ta’yi >n, dan memberikan pilihan dan lainnya berupa hukum

wad}’iyyah al­khabariyyah”.

Selanjutnya pengertian Hukum Syara’ menurut ulama us}u>l

terdapat beberapa defenisi, diantaranya ada sebagai berikut:

Pertama defenisi yang dikutip oleh Ab­ Zahrah dari Ibn al­

Ha>jib:

ء أو ا ل ا رع اب ا
19أو ا

Artinya: “Titah Sya >ri’ yang berhubungan dengan perbuatan
mukallaf, yang mengandung tuntutan, pilihan atau menjadi­
kan (sesuatu sebagai sebab, atau syarat, atau penghalang
berlakunya suatu hukum)”.

Kedua, defenisi yang disebutkan al­Syauka>ni>:

    ء أو ا ل ا ب اا
20 أو ا

Artinya: “Titah yang berkenaan dengan perbuatan mukallaf,
baik mengandung tuntutan (suruhan atau larangan), pilihan
(boleh melakukan atau meninggalkan) atau menjadikan

(sesuatu sebagai sebab, atau syarat, atau penghalang berlakunya
suatu hukum)”.

19 Muhammad Abu> Zahrah, Us }u >l al­Fiqh (t.tp.: Da >r al­Fikr al­‘Arabi >,

t.th.), h. 26.
20 Muhammad bin Ali bin Muhammad al­Syaukani>, Irsya>d al­Fuhu>l ila>

Tahqi>q ‘Ilm al­Us }u >l, juz I (Beirut: Da >r al­Fikr, 1992), h. 23.
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Defenisi pertama dan kedua memiliki kesamaan redaksi,

tetapi pada defenisi pertama Ibn Ha>jib menambah kata Sya>ri’

yang berfungsi menjelaskan bahwa khitab atau titah yang

dimaksud oleh defenisi itu adalah titah Allah dalam kedua

bentuknya al­Qur‘an dan al­Sunnah, sekaligus membatasi hukum

syara’ dari sumber yang lain. Sedangkan defenisi kedua tidak

menyebutkan kata tersebut, tetapi maksud yang sama dapat

ditangkap berdasarkan kontek pembicaraan dan penjelasan

Syauka>ni> sesudahnya, dengan demikian dapat disimpulkan,

bahwa kedua defenisi ini memiliki persamaan substansi.

Yang dimaksud dengan khita >b al­Sya >ri’ adalah sifat yang

diberikan Sya >ri’ terhadap titahnya yang berkenaan dengan

perbuatan mukallaf, seperti sabdaNya: “Sesungguhnya per­

buatan itu haram, makruh, dituntut atau mubah, sah atau batal,

syarat, sebab atau ma >ni’ “.21

Ketiga, defenisi yang dijelaskan oleh al­Ra>zi>:

22  ء أو ا ل ا ب اا
“Titah yang berkenaan dengan perbuatan mukallaf, yang
mengandung tuntutan atau pilihan”

keempat, defenisi yang dijelaskan Ibn Badra>n:

23 ء أوا ل ا ع اب ا
Artinya: “Titah yang berkenaan dengan perbuatan mukallaf,
yang mengandung tuntutan atau pilihan”

Secara redaksi terdapat sedikit perbedaan antara defenisi

ketiga dan keempat ini, karena defenisi keempat memuat kata

21 Abu Zahrah, Us }u >l al­Fiqh, h. 26.
22 Muhammad bin Umar bin al­Husain al­Ra >zi >, al­Mahshu >l fi> ‘Ilm al­

Us}u >l, juz I (Riad}: Jami’ah al­Ima >m Muhammad bin Su’u>d, 1400 H), h. 107.
23 Abd al­Qa >dir bin Badra >n al­Damsiqi >, al­Madkhal ila> Mazhab al­Ima>m

Ah }mad bin H }anbal (Beirut: Mu’assasah al­Risa >lah, 1401 H), h. 146.
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al­syar’, sedangkan yang ketiga tidak, tetapi secara substansi

keduanya memiliki kesamaan, karena ال ma’rifah pada kata      با
mengindikasikan al­syar’. Persamaan yang paling mendasar dari

defenisi ketiga dan keempat ini, yang sekaligus menjadi

perbedaannya dengan defenisi pertama dan kedua adalah tidak

termuatnya kata al­wadl’i>, sehingga hukum wadl’i> secara eksplisit

tidak tercakup.

Kemudian Al­Ra>zi> memberikan tambahan penjelasan:

  إ ء اد واء اول ا م ءا أ
ا أو  از اك ول اا وار واوب

24ا  ا وه وأوا
Artinya: “Adapun al­iqtidla>’, mencakup tuntutan dari sisi al­
wujud dan tuntutan dari sisi al­‘adam, baik disertai dengan
indikasi al­jazam atau berindikasi jawa >z al­tark (kebolehan
mengabaikan), maka kesemuanya mencakup hukum wajib,
mahzhu >r, mandu >b, dan makruh, sedangkan al­takhyi >r
(pilihan) mengindikasikan hukum mubah”.

Defenisi ini mendapat kritikan25 dalam empat hal: Pertama,

Hukum Allah yang dimaksud dalam defenisi ini adalah khitab­

Nya, sedangkan khitabNya adalah kalam­Nya, sedangkan

kalamNya menurutmu (‘Asy’ariyah) adalah qadim, maka mesti­

lah hukum Allah yang menghalalkan dan mengharamkan itu

bersifat qadim juga, dan ini batal dari tiga tinjauan:

a. Bahwa kebolehan watha’ (hubungan intim) dengan istri dan

haramnya dengan bukan istri merupakan sifat perbuatan

hamba, karena ini dikatakan hubungan intim ini halal atau

24 Al­Ra >zi >, al­Mah }su >l…, juz I, h. 107.
25 Menurut al­Asfaha>ni >, kritikan ini berasal dari kalangan Mu’tazilah.

Lihat Syams al­Di>n Mah}mu >d Abd al­Rahma>n al­Asfa>ha >ni >, Syarh al­Manha>j

li al­Baid }a>wi> fi> ‘ilm al­Us }u >l (Riyad: Maktabah Ruysd, 1999), h.19.
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haram, sedangkan perbuatan hamba itu muh }das, dan sifat

muh}das itu tidak qadim.

b. Jika dikatakan wanita ini halal untuk Zaid, setelah sebelum­

nya itu tidak dihalalkan, ini menunjukkan muh}dasnya hukum­

hukum ini.

c. Yang menghalalkan hubungan intim adalah nikah atau milk

al­yami >n, sedangkan apa saja yang disebabkan oleh yang

baharu mustahil menjadi qadim, maka jelaslah bahwa

hukum itu tidak mungkin qadim. Al­khita>b bersifat qadim,

sedangkan hukum bukanlah sama dengan khita>b.

Kedua, Bahwa sebagian hukum tidak tercakup dalam

defenisi ini, yaitu: keberadaan suatu perkara sebagai sebab, syarat

atau ma >ni’, sah }i >h} dan fa >sid.

Ketiga, hukum syara’ menjadikan sesuatu pembebanan,

seperti menjadikan hilangnya bayi sebagai sebab wajibnya

membayar jaminan, dan menjadikan tergelincirnya matahari

sebagai sebab wajibnya salat.

Keempat, dalam defenisi termuat kata ja>’iz, sedangkan kata

itu berfungsi litardi >d (menimbulkan keraguan), sedangkan

defenisi itu untuk menjelaskan, jelas antara keduanya terdapat

perbedaan

Jawabnya, halal dan haram merupakan sifat perbuatan,

sedangkan perbuatan itu berhubungan dengan al­qaul (firman

Allah), dan tidak menjadi suatu kemestian, bahwa yang ber­

hubungan dengan al­qaul memiliki sifat yang sama dengannya,

jika tidak demikian, niscaya terjadi sifat yang tetap bagi yang

tiada karena ia disebutkan dan dikhabarkan, yang disebut

dengan nama spesifik.

Hukum Allah adalah firmanNya dalam alam azali, seorang

laki­laki diizinkan untuk berbuat sesuatu ketika dia hidup, maka

hukumnya qadim, sedangkan yang berhubungan dengan hukum

itu muh }das. Sedangkan kritikan yang menyatakan, bahwa
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hukum memiliki sebab, dijawab, bahwa yang dimaksud dengan

sebab adalah al­mu’arrif (yang menunjukkan) bukan al­mu>jib

(yang mewajibkan).

Terhadap kritikan yang menyatakan, bahwa defenisi ini

tidak menjelaskan keberadaan sabab, syart, ma>ni’, s}ah}i>h} dan fa>sid,

dijawab, bahwa keberadaan tergelincir matahari sebagai sabab

bermakna apabila kita melihat matahari tergelincir, maka kita

mengetahui bahwa Allah menyuruh kita shalat, jadi arti sebab

dalam kontek ini adalah mewajibkan. Jika kita katakan, aqad ini

sah}i>h}, maksudnya adalah bahwa syara’ mengizinkannya untuk

melakukan aqad itu, jadi hal ini mengindikasikan hukum mubah.

Sedangkan terhadap kritikan yang menyatakan bahwa

defenisi ini tidak mencakup hukum kehilangan bayi, dan ter­

gelincirnya matahari, dijawab, bahwa hilangnya anak bayi adalah

sebab untuk mewajibkan hukum membayar al­d}ima>n (jaminan),

dimana wali diwajibkan membayar jaminan dari hartanya.

Kemudian pada masalah tergelincirnya matahari, berarti

mukaallaf diwajibkan untuk mendirikan shalat.

Dari penjelasan dan jawaban al­Ra>zi > ini, menunjukkan,

bahwa baginya yang ada hanya hukum taklifi, sedangkan hukum

wadl’i hanya menjadi sebab untuk menetapkan hukum taklifi,

sehingga dipandang sudah tercakup dalam hukum taklifi yang

terdiri dari: wajib, mandub, mubah, makruh dan haram.

Al­Amidi26 mengeritik empat bentuk defenisi sebelumnya

dengan argumentasi berikut:

Allah berfirman:

وا  و ن
Artinya: “Padahal Allah­lah yang menciptakan kamu dan apa
yang kamu perbuat itu”. (al­S}affa>t: 96).

26Ali bin Muhammad al­Amidi> Abu> al­H}asan, al­Ih}ka>m fi> Us}u>l al­Ah}ka>m,

juz I (Beirut: Da >r al­Kutub al­‘Arabi, 1404 H.), h. 90.
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Dalam ayat lain disebutkan:

  ء  
Artinya: “….Pencipta segala sesuatu,...” (al­‘An’a>m: 102).

Kedua ayat ini merupakan khita>b al­Sya>ri’ yang berkenaan

dengan perbuatan mukallaf dan hamba, tetapi ulama sepakat,

bahwa keduanya bukanlah hukum syara’, jadi bukanlah setiap

khita >b al­Sya >ri’ yang berkenaan dengan perbuatan mukallaf

disebut hukum syara’, sehingga defenisi tersebut tidak benar. Jadi

sebelum memberikan defenisi hukum syara’, al­‘Amidi> terlebih

dahulu dijelaskan pengertian al­khita>b, yaitu:

    إ  دا   اا ا  با
27  

Artinya: “Al­khitab adalah lafaz yang dibuat untuk dapat
difahami oleh orang yang memiliki kemampuan untuk me­
mahaminya”

Kata al­lafz berfungsi untuk membatasi dari hal­hal yang

berbentuk gerakan dan isyarat, sedangkan al­mutawa>dla’ ‘alaih

membatasinya dari lafaz yang diabaikan, dan al­maqshu>d bih

ifha>m untuk membatasi dari pemahaman pendengar yang bukan

menjadi tujuan sya>ri’, sedangkan kata liman huwa mutahayyi`

lifahmih, untuk membatasinya dari pembicaran orang­orang

yang tidak mengerti.28

Setelah menjelaskan makna al­khita>b, ‘Amidi> menjelaskan

defenisi hukum syara’ sebagai:

29    ة رع ا ب ا
Artinya: “Titah al­Sya>ri’ yang memberikan indikasi (hukum)
syara’”

27 Ibid.
28 Ibid.
29 Ibid.
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Dikatakan khita>b al­Sya>ri’, untuk membatasinya dari titah

selainNya. Sedangkan bagian kedua berfungsi untuk membatasi

hukum syara’ hanya dari titah­Nya yang berkenaan dengan

syari’at, tidak termasuk pemberitahuan tentang perkara­perkara

logis, empiris dan lainnya.30

Kritikan ‘Amidi> terhadap defenisi sebelumnya, hanya untuk

menunjukkan tidak ja>mi’ dan ma>ni’nya defenisi tersebut, bukan

berarti ‘Amidi> tidak menerima adanya thalab, takhyi>r dan al­wadl’

dalam hukum syara’, karena pada pembahasan sesudahnya,

‘Amidi> menjelaskan:

“Hukum syara’ itu ada yang berbentuk khita>b al­thalab wa

al­iqtidla>’, khita>b al­takhyi>r, dan al­wadl’. Al­thalab dapat berbentuk

titah untuk mengerjakan atau meninggalkan suatu perbuatan,

baik bersifat jazm atau gair jazmin. Jika titah mengerjakan itu

bersifat jazm, maka perintah itu berarti wajib, sedangkan perintah

yang tidak jazm berarti mengindikasikan hukum mandu >b.

Sebaliknya jika titah meninggalkan suatu perbuatan itu jazm,

maka larangan itu mengindikasikan hukum haram, jika larangan

itu tidak jazm, bermakna mengindikasikan hukum makruh.

Kemudian jika titah Sya>ri’ itu memberikan pilihan untuk menger­

jakan atau meninggalkan suatu perbuatan, berarti mengindi­

kasikan hukum mubah. Selanjutnya titah Sya >ri’ ada yang

menjadikan suatu peristiwa atau suatu perbuatan hukum sebagai

sebab, syarat atau ma >ni’ (penghalang) bagi perbuatan hukum

yang lain, khitab seperti ini disebut dengan hukum wadl’i >,

termasuk di dalamnya al­sih }h}ah, al­butla >n, qad}a’, ada >’, ‘azi >mah,

rukhsah dan lainnya.31

Dengan demikian pengertian hukum syara’ dalam

pandangan ‘Izz al­Di>n memiliki kesamaan dengan pandangan

al­‘Amidi>, karena mereka sama­sama memasukkan al­sih}h}ah, al­

butla >n, qad}a’, ada >’, ‘azi >mah, rukhsah dalam huku wad}’i >. Hal ini

30 Ibid., h. 91.
31 Ibid.
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menunjukkan adanya pengaruh al­‘Amidi> terhadap pemikiran

hukum ‘Izz al­Di>n, karena al­‘Amidi> adalah salah seorang guru

‘Izz al­Di>n dalam bidang us}u>l­fiqh. Tetapi mereka berbeda dalam

masalah khita >b al­takhyi >r, al­‘Amidi > menempatkannya secara

mandiri, sedangkangkan ‘Izz al­Di>n memasukkan pembahasan­

nya pada bagian hukum wad}’i >.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan bahwa

hukum syara’ adalah khita >b al­Sya >ri’ yang berkenaan dengan

perbuatan mukallaf, yang memberi pengertian tentang adanya

tuntutan mengerjakan suatu perbuatan atau meninggalkannya,

atau tidak ada tuntutan tetapi memberi pilihan untuk mengerja­

kan suatu perbuatan atau tidak, atau menjadikan sesuatu sebagai

sebab, syarat, dan penghalang adanya suatu perbuatan hukum.

2. Hukum Takli >fi > dan Hukum Wad}’i >
‘Izz al­Di>n membagi hukum syara’ kepada dua bagian:

Pertama, Hukum yang mengandung tuntutan untuk menger­

jakan suatu perbuatan atau tuntutan untuk meninggalkannya.

Kedua, Hukum yang tidak mengandung tuntutan mengerjakan

suatu perbuatan, seperti: hukum mubah, hukum yang dikaitkan

dengan sebab, syarat, ma >ni’ (penghalang), shihhah (sah), fasad

(rusak), hukum yang dikaitkan dengan waktu (muwassa’ dan

mud}ayyaq), ta’yi>n dan takhyi>r serta lainnya dari hukum­hukum

yang bersifat al­wadl’iyyah al­khabariyyah.32

Kata iqtidla >’ dalam defenisi hukum syara’ diatas berarti

thalab (tuntutan), thalab itu bisa berbentuk tuntutan untuk

mengerjakan suatu perbuatan (dari segi al­wuj­d), atau tuntutan

untuk meninggalkan suatu perbuatan (dari segi al­‘adam) dan

inilah yang dimaksud dengan hukum takli >fi >.33

Jika tuntutan itu la>zim atau jazm (kuat), maka dari sisi wuju>d

melahirkan hukum wajib, sedangkan dari sisi ‘adam melahirkan

32 ‘Izz al­Di>n, Al­Ima>m…, h. 75.
33 Ibid.
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hukum haram. Jika tuntutan itu disertai indikasi jawa>z (kebolehan

mengabaikan), maka dari sisi wuju>d melahirkan hukum sunnah,

dan dari sisi ‘adam melahirkan hukum makruh. Kemudian jika

khita>b itu mengandung takhyi>r (pilihan untuk mengerjakan atau

meninggalkan), maka dari bentuk ini melahirkan hukum

mubah.34

Maksud al­wadl’i> adalah manakala Sya>ri’ mengikat antara

dua perkara, di mana suatu peristiwa menjadi sebab terealisasi­

nya suatu perbuatan hukum, seperti: menghubungkan antara

warisan dengan kematian seseorang, maka kematiannya menjadi

sebab bagi orang lain untuk memperoleh harta warisannya. Atau

mengikat antara dua perkara, salah satunya dijadikan syarat

untuk melakukan perbuatan hukum lain. Umpamanya: wud}u’

dijadikan syarat untuk mendirikan salat. Atau mengikat antara

dua perkara, di mana suatu tindakan hukum menyebabkan

terhalangnya perbuatan hukum yang lain, umpamanya: Seorang

pembunuh terhalang untuk memperoleh harta warisan dari

yang terbunuh.35

Ulama kalangan mu’tazilah membagi perbuatan yang

bermuatan hukum taklif dari berbagai tinjauan, pertama,

ketentuan hukum ditinjau berdasarkan perbuatan H}asan (baik)

dan qubh (buruk), kemudian hukum ditinjau berdasarkan

keterkaitan hukum­hukum dengan pelaku dan yang bukan

pelakunya, dan yang lain hukum ditinjau dari keberadaannya

yang bersifat syar’i> dan ‘aqli>, dan terakhir eksistensi perbuatan

itu sebagai sebab adanya hukum­hukum perbuatan yang lain.36

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, penulis memuat

pendapat Mu’tazilah tentang perbuatan mukallaf berdasarkan

34 Al­Syaukani >, Irsya >d al­Fuh }u >l…., juz I, h. 23. Bandingkan dengan

penjelasan Abu Zahrah, Us }u >l al­Fiqh, h. 26.
35 Al­Syauka>ni >, ibid.
36 Abi > al­H }usain Muhammad bin Ali bin al­T }ayyib al­Basri > al­

Mu’tazili>, Kita>b al­Mu’tamad fi> Us}u>l al­Fiqh, juz I (Damaskus: al­Ma’had al­‘Ilmi>

al­Faransi > Li al­Dira >sa >t al­‘Arabiyyah,1964 M./1384 H.), h. 334.
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konsep H}asan (baik) dan qubh (buruk), dari tinjauan ini, hukum

syara’ terbagi dua:

a. Perbuatan manusia yang dilakukan dalam kondisi tidak

mampu mengemban takli >f, seperti: perbuatan orang gila,

anak kecil yang belum baligh, orang yang sedang tidur, dan

perbuatan orang sedang pingsan atau mabuk. Seluruh

perbuatan ini tidak mengakibatkan pujian (madh) atau celaan

(zam) terhadap pelakunya, meskipun terhadap harta benda

mereka jika terdapat sangkut­paut hukumnya, seperti

membayar jaminan dan diat (ganti rugi), maka walilah yang

harus mengeluarkan dari harta mereka.

b. Perbuatan manusia yang dilakukan dalam kondisi yang

layak untuk mengemban beban takli>f, bagian ini terdiri dari

dua bentuk:

1. Pertama, perbuatan hukum yang apabila dilakukan,

pelakunya mendapat celaan. Perbuatan ini dinamakan

qubh. Yang dimaksud dengan perbuatan al­qabi>h adalah:

    و  ا  أن  وأن
 ا 

Artinya: “Suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan
oleh orang yang mampu melakukannya, sementara ia
mengetahui keburukannya dan mengerjakannya akan
mendapat celaan”

Perbuatan buruk itu memiliki beberapa indikator,38

diantaranya:

 Indikasi “”. Indikator ini berkonotasi secara ‘uruf,

bahwa perbuatan tersebut dibenci oleh Allah SWT. Secara

bahasa berarti perbuatan yang dibenci oleh ­al­ka >rih.

37 Ibid., h. 365.
38 Ibid., h. 365­366.
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Menurut ulama Mu’tazilah syaratnya al­ka >rih mesti

memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari al­‘a>si (orang

yang berbuat dosa).

 Indikasi “    ر”. Al­h}azr mengindikasikan pelarangan (al­

man’), dalam aplikasinya Allah melarang suatu perbuatan

dengan al­nahy (larangan), al­wa’i >d (ancaman), dan al­

zajar (peringatan keras)

 Indikasi “”. Secara ‘uruf perbuatan itu diketahui

keburukannya, dan Allah melarangnya dengan al­wa’i>d

dan al­nahi >

 Indikasi “ْذم”. Artinya perbuatan itu buruk, dan

rendahlah derajat orang yang melakukannya serta

mendapat hukuman. Oleh sebab itu perbuatan binatang

dan anak­anak yang belum baligh tidak termasuk dalam

kategori ini, karena keduanya tidak mengetahui baik­

buruk.

 Indikasi “وه”. Yang benci di sini adalah yang dibenci

Allah SWT

 Indikasi “ ر” dan “  ّ”. Secara ‘uruf

diketahui, bahwa Allah SWT yang mengancam dan

melarang.

Perbuatan qubh ini terdiri dari kecil dan besar. Qubh yang

kecil adalah perbuatan yang celaan dan hukumannya tidak lebih

besar dari pujian dan pahalanya. Qubh yang besar adalah pe­

lakunya tidak memperoleh keuntungan yang lebih besar dari

kerugian, atau sama untung­ruginya. Kemudian qubh yang besar

ini terbagi dua: pertama, jika dilakukan mendapat hukuman

yang besar, berupa “al­kufr”. Kedua, jika dilakukan mendapat

hukuman lebih rendah berupa “ al­fusq”. Pendapat lain dari

Syaikh Abu ‘Abdillah, al­qubh terbagi kepada haram dan makruh.

Haram tidak boleh dikerjakan, sedangkan makruh, jika dikerjakan
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tidak apa­apa.39 Dengan demikian makruh sama dengan qubh

yang kecil dan haram sama dengan qubh yang besar.

Kedua, Perbuatan hukum yang jika dilakukan, pelakunya

tidak mendapat celaan (tetapi mendapat pujian dan pahala).

Perbuatan ini dinamakan al­h}asan. Al­h}asan terbagi dua: pertama,

perbuatan yang tidak memiliki nilai tambah atas nilai

kebaikannya (  ةزا   ن ), yang dapat memberikan

tambahan nilai positif, sehingga pelakunya akan mendapat

pujian dan pahala, bagian ini dinamakan dengan al­muba >h.

Kedua, perbuatan yang memiliki nilai tambah atas nilai

kebaikannya (  زا   ن), yang dapat menyebabkan

pelakunya mendapat pujian. Bagian ini memiliki dua bentuk:

pertama, jika perbuatan hasan ini tidak dilakukan, dapat menga­

kibatkan celaan, dinamakan dengan wajib. Kedua, jika perbuatan

h }asan tersebut tidak dilakukan dan tidak mendapat celaan,

dinamakan perbuatan nadb. Perbuatan nadb ini terbagi dua: per­

tama, jika manfaat yang terdapat dalam perbuatan nadb itu sam­

pai kepada orang selain pelakunya dengan jalan Ih}sa>n ilaih, maka

perbuatan itu disebut fad}l. Kedua, jika manfaat yang terdapat

dalam perbuatan nadb itu hanya terbatas untuk pelakunya, maka

dinamakan mandu>b ilaih, dan murgib fi>h, dan tidak disebut “ihsa>n

ila > gair”.40

Dengan memperhatikan defenisi­defenisi dan pembagian

hukum syara’ yang dikemukakan ulama di atas, sesungguhnya

secara substansi mereka sama­sama mengakui adanya hukum

takli >fi > dan hukum wad }’i >, meskipun mereka berbeda dalam

mengekpresikan pendapatnya, oleh sebab itu dalam uraian

berikutnya penulis akan menjelaskan kategorisasi hukum syara’

ini dengan format al­ah}ka >m al­khamsah yang mencakup hukum

takili >fi > dan hukum wad }’i >, kemudian masing­masing kategori

diposisikan dalam tingkatan­tingkatan d}aru >ri >, ha >ji > dan takmi >li >,

39 Ibid., h. 365.
40 Ibid., h. 364­365.
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selaras dengan muatan maslahah yang dikandungnya dalam

kerangka menemukan pemikiran filosofis yang membentuk

kategorisasi hukum syara’ tersebut.

3. Kategorisasi al-ah }ka >m al-khamsah dalam Penetapan

Hukum Islam

Sebelum menjelaskan kategorisasi hukum syara’, penulis

akan memaparkan kerangka berfikir yang penulis gunakan

untuk melihat stratifikasi hukum Islam. Menurut ‘Izz al­Di >n,

konsep ihsan yang tersimpul dalam kaidah jalb al­masa>lih} wa dar’

al­mafa >sid terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu: d }aru >ri >, h }a >ji > dan

takmi>li>. Yang termasuk dalam kategori d}aruri adalah melakukan

perbuatan wajib dan meninggalkan perbuatan haram, sedangkan

yang termasuk dalam kategori h}a>ji> adalah sunat mu’akkad dan

syi’ar­syi’ar agama, dan yang termasuk dalam kategori takmi>li> adalah

hukum sunat yang bukan sunat mu`akkad dan syi’ar agama.41

Kategori perbuatan hukum berdasarkan tingkatan

maslahah­mafsadah yang diberikan ‘Izz al­Di>n ini tidak memuat

perbuatan makruh dan mubah secara jelas, terutama jika

dibandingkan dengan al­ah }ka >m al­khamsah. Tetapi dalam kitab

lain ‘Izz al­Di >n menjelaskan, bahwa dengan memperhatikan

kualitas maslahah dan mafsadah yang termuat dalam setiap

perbuatan, maslahat mempunyai tiga bentuk:42

 Pertama, maslahah yang mubah dikerjakan (  
ت ا),

 Kedua, maslahah yang mandu>b dikerjakan (تو 
ا),

 Ketiga, maslahah yang wajib dikerjakan (توا 
 ا), Jika kuat dimensi maslahatnya, ia diwajibkan

dalam setiap syari’at.

41 ‘Izz al­Di >n, al­Qawa>’id al­Kubra>, h.38­39.
42 ‘Izz al­Di >n, al­Qawa>’id al­Kubra>, juz I, h. 9 dan 43.
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Sedangkan mafsadah terdiri dari dua bentuk:43

 Pertama, mafsadah yang makruh dikerjakan (
 ت او),

 Kedua, mafsadah yang haram dikerjakan (ت 
44,(ا jika kuat dimensi mafsadatnya, setiap syari’at

mewajibkan penghapusannya.

Pembagian ini menunjukkan, bahwa ‘Izz al­Di>n menerap­

kan kaidah jalb al­masa >lih } wa dar’ al­mafa >sid selaras dengan al­

ah }ka >m al­khamsah. Penyelarasan ini dilakukan dengan menem­

patkan hukum wajib, mandu >b, dan mubah dalam kategori

maslahah, dan meletakkan hukum haram dan makruh dalam

kategori mafsadah. Untuk mencapai tujuan penelitian ini penulis

memodifikasi kategorisasi ini dengan menyelaraskan al­ah}ka>m al­

khamsah pada setiap tingkatan maslahah d}aru>ri>, h}a>ji> dan takmi>li>.

Penyelarasan ini dilakukan dengan memperhatikan kualitas

maslahah­mafsadah yang dikandung masing­masing al­ah}ka>m

al­khamsah. Jika diselaraskan, maka formatnya menjadi sebagai

berikut:

Yang termasuk dalam kategori tingkatan d}aru>ri> adalah wa>jib

dan h }ara >m, sedangkan pada kategori tingkatan h }aji > adalah

hukum sunnah dan makru>h, dan yang termasuk dalam kategori

takmi >li > adalah muba >h}. Perumusan ini bertujuan untuk menun­

jukkan korelasi antara tiga tingkatan maslahah berupa d }aru >ri >,

h}a >ji > dan takmi >li > dengan hukum takli >fi >.

Kategorisasi ini bertujuan untuk melihat korelasi antara tiga

tingkatan maslahah (d }aru >ri >, h }a >ji > dan takmi >li >) dengan al­ah }ka >m

al­khamsah sebagai produk ijtihad, dengan memperhatikan pola­

pola penalaran yang digunakan mujtahid, agar diketahui nilai­

nilai kemaslahatan yang dijadikan pertimbangan oleh mujtahid

dalam menetapkan suatu ketentuan hukum.

43 Ibid.
44 Ibid.
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Kemudian setiap kategori ini akan dibahas masing­masing

sebagai berikut:

a. Wa>jib.

Secara etimologi wa>jib berasal dari akar kata, “ , و
و, yang dapat bermakna la >zim (kuat) dan sabat (tetap)

seperti dikatakan:45

و  ء إذاا و
Artinya: “Sesuatu menjadi wajib apabila menjadi tetap dan
kuat”

Sedangkan menurut terminologi ulama us}u>l terdapat

beberapa defenisi wajib, diantaranya:

‘Izzu al­Di >n mendefenisikan wajib dengan setiap

perbuatan yang diperintahkan oleh syara’, dengan muatan

maslahat yang kuat, apabila dikerjakan mendapat pujian dan

balasan kebaikan, jika ditinggalkan mendapat celaan dan

diancam balasan keburukan didunia atau diakhirat atau

keduanya.46

Imam H}armain al­Juwaini> menyatakan wa>jib adalah:

 ر  يرع اا  ا
Artinya: “Suatu perintah dari syari’, di mana orang yang
meninggalkannya akan mendapat celaan menurut syara’47"

Al­‘Amidi> mengatakan:

    رعب ا  رة :ب اا
 

45 Ibn Manzu >r, Lisa >n al­‘Arab, juz I, h. 793.
46 Lihat bab III, h. 111.
47 Abd al­Malik bin Abdullah bin Yu >suf bin Al­Juwaini > Abu > al­Ma’a >li >,

al­Burh}a>n fi> Us}u>l al­Fiqh, cet. IV, juz I (al­Mansu>rah: al­Wafa>’, 1418 H.), h. 214.
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Artinya: “Al­wuju >b al­syar’i > adalah ungkapan tentang titah
Sya >ri’ yang jika ditinggalkan akan mendapat celaan menurut
syara’”48

Qa>d}i> Abd al­Jabba>r, mengatakan:

       ا ا  د ر ا   إذا   ا ا
 اه

Artinya: “Wa>jib adalah sesuatu yang apabila tidak dikerjakan
oleh orang yang mampu melakukannya, ia akan mendapat
celaan dalam kondisi­kondisi tertentu”.49

Al­Syauka>ni> menyatakan, wa>jib adalah:

 ح  و ر   اه
Artinya: “Perbuatan hukum yang pelakunya mendapat pujian,
dan orang yang meninggalkannya mendapat celaan dalam
kondisi­kondisi tertentu”.50

Celaan yang diberikan terhadap orang yang mengabaikan

hukum wajib menunjukkan kuat dan sudah tetapnya ketentuan

Sya>ri’ terhadap perkara yang diatur hukum tersebut, sebaliknya

terhadap orang yang melaksanakannya diberikan pujian atas

perbuatannya.

Dalam defenisi diatas tidak dinyatakan bahwa orang yang

meninggalkan perbuatan wa>jib diancam hukuman atau dosa, hal

ini berangkat dari cara pandang bahwa bukanlah setiap pelanggar

hukum Allah akan mendapat hukuman dan dosa, karena masih

adanya kemungkinan Allah akan memberikan ampunan ter­

hadapnya, sehingga ia lepas dari hukuman dan dosa, tetapi yang

48 Al­‘Amidi >, al­Ih }ka>m…, juz I, h. 91.
49 Qa >d}i al­Qud }a >t ‘Abd al­Jabba >r bin Ahmad, Syarh al­Us }u >l al­Khamsah

(Kairo: Maktabah Wahbah, 1965), h. 39.
50 Al­Syaukani >, Irsya >d al­Fuh }u >l…, juz I, h. 23.
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pasti setiap perbuatan yang tidak mengindahkan aturan Allah

akan mendapat celaan dan setiap perbuatan yang mengikuti

hukum wajib akan mendapat pujian.

Pujian dan celaan dalam konteks ini memiliki makna moral

yang mendalam, bahwa hukum Islam tidak hanya memper­

hatikan dimensi aturan­aturan hukum dan sangsinya semata,

tetapi ia juga mempunyai keterkaitan dengan dimensi akidah dan

akhlak, yang memberikan makna spritual dan moral yang kuat.

Muatan spritual dan moral inilah yang menjadi ciri khas

hukum Islam yang membedakannya dari hukum lain hasil kreasi

manusia semata. Ketika mukallaf melaksanakan suatu ketentuan

hukum wajib, ia tidak melaksanakannya sekedar menghindar

dari hukuman dan dosa atau sekedar mendapatkan justifikasi

dari hukum formal, tetapi lebih dari itu untuk mendapatkan

kerid}aan Allah yang dinyatakan dengan pujianNya. Dengan

demikian, ketika seorang mukallaf melaksanakan suatu aturan

hukum, ia melakukannya dengan penuh kesadaran dan

keikhlasan, kemudian sikap ini terpancar dalam setiap tin­

dakannya yang sarat dengan muatan moral untuk menebar

kebaikan dan kemaslahatan kepada seluruh mahluk.

Pandangan ini dalam bahasan hukum diperlukan untuk

menunjukkan, bahwa dimensi hukum tidak bisa dipisahkan dari

dimensi aqidah dan akhlak. Seluruh aspek ajaran Islam terjalin

sedemikian rupa, saling menguatkan dan membentuk coraknya

masing­masing. Jika dikaitkan dengan pokok suatu bahasan,

maka yang dilihat adalah dominasi permasalahan yang sedang

dibahas. Ketika penulis membahas us }u >l­fiqh, bukan berarti

terlepas dari kalam (tauhid) dan akhlak (moral), tetapi pem­

bicaraan lebih didominasi oleh bahasan us}u>l­fiqh.

Jika dalam membahas, memahami dan mengaplikasikan

hukum kering dari nilai spritual dan moral (aqidah dan akhlak),

maka mukallaf bisa saja “Berhi>lah” atau mencari­cari cara untuk

tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum yang secara formal
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tidak melanggar aturan hukum, tetapi sesungguhnya ia telah

menghindar dari suatu aturan hukum. Allah yang maha

mengetahui segala sesuatu tentu sangat mengetahui, bahwa

sesungguhnya orang tersebut telah menggunakan suatu aturan

hukum untuk “Mengakali” aturan hukum yang lain.

Seperti dalam kasus bagian harta warisan, untuk anak laki­

laki dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Jika seseorang

membagi rata harta yang akan diwariskan itu kepada anak­

anaknya semasa ia masih hidup untuk menghindar dari ke­

tentuan hukum waris, karena ia merasa hukum Allah itu kurang

adil. Maka secara moril sesungguhnya ia telah “Mengakali”

hukum Allah, walaupun secara formil ia menggunakan sarana

hibah atau hadiah yang dibenarkan hukum.

Kalimat “dalam kondisi­kondisi tertentu” dalam defenisi

qa >d }i > Abd al­Jabba >r dan al­Syauka >ni >, digunakan untuk me­

masukkan wa>jib al­mukhayyar (wajib yang mengandung pilihan)

dalam defenisi ini, di mana pilihan kedua menjadi alternatif

yang pengganti alternatif pertama, jika alternatif pertama tidak

mampu dilaksanakan, begitu juga alternatif ketiga menjadi

pengganti alternatif kedua, jika alternatif kedua tidak mampu

dilakukan, seperti: dalam kasus tiga macam kaffa >rat yang

dijatuhkan terhadap orang yang melakukan hubungan suami­

istri pada siang hari bulan Ramadan.

Kemudian dengan memperhatikan sifat khitab sya>ri’ yang

ja>zim atau gair ja>zim dalam kaitannya dengan hukum wa>jib, Jala>l

al­Di>n mendefenisikan wajib dengan:

ز ط ا  ا  ب ا
Artinya:  “Titah Allah Ta’a>la yang berkenaan tentang tuntutan
untuk melakukan perbuatan dengan tuntutan yang kuat”.51

51 Jala >l al­Di >n Abd al­Rahma >n, Ga >yat al­Wusu >l ila> Daqa>’iq ‘Ilm al­Us }u >l,
(t.tp.: Mathba’ah al­Sa’a >dah, 1979), h. 138.
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Khitab Allah digunakan untuk mengeluarkan titah selain

Allah dari defenisi ini, talab al­fi’l bertujuan untuk mengeluarkan

pengertian ­tah }ri >m, kara >h}ah, dan iba >h}ah, karena hukum mubah

tidak memuat perintah, sedangkan haram dan mubah sebalik­

nya memuat larangan mengerjakan suatu perbuatan, adapun

kata jazm untuk membatasi wa >jib dari nadb, karena talab dalam

hukum nadb tidak bersifat jazam.52

Jazmnya perintah Allah untuk mengerjakan suatu perbuatan

dalam suatu khitabNya, yang kemudian melahirkan ketentuan

wa>jib, diperoleh dari petunjuk dalil­dalil hukum itu sendiri, baik

yang bersifat lafzi dengan sigat atau lafz al­khabar, maupun yang

bersifat ma’nawi yang ditunjukkan oleh dala >lat al­luzu>m.53 Dari

hasil pemahaman kebahasaan ini, difahami pula, bahwa kuatnya

tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan, menunjukkan kuat

dan tingginya nilai maslahat yang dikandung oleh khitab tersebut,

baik perintah itu berkenaan dengan kemaslahatan dunia,

maupun berhubungan dengan kemaslahatan akhirat atau untuk

keduanya, bahkan setiap perbuatan yang diwajibkan syara’

mengandung dimensi ta’abbud sebagai bentuk keta’atan hamba

kepada Rab, dan menjadi sarana untuk memperoleh kemasla­

hatan dan kebahagiaan di akhirat.

Ja >zim atau la >zim merupakan sifat lafaz dari khitab al­Sya >ri’

yang berhubungan dengan talab al­fi’l (tuntutan melakukan

suatu perbuatan), sedangkan pemahaman tentang kuatnya

muatan maslahah dalam perbuatan yang dituntut itu diketahui

dari lafaz khita >b al­Sya >ri’ yang bersifat ja >zim atau la >zim itu.

Dengan demikian wa>jib dipahami sebagai “perbuatan yang di­

perintahkan oleh syara’, dengan muatan maslahat yang kuat,

apabila dikerjakan mendapat pujian dan balasan kebaikan, jika

52 Ibid.
53 Lihat Bab III, h.55.
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ditinggalkan mendapat celaan dan diancam balasan keburukan

di dunia atau di akhirat atau keduanya”.54

Pemikiran ini berangkat dari penalaran kebahasaan dengan

menangkap hakikat dan ma >hiyah perbuatan yang diwajibkan

syara’, sekaligus melihat al­samrah (buah) dan al­nati>jah (hasil)

perbuatan wajib, berupa balasan keburukan atau kebaikan di

dunia dan di akhirat. Selaras dengan ini ‘Izz al­Di>n mendefenisi­

kan wa>jib atau fard } dengan:

 و ,  ا    ب 
   ةا  

Artinya: “Perbuatan yang dikerjakan mendapat pahala karena
besarnya kemaslahatan mengerjakannya, dan dihukum
meninggalkannya, karena besarnya mafsadah meninggalkan
perbuatan tersebut”.55

Kuatnya kandungan kemaslahatan yang termuat dalam

khitab al­Sya>ri’ yang ja>zim atau la>zim, menunjukkan bahwa per­

kara yang diperintahkan itu berhubungan dengan kemaslahatan

yang d }aru >ri >, jika tidak direalisasikan dapat mengancam ke­

beradaan manusia di dunia atau diakhirat. Umpamanya dalam

masalah ibadah firman Allah:

وأا اة وءاا اة
Artinya: “Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat” (al­
Nu>r: 56).

Lafaz “اُِأ” (dirikanlah) dan “اُءَا” (tunaikanlah),

dalam ayat ini berbentuk fi’l al­‘amar yang berasal dari fi’l al­ma>d}i>

“أ“ dan “أ”. Perintah mendirikan salat dalam ayat ini

memang tidak dibarengi dengan qari>nah yang menja>zimkannya,

54 lihat bab III, h. 9­10.
55 ‘Izz al­Di >n, al­Qawa>’id al­Kubra>, juz I, h. 50.
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tetapi umat Islam telah menerimanya sebagai perintah wa>jib

untuk mendirikan salat, itulah sebabnya jumhur ulama ber­

pendapat, bahwa lafaz ‘amar itu diciptakan untuk memberi

pengertian wajib. Selama lafaz ‘amar tetap dalam kemutlakan­

nya, ia selalu menunjukkan kepada arti yang hakiki, yakni wa>jib

dan tidak dialihkan kepada arti lain, jika tidak ada qari>nah yang

mengalihkannya.56 Bahkan sebelum datangnya Islam, para ahli

bahasa Arab menetapkan, bahwa perintah itu wa>jib dikerjakan.

Atas dasar ini jumhur ulama menetapkan kaidah:

ا  ا ب
Artinya: “Hukum dasarnya ‘amar itu adalah untuk mewajibkan”.

Dengan demikian keja>ziman talab al­fi’l dalam khita>b Allah

ini, diketahui dari petunjuk lafaz fi’l ‘amr, kemudian darinya

dapat juga dimengerti, bahwa dibalik perintah itu terdapat

muatan maslahah yang kuat. Untuk mengetahui tingginya kan­

dungan maslahat yang ada, diperlukan petunjuk dari nas lain,

diantaranya:

و  ا  ل ار  :ل ة ا 
   ا  ا    ل أن أول
ب و  ت وإن وأ أ   ن
 واام و  بل ا ء   ن ام
ي  ع    ام  ا  ن

   ذ (رواه اى)57

56 Al­‘A<midi >, al­Ih }ka>m…, juz II, h. 14.
57 Muhammad bin ‘Isa Abu> ‘Isa al­Turmizi > al­Silmi >, al­Ja>mi’ al­S }ah }i>h }

Sunan al­Turmi>zi>, J. II (Beirut: Da >r al­Ihya >’ al­Tura >s al­‘Arabi>, t.th.), h. 269.

Lihat juga Muhammad bin Abdillah Abu> ‘Abdillah al­Haki>m al­Naisabu>ri >,

al­Mustadrak ‘ala> Sahi>hain, j. I (Beirut: Da >r al­Kutub al­‘Ilmiyyah, 1990), h.

394. Abu Abdillah Muhammad bin Abd al­Wahid bin Ahmad al­Hanbali >

al­Maqdisi >, al­‘Aha >dis al­Mukhta >rah, juz, VII (Makkah al­Mukarramah:
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Dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah saw. bersabda:”bahwa
yang pertama dihisab dari perbuatan hamba pada hari kiamat
adalah salatnya, apabila baik salatnya, maka ia telah beruntung
dan selamat, jika rusak, maka ia merugi dan menyesal, jika dari
salat fard}unya ada kekurangan, Allah berfirman: ‘lihatlah! Apakah
hambaku memiliki salat sunat?’ Jika ada, maka salat sunat itu
digunakan untuk melengkapi kekurangan salat fard }unya,

kemudian begitu seterusnya terhadap seluruh perbuatannya”
(HR. Turmi>zi>)

Hadis ini menunjukkan posisi ¡alat sebagai perbuatan

hukum yang mengandung kemaslahatan yang paling d}aru>ri di

akhirat, karena salat dijadikan ukuran pertama untuk menilai

seluruh perbuatan mukallaf, Itulah sebabnya hukum salat lima

waktu wajib atau fard}u, jika salatnya sempurna, maka ia selamat

dari penilaian tahap pertama. Tetapi jika salat fard}unya memiliki

kekurangan, Sya>ri’ melihat kepada salat sunatnya, jika salat

sunatnya ada, maka ia dijadikan penyempurna salat wajibnya.

Ini menunjukkan, bahwa salat sunat sebagai mukammil salat fard}u,

begitu juga berlaku terhadap seluruh perbuatan wajib lainnya.

Dalam perspektif konsep ih }sa >n, kemaslahatan yang

diwajibkan Allah ini diberlakukan berdasarkan kepentingan

hamba. Ia terbagi kepada al­fa>d}il wa al­afd}al dan pertengahan antara

keduanya. Kemaslahatan yang paling tinggi nilainya adalah:

ر  ,ا  دا ,م   ن 
58     ا

Artinya:  “Kemaslahatan yang mulia dalam dirinya sendiri,
menolak mafsadat yang paling berbahaya, dan menegakkan
maslahat yang paling tinggi”

Maktabah al­Nahd }ah al­Hadi >sah, 1410 H), h. 145. Ahmad bin ‘Abdillah

Abu Abdillah al­Syaiba >ni >, Musnad al­Ima>m Ahmad bin Hanbal, j. II (Mesir:

Mu’assasah Qurtubah, t.th.), h. 425.
58 Izz al­Di >n, al­Qawa >’id al­Kubra>, juz I, h. 54.
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Dalam kaitannya dengan kasus salat, maka perbuatan

mendirikan salat fard}u adalah syari >f fi > nafsih, kemudian da >fi’an

liaqbah} al­mafa >sid, karena ia dapat menolak mafsadah akhirat

yang paling berbahaya, berupa penyesalan dan kerugian nyata,

karena jika seluruh amal tidak diterima, akan mendapat murka

Allah dan azab neraka, dan ja>liban liarjah} al­masa>lih}, karena dengan

melaksanakan salat fard}u ditambah salat sunat akan memperoleh

keberuntungan dan selamat sebagaimana disebutkan dalam

hadis, paling tidak untuk penilaian tahap pertama.

Dikatakan selamat dari penilain tahap pertama, karena

selain salat mukallaf berkewajiban melaksanakan perbuatan

wajib lainnya, seperti: membayar zakat, puasa pada bulan

ramad }an dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu.

Itulah sebabnya ketika Rasul ditanya seorang Arab Badui:

 ا  ل ار ء إ اة أن أ أ 
ا د  إذا   د ل ار  ل و
 ة اا و   ك  ا  ل
ودي اة او و رن ل واي م ه
ل ا و   أم ا وأ  ا  أز 
ا أ  ر إ  ه أن  و  ا 

59.( رواه) ا إ 
Artinya: Dari Abi Hurairah: “Bahwa seorang Arab badui menjum­
pai Rasulullah saw. seraya bertanya:’Wahai Rasulullah, tunjuk­
kan saya perbuatan yang jika aku kerjakan akan menyebabkanku
masuk surga?’ Rasul menjawab: ‘Sembahlah Allah dan jangan
engkau persekutukan Ia dengan apapun, dirikan shalat wajib,
tunaikan zakat fard }u, puasa pada bulan Ramad }an’. Kemudian
Badui itu bersumpah: ‘Demi Allah yang menguasai jiwaku,
aku tidak akan melebihkan atau mengurangi dari ini selamanya’,

59 Muslim bin al­H}ajja >j Abu > al­H }usain al­Qusyairi > al­Naisabu >ri >, S}ah }i>h}
Muslim, juz I (Beirut: Da >r al­Ihya’ al­Tura >s al­‘Arabi>, t.th.), h. 44.
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setelah ia pergi Nabi saw. bersabda: ‘barang siapa yang suka
melihat penghuni surga, lihatlah kepada orang ini’”. (HR.
Muslim)

Sesungguhnya esensi kandungan hadis ini bukanlah

terbatasnya perbuatan yang menyebabkan masuk surga itu

kepada empat hal tersebut, tetapi ini menunjukkan sangat

pentingnya hal­hal itu dalam pandangan syara’ untuk dilakukan,

karena dalam hadis yang lain dinyatakan:

و  ا  ا إ ء ر ل بأ أ 
ل د   أ م  ا وم  ار
ل  ا  ك   و اة و اة
و  ا  ل ال ر أد  ذا ر و

60.(رواه ا)       ا د  أ   إن
Artinya: Dari Abi Ayyub berkata: “Seorang laki­laki menjumpai
Rasulullah saw. seraya bertanya: ‘Tunjukkan aku perbuatan
yang mendekatkanku kepada surga dan menjauhkanku dari
neraka?’ Rasul menjawab: ‘Sembah Allah dan jangan persekutu­
kan Ia dengan apapun, dirikan salat, tunaikan zakat, dan sambung
hubungan kasih­sayang!’. Ketika ia telah pergi, Rasulullah saw.
bersabda: ‘jika ia berpegang teguh terhadap apa yang diperintah­
kan kepadanya, ia akan masuk surga’”. (HR. al­Muslim)

Dalam hadis ini puasa ramadhan tidak disebutkan, tetapi

yang ditambahkan dan tidak disebutkan dalam hadis se­

belumnya adalah “Menjaga hubungan silaturrahmi”. Kemudian

diakhir hadis, Rasul mensyaratkan ta’at terhadap segala yang

diperintahkan untuk memperoleh surga, ini menunjukkan,

bahwa perbuatan yang membawa kepada surga itu tidak terbatas

kepada hal­hal yang disebutkan dalam hadis ini saja, tetapi

60 Ibid., h. 43.
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mencakup seluruh perbuatan yang diperintahkan Allah dan

Rasul, serta meninggalkan segala larangannya.

Untuk sempurnanya ibadah salat, mukallaf diwajibkan

memenuhi syarat dan rukun shalat, seperti: wajib bersuci dari

hadas besar dan kecil, menutup aurat, menghadap qiblat, mem­

baca ayat al­Qur’an, dan seterusnya. Tetapi ketika tidak ada air

untuk bersuci, mukallaf diberi keringanan untuk bertayammum,

ketika tidak ada pakaian untuk menutup aurat tetap diwajibkan

salat, begitulah seterusnya, sehingga terlihat bahwa semua syarat

dan rukun ini tidak syari >f fi > nafsih, tetapi ia diwajibkan sebagai

wasa>’il untuk menyempurnakan wajibnya salat.61

Uraian diatas menunjukkan, bahwa ibadah shalat di­

wajibkan Allah karena mengandung kemaslahatan d }aru >ri di

akhirat, jika perbuatan itu tidak dikerjakan atau tidak sempurna,

maka hamba tidak akan memperoleh kenikmatan dan ke­

suksesan di akhirat, bahkan ia akan mendapat kesengsaraan dan

penyesalan yang nyata. Oleh sebab itu dasar­dasar ibadat

diperintahkan untuk memelihara agama, seperti: mengucapkan

dua kalimat syahadat, salat, zakat, puasa dan haji.

Contoh lain, khitab Allah:

ْا ِ ُصَِا ُْَ َِ اُَءَا َِا َأَ
 َِُ ْَ َمِ َموَا ِْَِ ُْَوَا ُِ ُا
     نَْِ ِْدَاءٌ إوفِ وَأُْَِ ُعَ ُءْَ ِِأ ْِ ُ
ُ َِذ َْَ ىََْا َ ََْوَر ْر  ُِْَ َِذ

ُِابٌ أََ
Artinya: “Hai orang­orang yang beriman, diwajibkan atas
kamu qisas berkenaan dengan orang­orang yang dibunuh;

61 Selanjutnya penulis akan menggunakan istilah wa >jib liza>tih (wajib

untuk dirinya sendiri) bagi hukum wajib yang memiliki tingkat ke­

maslahatan yang paling tinggi (syari>f fi > nafsih), sedangkan hukum wajib

yang menjadi wasa >’il digunakan istilah wa >jib ligairih.
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orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba
dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat
suatu pema’afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema’af­
kan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang
diberi ma’af) membayar (diat) kepada yang memberi ma’af
dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu
keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa

yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang
sangat pedih”. (al­Baqarah: 178).

Kata “َِ” dalam ayat ini bermakna “diwajibkan”,

merupakan salah satu uslu>b (gaya bahasa) yang digunakan Allah

dalam al­Qur’an untuk menuntut suatu perbuatan. Tuntutan

perbuatan dengan ungkapan kata seperti ini bersifat ja >zim,

sehingga perbuatan yang dituntut itu termasuk dalam kategori

wa>jib. Oleh sebab itu hukum qisa>s wajib diberlakukan terhadap

pelaku pembunuhan, terlepas dari pembahasan tentang kriteria

pelaku pembunuhan yang dapat dijatuhkan hukum qisa>s.

Untuk memperkuat alasan perlunya diwajibkan hukum

qisa>s, dalam ayat sesudahnya Allah berfirman:

وِ ْَ اَِصََ ةَ أوِْ اَبِ َ ْَنَ
Artinya: “Dan dalam qisa>s itu ada (jaminan kelangsungan)
hidup bagimu, hai orang­orang yang berakal, supaya kamu
bertakwa”. (al­Baqarah:179).

Dalam ayat ini Allah menjelaskan, bahwa dengan menerap­

kan hukum qisa>s, dapat menjamin kelangsungan hidup manusia.

Karena pemberlakuan hukum ini terhadap pelaku pembunuhan

akan memberikan efek psikologis kepada masyarakat yang

menyaksikannya, sehingga orang akan berfikir dan mengambil

pelajaran besar, sehingga ia menghindarkan dirinya dari

perbuatan yang mengakibatkan kematian, atau efek­balik yang

mencelakakan.
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Dengan wajibnya pemberlakuan hukum qisa >s, difahami

pula, bahwa haram hukumnya membunuh dan melukai orang

lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara’, karena hukum

qisa>s diberlakukan terhadap pelaku pembunuhan dan pelukaan.

Dengan demikian terpeliharalah kelangsungan hidup manusia

sebagai kemaslahatan yang sangat pokok, oleh sebab itu me­

meliharanya termasuk dalam penjagaan maslahat yang d}aru>ri>.

Perbuatan pidana pembunuhan dan pelukaan terjadi akibat

konflik yang terjadi dalam interaksi sosial di antara anggota

masyarakat, maka ia termasuk dalam bagian muamalah, oleh

sebab itu pokok­pokok hukum yang berkenaan dengan mu’a>ma­

lah juga bertujuan untuk memelihara jiwa.

 Contoh lain dalam firman Allah:

ْُََةٍ وََ ََ َُْ ٍِوَا  واُِْ ِاموَا َِاما
 ِا ْَوَا ِِ َنُِْُ ْُ نإ ِا ِد ِ رَأ َِ

 َِِْُا َ ِط َُَاََ ْَْََو
Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki­laki yang berzina,
maka deralah tiap­tiap seorang dari keduanya seratus kali dera,
dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu
untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada
Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman
mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang­orang yang
beriman”. (al­Nu>r: 2).

Kata “واُِْ” dalam ayat ini berbentuk perintah yang

menuntut memberlakukan hukum dera 100 kali terhadap setiap

pelaku zina laki­laki dan perempuan, perintah ini melahirkan

wajibnya hukum memberlakukan hukum dera 100 kali terhadap

pelaku zina laki­laki dan perempuan. Selain dari perintah dalam

bentuk fi’l amar, Allah memberikan qari >nah dengan kalimat

“janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu
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untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada

Allah dan hari akhirat”.

Dengan melaksanakan hukum dera terhadap pelaku zina,

berarti membuktikan, bahwa kita mengutamakan iman kepada

Allah dan hari akhir di atas segalanya, karena iman adalah hal

yang paling esensi dalam agama. Tiada maknanya perbuatan

baik dalam pandangan agama, jika tidak berlandaskan iman

kepada Allah, oleh sebab itu, sesungguhnya dalam hukum dera

terhadap pelaku zina ini, terdapat kemaslahatan yang besar, yaitu

untuk memelihara al­nasl (keturunan) dari kekacauan, untuk

memelihara kesucian diri dari perbuatan keji dan yang paling

mendasar untuk membuktikan iman kepada Allah dan hari akhir.

Besarnya mafsadah dalam perbuatan zina ditunjukkan oleh

firman Allah:

ِَ َءََو َِ َن ُمإ َما اُَََو
Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya
zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang
buruk”. (al­‘Isra>’: 32).

Dengan ayat ini, Allah menjelaskan bahwa diharamkannya

perbuatan zina karena ia adalah perbuatan yang keji dan jalan

penyaluran naluri kemanusiaan yang buruk. Jika Allah telah

menyatakan bahwa perbuatan zina itu keji, maka larangan­Nya

untuk tidak mendekati zina juga melahirkan hukum haram,

meskipun keharaman melakukan perbuatan mendekati zina,

seperti: berdua­duaan di tempat yang memungkinkan terjadinya

perbuatan zina, adalah haram ligairih (haram karena haramnya

zina).

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa hukum

perbuatan zina adalah haram liza >tih ( karena mafsadah yang

terdapat dalam perbuatan itu sendiri), berdasarkan pemahaman

kebahasaan terhadap petunjuk lafaz nash dan berdasarkan

qari>nah yang dijelaskan oleh khta>b al­Sya>ri’. Adapun perbuatan­
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perbuatan lain yang dapat menghantarkan pelakunya kepada

perbuatan zina juga diharamkan (haram ligairih), untuk

menutup kemungkinan terjadinya perbuatan dosa (sadd al­

zari>’ah).

b. Nadb/Sunnah

Secara etimologi nadb berasal dari akar kata ُب ُ , َبََم
,  ْَم yang dapat memiliki arti َ (menganjurkan), ََد
(mengajak).62 Sedangkan menurut istilah ulama Us}u>l terdapat

beberapa ungkapan. ‘Izz al­Di >n mendefenisikan nadb dengan

setiap perbuatan yang diperintahkan oleh syara’, tetapi muatan

maslahatnya kurang kuat. Jika dikerjakan mendapat pujian dan

balasan kebaikan didunia dan akhirat dari Syari’, jika tidak di­

kerjakan tidak tercela dan tidak mendapatkan balasan apapun.63

Menurut al­Ra>zi> nadb adalah:

 اي ن  را    م اع ون
 ا64

Artinya: “Mandu >b adalah perbuatan yang dilakukan lebih
utama dari meninggalkannya dalam pandangan syara’, tetapi
boleh meninggalkannya”

Dalam defenisi ini al­Ra>zi> menjelaskan, bahwa hukum nadb

yang berada dalam cakupan amr (perintah) adalah perbuatan

hukum yang lebih utama dikerjakan dari pada ditinggalkan.

Defenisi ini menggambarkan sikap tawaqquf,65 yang berkesim­

62 Ibn Manzhu >r, Lisa>n al­‘Arab, juz I, h. 753.
63 Lihat bab III h. 111.
64 Al­Ra >zi >, al­Mah }su >l…, juz I, h.128.
65 Tawaqquf adalah sikap tidak berpendapat yang diambil sebagian

ulama, seperti: mazhab al­Asy’ari, Qad }i Abu Bakar, al­Gaza >li > dan al­Ra >zi >

terhadap perbedaan pendapat tentang petunjuk lafaz amar dalam nash

syara’. Ahli us}u>l sepakat bahwa shighat lafaz amar yang tidak disertai qari>nah

memberikan 15 petunjuk, yaitu: wa>jib, nadb, irsya>d, iba>h}ah, ta’di>b, imtina>n, ikra>m,
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pulan, bahwa “ khita>b al­Sya>ri’ yang memuat tuntutan melaku­

kan suatu perbuatan yang setimbang dengan wazan “ا“,

berarti menunjukkan lebih kuatnya sisi yang mendorong untuk

mengerjakan dari pada sisi untuk meninggalkan.

Meskipun orang yang meninggalkan perbuatan nadb tidak

mendapat celaan, tetapi fuqaha>’ mencela orang yang meninggal­

kan seluruh perbuatan nadb, karena hal itu menunjukkan sikap

mereka yang memandang enteng bentuk­bentuk keta’atan dan

zuhud yang terdapat dalam perbuatan nadb. Bentuk­bentuk

keta’atan dan zuhud yang terdapat dalam perbuatan nadb sangat

berguna untuk mendidik jiwa dan moral dari berbagai ke­

kurangan dan kelemahan.66

Dengan ungkapan lain, Syauka >ni > mendefenisikan nadb

dengan:

67ر   و  ح 
Artinya: “Perbuatan hukum yang dipuji pelakunya, tetapi
orang yang meninggalkannya tidak dicela”.

Defenisi ini menonjolkan sisi aqidah dan moral, yang lebih

menggambarkan hakikat dan esensi dari perbuatan itu, yang

tahdi>d, inza>r, taskhi>r, ta’ji>z, iha>nah, taswiyah, do’a, dan tamanni>. Menurut mazhab

Syi’ah, petunjuk lafaz amar dalam ayat al­Qur’an yang tidak disertai qari>nah

adalah musytarik (mencakup) seluruh petunjuk itu. Sedangkan Imam syafi’i,

fuqaha >, dan segolongan mutakallimi>n, seperti: Abu> al­Husain al­Basri > dan

al­Jubba>’i berpendapat bahwa petunjuk lafaz ‘amar seperti itu pada hakikat­

nya untuk mewajibkan, sedangkan petunjuk­petunjuk lainnya hanya

bersifat maja>z. Kelompok lain, seperti Abu Hasyim, sebagian mutakallimi>n

dan fuqaha>’ memandang petunjuk lafaz amar itu pada hakikatnya untuk

nadb. Golongan yang bertawaqquf beralasan, bahwa lafaz amar yang tidak

disertai qari>nah itu memang di gunakan secara bergantian dalam bentuk

haqiqi pada sebagian tempat dan berbentuk maja>zi pada bagian yang lain.

Lihat Imam Ghazali, al­Mustasyfa >…, h. 205­206. Lihat juga al­‘Amidi >, al­

Ih }ka>m…, juz II, h. 13­14.
66 Al­Ra >zi >, al­Mah }su >l…, juz I, h. 129.
67 Al­Syaukani >, Irsya >d al­Fuh }u >l…, juz I, h.24.
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disebut dengan al­ta’ri>f bi al­h}ad. Dalam pandangan pendapat ini,

tidak ada suatu kepastian, bahwa orang yang mengerjakan

perbuatan sunat akan mendapat pahala, karena bisa saja Allah

tidak menerima perbuatan nadb tersebut. Tetapi yang pasti per­

buatan nadb termasuk dalam perbuatan yang terpuji dalam

pandangan syara’.

Sedangkan defenisi yang melihat kepada nati>jah (hasil) dan

al­samrah (buah) perbuatan nadb, mendefenisikan nadb dengan:

68ر  و  أ 
Artinya: “Perbuatan hukum yang pelakunya diberi pahala, tetapi
orang yang meninggalkannya tidak dihukum”.

Berbeda dengan defenisi­defenisi sebelumnya, Abu al­

Husain al­Basyri> dari ulama kalangan mu’tazilah menyatakan:

   ةزا   ىا ا   با
   ل  ن  ح وق اا  

69ق اا
Artinya: “Nadb adalah perbuatan baik yang memiliki sifat
tanbahan atas nilai baiknya yang dapat menyebabkan pelaku­
nya mendapat pujian, dan orang yang meninggalkan perbuatan
itu tidak mendapat celaan”

Perumusan defenisi ini sangat diwarnai oleh konsep h}asan­

qubh} aliran Mu’tazilah. Dalam pernyataan ini, nadb termasuk

dalam kategori perbuatan baik yang memiliki nilai tambah atas

kebaikan yang dikandungnya. Seperti: Orang yang dinadbkan

untuk menikah, selain untuk menghindarkan orang tersebut dari

perbuatan haram, tujuannya bukanlah semata­mata untuk

memberikan kelezatan, tetapi disertai dengan mad }arrah (ke­

68 Ibn Badra >n, al­Madkhal ila> Mazhab al­Ima>m Ahmad …, juz I, 152.
69 Abu> al­H }usain al­Basyri >, Kita >b al­Mu’tamad …, juz I, h. 364­365.
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sulitan), dengan kewajiban memenuhi kebutuhan lahir­batin

keluarga, yang memberatkan beban fikiran dan harus bekerja

keras. Kesulitan­kesulitan itu merupakan nilai tambah atas

kebaikan di dalamnya yang mengakibatkan orang tersebut ber­

hak mendapat pahala. Kemudian jika tidak menikah, orang

tersebut tidak mendapat celaan dalam pandangan syara’, karena

hukum menikah baginya baru sebatas nadb.70

Perbuatan nadb ini disebut juga dengan “ ”,

“ ”, “ع“ ,“م“, dan “”. Margab fi >h bermakna

“berserta perbuatan itu, mukallaf mendapat pahala”, dengan

menurut ‘uruf inilah yang membedakannya dari pengertian

wajib. Mustah }ab bermakna “Allah SWT menyukainya tetapi

bukan wajib”. Nafal secara ‘uruf bermakna “perbuatan itu

mengindikasikan keta’atan, tetapi tidak diwajibkan, manusia

disuruh mengerjakannya dengan perintah yang tidak kuat (gair

luzu>m wa h}atm)”. Tatawwu’ bermakna “bahwa mukallaf dianjur­

kan untuk mengerjakannya, sementara perbuatan itu berfungsi

untuk mendekatkan diri kepada Allah (al­qurbah) tanpa adanya

perintah yang kuat (luzu >m wa h}atm). Sedangkan sunnah secara

‘uruf bermakna “ta >’ah” bukan suatu kewajiban. Oleh sebab itu

ia diposisikan setelah wajib.71

Menurut Ulama Mu’tazilah, istilah sunnah tidak hanya

digunakan untuk perbuatan mandu>b ilaih, tetapi juga digunakan

untuk perbuatan yang diwajibkan. Hanya saja penggunaan

istilah sunnah untuk seluruh perbuatan yang wa>jib dan nadb untuk

menunjukkan bahwa selayaknya perbuatan wa >jib dan nadb itu

dilakukan terus menerus (al­ida>mah), karena kata sunnah diambil

dari kata ­al­ida >mah.72

Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa seluruh ulama

sama­sama memandang perbuatan nadb termasuk dalam

70 Ibid., h. 267.
71 Ibid.
72 Ibid.
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perbuatan yang diperintahkan syara’, karena di dalamnya

terdapat nilai kebaikan atau kemaslahatan, oleh sebab itu tepatlah

pernyataan ‘Izz al­Di>n yang menempatkan nadb dalam bagian

dari kemaslahatan (masalih } mandu>ba >t al­tah }si >l).

Jika perbuatan nadb ini diperhatikan dari tinjauan muatan

maslahat dan mud}arat yang termuat di dalamnya, maka hampir

seluruhnya memuat maslahat dan mud}arat, tetapi sisi maslahat­

nya lebih kuat dari sisi mud}aratnya dalam pandangan syara’ dan

akal sehat. Umpamanya: shalat tahajud, shalat ini dilakukan

paling utama pada sepertiga malam terakhir, sementara manusia

sedang tidur pulas, sehingga sangat sulit baginya untuk mene­

gakkan salat ini, tetapi dengan salat ini Allah menjanjikan

kemulyaan yang tinggi kepada pelakunya, sebagaimana Allah

berfirman:

ََْَ نأ ََ  ِَم ِِ ْََ ْا ََِو
رُْ ًَ َدًا  

Artinya: “Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang
tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu:
mudah­mudahan Tuhan­mu mengangkat kamu ke tempat yang
terpuji”. (al­‘Isra>’: 79).

Kata na>filah dalam ayat ini menjadi qari>nah bahwa perintah

mendirikan salat tahajud dalam ayat ini bersifat nadb, kemudian

Allah menjanjikan posisi yang mulia bagi orang yang melaksana­

kannya. Dengan janji ini, sisi kesulitan (mafsadah) yang ada

dalam mendirikan salat tahajud dikalahkan oleh sisi kemuliaan

(maslahah) yang dikandungnya.

Contah lain, dalam masalah hutang­piutang, syara’

menganjurkan (al­irsya >d) kepada orang beriman agar hutang­

hutang itu dicatat jumlah dan tempo pembayarannya, sebagai­

mana firman Allah:
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َ َأ إ ْَِ ْُَاََ ذَاا إُَءَا َِا َأَ
ُُهُ

Artinya: “Hai orang­orang yang beriman, apabila kamu
bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentu­
kan, hendaklah kamu menuliskannya…”. (al­Baqarah: 282).

Jumhur ulama memahami amr (perintah) menulis hutang­

piutang dalam ayat ini sebatas irsya>d,73 yang berati nadb hukum­

nya. Karena mencatat hutang­piutang itu bertujuan agar lebih

terjamin dan terpercaya serta menghindarkan dari pertentangan,

tanpa menulispun maksud ini dapat dicapai. Kemudian pena­

laran ini juga merupakan hasil al­jam’ antara perintah menuliskan

hutang dalam ayat ini dengan hadis Nabi saw.:

 ا  ا   ا ر  ا ا  
74.(رى وارواه ا)  و م  أ أ ل إم و

Artinya: “Dari Nabi saw. bersabda: Sesungghunya kami adalah
umat yang ‘ummi >’, tidak bisa menulis dan tidak bisa meng­
hitung”. (HR. Bukha>ri­Muslim).

Pada dasarnya hutang itu tidak memerlukan penulisan,

karena al­Qur‘an dan al­Hadis saja tidak diperintahkan untuk

menulisnya, jadi yang disuruh Allah untuk menulisnya adalah

permasalahan partikuler (juz’iyya >t) yang terjadi diantara

73 Irsya >d memiliki kedekatan makna dengan nadb, Hanya saja nadb

digunakan untuk perbuatan­perbuatan yang berorientasi kepada

kemaslahatan atau pahala di akhirat, sedangkan irsya>d hanya digunakan

untuk petunjuk syara’ yang berkenaan dengan kemaslahatan dunia. Lihat

al­‘Amidi >, al­Ihka>m…, h. 13.
74 Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al­Bukha >ri > (selanjutnya

disebut Imam Bukha >ri >), al­Ja>mi’ al­S }ah }i>h }, ( Beirut: Da >r Ibn Kasi >r, 1987M/

1407H), juz II, h. 675. Imam Muslim, S }ah }i>h } Muslim, juz II, h. 761.
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manusia. Perintah menulis dalam ayat ini hanya sebatas irsya>d

bukan untuk mewajibkan.75

Dengan demikian, dalam pandangan ulama klasik,

maslahat yang terdapat dalam perbuatan mencatat hutang­

piutang tidak bersifat d}aru>ri>, tetapi hanya bersifat h}a>ji>, sehingga

hukumnya hanya bersifat mandu>b. Ini menunjukkan bahwa tata

fikir yang digunakan mujtahid dalam menetapkan hukum syara’

sangat dipengaruhi oleh pertimbangan maslahat dan mafsadat

yang termuat dalam perbuatan hukum itu. Di sinilah letak kore­

lasi yang kuat antara kemaslahatan dan tingkatan­tingkatannya

dengan hukum­hukum yang lima, terutama dalam masalah­

masalah yang berhubungan dengan masalah mu’amalah.

Dari latar belakang pemikiran seperti ini ‘Izz al­Di>n meman­

dang hukum nadb sebagai bagian kedua dari tingkatan maslahah

sebagai:

76  إ إ ب ام 
Artinya: “Perbuatan yang dinadbkan Allah untuk kemasla­
hatan mereka (orang­orang yang beriman)”.

Jika ulama klasik memahami perintah menulis hutang

dalam ayat ini bersifat irsya>d dengan landasan pemikiran bahwa

umat Islam pada waktu itu sebagian besar tidak mengenal tulis­

baca dan bersifat amanah, maka jika dibandingkan dengan

kondisi umat Islam sa’at ini yang sudah berada dalam sistem

perekonomian dan sistem peradilan yang sangat kompleks di

tengah pergaulan dunia yang mengglobal, kebutuhan kepada

penulisan hutang­piutang yang dilegalkan oleh suatu badan

yang telah ditetapkan menjadi kebutuhan yang d }aru >ri > demi

terpeliharanya harta manusia. Atas dasar ini hukum menulis

75 Ismail bin ‘Umar bin Kasi>r al­Damsyiqi> Abu > al­Fida>, Tafsi>r Ibn Kasi>r,

(Beirut: Da >r al­Fikr, 1401 H), juz I, h. 335.
76 ‘Izz al­Di >n, al­Qawa>’id al­Kubra>, juz I, h. 55.
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hutang­piutang yang sebelumnya dipandang ulama klasik

bersifat nadb dapat meningkat menjadi wajib.

c.  Mubah

Secara etimologi mubah berasal dari akar kata  , ح ا
77.(diperbolehkan) اذون yang dapat berarti ا  , وح    ,

Sedangkan menurut terminologi ulama us }u>l, ‘Izz al­Di >n

menjelaskan bahwa mubah adalah perbuatan yang mengandung

muatan maslahat, tetapi jika dikerjakan atau ditinggalkan tidak

mendapat pujian dan balasan apapun di dunia dan akhirat.78

Al­Juwaini> menjelaskan:

اح    ارع   ا واك  اء
79ز و

Artinya: “Mubah adalah perbuatan hukum yang diberikan
pilihan oleh Sya >ri’ antara melakukan atau meninggalkan,
tanpa ada perintah dan larangan”.

Dengan ungkapan berbeda, al­Syauka>ni> menyatakan:

80   و   ح   حوا
Artinya: “Muba>h adalah perbuatan hukum yang tidak dipuji
mengerjakannya dan tidak dicela meninggalkannya”

Ibn Badra>n mendefenisikan:

81و   ع اب ا  حوا

77 Ibn Manzhu >r, Lisa>n al­‘Arab, juz II, h. 416. Lihat juga Ibn Badra >n, al­

Madkhal ila> Mazhab Ima>m Ah}mad…, h.157.
78 Lihat bab III h. 111.
79 Al­Juwaini >, al­Burha>n…, juz I, h. 216.
80 Al­Syaukani >, Irsya >d al­Fuh }u >l…, juz I, h. 43.
81 Ibn Badra >n, al­Madkhal ila> Mazhab Ima>m Ah }mad…, juz I, h. 156.
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Artinya: “Muba>h menurut syara’ adalah khita>b al­Syar’ yang
menyamakan antara mengerjakan atau meninggalkan suatu
perbuatan hukum”.

Defenisi pertama memberi tekanan pada pilihan yang

diberikan syara’ antara mengerjakan atau meninggalkan suatu

perbuatan, sedangkan defenisi kedua, memberi tekanan kepada

hakikat nilai perbuatan mubah dalam pandangan syara’,

sedangkan defenisi ketiga menandaskan tentang samanya akibat

hukum antara melakukan atau meninggalkan perbuatan

mubah.

Berdasarkan defenisi­defenisi diatas, dapat disimpulkan

bahwa muba >h menurut ulama us }u>l adalah khita>b al­Sya >ri’ yang

berhubungan dengan perbuatan mukallaf, yang memberikan

pilihan kepada mukallaf antara mengerjakan atau meninggalkan

suatu perbuatan, tanpa ada perintah atau larangan, celaan atau

pujian.

Kata khita>b al­Sya>ri’ berfungsi untuk membedakannya dari

titah selain syara’, sedangkan “Yang berhubungan dengan

perbuatan mukallaf” berfungsi untuk membedakannya dari

khita>b Allah yang berkenaan dengan aqidah, akhlaq dan lainnya

yang bukan perbuatan hukum, sedangkan yang memberikan

pilihan kepada mukallaf antara mengerjakan atau meninggalkan

suatu perbuatan bermakna dalam hukum mubah mukallaf diberi

kebebasan untuk memilih, antara melakukan suatu perbuatan

hukum atau tidak. Sedangkan kalimat “Tanpa ada perintah atau

larangan, celaan atau pujian”, untuk membatasinya dari kaffarat

wajib yang mengandung pilihan dari beberapa alternatif perintah

yang dapat dikerjakan atau ditinggalkan.

Kemudian Abu Husain al­Basri> dari kalangan Mu’tazilah

menjelaskan:
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  ةزا   ن  ا   حا
   اق اح و ااب  82

Artinya: “Mubah adalah perbuatan baik yang tidak memiliki
sifat tambahan atas nilai baiknya yang dapat menyebabkan
pelakunya memperoleh pujian dan pahala”.

Berangkat dari konsep H}asanu>qubh aliran Mu’tazilah, Abu>

H}usain al­Basri> juga mengkategorikan perbuatan mubah dalam

cakupan perbuatan h}asan, tetapi tidak memiliki sifat tambahan

atas nilai kebaikannya yang menjadi pembeda antaranya dengan

wa>jib dan mandu>b. Jadi yang dimaksud dengan mubah adalah

tiadanya larangan dan ancaman untuk melakukan suatu per­

buatan, tetapi Allah memberi tahukan akan kebolehan dan ke­

baikan yang terdapat didalamnya, tanpa ada larangan mengerja­

kannya, dan mengerjakannya tidak mendapat suatu pahala

apapun. Kemudian hal ini disebut halal.83

Jika dilihat dari tinjauan konsep ih}sa>n yang mencakup jalb

al­masa >lih} wa dar’ al­mafa>sid, penjelasan Abu > al­H}usain al­Basri>

tentang termasuknya hukum mubah dalam kategori perbuatan

h }asan, menunjukkan kesamaannya dengan ulama lain yang

memposisikan hukum mubah sebagai bagian dari maslahah.

Untuk melihat korelasi antara tingkatan maslahah yang

termuat dalam perbuatan mubah, penulis mengemukakan contah

sebagaimana termuat dalam khita>b Allah:

  ُَْا ْَا ُ ََََ َ اُَْا وَاَو
ْا َِ ِدَْا ِْَا َِ

Artinya: “…dan makan minumlah hingga terang bagimu
benang putih dari benang hitam, yaitu fajar…”. (al­Baqarah:
187).

82 Abi al­Husain al­Basri >, al­Mu’tamad…,juz I, h. 364­365.
83 Ibid., h. 366.
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Perintah makan dan minum dalam ayat ini tidak bermakna

bahwa orang yang berpuasa wajib makan dan minum pada malam

hari bulan Ramadhan, tetapi hanya bertujuan memberikan

kebolehan makan dan minum sampai terbit fajar, sebab makan

dan minum itu baik untuk orang yang berpuasa maupun tidak,

maka bukanlah wajib hukumnya.

Meskipun hukum makan dan minum itu bukan wajib, tetapi

perbuatan memakan makanan yang halal lagi tayyib itu baik

untuk kesehatan manusia demi kemaslahatan hidup di dunia,

oleh sebab itu perbuatan mubah termasuk dalam kategori

maslahah (masa >lih} muba >h}a >t al­tah }si >l).

Yang dimaksud dengan kebolehan makan dan minum

sepanjang malam di sini tentunya selain berbuka dan sahur,

karena berbuka wajib hukumnya, sebab syara’ melarang me­

lakukan puasa wisa>l, Dalam suatu hadis disebutkan:

  و  ا  ل ال ر :ل ة أ 
ل إم ل ار  ا م ا لوا إ
 و ر  أ إم  ذ  

ا  ال  ن (رواه ارى و  وا ن).84
 Artinya: “Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah bersabda:
“Janganlah kamu melakukan al­wisa>l, sahabat bertanya: wahai
Rasul, bukankah engkau melakukannya?, Rasul menjawab:
sesungguhnya kamu (dalam hal ini) tidak sama denganku, aku
pada malam hari diberi makanan dan minum oleh Tuhanku,
maka aku sanggup menanggung beban pekerjaan yang tidak
sanggup engkau tanggung”. (HR. al­Bukha>ri>, Muslim dan
Ibn H}ibba>n).

84 Lihat Imam muslim, S }ah }i>h } Muslim, juz II, h.774. Lihat juga Imam

Bukhari, al­Ja>mi’ al­S}ah }i>h}, juz II, h. 693. Muhammad bin Hibba>n bin Ahmad

Abu> H}atim al­Tami>mi> al­Bisti>, S}ah}i>h} Ibn Hibba>n, juz VIII (Beirut: Mu’assasah

al­Risa >lah, 1993), h. 342.
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Adapun sahur nadb hukumnya, karena dianjurkan oleh

syara’. Dalam suatu hadis disebutkan:

 ن وا:ل و  ا  أن ا أم 
85(   رى و ارواه ا)   را

Artinya: Dari Anas: bahwa Nabi saw. bersabda: “Bersahurlah
kamu sekalian, sesungguhnya dalam sahur ada berkah”.

(HR.Bukha>ri> dam Muslim).

Jadi kebebasan yang diberikan kepada orang yang berpuasa

untuk menikmati makanan dan minuman sepanjang malam,

mulai dari waktu berbuka sampai terbitnya fajar, memberikan

pilihan untuk melakukan atau tidak. Kebolehan ini hanya semata

untuk mengambil yang layak menurut kebiasaan dan akal sehat

sebagai pelengkap semata.

Kemaslahatan mubah bertingkat­tingkat, sebagiannya lebih

tinggi maslahatnya atas yang lain, tetapi tidak ada pahala untuk­

nya, barang siapa yang memakan sebuah kurma, maka itu

untuk kemaslahatan dirinya di dunia. Tetapi orang yang menye­

dekahkan sekeranjang kurma, maka itu untuk kemaslahatan

dirinya di akhirat. Sedangkan bagi fakir­miskin yang menerima­

nya, sedekah itu adalah kemaslahatan di dunia. Jadi kemaslahatn

mubah hanya untuk kepentingan dunia, tetapi dalam tahap ter­

tentu dapat meningkat menjadi mandu>b, jika maslahah yang dipe­

liharanya berorientasi untuk kemaslahatan dirinya di akhirat.86

d. H}ara>m

H }ara >m berasal dari akar kata  ً اََ و , ًْُ , ُُْَ , َََ
yang berarti mencegah, melarang dan mencabut.87 Hara>m adalah

85Lihat Imam Muslim, ibid., h. 770. Imam Bukhari, Ibid, h. 678.

Muhammad bin Isha >q bin Khuzaimah Abu Bakar al­Silmi > al­Naisabu >ri >,

S }ah }i>h } Ibn Khuzaimah, juz III (Beirut: Maktabah al­Isla >mi>, 1970), h. 213.
86 ‘Izz al­Di >n, al­Qawa>’id al­Kubra>, juz I, h. 56.
87 Ibn Manzhu >r, Lisa>n al­‘Arab, juz XII, h. 119­122.
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lawan dari wa>jib, yang diambil dari pengertian kata al­H}urmah

yang artinya:

 ام   
Artinya: “Sesuatu yang tidak boleh dilanggar”.

Menurut ‘Izz al­Di>n H}ara>m adalah perbuatan yang dilarang

oleh syara’, dengan muatan mafsadah yang kuat, jika ditinggal­

kan akan mendapat pujian dan balasan kebaikan, jika dikerjakan

akan mendapat celaan dan balasan keburukan didunia atau

akhirat atau keduanya.89

Menurut al­Juwaini> H}ara>m adalah:

90 اا  و  رعا ز 
Artinya: “Sesuatu yang dilarang oleh al­Sya>ri’ dan dicela orang
yang melakukannya”.

 Syauka>ni> mendefenisikan H}ara>m dengan:

      موا وا ا  لو ر حو   
91وا  وا  روا

Artinya: “Perbuatan yang pelakunya dicela, dan dipuji orang
yang meninggalkannya, dan bentuk ini disebut juga al­
muharram, al­ma’siyyah, al­zunu>b,dan al­mazju>r ‘anh, al­
mutawa’a’ad ‘alaih, dan al­qabi>h}”.

Selanjutnya Ibn Badra>n mendefenisikan h}ara>m dengan:

را وو را و و   أو  و  ذ 
92 وإ و و و وذم

88 Ibn Badra>n, al­Madkhal ila> Mazhab Ima>m Ah }mad…, juz I, h. 153.
89 Lihat bab III h. 114.
90 Al­Juwaini >, al­Burha>n…, juz I, h.216.
91 Al­Syaukani >, Irsya>d al­Fuh }u >l…, juz I, h. 43.
92 Ibn Badra >n, al­Madkhal ila> Mazhab Ima>m Ah }mad…, juz I, h. 156.
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“Perbuatan yang pelakunya dicela, walaupun berupa perkataan
atau pekerjaan hati, ia disebut juga dengan mah}zu >r, mamnu>’,
mazju >r, ma’siyyah, zanb, qabi >h }, sayyi’ah, fa >hisyah, dan
isman”.

Defenisi pertama menekankan, bahwa perbuatan h}ara>m itu

adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah dan pelakunya

mendapat celaan, kemudian defenisi kedua menambahkan, selain

mendapat celaan dari syara’, orang yang menghindarkan dirinya

dari perbuatan h}ara>m akan mendapat pujian, sedangkan defenisi

ketiga memperinci perbuatan hukum itu, tidak hanya perbuatan

fisik, tetapi juga berupa perkataan dan pekerjaan hati sebagai

tempat iman dan jiwa seseorang bekerja, yang pada tataran beri­

kutnya melahirkan sikap moral dalam bertindak.

Dengan memperhatikan keseluruhan defenisi di atas, dapat

dirumuskan bahwa h}ara>m adalah perbuatan dan perkataan lahir

dan batin yang dilarang oleh syara’, jika dikerjakan, pelakunya

mendapat celaan dan dosa dan jika ditinggalkan pelakunya men­

dapat pujian dan pahala.

Dari kalangan ulama Mu’tazilah, Abu > al­H}usain al­Basri>

menjelaskan:

  اب أ  ن    ( ا ا  ) اا
93           أن ووا , و  و  

“H }ara >m (perbuatan buruk yang besar) yaitu: perbuatan
hukum yang pelakunya tidak memperoleh pahala lebih besar
dari hukumannya dan tidak pula setara, bahkan lebih utama
tidak dikerjakan”

Defenisi ini berangkat dari konsep h}asanu>qubh} Mu’tazilah

sebagai mana penulis jelaskan sebelumnya. Kalimat “lebih utama

tidak dikerjakan” mengindikasikan, bahwa perbuatan tersebut

93 Abu> Husain al­Bashri >, al­Mu’tamad…, juz I, h.364.
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dilarang, sehingga pada bagian lain dari kitabnya Abu> al­H}usain

al­Basri> menjelaskan:

و  أ م اي      اق     
94    ا

“…dan didefenisikan juga, bahwa perbuatan hara>m itu memiliki
sifat yang dapat mengakibatkan pelakunya mendapat celaan…”.

Dengan celaan yang ditimpakan kepada pelaku perbuatan

haram, maka sesungguhnya tiada perbedaan berarti antara Abu>

al­H }usain al­Basri > dengan pendapat ulama di atas. Bahkan

semakin memperjelas bahwa dalam hukum haram dimensi

mud}aratnya lebih besar dari dimensi maslahatnya, dan karena

mafsadat yang termuat dalam perbuatan hara >m itu sangat

berbahaya terhadap keberadaan manusia di dunia dan di akhirat,

maka syara’ melarang perbuatan tersebut. Dari sini terlihatlah

korelasi antara hukum haram dengan tingkat maslahat d}aru >ri>

yang melatar belakangi ditetapkannya hukum itu.

Untuk membuktikan korelasi itu, penulis memberikan

contoh, dari khita>b Allah berikut:

ُْزبُ وَاَموَا ُِْَوَا ُْَا َما إُَءا َِا َأَ
رََ ْ ُُْ اْنُِَْ هُ ُِُ ْَنَ

Artinya: “Hai orang­orang yang beriman, sesungguhnya
(meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala,
mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk
perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan­perbuatan itu agar
kamu mendapat keberuntungan”. (al­Ma>’idah: 90).

Kata “ُهُِَْ” dalam ayat ini, merupakan perintah Sya>ri’

kepada mukallaf, agar meninggalkan perbuatan meminum

khamar dan perbuatan lainnya yang disebutkan pada pangkal

94 Ibid., h. 265.
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ayat. Kemudian dalam ayat ini terdapat Qari>nah yang menun­

jukkan, bahwa perbuatan­perbuatan tersebut bersifat keji dan

termasuk dalam pekerjaan setan. Sehingga berdasarkan ja>zimnya

tuntutan untuk meninggalkan perbuatan meminum khamar dari

tinjauan lafaz ayat ditambah dengan qari >nah yang ada meng­

hasilkan kesimpulan, bahwa hukum meminum khamar adalah

haram.

Pada ayat berikutnya, Allah SWT lebih jauh menjelaskan

mafsadah yang terkandung dalam perbuatan meminum khamar

dan judi, sebagaimana berikut:

    ِ َءَْَوَا اوَةََا ُَْَ َِُ ننُ أْا ُُ َمإ
ُمأ ْَ ِةا ََو ِا ِذ َ ْُََو ِْَوَا ْَا

ُَنَ 
Artinya: “Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak
menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu
lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi
kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah
kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)” (al­Ma>’idah: 91).

Permusuhan dan kebencian yang terjadi di antara peminum

dan penjudi, serta terhalangnya dari zikrullah dan mendirikan

shalat disebabkan hilangnya akal sehat, padahal akal yang sehat

menjadi syarat untuk menerima beban takli>f, oleh sebab itu akal

yang sehat wajib hukumnya untuk dipelihara, karena jika ter­

ganggu dapat mengancam eksistensi manusia di dunia dan di

akhirat, orang yang akalnya terganggu tidak dapat mengetahui

baik­buruk dengan benar, bahkan ia senantiasa melakukan keka­

cauan dan perusakan, sebagaimana diilustrasikan dalam ayat:

    ُِَََو ُِ ُْإَِ ْ ِْَوَا ْَا َ َمَْَ
 َنِُ ذَاَ َمَْََو َِم ِ ُَأ َُُْوَإ سِ

اُَُ ِَ ََ اُ  اَتِ ُََ ْَونَ
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“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakan­
lah: ‘Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa
manfa’at bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari
manfa’atnya’. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka
nafkahkan. Katakanlah: ‘Yang lebih dari keperluan’. Demikianlah
Allah menerangkan ayat­ayat­Nya kepadamu supaya kamu
berfikir”. (al­Baqarah: 219).

Jika dosanya (mafsadahnya) telah dinyatakan Allah lebih

besar dari manfa’atnya (maslahatnya), maka secara logika,

selayaknya orang yang memiliki akal sehat memilih yang lebih

tinggi maslahatnya, karena kecendrungan manusia untuk me­

milih sesuatu yang paling bermanfa’at baginya dari pada yang

lebih rendah.

Perbuatan meminum khamar dan judi itu disatu disisi

termasuk dalam aspek al­‘a>da>t (kebudayaan), karena prilaku ini

telah menjadi budaya masyarakat Arab khususnya sebelum

datangnya Islam, sementara kebudayaan itu sendiri tercipta

sebagai produk interaksi sosial di antara anggota masyarakat,

sehingga ia termasuk dalam bagian muamalah, jadi dapat di­

katakan, bahwa pokok­pokok hukum tentang muamalah juga

bertujuan untuk memelihara akal (al­‘aql), meskipun melalui al­

a>da>t (kebiasaan­kebiasaan).

Contoh lain dalam masalah muamalah, khitab Allah:

ِا َ َم ََ َِ ًآءََ َُَِْا أُ رقُ وَاروَا
ُِَ ٌَ وَا

“Laki­laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potong­
lah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka
kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa
lagi Maha Bijaksana”. (al­Ma>’idah: 38).

Kata “اُ” dalam ayat ini adalah bentuk fi’l amar, yang

berarti perintah untuk memotong tangan pencuri, baik laki­laki
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maupun perempuan. Perintah ini menunjukkan kuatnya

(jazamnya) tuntutan Sya>ri’ terhadap mukallaf untuk melaksana­

kannya, oleh sebab itu wajib hukum memotong tangan pencuri,

terlepas dari pembahasan tangan mana yang dipotong, ukuran­

nya serta ukuran harta curian yang layak mengakibatkan pem­

berlakuan hukum potong tangan ini.

Pada bagian akhir ayat, Allah menjelaskan bahwa hukuman

ini diberlakukan sebagai balasan dan siksaan terhadap pelaku

pencurian, yang berasal dari ketentuan Allah yang Maha adil.

Artinya hukum yang paling adil untuk pencuri menurut Allah

yang maha adil adalah dipotong tangannya. Balasan dan siksaan

ini memberi dampak fisik dan psikologis terhadap pelaku

pencurian dan orang yang melihatnya agar tidak lagi melakukan

pencurian, dengan terhentinya pencurian, maka terpeliharalah

harta benda (al­ma>l) dari kemusnahan atau pengambilan tanpa

alasan yang dibenarkan. Jika harta­benda tidak terpelihara, maka

kehidupan manusia di dunia akan mengalami kegoncangan, dan

mengancam keberadaan manusia itu sendiri, Oleh sebab itu,

hukum potong tangan ini termasuk dalam tingkatan kemasla­

hatan d}aru >ri >.

e.  Makru>h

Secara etimologi makru>h berasal dari akar kata  ُهََ , َهَ
, َِاََو ,َاََو ,ًْ yang dapat berarti ءا (tidak disukai)

dan ا (sesuatu yang menyusahkan).95

Sebagaimana telah penulis uraikan pada bab III, menurut

‘Izz al­Di>n hukum makruh adalah perbuatan yang dilarang oleh

syara’, dengan muatan mafsadah yang kurang kuat, jika diting­

galkan akan mendapat pujian dan balasan kebaikan, jika dikerja­

kan tidak mendapat celaan atau balasan keburukan di dunia atau

diakhirat atau keduannya.96

95 Ibn Manzu>r, Lisa>n al­‘Arab, juz XIII, h. 534.
96 Lihat bab III, h. 114.

153

M a k n a  d a n  U r g e n s i  S t r a t i f i k a s i  H u k u m  I s l a m ,  S y a r a ’ ,  d a n  I j t i h a d



Al­Juwaini> mendefenisikan makruh dengan:

97 اا   و  ز  وها
“Makru>h adalah Perbuatan hukum yang dilarang, dan orang
yang mengerjakannya tidak dicela”

Kemudian Syauka>ni> mendefenisikannya:

98  و ر ح  وها
“Makru>h adalah perbuatan hukum yang dipuji meninggalkan­
nya dan tidak dicela orang yang mengerjakannya”.

Ibn Badra>n menyatakan:

99          و ر  ح  وه وا
“Makru>h menurut syara’ adalah perbuatan hukum yang dipuji
pelakunya dan tidak dicela orang yang meninggalkannya”.

Defenisi pertama menekankan, bahwa makruh termasuk

dalam perbuatan yang dilarang oleh syara’, tetapi apabila di­

kerjakan pelakunya tidak mendapat celaan Syara’. Kemudian

defenisi kedua dan ketiga menambahkan, bahwa pelaku per­

buatan makruh tidak mendapat celaan dari syara’ dan jika diting­

galkan akan mendapat pujian. Jadi makruh adalah perbuatan

dan perkataan lahir­batin yang dilarang oleh syara’, jika diting­

galkan pelakunya mendapat pujian, tetapi jika dikerjakan

pelakunya tidak mendapat celaan.

Abu> al­H}usain al­Basri> menjelaskan:

 و ذ    يا  ( ا ا  ) وها
100 س  و ,و   اب 

97 Al­Juwaini >, al­Burha>n..., juz I, h. 216.
98 Al­Syaukani >, Irsya>d al­Fuh }u >l…, juz I, h. 43.
99 Ibn Badra >n, al­Madkhal ila> Mazhab Ima >m Ah }mad…, juz I, h. 154­155.
100 Abi Husain al­Bashri >, al­Mu’tamad…, juz I, h.364
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“Makru >h (perbuatan buruk yang kecil) adalah perbuatan
hukum yang hukuman dan celaannya tidak lebih besar dari
pahala dan pujian atas pelakunya, dan tidak apa­apa jika
dilakukan”

Defenisi ini menunjukkan bahwa dimensi mafsadatnya tidak

lebih besar dari dimensi maslahatnya, oleh sebab itu tidak

mengapa dikerjakan. Tetapi karena termasuk dalam perbuatan

qabi>h} yang dilarang atau dianjurkan syara’ untuk ditinggalkan,

maka orang yang meninggalkannya mendapat pujian dan pahala.

Kemudian untuk menunjukkan bahwa hukum syara’ dalam

pandangan ahli us }u >l adalah khita >b Allah yang berhubungan

dengan perbuatan mukallaf, baik berbentuk talab maupun

takhyi>r, maka defenisi makruh atau al­kara>h}ah menjadi:

       ط ا  ا  ا  ب ا
101ز 

“Khita >b Allah yang berhubungan dengan tuntutan untuk
meninggalkan suatu perbuatan, dengan tuntutan yang tidak
bersifat ja >zim (kuat)”.

Pernyataan “Khita >b Allah yang berhubungan dengan

tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan” membeda­

kannya dari tuntutan yang bersifat menuntut mengerjakan suatu

perbuatan, berupa hukum wajib dan nadb, dan membedakannya

dari khita>b Allah yang tidak mengandung tuntutan seperti hukum

mubah. Sedangkan kalimat “dengan tuntutan yang tidak bersifat

ja >zim (kuat)”, untuk membedakannya dengan hukum haram

yang mengandung tuntutan kuat untuk meninggalkan suatu

perbuatan.102

101 Jala >l al­Di>n, Ga >yat al­Wusu >l…, h.141.
102 Ibid.
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Umpamanya hadis Rasul:

ل د و  ا  ل ار  دة أ 
امظ   و  ا  ل اور ا
 و  ا  ل ال ر  ل سا
 أن  ر  أن  ل   رل
 ا أ ذا د ل س سوا  رأ ا

103(رواه ا) ر   
Dari Abi Qata >dah Sahabat Rasulullah saw. berkata: “Saya
masuk Mesjid, sementara Rasulullah sedang duduk di hadapan
jama’ah, maka aku duduk, melihat itu Rasul bersabda: ‘Apa yang
mencegahmu tidak salat dua raka’at sebelum duduk?’ Jawabku:
‘Wahai Rasul, saya melihat engkau sedang duduk dan jama’ah
lain juga sedang duduk’, mendengar itu Rasul bersabda: ‘Apa­
bila seseorang diantara kamu masuk Mesjid, janganlah ia
duduk sebelum salat dua raka’at’”. (HR. Jama>’ah)

Kata “ “ dalam hadis ini merupakan tuntutan syara’

untuk tidak duduk sebelum salat dua raka’at jika masuk Mesjid,

larangan ini dipandang tidak ja >zim, karena diketahui qari >nah,

bahwa salat tah}iyyat al­masjid bukanlah salat wajib, tetapi paling

tinggi hukumnya hanya sunat muakkad (karena sering dilakukan

Nabi dan sangat dianjurkannya). Oleh sebab itu hukum duduk

sebelum salat dua raka’at ketika memasuki Mesjid adalah makru>h.

Sejalan dengan penjelasan tentang hukum haram dan

hukum makruh diatas, ‘Izz al­Di>n membagi al­mafa >sid kepada

dua bagian: pertama, mafsadah yang diharamkan Allah men­

dekatinya. Kedua, mafsadah yang dimakruhkan Allah melaku­

kannya. Mafsadah haram terdiri dari dua tingkatan, yaitu: al­

kaba>’ir (dosa besar) dan al­sagha>’ir (dosa kecil), kemudian masing­

103 Imam Bukha>ri >, al­Ja>mi’ al­S}ah}i>h}…, juz I, h. 170. Imam Muslim, S }ah}i>h}
Muslim…, juz I, h. 495. Ibn Hibba >n, S }ah }i>h } Ibn Hibba>n, juz VI, h. 245.
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masing memiliki tiga lapisan, tertinggi, menengah dan bawah.

Mafsadah dosa besar yang terendah setingkat dibahwah

tingkatan mafsadah dosa kecil tertinggi dan mafsadah dosa kecil

terendah setingkat dibawah mafsadah makruh yang tertinggi,

kemudian mafsadah makruh terendah berada setingkat dibawah

maslahah mubah terendah dan begitulah seterusnya.104

C.  Ijtihad
1.  Pengertian Ijtihad

Kata دإ secara etimologi sewazan dengan لإ, berasal

dari akar kata  yang berarti:

105ا ط  ل ا 
“Mengerahkan segala kemampuan dalam mengerjakan suatu
pekerjaan”.

ااغ ا  اي  ن    106
“Mengerahkan segala kemampuan dalam pekerjaan apapun”.

Kata ijtiha >d dalam bahasa Arab hanya digunakan untuk

semua pekerjaan yang memerlukan pengerahan tenaga

maksimal dan kerja keras, sepeti:

ا    ا
“Ia berijtihad membawa batu penggiling”

dan tidak digunakan untuk pekerjaan yang ringan dan

mudah dikerjakan, seperti:

 د   ا
“Ia berijtihad membawa biji sawi”

104 ‘Izz al­Di >n, al­Qawa>’id al­Kubra>, juz I, h. 56.
105 Ibn Manzhu >r, Lisa>n al­‘Arab, juz III, h. 135.
106 Al­Ra >zi >, al­Mah }su >l…, juz VI, h.7.
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Menurut terminologi Fuqaha’ dan Usu>liyyin ijtihad adalah:

 ...ا  ا ط  و ل ا
      ط    م  

“Pengerahan seluruh kemampuan oleh mujtahid dalam
menggali hukum syara’…hingga mujtahid merasa tidak mampu
melakukan lebih dari itu”.107

Ibn ‘Abidin mendefenisikan ijtihad dengan:

     اد  ا ا ا  ل ا 
دى اا ا

“Mengerahkan segala daya­upaya dalam mengistinbatkan
hukum syara’ dari dalil­dalilnya, dengan memperhatikan metode­
metodenya”.108

Al­‘Amidi> memberi defenisi ijtihad sebagai:

 ا ا   ا ط  اغ اا
 ا  ا ا   و

“Pengerahan faqih segala kemampuannya dalam menggali
hukum­hukum syara’ yang bersifat zanni sampai ia merasa
tidak mampu lebih dari apa yang telah dilakukannya”.109

Kalimat bazl al­mujtahid was’ah pada defenisi pertama,

kalimat bazl al­juhd pada defenisi kedua, dan kalimat istifra>gh al­

was’i pada defenisi ketiga, memberi pengertian bahwa dalam

proses ijtihad, seorang mujtahid berkewajiban mengerahkan

segala potensi dan kemampuan intelektualnya. Potensi dan

107 Imam Ghazali, al­Mustasfa>…, juz I, h. 342.
108 Ibn ‘Abidi >n, Ha>syiah Ibn ‘Abidin ala> al­Darr al­Mukhta >r, cet. II, juz IV

(Bairu >t: Da >r al­Fikr, 1386 H.), h. 336.
109Al­‘A<midi >, al­Ih }ka>m…, juz IV, h. 169.
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kemampuan intelektual dalam ukuran tertentu menjadi per­

syaratan yang harus dipenuhi seseorang yang ingin melakukan

ijtihad. Masalah ini selanjutnya akan dibahas pada bagian

berikutnya.

Kalimat fi> talab al­‘ilm bi al­ah}ka>m al­Syar’iyyah dalam defenisi

pertama, dan fi > istinba >t al­ah }ka >m al­syar’iyyah min adillatiha >

dalam defenisi kedua, kalimat fi > talab al­§an bisyai’in min al­

ah}ka>m al­syar’iyyah pada defenisi ketiga, berfungsi untuk menun­

jukkan bahwa lapangan ijtihad hanya dilakukan pada per­

masalahan zanni> atau pada dalil­dalil hukum yang bersifat §anni>

dan tidak termasuk di dalamnya dalil­dalil hukum qat’i>. Kemu­

dian fungsi lain untuk membedakannya dari ijtihad dalam

bidang selain hukum syara’, seperti: ilmu pasti, ilmu alam dan

lainnya. Jadi bahasan tentang lapangan ijtihad menjadi bagian

yang tidak terpisahkan dari keseluruhan uraian tentang ijtihad.

Kalimat bih}ais yah}uss min al­nafs al­‘ajz ‘an al­mazi>d fi>h pada

defenisi pertama, dan kalimat ‘ala> wajh yah}uss min al­nafs al­‘ajz

‘an al­mazi>d ‘alaih dalam defenisi ketiga, berfungsi untuk menolak

ijtihad yang belum maksimal, karena ijtihad bentuk ini di­

pandang ahli us}u>l sebagai ijtihad yang tidak mu’tabar.110 Sedang­

kan kalimat bi al­nazar al­mu’addi > ilaiha > pada defenisi kedua,

menunjukkan bahwa bahasan tentang metode­metode yang

digunakan mujtahid dalam menggali hukum­hukum syara’ dari

dalil­dalilnya yang terperinci atau dalam menetapkan ketentuan

hukum peristiwa yang belum ada nashnya secara sari >h}, meru­

pakan bagian yang sangat signifikan dari bahasan tentang

ijtihad.

Selaras dengan defenisi­defenisi di atas, ‘Izz al­Di >n men­

jelaskan mujtahid sebagai:111

ا دى إا ا  درا :ا

110 Ibid.
111 ‘Izz al­Di >n, al­Qawa >’id al­Kubra>, juz II, h.158.
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Artinya: “Mujtahid adalah orang yang mampu melakukan
penelitian yang menghantarkan kepada (mengetahui) hukum
(syara’)”

2. Syarat-syarat Ijtihad

Secara global seorang mujtahid harus memenuhi dua

persyaratan:112 pertama, dari segi kemampuan intelektualnya,

seorang mujtahid mesti menguasai ilmu­ilmu yang memung­

kinnya untuk menemukan hukum syara’, dan mengetahui

prioritas dalam bahasan hukum agar dapat mendahulukan yang

wajib didahulukan dan mengakhirkan yang semestinya dike­

mudiankan. Kedua, dari sisi kualitas moral, seorang mujtahid

harus bersih dari dosa­dosa yang menyebabkan dia kehilangan

sifat adilnya. Syarat ini diperlukan, karena fatwa seorang mujtahid

boleh dijadikan sandaran beramal, siapa yang tidak adil, fatwa­

nya tidak diterima. Tetapi untuk dirinya sendiri tidak demikian,

karena al­‘ada>lah merupakan syarat untuk diterimanya sebuah

fatwa, bukan syarat sahnya ijtihad.

Seorang mujtahid boleh berfatwa apabila menguasai ilmu­

ilmu yang memungkinkannya melahirkan suatu produk hukum

dan mengetahui metode untuk memperoleh produk hukum itu.

Ilmu­ilmu yang melahirkan produk hukum itu ada empat, yakni:

al­Kita>b, al­Sunnah, al­ijma>’, dan al­‘aql. Sedangkan Ilmu tentang

cara melakukan ijtihad itu juga ada empat, dua ilmu sebagai

dasar (muqaddim) yaitu: mengetahui na¡ab al­adillah dan syarat­

syaratnya. Dua ilmu sebagai penyempurna (mutammim), yakni:

mengetahui na>sikh­mansu>kh dalam al­kitab dan al­Sunnah, dan

mengetahui riwayat dan membedakan mana yang shahih dan

fasad, yang ditertima dan yang ditolak.113 Masing­masing dijelas­

kan sebagai berikut:

112 Al­Gaza >li >, al­Mustasfa>…, h. 342.
113 Ibid., h. 342­344. Bandingkan dengan ‘Izz al­Di>n, al­qawa>’id al­Kubra>,

juz II, h. 158­159.
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a. Memiliki pengetahuan tentang al­Kitab. Pada dasarnya

mujtahid sangat baik jika menguasai seluruh kandungan

al­Qur’an, tetapi diberi keringanan, yang disyaratkan

hanyalah menguasai ayat­ayat al­Qur’an yang berkenaan

dengan hukum, berjumlah sekitar 500 ayat. Mujtahid

tidak diwajibkan menghafal keseluruhannya diluar kepala,

tetapi ia harus mengetahui tempatnya, agar dapat meng­

gunakannya ketika diperlukan.114

b. Memiliki pengetahuan tentang al­Sunnah. Mujtahid wajib

mengetahui hadis­hadis yang berkenaan dengan masalah

hukum, jumlahnya ribuan, oleh sebab itu ia hanya di­

wajibkan memiliki literatur hadis shahih yang meng­

himpun seluruh hadis hukum dan mengetahui letak­

letaknya, agar dapat menemukannya ketika diperlukan.115

c. Memiliki pengetahuan tentang ijma’. Agar tidak menge­

luarkan fatwa yang bertentangan dengan ijma’, ini bukan

berarti ia harus menghafal seluruh ijma’ ulama, tetapi ia

harus mengetahui ada atau tidaknya ijma’ dalam masalah

yang difatwakannya. Adapun pengetahuannya, bahwa

fatwanya sesuai dengan pendapat suatu mazhab mana­

pun atau ia mengetahu bahwa peristiwa yang terjadi itu

belum dibicarakan ahli ijma’ dipandang telah memadai.116

d. Akal yang dimaksud di sini adalah: setiap melakukan

ijtihad, seorang mujtahid harus melihat kepada al­nafy al­

asli > dan al­bara>’ah al­asliyyah, karena akal pasti menunjuk­

kan nafy al­h }araj (penolakan terhadap kesulitan) pada

perbuatan dan perkataan, dan menunjukkan nafy al­

ah}ka >m (penolakan hukum) terhadapnya dalam bentuk­

114 Imam al­Gaza >li >, ibid.
115 Ibid.
116 Ibid.

161

M a k n a  d a n  U r g e n s i  S t r a t i f i k a s i  H u k u m  I s l a m ,  S y a r a ’ ,  d a n  I j t i h a d



bentuknya yang tidak terbatas. Jika ada pengecualian

oleh al­Kitab dan al­Sunnah, maka pengecualian itu hanya

terjadi dalam maslalah­masalah tertentu walaupun

jumlahnya banyak. Jadi dalam melakukan ijtihad ter­

hadap pristiwa yang belum diatur oleh nash, mujtahid

harus memperhatikan al­nafy al­asli > dan al­bara >’ah al­

a¡liyyah, dan tidak berpaling kecuali ada pengecualian dari

al­Kitab dan al­hadis serta al­qias.117

e. Mengetahui kualitas dalil (na¡ab al­adillah) dan syarat­

syaratnya. Maksudnya mengetahui pembagian dalil­dalil,

bentuk­bentuk, dan syarat­syaratnya. Kemudian menge­

tahui tiga bentuk dalil: pertama, dalil aqli> yang menunjuk­

kan esensinya (tadull liza >tiha >). Kedua, dalil syara’ yang

menjadi dalil berdasarkan ketentuan al­Sya>ri’. Ketiga, dalil

wad}’i, berupa ungkapan­ungkapan kebahasaan.118

f. Memiliki pengetahuan tentang keimanan (ilmu kalam/

ilmu tauhid), syarat minimalnya, memiliki keyakinan

wajib yang menjadinya seorang muslim, jadi Islam

merupakan syarat mutlaq bagi seorang mujtahid.119

g. Mengetahui ilmu tata bahasa Arab, sehingga mampu

memahami pembicaran orang Arab dan idiom­idiom yang

mereka gunakan, mampu membedakan antara kata

sari >h}, za >hir, dan mujmal. Antara hakikat dan maja >z, ‘a >m

dan kha>s, muh}kam dan mutasya>bih}, mutlaq dan muqayyad,

antara nas, fah}w, lah}w, dan mafhu >m.120

h. Mengetahui na>sikh wa al­mansu>kh dalam al­Qur’an dan

al­Hadis, sebagaimana terjadi pada sebagian ayat Qur’an

dan hadis tertentu. Dia tidak disyaratkan menghafal seluruh

117 Ibid.
118 Ibid.
119 Ibid.
120 Ibid.
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ayat dan hadis na>sikh­mansu>kh, tetapi ia hanya diwajib­

kan mengetahui na>sikh­mansu>kh pada ayat dan hadis yang

berkenaan dengan peristiwa yang diijtihadkannya.121

Berkaitan dengan ilmu­ilmu hadis, mujtahid wajib menge­

tahui jalur periwayatan dan mampu membedakan antara hadis

yang shahih dan fasa >d, antara yang maqbu>l dan yang mardu>d.

Dan ia wajib mengetahui bahwa hadis yang diriwayatkan dari

jalur periwayatan yang tidak adil, tidak bisa digunakan sebagai

hujjah. Tetapi jika hadis yang digunakan sebagai hujjah itu sudah

diriwayatkan dari jalur yang diterima sebagian besar ulama

sebagai perawi yang sudah masyhur keadilannya, maka mujta­

hid tidak dituntut lagi melakukan penelitian terhadap sanad hadis

itu. Seperti: hadis yang diriwayatkan Imam Syafi’i dari Imam

malik dari Nafi’ dari Ibn Umar.122

3.  Tingkatan-tingkatan Mujtahid

Kemampuan setiap mujtahid dalam menguasai ilmu­ilmu

yang digunakan dalam melakukan ijtihad berbeda­berbeda

sesuai dengan kemampuan individual yang dimiliki masing­

masing, latar belakang pendidikan, termasuk guru­guru yang

mewarnai corak pemikirannya dan keluasan literatur yang

diperolehnya. Kemudian pengaruh lingkungan sosial­politik

yang berkembang di masa ia hidup juga sangat mempengahuri

sikap intelektualnya.

Berdasarkan kualifikasi penguasaan terhadap persyaratan­

persyaratan ijtihad dan ruang lingkup ijtihad yang dibahas,

ulama mujtahid terbagi kepada dua bagian:123

121 Ibid.
122 Ibid.
123 Al­‘Amidi>, al­Ih}ka>m…, juz IV, h. 220. Bandingkan dengan Muhammad

Salam Mazku >r, al­Ijtiha >d fi > Tasyri >’ al­Isla >mi > (Kairo: Da >r al­Nahd }ah al­

‘Arabiyyah, 1984), h. 106­107. Mukhtar Yahya, Dasar­Dasar Pembinaan Hukum

Fiqh Islam (Bandung: al­Ma’a >rif, 1986), h. 383­384.
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a. Mujtahid mutlak, yaitu mujtahid yang mampu melaku­

kan ijtihad dalam berbagai bidang syari’at, memiliki

metode ijtihad yang ia bangun secara mandiri, maka

mereka disebut juga mujtahid mustaqil, dan disebut

sebagai Imam mazhab, karena dipandang sebagai

pendiri mazhab tertentu. Oleh sebab itu orang yang tidak

mampu berijtihad berpedoman kepada hasil ijtihad mereka.

b. Mujtahid juz’i, yaitu: Mujtahid yang hanya mampu

melakukan ijtihad pada sebagaian permasalahan hukum

syara’. Jika mujtahid itu mampu menguasai metodologi

ijtihad imam mazhab yang diikutinya, dan menerapkan­

nya dalam menemukan ketentuan hukum baru, bahkan

dalam masalah­masalah tertentu ia berbeda pendapat

dengan Imam mazhabnya, maka ia disebut juga mujtahid

fi > al­mazhab.

Jika mujtahid itu hanya mampu melakukan ijtihad pada

masalah­masalah tertentu dalam mazhab yang diikutinya, dan

tidak membahas masalah­masalah pokok yang bersifat umum,

ia disebut mujtahid fi > al­masa >’il. Kemudian mujtahid yang

menghususkan dirinya melakukan takhri >j dan tarji >h} terhadap

berbagai riwayat tentang pendapat ulama mujtahid mutlak dari

suatu mazhab, baik dengan cara riwa>yah maupun dira>yah, untuk

menetapkan mana pendapat yang paling kuat, berdasarkan

pengetahuannya tentang sumber­sumber hukum dan dala >lah­

dala>lahnya, disebut dengan mujtahid muqayyad.

Aktivitas ijtihad yang dilakukan mujtahid dalam setiap

tingkatan mencerminkan, bahwa sebagaian besar ijtihad ulama­

ulama tersebut dilakukan secara individual, karena kualifikasi

pengetahuan yang mereka miliki telah memenuhi persyaratan

untuk melakukan ijtihad, baik secara mutlak dalam seluruh

bidang hukum syara’, maupun secara partikuler pada sebagian

masalah hukum syara’.
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Besarnya otoritas yang dimiliki imam Mazhab dalam

melakukan aktivitas ijtihadnya tidak saja didukung oleh

kemampuan intelektual yang tinggi dan integritas moral yang

tidak diragukan, selain itu mereka hidup pada priode kejayaan

dunia Islam, yang diwarnai dengan semaraknya aktivitas intelek­

tual muslim dalam berbagai bidang kehidupan. Fenomenalnya

perkembangan ilmu hukum syara’ dimasa imam mujtahid

sampai pertengahan abad ke­empat Hijrah disebabkan beberapa

faktor, diantaranya: Dukungan dari khalifah terhadap fiqh dan

fuqaha >’, adanya kebebasan berpendapat dan berkembangnya

perdebatan ilmiah, mencuatnya berbagai peristiwa baru yang

menuntut pembahasan yang segera, dan besarnya pengaruh

budaya majmuk sebagai akibat futuh }a >t daerah­daerah luar

jazirah Arab yang peradabannya lebih komplek dan unik dari

pada peradaban jazirah Arab, dan gencarnya aktivitas pen­

tadwi>n­an berbagai bidang ilmu pengetahuan.124

Pada pertengahan abad ke­empat Hijrah, ulama empat

mazhab memfatwakan tertutupnya pintu ijtihad, maka kajian

fiqh mengalami stagnasi terkurung dalam ruang lingkup mazhab

Imam Mujtahid terdahulu. Dari setiap mazhab hanya melahirkan

ahli­ahli fiqh yang disibukkan aktivitas pembukuan, perbaikan

dan penertiban fiqh dan us }u >l­fiqh mazhab masing­masing.125

Mereka berijtihad untuk menjelaskan konsep us}u>l yang diguna­

kan imam mazhab mereka dengan meneliti ‘illat­‘illat hukum

yang digunakan dalam melakukan istinba >t. kemudian hasil

ijtihad ini disusun dan dinamakan us}u>l­fiqh, sedangkan mereka

disebut ulama takhri>j.126

124 Muhammad Ali al­Sa>yis, Nasy’ah al­Fiqh al­Ijtiha>d wa Atwa>ruh (Mesir:

t.tp., 1970), h. 80­82.
125 Mustafa Ahmad al­Zarqa >’, al­Madkhal li al­Fiqh al­‘Am, juz I

(Damaskus: Dar al­Fikr, 1968), h. 171.
126 Muhammad al­Hud }ari > Bek, Ta>ri>kh Tasyri >’ al­Isla>mi> (Semarang: Da >r

al­Ihya >’ al­Kutub al­Arabiyyah, 1981), h. 331.
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Pada tataran berikutnya, pembicaran para penulis sejarah

pemikiran hukum Islam berkenaan dengan tingkatan mujtahid

mengarah kepada penutupan pintu ijtihad. Maka terbentuklah

opini, bahwa ijtihad mutlak tidak mungkin terjadi setelah era

imam mazhab.127 Pengklasifikasian mereka terkesan mengecil­

kan keberadaan tokoh­tokoh hukum Islam yang memiliki karya­

karya monumental, dan memberikan kontribusi yang cukup

besar untuk pembaharuan pemikiran hukum Islam pada era

kebangkitan menuju bentuk kajian fiqh kontemporer, seperti:

Ima>m al­Harmain al­Juwaini> (w. 478 H), Ima>m al­Gaza>li> (w. 505

H), Ibn Ruysd (w. 595 H), al­Husain al­Ra>zi> (w. 606 H), al­‘Amidi>

(w.631 H), ‘Izz al­Di >n (w. 660 H), Ibn Taimiah (w 728 H),

muridnya Ibn Qayyim (w. 751 H), al­Syatibi > (w. 790 H) dan

sebagainya.

Kemudian pada era kemunduran ini, para khalifah dan

Sulta>n menetapkan suatu mazhab saja sebagai mazhah resmi

negara. Akibat keputusan politik ini, perkembangan pemikiran

hukum terkerangkeng dalam ruang lingkup satu mazhab saja,

karena aturan hukum positif dan materi hukum yang dipelajari

mayoritas masyarakat terbatas pada satu mazhab. Ulama­ulama

yang terlahir pada priode ini terkotak­kotak dalam mazhab resmi

negara dimana ia hidup. Di Baghdad Dinasti Abasiyah men­

jadikan mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi negara. Dinasti­

dinasti kerajaan Islam Sepanyol mengambil mazhab Ma >liki >

sebagai mazhab resmi. Dinasti Ayyubiah menjadikan mazhab

Sya >fi’i > sebagai mazhab resmi. Jadi foktor politik sangat ber­

pengaruh terhadap pemikiran hukum dan ijtihad.

Sesungguhnya tidak seorangpun yang tidak bertaqlid

terhadap pendapat mujtahid lain dan tidak mengetahui ke­

tentuan hukum sebagaian masalah. ‘Amidi > mengatakan,

sesungguhnya mujtahid mutlak tidak mengetahui hukum

127 Mazku >r, Ijtiha>d …, h. 136.
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sebagian masalah.128 Ima>m Ma>lik pernah ditanya dalam beberapa

masalah, tetapi ia hanya menjawab sebagian saja, demikian juga

Abu> H}ani>fah ditanya tentang “al­dahr”, ia menjawab: saya tidak

tahu.129 Ibn Qayyim berkomentar, tidak tertutup kemungkinan,

bahwa Imam mujtahid itu bertaklid kepada mujtahid lain dalam

masalah tertentu, seperti perkataan Ima>m Sya>fi’i> tentang suatu

masalah haji, “saya mengatakannya, bertaqlid kepada pendapat

al­‘Ata’.130 Tetapi tidak diragukan lagi, bahwa mereka adalah

mujtahid mutlak mustaqil.

Yang terpenting orang yang mampu melakukan per­

bandingan antara berbagai pendapat mujtahid tidak boleh mem­

bela mazhab imamnya secara taqlid buta dengan mengatakan

“barangkali imamku mempunyai dalil yang tidak aku ketahui”,

tetapi sebaiknya mengambil sikap yang dinyatakan ‘Izz al­Di>n

dalam pernyataannya:

131ظ  ن  ن و  أ ع ا ا و
Artinya: “Semoga Allah menunjukkan kita untuk mengikuti
kebenaran di manapun dan dari kata­kata siapapun ia keluar”.

Mulai akhir abad XII Hijrah sampai sekarang muncul

kecendrungan di negeri­negeri Islam untuk mempelajari hukum

Islam secara lintas mazhab. Kemudian berkembang pendapat,

bahwa seluruh mazhab ijtihad, seperti empat mazhab Ma>liki>,

H}anafi>, Sya>fi’i> dan H}anbali> merupakan satu mazhab besar dalam

syari’ah, perbedaan pendapat diantara mazhab­mazhab itu sama

dengan perbedaan pendapat dan periwayatan dalam mazhab

individual. Oleh sebab itu ulama yang menganut pandangan ini,

128 Al­‘Amidi >, al­Ih }ka>m…, juz IV, h. 220.
129 Mazkur, Ijtiha >d …, h. 106­107.
130 Muhammad bin Abi bakr bin Ayyu >b al­Damsyiqi > Abu > Abdillah

Ibn Qayyi>m al­Jauziyyah, A’la>m al­Muwaqqi’i>n, (Beirut: Da>r al­ji>l, 1973), juz

IV, h. 212.
131 ‘Izz al­Di >n, al­Qawa >’id al­Kubra>, juz II, h. 159.
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132Al­Zarqa >’, al­Madkhal…, h. 206.

melakukan tarji>h} terhadap berbagai pendapat dari secara lintas

mazhab, untuk memperoleh suatu pendapat yang akan disusun

dalam menjadi undang­undang yang akan diterapkan dalam

pengadilan dan fatwa, dalam rangka memenuhi tuntutan zaman

dan kemaslahatan umat disetiap masa.132

168

M e t o d e  I j t i h a d  a l - I h s a n i



A. Skala Prioritas1 dalam Tinjauan Hukum Islam

Pada uraian terdahulu telah dijelaskan tingkatan­tingkatan

hukum Islam dengan lapisan­lapisannya. Stratifikasi hukum itu

disusun berdasarkan petunjuk nash­nash syara’ yang bersifat

terperinci dan tujuan­tujuan umum dari nash syara’. Hal ini

berangkat dari tata penalaran kebahasaan yang digunakan untuk

memahami maksud dari khita >b al­Sya >ri’, kemudian dengan

memperhatikan muatan maslahat dan mafsadat dalam setiap

masalah ditetapkanlah aturan­aturan hukum pada tingkatan dan

lapisannya.

Selanjutnya sangat perlu diketahui bagaimana seharusnya

bersikap terhadap stratifikasi hukum Islam tersebut, karena jika

BAB V

SKALA PRIORITAS DAN RELEVANSI
STRATIFIKASI HUKUM ISLAM DENGAN

IJTIHAD KONTEMPORER

1 Kata skala berasal dari bahasa Inggris scale yang berarti tingkatan,

batas ukuran, dan martabat. Sedangkan kata prioritas berasal dari priority

yang berarti the quality or state of being prior logically, methodologically, or

epistimologically (kualitas atau keadaan sesuatu yang diutamakan ber­

dasarkan logika, metodologi atau epistimologi). Lihat a Mariam Webster,

Ibid, h.1804. Peter Salim, Ibid, h. 1492. Jadi yang dimaksud skala prioritas

dalam tulisan ini adalah batas ukuran dari tingkatan­tingkatan perbuatan

mukallaf untuk diketahui mana perbuatan yang lebih utama untuk dikerja­

kan dari yang lain (fa>d }il wa al­afd }a>l) dan perbuatan yang lebih utama untuk

ditinggalkan dari yang lain (razi>l wa al­arzal).
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cara menyikapinya tidak benar, maka akan menyebabkan

mukallaf mendahulukan perbuatan­perbuatan yang semestinya

dikemudiankan dan mengabaikan perbuatan­perbuatan yang

semestinya didahulukan. Sikap demikian akan membawa kepada

kesalahan dalam menjalankan ajaran agama, sehingga pen­

jelasan tentang stratifikasi hukum menjadi kurang bermakna

dalam tataran aplikasinya.

Untuk tujuan ini diperlukan pembahasan tentang skala

prioritas dalam perbuatan mukallaf menurut tinjauan hukum

Islam. Bahasan ini akan menjelaskan secara filosofis tentang teori­

teori yang dapat digunakan untuk menentukan prioritas pelak­

sanaan aturan­aturan hukum.

Ditinjau dari perspektif konsep ihsan skala prioritas

pelaksanaan hukum syara’ diukur berdasarkan kualitas muatan

maslahat dan mafsadat dalam setiap perbuatan. Perbuatan

hukum yang memuat maslahat d }aru >ri > lebih utama dari per­

buatan hukum yang memuat maslahat h }a >ji > dan berfungsi

menolak mafsadat d}aru >ri >, sedangkan perbuatan hukum yang

mengandung maslahat h }a >ji > berfungsi sebagai mutammim

(penyempurna) perbuatan hukum yang memuat maslahat d}aru>ri>.

Kemudian perbuatan hukum yang memuat maslahat h}a>ji>

lebih utama dari perbuatan hukum yang memuat maslahat

takmi >li > dan berfungsi menolak mafsadah h}a >ji >, sedangkan per­

buatan hukum yang memuat maslahat takmi>li> berfungsi sebagai

mutammim perbuatan hukum yang memuat maslahat h}a>ji>, dan

tingkatannya lebih tinggi dari perbuatan yang memuat

mafsadah h}a>ji>.

Kemudian perbuatan yang memuat mafsadat d}aru>ri> lebih

berbahaya dari perbuatan yang memuat mafsadah h }a >ji > dan

larangan terhadap perbuatan yang memuat mafsadah d}aru >ri >

berfungsi untuk mendukung perbuatan yang memuat ke­

maslahatan d}aru>ri>. Tingkatan perbuatan yang memuat mafsadat

h}a>ji> lebih rendah dari perbuatan yang memuat maslahat mubah
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dan perbuatan yang memuat mafsadat h }a >ji > berfungsi untuk

mendukung perbuatan yang memuat maslahat h}a>ji>.

Berdasarkan rumusan di atas dapat ditetapkan bahwa

pelaksanaan perbuatan hukum yang memiliki tingkatan wajib

didahulukan atas perbuatan hukum yang memiliki tingkatan

sunat dan pelaksanaan perbuatan hukum yang memiliki

tingkatan sunat lebih diutamakan atas pelaksanaan perbuatan

hukum yang memiliki tingkatan mubah. Begitu juga mening­

galkan perbuatan hukum yang memiliki tingkatan haram lebih

diutamakan dari perbuatan hukum yang memiliki tingkatan

makruh dan Melaksanakan perbuatan hukum mubah lebih

utama dari melaksanakan perbuatan hukum yang memiliki

tingkatan makruh.

Kemaslahatan yang diwajibkan dan disunatkan syara’

terdiri dari tiga tingkatan: al­h }asan wa al­ah}san (baik dan lebih

baik) atau al­fa>d}il wa al­afd}al (mulya dan lebih mulya) dan yang

berada diantara keduanya (al­mutawassit). Jika berkumpul dua

perbuatan yang sama­sama wajib atau sama­sama sunat hukum­

nya, didahulukan yang ah}san dan afd}al, kemudian al­mutawassit

dan terakhir yang h}asan dan fa>d}il. Demikian juga mafsadah yang

diharamkan dan dimakruhkan syara’ terdiri dari al­qabi>h} wa al­

aqbah} (buruk dan lebih buruk) atau al­razi>l wa al­arzal (hina dan

lebih hina) dan yang berada diantara kedua tingkatan (al­

mutawassit). Setiap tingkatan itu ada yang paling tinggi,

menengah dan yang paling rendah. Ada yang sama dan ada

yang tidak sama.2 Jika berkumpul dua hukum yang sama­sama

berada pada tingkatan haram atau sama­sama pada tingkatan

makruh, maka didahulukan penolakan terhadap yang qabi>h} dan

arzal, kemudian al­mutawassit, dan terakhir aqbah} dan al­ra >zil.

Untuk menjelaskan aplikasi dari teori­teori di atas penulis

mengemukakan beberapa pembahasan berikut:

2 ‘Izz al­Di >n, al­Qawa>’id al­Kubra>, h. 39, 54­57.
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1. Mendahulukan Kemaslahatan Akhirat atas Kemaslahatan
Dunia

Menurut ‘Izz al­Di>n yang dimaksud dengan maslahat

akhirat adalah memperoleh ampunan dan rid}a Allah, masuk

surga selamanya, dan melihat wajah Allah yang agung. Se­

dangkan mafsadah akhirat adalah mendapat murka Allah,

kekal dalam neraka dan terhijab dari melihat wajah Allah.3

Untuk memperoleh maslahat akhirat dan terhindar dari

mafsadatnya, mukallaf harus menta’ati titah Allah dan

menghindari larangan­Nya. Keta’atan itu, ada yang semata­

mata mendapat kemaslahatan diakhirat, seperti; melakukan

salat, puasa, haji dan i’tikaf. Kemudian ada pula keta’atan

yang pelakunya mendapat kemaslahatan di akhirat dan

penerimanya mendapat kemaslahatan di dunia, seperti:

menunaikan ibadah zakat, sedekah, korban, wakaf dan

sebagainya.4

Yang dimaksud ‘Izz al­Di >n dengan maslahat dunia

adalah memperoleh kebutuhan sandang, pangan, papan,

pendidikan, status sosial dan sebagainya yang memberikan

kelezatan dan kegembiraan hidup di dunia yang diperoleh

melalui proses yang diboleh syara’.5

Untuk memperoleh kemaslahatan dunia, mukallaf

dibolehkan melakukan aktifitas ekonomi, politik dan sosial

yag tidak bertentangan dengan syara’, seperti: melakukan

perdagangan, pertanian, pertambangan, perkawinan, mem­

bangun negara dan sebagainya yang bersifat mendatangkan

kelezatan dan kegembiraan duniawi.6

Dengan demikian, yang dimaksud dengan kemaslahatan

dunia dan kemaslahatan akhirat di sini adalah kegembiraan

3 ‘Izz al­Di >n, al­Qawa>’id al­Kubra>, juz I, h. 8­9.
4 Ibid., h.20.
5 Ibid.
6 Ibid.
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dan kelezatan yang diperoleh melalui proses yang diwajib­

kan, disunatkan atau dimubahkan oleh syara’, karena ke­

gembiraan dan kelezatan yang diperoleh dari hasil perbuatan

yang dimakruhkan atau diharamkan syara’ bukanlah

kemaslahatan, tetapi itu adalah mud}arat yang semestinya

diabaikan.

Dalam menjalani proses kehidupan di dunia ini,

maslahat manakah yang semestinya lebih diprioritaskan?

Maslahat duniakah atau maslahat akhirat?. ‘Izz al­Di >n

menyatakan:

 اوء واء  اة   ه اار
    ا ةا  ودرءوا وت ا 
      وأ وت ا  اره ا  
أء اء م ا أن ات ارف واال أف
ذ   سف ا و ,ارات ا   اتا

7....ا أم ه 
“Para wali dan sufi mengutamakan maslahat akhirat atas
kemaslahatan dunia, karena mereka tahu perbedaan antara
keduanya, dan mereka lebih menghindari mafsadat akhirat
dengan menjalani sebagian mafsadat dunia, karena mengetahui
perbedaan keduanya, sedangkan asfia >’u al­asfiya >’ mereka
mengetahui bahwa kelezatan al­ma’a >rif dan al­ah}wa >l adalah
yang paling utama, maka mereka lebih memprioritaskannya
dari pada kelezatan dunia dan akhirat, jika manusia seluruhnya
tahu hal itu, niscaya mereka akan bersikap seperti mereka…”.

Pernyataan ini menggambarkan ketinggian posisi kaum

sufi dalam pandangan ‘Izz al­Di >n, sehingga ia berharap

seandainya manusia seluruhnya mengetahui apa yang

dicapai oleh asfia >’ al­asfiya >’, dan mengambil sikap seperti

7 Ibid., h. 7.
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mereka, karena kelezatan dan kegembiraan yang mereka

peroleh jauh lebih tinggi nilainya dan lebih abadi. Satu hal

yang perlu dicatat, bahwa kemaslahatan akhirat tidak bisa

disamakan dengan kemaslahatan dunia, karena kemasla­

hatan akhirat jauh lebih tinggi serta lebih kekal, begitu juga

kemud }aratan akhirat jauh lebih membahayakan dan lebih

kekal.8

Berkenaan dengan mendahulukan kemaslahatan

akhirat atas kemaslahatan dunia, terdapat dalam petunjuk

nash al­Qur‘an:

( :ا) .وا    ةو
“dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan”.
(al­d}uh}a>: 4).

Sedangkan tentang mafsadat akhirat lebih pedih dari

mafsadat dunia Allah menegaskan:

  و ة أاب او مة اا  اب 
(:     ا)   واق  ا

“Bagi mereka azab dalam kehidupan dunia dan sesungguhnya
azab akhirat adalah lebih keras dan tak ada bagi mereka seorang
pelindungpun dari (azab) Allah”. (al­Ra’d: 34).

Menurut al­T}abari,9 dalam surat al­d}uh}a> ayat 4 di atas,

Allah menjelaskan, bahwa kampung akhirat dan segala

kebaikan yang disediakan Allah padanya jauh lebih baik dan

abadi dari kebaikan yang ada di dunia, maka janganlah

bersedih, jika tidak memperoleh kenikmatan­kenikmatan

8 ‘Izz al­Di >n, al­Qawa>’id al­Kubra>, h. 39.
9 Muhammad bin Jari >r bin Yazi >d bin Kha>lid al­T}abari > Ab­ Ja’far, Ja >mi’

al­Baya>n ‘an Ta’wi>l ‘Ayi> al­Qur’a>n, juz XXX (Beirut: Da >r al­Fikr, 1405 H), h.

229.
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duniawi, karena apa yang disediakan Allah di akhirat jauh

lebih baik.

Kemudian dalam ayat 34 surat al­Ra’d, Allah menjelas­

kan bagi orang­orang kafir yang sifat­sifatnya disebutkan

dalam surat ini, akan dibunuh, ditawan dan memperoleh

penderitaan di dunia, sedangkan diakhirat azab Allah jauh

lebih pedih dari penderitaan di dunia.10

2. Memprioritaskan Perbuatan Berdasarkan Kualitas
Maslahatnya

Dalam setiap perbuatan pada umumnya mengandung

maslahat dan mafsadat, sedikit sekali yang semata­mata

mengandung maslahat saja atau mengandung mafsadah

saja. Dalam kasus yang memuat maslahat dan mafsadat

sekaligus hamba harus mampu membedakan mana yang

lebih diprioritaskan, apakah meninggalkan perbuatan itu?,

karena kandungan mafsadatnya lebih besar, atau harus

mengerjakannya karena kandungan maslahatnya lebih

besar. Bahkan dalam kondisi tertentu demi menegakkan

suatu kemaslahatan yang lebih besar, syara’ memerintahkan

mukallaf agar mengerjakan suatu mafsadah.

Kemudian apabila dalam suatu kasus terdapat beberapa

kemaslahatan, maka jika mampu dikerjakan semuanya, jika

tidak didahulukan maslahat yang lebih besar. Demikian juga

jika dalam suatu perbuatan, terdapat beberapa mafsadat,

maka jika mampu dihindari seluruhnya, jika tidak bisa, maka

harus dihindari perbuatan yang paling besar mud}aratnya.

Jadi yang menentukan perbuatan mana yang diprioritaskan

untuk dikerjakan adalah kualitas maslahatnya dan yang

menentukan perbuatan mana yang diprioritaskan untuk

ditinggalkan adalah kualitas mafsadatnya.

10 Ibid., juz XIII, h.161.
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Dalam kaitannya dengan stratifikasi hukum Islam, skala

prioritas perbuatan hukum yang lebih utama untuk dikerja­

kan, ditentukan kualitas maslahat dan mafsadat yang ter­

muat dalam setiap tingkatan, sebagaimana dalam beberapa

hal berikut:

a. Mendahulukan wajib atas sunat

Untuk menegakkan kemaslahatan hamba di dunia

atau di akhirat atau keduanya, Sya>ri’ mewajibkan per­

buatan perbuatan tertentu dan menadbkan perbuatan

yang sama atau berbeda pada waktu dan tempat yang

sama atau berbeda. Meskipun ditinjau dari bentuk

gerakan dan bacaannya memiliki kesamaan akan tetapi

dari segi kualitas maslahatnya perbuatan yang diwajib­

kan lebih tinggi dari yang disunatkan, karena muatan

maslahat yang dikandung perbuatan wajib lebih tinggi

dari muatan maslahat sunat, lebih dari itu, jika perbuatan

wajib ditinggalkan, akan mendapat celaan dan hukuman

di dunia atau akhirat.

Seperti: haji wajib dan umrahnya sama dengan haji

sunat dan umrahnya dalam berbagai hal. Puasa bulan

Ramadan sama dengan puasa Sya’ban dalam segala

bentuknya, tetapi puasa Ramadan lebih utama dari puasa

Sya’ban. Zikir sunat sama dengan zikir wajib dalam

segala bentuknya, takbiratul ihram sama dengan takbir

yang lain padahal ia lebih utama. Demikian juga dengan

zakat wajib memiliki kemaslahatan yang sama (bagi

penerimanya di dunia) dengan maslahat sedekah yang

lain dalam memenuhi kebutuhan fakir miskin, tetapi

zakat wajib lebih utama dari sedekah lainnya, walaupun
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dalam keadaan tertentu benda yang dlisedekahkan itu

lebih baik dari barang yang dizakatkan.11

Ukuran semua ini dapat ditemukan dalam hadis

Qudsi:

إن ا و  ا  ل ال ر ل ة أ 
 ا  إ ء أ ي ب إ ل و

(رواه ارى)12

“dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah saw. bersabda: ...
Aku paling menyukai jika hambaku mendekatkan diri
kepadaku dengan perbuatan perbuatan yang difard }ukan
atasnya...(HR. al­Bukha>ri>).

b. Mendahulukan Salat Fard }u atas Perbuatan Wajib

Lainnya

Sebagaimana telah penulis jelaskan pada bagian

terdahulu, bahwa salat merupakan amal hamba yang

pertama sekali dihisab pada hari kiamat, jika salat wajib

seorang hamba kurang sempurna, maka salat sunatnya

akan berfungsi menyempurnakan salat wajib, jika salat

sunatnya tidak ada, maka hamba itu akan merugi di

akhirat, karena tiada berguna lagi amal amalnya yang

lain.

Menurut ‘Izz al­Di >n dalam mazhab Syafi’I,13 salat

fard }u dan sunat sunatnya didahulukan atas perbuatan

perbuatan fardu lain dan sunat sunatnya. Pandangan ini

disandarkan pada sabda Nabi saw.:

11 Ibid., h. 30
12 Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al­Bukha >ri >, al­Ja>mi’ al­S }ah }i>h },

juz V (Beirut: Da >r Ibn Kasi >r, 1987M/1407H), h. 2384.
13 ‘lzzu al Di >n, al Qawa >’id al Kubra >, juz I, h, 65.
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  و  ا  ل ال ر ل ن
 ة وا أ  ا أنا واردوا و

 اء إ  (رواه ا ن)14
Sauban berkata: Rasulullah saw. bersabda: “berbuat baiklah
dan dekatkanlah (diri kepada Allah) dan ketahuilah, bahwa
sebaik baik amalmu adalah Salat, dan hanya orang beriman­
lah yang memelihara wudlu’...” (HR. Ibn H}ibba>n).

c. Mendahulukan penyelamatan jiwa atas salat dan puasa

wajib

‘Izz al­Di >n berpendapat, bahwa menyelamatkan jiwa

lebih utarna dari mendirikan salat fard}u dan melaksana­

kan puasa wajib.15 Seperti: jika melihat orang yang akan

tenggelam, sementara waktu salat akan habis jika menye­

lamatkannya, atau ketika melaksanakan puasa Ramad}an

melihat orang yang akan tenggelam dan untuk menyela­

matkan orang itu, ia harus makan agar memperoleh tenaga,

maka bolehlah ia berbuka.

Kemudian setelah penyelamatan, ia mengqadla salat.

Sedangkan puasanya, diqadla pada hari yang lain. Ini

termasuk dalam kasus prioritas antara dua maslahat,

menolong orang yang tenggelam berarti menyelamatkan

jiwa, ini adalah maslahat, kewajiban mendirikan salat dan

14 Muhammad bin Hibba >n bin Ah}mad Abu > Ha >tim al Tami >mi> al Bisti>,

S }ah }i >h } } Ibn H }ibba >n, juz Ill (Beirut: Mu’assasah al Risalah, 1993 M), h. 311.

Muhammad bin Abdullah Abu > ‘Abdillah al H }a >kim al Naisabu >ri >, al

Mustadrak ‘ala> al S }ah }i>h }ain, juz 1 (Beirut: Da >r al­­Kutub al ‘llmiyah, 1990 M),

h. 221. Ali bin Abi Bakr al Haisami > Abu> al Hasan, Mawa>rid al Zham’a>n, juz

I (Beirut: Da>r al Kutub al ‘limiyah, t.th.), h. 69. Abdullah bin Abd al­Rahma>n

Ab­ Muhammad al Da >ri >mi>, Sunan al Dirimi>, juz I (Beirut: Da >r al kutub al

Arabi, 1407 H), h. 175.
15 ‘lzzu al Di >n, al Qawa >’id al Kubra >, juz I, h, 66.
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melaksanakan puasa wajib juga maslahat, tetapi menye­

lamatkan jiwa yang suci lebih utama di sisi Allah dari

mendirikan salat fard}u dan puasa wajib, karena pada jiwa

terdapat hak Allah dan hak hamba,16 dan tanpa jiwa orang

tidak bisa lagi melaksanakan kewajibannya sebagai

khalifah Allah di bumi untuk menegakkan kemaslahatan.

d. Prioritas dalam Menginfakkan Harta

Pada harta terdapat hak Allah, hak pemilik, hak istri, hak

anak, keluarga dekat dan jauh, hak tetangga, hak fakir

miskin dan hak mahluk Allah yang lain. Maka dalam

menginfakkan harta, seorang berhak untuk menguta­

makan kebutuhan dirinya, kemudian memenuhi hak istri,

anak dan orang tuanya. Selanjutnya memberi kerabat

dekat dan jauh, tetangga dekat dan jauh yang memerlu­

kan bantuan dan pertolongan. Selain manusia, binatang

yang berada di sekitar manusia juga memiliki hak dalam

harta yang kita miliki sebagai bentuk ihsan terhadap

mereka. Prioritas dalam menafkahkan harta ini berpijak

kepada tuntunan syara’ berikut:

ُُ  ِوفُْَِ ُُَْَِو ُْزر ُ ِدْَا ََو...
مٌَ إ وَُ  ََُْر وَاَِةَِَِ  وْَ َدِَِ ُُُهِ

...َِذ ُْِ ِثارَا ََو
“...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada
para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani
melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah
seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan
juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun ber­
kewajiban demikian...” (al­Baqarah: 233).

16 Ibid.
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Ayah adalah kepala keluarga dalam struktur keluarga

muslim, maka kewajiban nafkah keluarga berada di atas

pundaknya, sesuai dengan kemampuan yang ia miliki.

Oleh sebab itu kewajiban membayar nafkah istri dan anak

anak berada di atas nafkah terhadap yang lain. Nafkah

terhadap istri dan anak anak disebut nafkah wajib, sebab

ia mengandung kemaslahatan d}aru>ri>. Jika tidak terpenuhi

dapat mengancam hidup keluarganya, itulah sebabnya

orang yang ingin menikah wajib memiliki penghasilan

agar mampu memenuhi kebutuhan keluarganya.

Kemudian dalam ayat lain Allah berfirman:

َِََوَا َََوَا َْي اذَو ِُ َ َلَا َوَءَا...
وَاَْ اِ وَاَِِ وَِ ابِ ...

“...dan memberikan harta yang dicintainya kepada kera­
batnya, anak anak yatim, orang orang miskin, musafir (yang
memerlukan pertolongan) dan orang orang yang meminta­
minta; clan (memerdekakan) hamba sahaya…(al­Baqarah:
177).

  Pada tempat lain Allah menjelaskan:

  ْَِاَِ ْَ  ُمأَ ْ َنِُ ذَاَ َمَْَ
وَاَِ وَاَََ وَاِََ وَاَْ اِ وََ ََا  

ُُِَ ِِ ا ن ْَ ْِ
“Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka
nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan
hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak­­
anak yatim, orang orang miskin dan orang orang yang
sedang dalam perjalanan.” Dan apa saja kebajikan yang
kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Menge­
tahuinya”. (al­Baqarah: 215)
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Kemudian Allah memerintahkan:

 ًمَْإ ْَِاََِو ًْَ ِِ اْُَو وا اُُْوَا
   َْذِي ا رَوَا ِََوَا َََوَا َْي اِَِو
     ِا ْوَا ِَِ ِِوَا ِُُا رَوَا
وْَََ أَْمْُ إن ا َ ِُ نَ ُ َْُرًا

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan­Nya
dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang
ibu bapa, karib kerabat, anak anak yatim, orang orang miskin,
tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat,
ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang orang yang sombong dan membangga­
banggakan diri”. (al­Nisa>’: 36).

Pada ayat lain diperintahkan:

وَءَاتِ ذَا اُَ َْ وَاَِْِ وَاَْ اِ وَُَرْ ًِْَا
“Dan berikanlah kepada keluarga keluarga yang dekat akan
haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam per­
jalanan; dan janganlah kamu menghambur hamburkan
(hartamu) secara boros”. (al­Isra>’:26).

Berdasarkan petunjuk dari empat ayat ini, diketahui

bahwa di dalam harta kita, terdapat hak orang tua, kaum

kerabat, tetangga dekat dan jauh, sahabat, fakir miskin,

anak yatim dan ibnu sabil. Urutan ini sekaligus menjadi

prioritas berdasarkan kualitas kedekatan hubungan

darah, interaksi sosial dan berdasarkan kualitas kebutuhan

atas pertolongan untuk pemenuhan keperluan hidup

yang d}aru >ri >, ha >ji > dan takmi >li >.

Kedekatan hubungan darah antara orang tua dan

anak melahirkan kewajiban anak untuk menafkahi orang
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tuanya jika tidak mampu, sebagai bentuk birr al wa>lidain

dan membalas kebaikan yang telah diberikan orang tua

sejak ia kecil, meskipun kebaikan yang ia berikan itu tidak

pernah mampu membayar kebaikan orang tua dengan

nilai yang sama.

Nafkah terhadap kerabat, diprioritaskan berdasarkan

ketentuan hukum waris, diutamakan yang lebih dekat,

kemudian lebih jauh dan seterusnya. Mengenai nafkah

anak yatim dan fakir miskin, lebih diutamakan menafkahi

yang lebih dekat hubungan kerabatnya, kemudian

tetangga dekat, karena yang terdekat menjadi tanggung

jawab orang disekitarnya. Begitu juga ibnu sabil, orang

yang sangat memerlukan bantuan untuk meneruskan

perjalanan dan sedang berada di dekat kita, maka ia ber­

hak untuk memperoleh bantuan sebagai bentuk ihsan

terhadap sesama muslim.

e. Mengangkat Pemimpin dalam Setiap Tingkatan

Berdasarkan Prinsip aqwam al na>s ( سا أ).

‘Izz al­Di>n menyatakan:

و ا  ات  أم  م  إ أ اس
17    ودرء  

“Yang menjadi d }abit dalam seluruh tingkatan kepe­
mimpinan adalah bahwa kami tidak akan mendahulukan
(mengangkat pemimpin) padanya, kecuali orang yang
paling mampu (aqwam al­na >s) menegakkan kemasla­
hatannya dan mencegah kemafsadatannya”.

Jika terjadi kekosongan posisi kekuasaan tertinggi (al

wila>yat al ‘uzma>) dalam suatu negara, kemudian ada dua

17 Ibid.
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orang yang memenuhi persyaratan untuk dicalonkan,

maka diutamakan orang yang paling mampu menjalan­

kan roda pemerintahan. Jika keduanya memiliki ke­

samaan kemampuan dengan kelebihan dan kekurangan

dari berbagai segi, maka dipilih orang yang paling disukai

dan diterima oleh masyarakat, karena perintah dan him­

bauannya untuk mengerjakan suatu kemaslahatan atau

larangannya dari mengerjakan suatu mafsadah, akan

lebih didengar dan dilaksanakan. Maka yang paling

maslahat dengan sebab ini adalah yang paling utama

untuk dipilih.18

Jabatan kehakiman harus diberikan kepada orang

yang paling menguasai hukum dan seluk beluknya. Jika

ada dua orang ang memiliki kemampuan yang sama,

maka keduanya diberikan wilayah kekuasaan masing

masing atau diundi untuk memilih salah satunya. Jabatan

panglima perang hendaknya diberikan kepada orang

yang pemberani dan paling menguasai strategi pepe­

rangan dan memiliki kepribadian yang baik untuk diikuti

bawahan  bawahannya.19

Begitu juga dalam masalah imam dalam salat jama’ah,

didahulukan orang yang paling mengerti rukun, syarat,

sunat dan adab salat. Maka faqih lebih utama dari qari’,

karena faqih lebih mengerti tentang berbagai masalah

dalam salat. Kemudian orang wara’ lebih utama dari lain­

nya karena kewara’annya akan mendorongnya untuk

menyempurnakan syarat dan rukun salat, hingga ia lebih

aqwam terhadap kemaslahatan salat.20

18 Ibid., h. 74.
19 Ibid., h. 75.
20 Ibid., h. 76.
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B. Relevansi21 Stratifikasi Hukum Islam Berdasarkan
Konsep Ihsan ‘Izz al-Di >n dengan Ijtihad Kontemporer22

Untuk menunjukkan adanya relevansi antara metode

stratifikasi hukum Islam berdasarkan konsep ih }sa >n ‘Izz al­Di >n

dengan aktivitas ijtihad di masa sekarang dan yang akan datang

diperlukan pemaparan tentang kontribusi yang dapat diberikan

konsep ini terhadap perkembangan ushul­fikih sebagai metode

ijtihad. Kontribusi itu dapat berupa tambahan terhadap kaidah­

kaidah istinba >t al­ah }ka >m min al­adillah (menggali ketentuan­

ketentuan hukum dari dalil­dalil), dan dapat pula berbentuk

rumusan kaidah­kaidah tatbi>qi> atau kaidah­kaidah umum yang

dirumuskan berdasarkan penelitian terhadap tujuan­tujuan

syara’ secara global, yang dapat diterapkan dalam menetapkan

ketentuan hukum terhadap peristiwa yang baru muncul kini

maupun dimasa mendatang.

Kemudian kaidah­kaidah tersebut diterapkan dalam

beberapa contoh aktual dalam realitas kuhidupan kaum muslimin

sekaligus sebagai pembuktian terhadap adanya relevansi yang

penulis asumsikan. Dengan memperhatikan uraian pada bab­bab

sebelumnya, penulis merumuskan beberapa hal berikut ini,

sebagai kontribusi ‘Izz al­Di>n terhadap pengembangan ushul­

fikih dan ciri khas yang dimilikinya dalam melakukan istinba>t,

yaitu:

1. Pengembangan cakupan dala>lat al-‘amr dan al-nahi >

Salah satu kontribusi ‘Izz al­Di >n yang signifikan terhadap

metode ijtihad dalam kajian hukum Islam adalah perumusan­

21 Kata relevansi berasal dari bahasa Inggris relevance yang berarti

relation to matter at hand (berhubungan langsung dengan masalah). Lihat A.

Mariam webster, Webster’s Dictionary (Springfield: G&C Mariam Company,

1966), h. 1917. Lihat juga Peter Salim, The Contemporary English­Indonesian

Dictionary (Jakarta: Modern English Press, 1986), h. 1806.
22 Kata Kontemporer berasal dari bahasa Inggris contemporary yang

berarti semasa, sewaktu, sezaman, dan masa kini. Lihat Peter Salim, ibid.,

h. 398.
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nya tentang “fi> taqri>b ‘anwa>’ ‘adillat al­amr wa al­nahi>” (pende­

katan dalam merumuskan petunjuk dalil amar dan nahi>).

Menurut ‘Izz al­Di >n, setiap perbuatan yang dituntut

Sya>ri’ untuk dikerjakan, atau Ia kabarkan tentang adanya

tuntutan itu, atau Ia puji perbuatan itu, atau Ia puji pelakunya

karena mengerjakan perbuatan itu, atau perbuatan itu dijadi­

kan sebab untuk memperoleh kebaikan di dunia atau di

akhirat, maka seluruh bentuk khitab ini bermakna perintah.23

Dengan demikian petunjuk dalil al­Qur‘an dan al­Hadis

yang difahami sebagai perintah (amr) dari Sya>ri’, bukanlah

semata­mata berdasarkan petunjuk shi >ghat al­amr yang

mengandung tuntutan (thalab) agar mukallaf mengerjakan

suatu perbuatan,tetapi juga berdasarkan lafzh al­khabar yang

memberi petunjuk tentang adanya thalab (tuntutan) tersebut,

dan setiap perbuatan yang dipuji oleh Sya>ri atau Ia puji pe­

lakunya karena melaksanakan perbuatan itu, atau suatu

perbuatan dijadikan sebab untuk memperoleh kebaikan di

dunia atau di akhirat, maka semua bentuk dalil ini dipandang

sebagai perintah Sya>ri’.

Jadi, yang dikategorikan ‘Izz al­Di>n sebagai bentuk amar

(perintah) dalam petunjuk dalil dari al­Qur’an dan al­Hadis

ada tiga macam:

a. berbentuk shi>ghat al­amr (kalimat perintah),

b. berbentuk lafz al­khabar (kalimat berita) yang memberi

petunjuk tentang adanya thalab (tuntutan mengerjakan

suatu perbuatan).

c. dalil yang memuat pujian Sya>ri’ terhadap suatu perbuatan

atau memuat pujian terhadap pelakunya karena menger­

jakan suatu perbuatan, atau dalil itu memberitahukan

bahwa suatu perbuatan menjadi sebab untuk memperoleh

kebaikan di dunia atau di akhirat atau keduanya sekaligus.

23 ‘Izz al­Di>n, al­Ima>m…, h. 82.
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Secara terperinci ‘Izz al­Di >n memberikan kriteria­

kriteria terhadap bentuk amar yang ketiga ini, sebagai

berikut:

“Setiap perbuatan yang dimuliakan syara’, dipujinya,

dipuji pelakunya, disukainya, dicintainya, ia cintai pelaku­

nya, diridlainya, ia ridlai pelakunya, atau disifatinya dengan

istiqamah, berkah, baik, atau Ia bersumpah dengannya, atau

dengan pelakunya, atau dijadikan syara’ sebagai sebab untuk

memperoleh cinta­Nya, atau untuk memperoleh pahala, atau

menjadikannya sebab untuk disebut Sya>ri’, atau sebagai

tanda syukur, atau memperoleh hidayah, atau pelakunya

mendapat rid}a, atau diampuni dosanya, atau diterima, atau

pelakunya mendapat pertolongan (Allah), atau kabar

gembira­Nya, atau menyifati pelakunya dengan baik, atau

menyifati perbuatan itu dengan ma’ruf, atau menghilangkan

kesedihan dan rasa takut dari pelakunya, atau menjanjikan­

nya dengan rasa aman, atau dijadikanNya sebab menjadi wali

Allah, atau mensifati pelakunya dengan (memperoleh)

hidayah, atau menyifati perbuatan itu dengan sifat terpuji

seperi: al­h}aya>t, al­nu>r, al­syifa>’, atau perbuatan yang diperin­

tahkan Allah kepada para Nabi, adalah diperintahkan”.24

Sesungguhnya seluruh kategori ini dapat dikelompok­

kan menjadi dua bagian saja, yaitu: bagian pertama, ber­

bentuk pujian (al­madh}) dan bagian kedua, berbentuk janji

akan memperoleh balasan kebaikan (al­wa’d), tetapi karena

beragamnya ekspresi nas dalam menunjukkan pujian dan

janji kebaikan ini, maka diperlukan perincian ini agar dapat

digunakan untuk memahami keseluruhan khita >b al­Sya >ri’.

Penulis memandang perincian kreteria ini sebagai kontribusi

‘Izz al­Di >n terhadap metode istinba >t hukum dari nas­nas

karena bentuk ini belum penulis temukan pada pola pena­

laran ulama lainnya.

24 Ibid., h. 87­104.
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Begitu juga bentuk larangan Sya>ri’ dalam na¡. Menurut

‘Izz al­Di >n nahi dalam nas tidak hanya berbentuk thalab al­

tark (tuntutan meninggalkan suatu perbuatan) atau ber­

bentuk lafzh al­khabar yang memberitahu tentang adanya

thalab al­tark itu, tetapi setiap perbuatan yang dicela Sya>ri’

atau Ia cela pelakunya karena melakukan perbuatan itu, atau

Ia jadikan suatu perbuatan sebagai sebab yang mengaki­

batkan pelakunya mendapat keburukan di dunia atau di

akhirat juga dipandang sebagai bentuk larangan Sya>ri’.25

Jadi yang dikategorikan ‘Izz al­Di >n sebagai bentuk nahi >

(larangan) dalam petunjuk­petunjuk dalil al­Qur’an dan al­

Hadis ada tiga macam:

a. berbentuk shi >ghat al­nahi > (kalimat larangan),

b. berbentuk lafz al­khabar (kalimat berita) yang memberi

petunjuk tentang adanya thalab al­tark (tuntutan me­

ninggalkan suatu perbuatan).

c. dalil yang memuat celaan Sya>ri’ terhadap suatu perbuatan

atau memuat celaan terhadap pelaku suatu perbuatan

karena mengerjakan perbuatan itu, atau adanya pen­

jelasan bahwa perbuatan itu menjadi sebab terjadinya

keburukan di dunia atau di akhirat atau keduanya

sekaligus.

Secara terperinci ‘Izz al­Di >n memberikan kriteria­

kriteria terhadap bentuk nahi> yang ketiga ini, sebagai berikut:

“Setiap perbuatan kasbi > yang disuruh Sya>ri’ meninggalkan­
nya, atau perbuatan dan pelakunya dicela (‘ataba), dikecam
(zamma), dibenci (maqqata), atau menyangkal (nafa >)
kecintaan dan kerid }aanNya, atau menyamakan (syabbaha)
pelakunya dengan binatang atau setan, atau menjadikan

25 ‘Izz al­Di>n, al­Imam…, h. 82.
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perbuatan itu sebagai penghalang untuk mendapat petunjuk
atau diterima (amalannya), atau menyifatinya dengan
kejelekan, tidak disukai (kara>h}ah), atau para Nabi berlindung
dari perbuatan itu dan kegelapannya, atau dijadikan penghalang
memperoleh kemenangan, atau akan mendapat azab didunia
dan akhirat, atau mendapat celaan (lizamm), makian (laum),
kesesatan (dhala >lah), maksiat, atau disifati dengan kotoran

(khabas, rijs, najas), atau karena perbuatan itu menyebabkan
dosa, kefasikan, atau penyebab dosa, larangan, langnat, kemur­
kaan, mendapat siksa, hukuman had, atau untuk menjamin
jiwa, atau (mengakibatkan) keras hati, kehinaan didunia atau
akhirat, atau melahirkan keburukan didunia atau diakhirat,
atau menentang Allah Ta’a>la, atau memerangi­Nya, atau mem­
perolok­olokkan­Nya, mencemooh, atau perbuatan itu dijadikan
sebab Tuhan melupakan pelakunya, atau Ia menyifati sabar,
bermurah hati terhadap prilaku tersebut, atau memaafkannya,
atau mengampuni pelakunya, atau bertaubat dari perbuatan
itu, atau menggolongkan pelakunya demgan kotoran, hinaan,
atau menisbahkan perbuatan itu dengan perbuatan setan,
dipengaruhi setan, atau dikuasai setan, atau disifatinya dengan
sifat tercela seperti: zalim, sakit, dan para Nabi melepaskan
tanggung jawab dari perbuatan itu atau dari pelakunya, atau
sebagian pelakunya mengadu kepada Allah, atau memandang
pelakunya sebagai orang yang mengadakan perlawanan, atau
melarang para Nabi putus asa, sedih terhadap pelakunya, atau
perbuatan itu menyebabkan penyesalan di dunia dan akhirat,
atau diharamkan surga dan isinya atas pelakunya, atau dinya­
takan pelakunya adalah musuh Allah, atau pelakunya menang­
gung dosa orang lain, atau pelakunya diakhirat dilaknat Allah,

atau sebagian pelaku tidak bertanggung jawab terhadap pelaku
lainnya, atau sebagian pelakunya menyalahkan pelaku lainnya,
atau menyatakan pelakunya orang sesat, atau pelakunya
ditanya tentang alasan perbuatan itu dengan ‘urf yang berlaku,
atau melarang para Nabi mendo’akan pelakunya, atau menjadi­
kan perbuatan itu menjauhkan pelakunya dari Allah, terusir,
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atau terbunuh, atau Tuhan menyatakan ketidak sukaannya,
maka seluruh perbuatan ini dilarang”.26

Pada hakikatnya seluruh seluruh kategori ini dapat

dikelompokkan menjadi dua bagian saja, yaitu: bagian

pertama, berbentuk celaan (al­zamm) dan bagian kedua,

berbentuk ancaman akan memperoleh balasan keburukan

(al­wa’i>d), tetapi karena beragamnya ekspresi nash al­Qur’an

dan al­hadis dalam menunjukkan celaan dan ancaman ini,

maka diperlukan perincian ini agar memberi kemudahan

untuk memahami berbagai bentuk ungkapan nash. Dan

keragaman ini bertujuan agar orang yang membaca khita >b

Sya>ri’ lebih berkesan, memberikan rasa takut yang lebih kuat,

dan termotifasi untuk menghindar dari perbuatan­perbuatan

yang dilarang syara’.

Jika dilihat dari perspektif ilm al­ma’a>ni>, sesungguhnya

bentuk amr dan nahi> pada kategori ketiga, termasuk dalam

bentuk al­insya>’ gair talabi>, ia tidak dibahas dalam kajian ilmu

balaghah, karena sebagian besar bentuk sigatnya, pada

dasarnya berbentuk khabar yang diubah menjadi bentuk al­

insya>’.27 Menurut al­Sayyid Ah}mad al­H}asyimi>, kalimat yang

berbentuk al­insya >’ gair thalabi > ini dapat berbentuk حا
(pujian),     ا (celaan), دا (perjanjian), ا (sumpah),

ا (keheranan), ءا (harapan), dapat juga dengan

bentuk ّرب , ّ, dan  ا .28

Dengan demikian, dapat dimengerti, bahwa penjelasan

‘Izz al­Di >n tentang pengembangan cakupan makna dari

petunjuk dalil­dalil nash yang memberikan pengertian amar

dan nahi di atas menggunakan ilmu al­ma’a >ni, hal ini me­

nunjukkan penguasaannya yang mendalam dalam kajian

26 Ibid.
27Al­Sayyid Ahmad al­H}asimi >, Jawa>hir al­Bala>gah fi> al­Ma’a>ni>, al­Baya>n

wa al­Badi>’, (Beirut: Da >r al­Fikr, 1994), h. 64.
28 Ibid.
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ilmu al­baya>n dan al­ma’a>ni>, karena kriteria­kriteria petunjuk

dalil amr dan nahi> pada bentuk ketiga merupakan penerapan

dari kaidah ilmu al­ma’a>ni dalam memahami khita>b al­Sya>ri’.

Sehingga jumlah ayat­ayat yang dapat dijadikan sebagai

sumber hukum bertambah banyak, dan lebih membantu

mujtahid dalam menggali ketentuan hukum dari nash dan

menjawab berbagai permasalahan yang muncul dimasa

sekarang dan yang akan datang.

Dari sisi lain, kriteria ‘amr dan nahi > yang ketiga itu,

terlihat memiliki keterkaitan yang kuat dengan kaidah

umum: و درء ا ا , karena pada semua kriteria

tersebut dapat dihimpun dalam dua bagian: pertama, semua

petunjuk dalil yang memuat pujian (al­madh) dan janji

kebaikan (al­wa’d) terhimpun dibawah cakupan amr

(perintah), kemudian terkristal dalam kaidah jalb al­masha>lih

(menegakkan semua bentuk maslahat).

Kedua, semua petunjuk dalil yang memuat celaan (al­

zam) dan ancaman keburukan (al­wa’i>d) terhimpun di bawah

cakupan nahi> (larangan), kemudian terkristal dalam kaidah

dar’ al­mafa>sid (menolak semua bentuk mafsadat).

Uraian di atas menunjukkan bahwa konsep”ih }sa >n”

yang penulis jadikan sebagai topik utama dalam memahami

metode ijtihad ‘Izz al­Di >n secara sistematis dimulai dari

perumusan kaidah­kaidah kebahasaan yang ia gunakan

untuk memahami ayat­ayat yang terperinci, kemudian

menghimpun kaidah­kaidah itu seraya menangkap tujuan­

tujuan umum dari keseluruhan petunjuk dalil­dalil nash

sampai akhirnya merumuskan suatu kaidah yang mengikat

seluruh aturan hukum syara’.

2. Keluasan Cakupan Konsep Ih}sa>n

Konsep Ih }sa >n ‘Izz al­Di >n memiliki lapangan pembahasan

yang sangat luas. Keluasannya mencakup seluruh dinamika
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kehidupan komunitas muslim itu sendiri, sehingga ia mampu

mengawal setiap bentuk perkembangan yang kompleks

dan bersifat partikuler. Hal ini disebabkan konsep Ih }sa >n

memandang hukum Islam mengatur seluruh aspek ke­

hidupan manusia yang terbagi kepada tiga bagian: pertama,

mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, sebagai

prioritas yang paling utama. Kedua, mengatur hubungan

manusia dengan seluruh makhluk Allah, mulai dari mengatur

hubungan antara sesama manusia baik dengan muslim

maupun dengan non muslim. Sampai dengan mengatur cara

berlaku terhadap fauna, flora dan seluruh lingkungan hidup

mukallaf. Ketiga, berkenaan dengan penataan pola hidup

setiap pribadi atau mengatur tata­cara manusia memper­

lakukan dirinya sendiri.

Penegakan kemaslahatan manusia dalam konsep ini

hanyalah sebagian dari kemaslahatan seluruh mahluk,

sehingga kemaslahatan yang ditegakkan syari’at tidak hanya

bertumpu pada kepentingan manusia, tetapi karena manusia

yang memperoleh amanat dan memiliki kemampuan untuk

melaksanakan amanat itu maka beban penegakan ke­

maslahatan itu tertumpu diatas pundak manusia.

Untuk menjelaskan bahwa jalb al­masa >lih } wa dar’ al­

mafa >sid tidak hanya bertumpu pada kepentingan manusia

semata, ‘Izz al­Di>n memaparkan kaidah tentang hak­hak.29

Ditinjau dari kepentingan jalb al­masa >lih} wa dar’ al­mafa >sid,

hak­hak itu secara garis besarnya terbagi dua:

Pertama, berhubungan dengan hak­hak kha>liq, seperti

ketaatan dan iman, meninggalkan kekafiran dan dosa.

Kemudian hak­hak Allah ini terbagi kepada tiga bagian:

a. Hak yang semata­mata untuk Allah, seperti ma’rifat dan

ah}wa>l yang diperoleh berdasarkan iman terhadap segala

29 ‘Izz al­Di >n, Al­Qawa>’id al­Kubra>, juz I, h. 153 dan seterusnya.
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sesuatu yang wajib diimani, diantaranya iman kepada

kerasulan, iman tentang penurunan al­Kitab, iman

terhadap seluruh kandungan hukum syara’, pahala dan

dosa.

b. Hak yang bercampur antara hak Allah dan hak hamba,

seperti: zakat, sedekah, kafarat, korban, hadiah, wasiat,

wakaf, dan seluruh ibadah maliah yang sunat. Semua hal

ini disatu sisi merupakan sarana mendekatkan diri kepada

Allah, disisi lain ada manfaat untuk orang yang mene­

rimanya. Tujuan nyata dari kategori ini memberikan

kemaslahatan kepada hamba dengan sedekah wajib

maupun sedekah sunat, jadi fungsinya sebagai sarana

mendekatkan diri kepada Allah bagi orang yang me­

nunaikannya dan kasih­sayang bagi penerimanya.

c. Akumulasi dari hak Allah, hak Rasulullah dan hak

mukallaf. Umpamanya dalam ibadah salat, padanya

terakumulasi ketiga bentuk hak tersebut. Hak Allah

berupa niat, takbir, tasbih, tahiyat, berdiri, duduk, ruku’,

sujud dan tawa >bi’nya seperti duduk iftira >sy dan tidak

berbicara dan banyak gerak selama salat. Adapun hak

Rasulullah diantaranya al­tasli >m diakhir salat dengan

tarah}h}im dan tabarruk. Kemudian salawat atas Nabi pada

tasyahhud akhir dan tasyahhud awal (dengan perbedaan

pendapat). Selanjutnya syahadat kepada Nabi sebagai

pembenaran risalah yang dibawa­Nya.

Kedua, jalb al­masa >lih} wa dar’ al­mafa >sid Yang berhu­

bungan dengan hak mahluk­mahluk terbagi kepada tiga

bagian:

a. Pertama hak manusia atas dirinya sendiri, seperti

memenuhi kebutuhan dirinya dengan sandang, papan,
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pangan, pernikahan dan sebagainya. Pemenuhan hak­

hak diri manusia ini merupakan langkah awal sebelum

melakukan maslahah lainnya.

b. Kedua, hak manusia terhadap sesama manusia, ukuran­

nya menegakkan setiap maslahat yang wajib atau mandub

dan menolak segala mafsadah haram atau makruh.

Kemudian hak­hak ini terbagi kepada fard}u ‘ain, fard}u

kifayah, sunat ‘ain dan sunat kifayah, disamping itu

adapula yang diperselisihkan antara wajib atau sunatnya,

fard}u kifayah atau fard}u ‘ainnya.

c. Dalam hubungan sosial­kemasyarakatan, mulai dari

membangun hubungan bertetangga, memulyakan tamu,

menjawab panggilan atau undangan, Melayat orang sakit,

orang meninggal dan menyelenggarakan jenazah,

sampai hanya menebar salam dan senyum setiap ber­

jumpa.

d. Ketiga hak fauna (baha>’im/h}ayawan) terhadap manusia.30

Hak ini ditunaikan dengan memberikan makanan hewan

bersangkutan sesuai dengan kebutuhannya serta

mengobatinya meskipun tidak mengambil manfa’at

darinya.

Kemudian terhadap binatang yang dimanfa’atkan,

janganlah membebaninya dengan muatan yang tidak sesuai

dengan kemampuannya, dan tidak menempatkannya

dengan binatang sejenis atau tidak sejenis yang dapat

menyakitinya… Apabila menyembelih, dilakukan dengan

pisau yang tajam, sehingga satu potongan lebih utama dari

berkali­kali.

30 ‘Izz al­Di >n, al­Qawa>’id al­Kubra>, h. 167.

193

S k a l a  P r i o r i t a s  d a n  R e l e v a n s i  S t r a t i f i k a s i  H u k u m  I s l a m



Meskipun secara ekplisit, ‘Izz al­Di>n tidak menyebutkan

tentang hak lingkungan hidup terhadap manusia, tetapi

luasnya cakupan konsep jalb al­masa >lih} wa dar’ al­mafa >sid

dalam perspektif konsep ihsan memberi pengertian bahwa

permasalahan lingkungan hidup tercover didalamnya.

Manusia sebagai mahluk hidup secara ekologik meru­

pakan bagian integral dari lingkungan dan mempunyai

peranan penting dalam keseluruhan komponen lingkungan

hidup. Bahkan didalam teori lingkungan hidup dikatakan

bahwa pengertian lingkungan hidup berarti suatu upaya

melihat peranan manusia dalam seluruh sistem lingkungan

hidup. Artinya bahwa manusialah yang paling pokok di­

dalam menata ekosistem itu sehingga tercapailah keutuhan

lingkungan.31

Peranan manusia yang sangat signifikan dalam menata

seluruh sistem lingkungan hidup merupakan gambaran

kongkrit dari posisinya sebagai pengemban beban taklif dari

Sya>ri’, jadi poin pentingnya bukan pada kepentingan manusia

semata, melainkan pada peranan manusia dalam mene­

gakkan kepentingan seluruh mahluk dalam tatanan serasi

dan saling membantu.

Kebutuhan populasi dalam ekosistem berkaitan sekali

dengan keberadaan lingkungan hidup secara menyeluruh.

Setiap mahluk hidup memerlukan mahluk hidup yang lain

dalam pengertian saling membutuhkan dan saling ber­

kepentingan untuk mencapai suatu tujuan.32 Eksistensi

mahluk hidup bahkan seluruh alam tidak terlepas dari tujuan

penciptaan “setiap penciptaan mempunyai suatu missi atau

tujuan yang tidak sia­sia”, firman Allah:

31 M. Bahri Ghazali, Lingkungan Hidup dalam Pemahaman Islam (Jakarta:

Pedoman Ilmu Jaya, 1996), h. 77.
32 Ibid., h. 78.
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 وا ا ظ ذ ط  رض وء واا  و
 وا  ار

“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang
ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah
anggapan orang­orang kafir, maka celakalah orang­orang kafir
itu karena mereka akan masuk neraka”. (S }ad: 27).

Misi dan tujuan penciptaan lingkungan hidup adalah

kemanfa’atan bagi setiap populasi terhadap populasi lainnya,

termasuk manusia yang sangat berperanan dan berhajat

terhadap mahluk lainnya, bahkan kelangsungan hidup

manusia ditentukan oleh keberadaan mahluk lain sebagai

pemenuhan hajatnya.

Dengan demikian pelaksanaan fungsi manusia dalam

menata dan menjaga keserasian sistem lingkungan hidup

merupakan aplikasi dari pemenuhan terhadap hak­hak

lingkungan hidup terhadap manusia, sekaligus untuk me­

menuhi kebutuhan manusia itu sendiri terhadap mahluk lain

untuk kelangsungan hidupnya.

3. Corak Penalaran Rasional-Transendental

Hukum fiqh merupakan produk ijtihad yang dilakukan oleh

para ulama yang memiliki kemampuan ijtihad. Kemampuan

ijtihad ini diukur berdasarkan terpenuhinya syarat­syarat

minimal sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu.

Ijtihad ditinjau dari pelaksanaannya merupakan proses

penalaran yang menggunakan beberapa perangkat berfikir

untuk menetapkan suatu ketentuan hukum yang mengatur

tingkah­laku kaum muslimin. Penetapan hukum dapat

dilakukan dengan menggali hukum dari dalil atau dengan

menerapkan kaidah­kaidah umum terhadap peristiwa atau

permasalahan yang diijtihadkan.

195

S k a l a  P r i o r i t a s  d a n  R e l e v a n s i  S t r a t i f i k a s i  H u k u m  I s l a m



Dalam pola penalaran konsep ih }sa >n kaidah jalb al­

masa >lih} wa dar’ al­mafa >sid dijadikan kerangka dasar dalam

mempetakan seluruh ketentuan­ketentuan hukum syara’.

Pengetahuan tentang kemaslahatan dan kemud}aratan dunia­

akhirat dapat diketahui melalui al­kitab, al­Sunnah, jika ada

yang sulit diketahui, maka digali dengan dalil­dalil syara’

lainnya, yaitu: al­ijma’, al­qias al­mu’tabar, dan al­istid }a >l al­

sah }i >h }.33

Kemaslahatan akhirat hanya dapat diketahui melalui

keterangan Syari’, sedangkan maslahah dan mafsadah yang

berkenaan dengan masalah duniawi selain diketahui melalui

syara’, dapat juga diketahui melalui al­d}aru>ra>t (keniscayaan),

al­taja>rub (melalui proses percobaan), al­‘a>da>t (kebiasaan), dan

al­zunu >n al­mu’tabara >t (praduga kuat yang dibenarkan

syara’).34

Untuk mengetahui kualitas maslahah dan mafsadah,

mana yang ra>jih} (kuat) dan mana yang marju>h} (lemah), dapat

menggunakan logika, dengan catatan, syara’ belum men­

jelaskannya, kemudian dibentuklah hukum berlandaskan

rumusan tersebut. Oleh sebab itu bagi orang yang cerdas,

merealisasikan maslahat­maslahat yang murni (masa >lih} al­

mah}d}ah), atau menolak mafsadat­mafsadat yang murni (al­

mafa >sid al­mah}d}ah)35 dipandang baik dan terpuji walaupun

sebelum turunnya syari’at.36

Suatu hal yang perlu digaris bawahi dari rumusan di

atas, ‘Izz al­Di>n memberikan porsi yang besar kepada akal

33 ‘Izz al­Di >n, al­Qawa>’id al­Kubra>, h. 5.
34 Ibid.
35 Yang dimaksud dengan maslahat murni adalah maslahat yang tidak

bercampur dengan mafsadah atau secara empiri dapat diketahui akal sehat

tentang nilai kebaikan yang dikandungnya. Sedangkan mafsadat murni

adalah mafsadah yang tidak bercampur dengan maslahat atau secara empiri

dapat diktahui oleh akal sehat tentang nilai keburukan yang dimilikinya.
36 ‘Izz al­Di >n, al­Qawa’id al­Kubra>, juz I, h. 5­10.
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untuk menggunakan logika dalam menetapkan suatu

ketentuan hukum yang berkenaan dengan kemaslahatan

dunia. Logika itu digunakan untuk mempertimbangkan

muatan maslahat dan mafsadat yang terkandung dalam

setiap perbuatan yang diijtihadkan. Kemudian untuk menguji

dan menetapkan kualitas maslahat­mafsadat tersebut

digunakan beberapa cara sesuai dengan permasalahan yang

dibahas.

Menurut hemat penulis jika ijtihad itu dilakukan dalam

masalah yang berkaitan dengan bidang kedokteran, kimia,

fisika dan permasalahan lainnya dapat menggunakan al­

taja>rub (melalui proses percobaan). Jika ijtihad itu berkaitan

dengan masalah sosial­kemasyarakatan, sebaiknya meng­

gunakan prinsip al­d }aru >ra >t (keniscayaan), dan al­‘a >da >t (ke­

biasaan), dengan catatan perumusan hukum yang dihasilkan

ijtihad ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum

syara’ yang sudah diatur secara terperinci dalam nas dan

tidak bertentangan pula dengan kaidah­kaidah hukum syara’

yang umum.

Penggunaan al­taja >rub, prinsip al­d }aru >ri >, dan al­a >da >t

dalam menemukan ukuran muatan maslahat­mafsadat

dalam suatu masalah hanya menghasil pengetahuan yang

bersifat al­zunu >n (praduga­praduga kuat), dan sifat ini

mewarnai seluruh bentuk hukum fiqh, karena fiqh meru­

pakan pengetahuan tentang hukum syara’ praktis sebagai

hasil proses penalaran mujtahid dengan memperhatikan

petunjuk dalil syara’. Dengan demikian corak penalaran yang

ditawarkan ‘Izz al­Di >n ini bersifat rasional­transendental.

Rasional karena dalam proses ijtihadnya menggunakan

logika dan cara­cara ilmiah. Transendent karena senantiasa

menggunakan petunjuk dalil­dalil syara’ sebagai filter dan

alat ukur kebenaran hasil ijtihad itu.
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Mengacu kepada uraian di atas penalaran rasional

transendental dalam ijtihad adalah penalaran yang mendaya

gunakan logika dan teori­teori ilmiah untuk mengetahui

muatan maslahat­mafsadat dalam suatu masalah atau

peristiwa, kemudian berdasarkan pengetahuan itu diper­

timbangkanlah muatan maslahat atau muatan mafsadat

yang terkuat dan menilainya dengan petunjuk dalil­dalil

syara’ untuk menetapkan ketentuan hukumnya.

4. Metode Stratifikasi Hukum Islam

Untuk menerapkan ijtihad dengan metode stratifikasi hukum

Islam berdasarkan konsep ih }sa >n ‘Izz al­Di >n dapat meng­

gunakan kerangka pemetaan berikut:

a. Wa >jib dan H }ara >m diberlakukan untuk menegakkan

kemaslahatan yang d}aru>ri >. Perbuatan wajib diperintah­

kan dengan tuntutan yang bersifat ja>zim (kuat). Ketiada­

annya mengancam eksistensi manusia di dunia atau di

akhirat atau keduanya sekaligus. Perbuatan yang di­

perintahkan itu memuat kemaslahatan murni atau

maslahatnya lebih tinggi dari mafsadatnya.

Perbuatan haram dilarang dengan tuntutan meninggal­

kan perbuatan itu secara ja >zim (kuat). Keberadaannya

mengancam eksistensi manusia di dunia atau di akhirat

atau keduanya sekaligus. Perbuatan yang diharamkan itu

memuat kemafsadatan murni atau mafsadatnya lebih

tinggi dari maslahatnya.

b. Mandu >b/sunnah dan makru >h diberlakukan untuk

menegakkan kemaslahatan h }a >ji >. Perbuatan mandu >b

diperintahkan dengan tuntutan mengerjakan perbuatan

itu dengan bentuk gair ja>zim (tidak kuat). Ketiadaannya

menyusahkan manusia, tetapi tidak sampai mengancam

eksistensinya di dunia atau di akhirat atau keduanya
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sekaligus. Perbuatan yang diperintahkan itu memuat

kemaslahatan yang berfungsi menyempurnakan

kemaslahatan d}aru>ri>. Perbuatan makruh dilarang dengan

tuntutan meninggalkan perbuatan itu secara gair ja >zim

(tidak kuat). Keberadaannya menyusahkan manusia,

tetapi tidak sampai mengancam eksistensinya di dunia

atau di akhirat atau keduanya sekaligus. Perbuatan yang

dimakruhkan itu memuat kemafsadatan yang dilarang

untuk menyempurnakan larangan kemafsadatan d}aru>ri>.

c. Muba>h diberlakukan untuk menegakkan kemaslahatan

takmi>li>. Keberadaannya berfungsi untuk menyempurna­

kan atau melengkapi kemaslahatan h}a >ji > dan kemasla­

hatan d}aru>ri>. Ketiadaannya tidak menyusahkan mukallaf

dan sama sekali tidak mengancam existensi manusia di

dunia atau di akhirat. Tetapi dalam kondisi tertentu

perbuatan mubah dapat berobah menjadi mandu>b atau

wajib dan dapat juga berobah menjadi makruh atau

haram.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih terperinci tentang

tata fikir yang digunakan dalam metode stratifikasi hukum Islam

berdasarkan konsep Ih}sa>n ‘Izz al­Di>n dapat dilihat dalam ilustrasi

pada tabel berikut ini:
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Kemudian pada setiap tingkatan hukum wajib, mandu>b,

makruh dan haram terdapat lapisan­lapisan hukum yang

berfungsi mendukung dan menyempurnakan pelaksanaannya.

Pada hukum wajib terdapat hukum wa>jib fi > nafsih dan hukum

Tiga tingkatan 
jalb al-masa>lih} 

wa dar’ al-
mafa>sid 

Keterangan 

Lima 
Tingkatan 

Hukum 

 
 

 
 
D{aru >ri > 

 Tuntutan mengerjakan perbuatan itu bersifat 

ja>zim (kuat),  

 Ketiadaannya mengancam eksistensi manusia 

di dunia atau di akhirat atau keduanya 

sekaligus  

 masalah itu memuat kemaslahatan murni atau 

maslahatnya lebih tinggi dari mafsadatnya  

 
 
Wa >jib 

 Tuntutan meninggalkan suatu perbuatan itu 

bersifat ja>zim (kuat) 

 Keberadaannya mengancam eksistensi manusia 

di dunia atau di akhirat atau keduanya 

sekaligus 

 masalah tersebut memuat mafsadat yang murni 

atau mafsadatnya lebih besar dari maslahatnya  

 
 

H{ara >m 

 
 
 
 
 
Ha >ji > 

 Tuntutan mengerjakan perbuatan yang bersifat 

ghair ja>zim (tidak kuat) 

 Ketiadaannya menyusahkan manusia, tetapi 

tidak sampai mengancam eksistensinya di dunia 

atau di akhirat atau keduanya sekaligus 

 masalah itu memuat kemaslahatan yang 

berfungsi untuk menyempurnakan 

kemaslahatan d}aru>ri >  

 

 
 

Mandu >b 
 

 Tuntutan meninggalkan suatu perbuatan yang 

bersifat ghairu ja>zim (tidak kuat) 

 Keberadaannya menyusahkan manusia, tetapi 

tidak sampai mengancam eksistensinya di 

dunia atau di akhirat atau keduanya sekaligus 

 masalah tersebut memuat mafsadat yang 

dihilangkan untuk menyempurnakan 

penghapusan mafsadah d}aru>ri> 

 
 
 

Makru>h 

 
 
Takmi>li> 

 Syara’ memberikan pilihan mengerjakan atau 

tidak mengerjakan suatu perbuatan 

 Keberadaan berfungsi untuk menyempurnakan 

atau melengkapi kepentingan manusia 

 Kemaslahatan yang termuat didalamnya 

berfungsi untuk melengkapi kemaslahatan ha>ji> 

dan kemaslahatan d}aru>ri > 

 
 
 

Muba>h} 
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wa>jib ligairih. Pada hukum mandu>b terdapat hukum mandu>b fi >

nafsih dan hukum mandu>b ligairih. Kemudian hukum mubah

menyempurnakan hukum wajib dan hukum mandu>b dengan

lapisan­lapisannya. Pada hukum makruh terdapat lapisan hukum

makru >h fi > nafsih dan makru >h ligairih. Pada hukum haram juga

terdapat lapisan hukum hara >m fi > nafsih dan hara >m ligairih.

Untuk ilustrasinya dapat dilihat dalam grafik berikut:

Lapisan inti dari sisi jalb al­masa >lih} adalah perbuatan

yang wa>jib fi > nafsih. Seperti: wajib mendirikan ibadah salat

far«u. Kemudian diikuti lapisan kedua, hukum wa>jib ligairih.

Seperti: diwajibkan menutup aurat untuk mendirikan salat.

Lapisan ketiga, hukum mandu>b fi> nafsih. Seperti: disunatkan

salat sunat qabliah dan ba’diah untuk menyempurnakan salat

fard}u. Kemudian syarat dan rukun dalam salat sunat qabliah

dan ba’diah tersebut dikerjakan mengikuti hukum salat sunat

sebagai lapisan keempat mandu>b ligairih. Selanjutnya diikuti

hukum mubah sebagai lapisan kelima, seperti: boleh me­

nentukan bentuk dan variasi mode pakaian yang digunakan
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untuk menutup aurat dalam salat sebagai penyempurna dan

pelengkap.

Lapisan inti dari sisi dar’ al­mafa >sid adalah haram fi >

nafsih. Seperti: haram berbuat zina. Kemudian diikuti hukum

hara >m ligairih. Seperti: diharamkan berkhalwat dengan

wanita yang bukan mahram (ajnabiyyah). Keharaman ber­

khalwat berfungsi untuk mencegah terjadinya perbuatan

zina. Lapisan kedua dari sisi dar’ al­mafa>sid adalah makru>h} fi>

nafsih. Dari sisi pemeliharaan kesucian atau kehormatan

seperti: makruh hukum onani (bagi yang berpendapat

demikian) demi terhindar dari perbuatan zina. Sedangkan

hukum makru>h} li ghairih dalam kasus ini adalah setiap per­

buatan yang menyebabkan terjadinya perbuatan onani itu,

seperti: menghayalkan hal­hal yang menimbulkan syahwat.

Jadi adanya lapisan­lapisan hukum ini berfungsi untuk

menyempurnakan pelaksanaan hukum syara’ sekaligus

dapat digunakan untuk mengukur posisi dan fungsi dari

suatu ketentuan hukum.

5. Contoh Penerapan Metode Stratifikasi Hukum Islam

Berdasarkan Konsep Ih }sa >n dalam Beberapa Masalah

Kontemporer

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa

sekarang telah mencapai penemuan­penemuan yang belum

dibicarakan oleh ulama klasik. Fenomena ini melahirkan

problematika fiqh yang unik dan kompleks, ditambah dengan

perbedaan wilayah dan budaya masing­masing yang me­

miliki kekhususan tersendiri. Aktivitas ijtihad individual

dirasakan kurang memadai untuk menguasai berbagai

bidang ilmu yang luas. Jangankan untuk membahas dalam

berbagai bidang hukum, dalam masalah tertentu saja masih

diperlukannya kerja­sama antar ulama dari berbagai

spesialiasasi ilmu­ilmu keislaman, seperti: ahli tafsir, ahli

hadis, ahli bahasa Arab, ahli hukum Islam dan sebagainya.
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Apalagi untuk ijtihad dalam bidang yang bersentuhan

dengan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, maka

diperlukan keikut­sertaan ahli kimia, fisika, sosiolog, astrolog

dan sebagainya. Ijtihad yang dilakukan oleh sekelompok

ulama dari berbagai disiplin ilmu ini kemudian disebut

ijtihad kolektif.37

Menyikapi realitas ini, di Indonesia sudah lama dibentuk

Majlis Ulama Indonesia yang salah satu tugasnya mem­

berikan fatwa tentang permasalahan yang aktual ditengah

komunitas Islam Indonesia. Untuk melihat relevansi ijtihad

kontemporer dengan stratifikasi hukum Islam berdasarkan

konsep ihsan, penulis akan mengambil tiga hasil ijtihad Majlis

Ulama Indonesia ditambah dengan dua permasalahan yang

disarankan oleh penguji dalam ujian tertutup sebagai contoh,

kemudian ketiganya akan dianalisa menggunakan tata

penalaran stratifikasi hukum berdasarkan konsep ihsan.

Contoh pertama, tentang “ibadah haji hanya sekali

seumur hidup” sebagai representasi dari fatwa MUI bagian

ibadah. Dalam rapat kerja pada Bulan Jumadil awal 1404 M./

Maret 1984 M. MUI merekomendasikan kepada umat Islam

agar:

a. Menghayati bahwa ibadah haji itu hanya diwajibkan

sekali seumur hidup dan dengan syarat istita>’ah dalam arti

yang luas.

b. Memberi kesempatan kepada mereka yang belum me­

nunaikan ibadah haji terutama kepada keluarga yang

belum haji.

c. Kepada umat Islam yang sudah beberapa kali melaksana­

kan ibadah haji, akan lebih bermanfaat bila dana yang

tersedia itu, disalurkan untuk amal/jariyah yang dapat

37 Bandingkan dengan pernyataan Ahmad Azhar Basyir, Ijtihad dalam

Sorotan (Bandung; Mizan, 1996), h. 62.
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dirasakan manfaatnya oleh umum, disamping mendapat

pahala yang terus mengalir bagi yang melaksanakan­

nya.38

Permasalahan ini terjadi pada umat di berbagai negara

Islam dan negara Muslim, setiap musim haji, orang­orang

kaya berbondong­bondong pergi ke Mekah untuk menunai­

kan ibadah haji, meskipun mereka telah berulang­kali me­

laksanakan ibadah haji. Kemudian pada bulan Ramadhan,

mereka juga beramai­ramai ke Mekah untuk melaksanakan

umrah.39

Aktivitas ini menghabiskan dana yang sangat banyak,

sehingga jika dikumpulkan akan diperoleh sejumlah dana

yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk berbagai

kegiatan dakwah Islam, membantu orang­orang miskin

dalam bidang ekonomi, pendidikan dan permasalahan

sosial lainnya.

Aktivitas dakwah bertujuan untuk memelihara agama,

karena banyak tempat diberbagai pelosok dunia umat Islam

dan keimanannya berada dalam ancaman, pemusnahan

etnik, penghancuran moral dan kondisi pengetahuan dan

pengamalan ajaran Islam yang sangat memprihatinkan.

Semua ini sudah sangat mendesak, sehingga wajib dipriori­

taskan, sedangkan ibadah haji bagi orang yang sudah

berulang­kali melakukannya hanya bersifat sunat. Oleh sebab

itu dengan memahami stratifikasi hukum dan skala

prioritasnya, seorang muslim wajib mendahulukan maslahat

wajib yang lebih besar dan mendesak atas maslahat sunat

yang lebih kecil dan tidak mendesak, jika ini tidak diperhati­

kan, berarti mengabaikan tujuan syara’ dalam menetapkan

hukum.

38 Majlis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut MUI), Himpunan Fatwa

Majlis Ulama Indonesia (t.tp.: MUI, 1997), h. 42.
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Pada saat ini di negara kita banyak terjadi pengangguran

yang menjadikan daftar kemiskinan bertambah panjang.

Kemiskinan akan menyebabkan orang susah atau tidak

mampu memenuhi kebutuhan pangan sebagai sarana untuk

memelihara hidupnya. Kemiskinan akan melahirkan gene­

rasi putus sekolah, yang terancam akal, kehormatan, agama

dan masa depan yang suram. Jadi menyediakan lapangan

kerja baru adalah kebutuhan yang sangat mendesak, ber­

samaan dengan dengan mendesaknya kebutuhan pangan,

pendidikan dan sebagainya. Meskipun membantu fakir

miskin itu sunat hukumnya dan menunaikan haji itu juga

sunat (bagi orang sudah menunaikan haji wajib), tetapi

dengan kondisi ini, membantu orang miskin lebih utama dari

pada ibadah haji sunat.

Contoh kedua, hukum nikah mut’ah sebagai represen­

tasi dari fatwa MUI dalam masalah sosial kemasyarakatan.

Dalam Sidang Komisi Fatwa Majlis ulama Indonesia pada

tanggal 25 Oktober 1997 menetapkan:

a. nikah mut’ah hukumnya adalah haram;

b. pelaku nikah mut’ah harus dihadapkan ke pengadilan

sesuai dengan peraturan perundang­undangan yang

berlaku;

c. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,

dengan ketentuan bila dikemudian hari terdapat ke­

keliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan

sebagaimana mestinya.40

Jika diperhatikan alasan MUI yang paling mendasar

dalam mengeluarkan fatwa mengharamkan nikah mut’ah

39 Yusuf Qardawi, Fiqh Prioritas (terjemahan dari Fi> Fiqh al­Awla>wiyya>t,

Dira>sah Jadi>dah fi> tau’ al­Qur’a>n wa al­Sunnah), (Jakarta: Rabbani Press, 1996),

h. 13.
40 MUI, Himpunan Fatwa…, h. 125.
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adalah terjadinya keprihatinan, kekhawatiran dan keresahan

di berbagai lapisan masyarakat akibat fenomena perkawinan

mut’ah yang mulai banyak terjadi dikalangan pemuda dan

mahasiswa. Keresahan ini terjadi disebabkan praktek nikah

mut’ah dipandang akan merusak lembaga perkawinan dan

tatanan sosial­kemasyarakatan umumnya.

Argumen yang digunakan untuk mendukung fatwa ini

adalah dalil­dalil yang digunakan jumhur ulama Sunni untuk

mengharamkan nikah mut’ah, intinya menyatakan bahwa,

nikah mut’ah prinsip dasar dan tujuan pernikahan yang

diajarkan al­Qur‘an, yakni: mewujudkan keluarga sejahtera

dan memperoleh keturunan. Syara’ hanya membolehkan

hubungan kelamin dengan istri atau ja >riah, sebagaimana

termuat dalam ayat 5­6 surat al­Mukminun. Sedangkan

wanita yang diambil dengan jalan mut’ah tidak berfungsi

sebagai istri atau ja >riah, karena akad mut’ah bukan akad

nikah, dengan alasan: 1. tidak saling mewarisi, sedangkan

akan nikah menjadi sebab memperoleh harta warisan. 2.

‘Iddah mut’ah tidak seperti ‘iddah nikah biasa. 3. Akad nikah

biasa membatasi istri empat orang, sedangkan nikah mut’ah

tidak demikian. 4. dengan nikah mut’ah tidak menjadikan

pelakunya muh}san, karena status perempuan itu tidak sebagai

istri atau jariah, maka pelakunya termasuk dalam golongan

orang yang melampui batas (Q.S. al­Mukminun [23]: 7).41

Memelihara keturunan termasuk perbuatan untuk

menegakkan kemaslahatan manusia yang d}aruri, karena

berhubungan dengan keberadaan manusia di dunia, jika

tidak terpelihara dapat mengancam eksistensinya. Oleh

sebab itu syara’ mengharamkan perbuatan zina dan men­

syari’atkan pernikahan, agar manusia dapat meneruskan

keturunannya dengan jalan yang benar dan baik, maka

41 Ibid., h. 124­125.
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orang yang melakukan hubungan kelamin selain dengan

cara akad nikah yang dibenarkan syara’ dipandang me­

nempuh jalan yang keji dan buruk (fa >hisyah wa sa >’a sabi >la >).

Dalam kaitannya dengan stratifikasi hukum Islam,

pemeliharaan kemaslahatan d}aruri dilakukan dengan cara

mewajibkan perbuatan yang berfungsi untuk menegakkan­

nya dan mengharamkan perbuatan yang dapat merusaknya,

oleh sebab itu, karena mut’ah dipandang dapat merusak

kemaslahatan d}aru>ri>, dalam hal ini merusak dasar dan tujuan

disyari’atkannya pernikahan, maka nikah mut’ah haram

dilakukan.

Contoh ketiga, tentang “Pengambilan dan penggunaan

katup jantung” sebagai representasi dari fatwa MUI bagian

ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada tanggal 29 juni 1987 Majlis Ulama Indonesia

memfatwakan:

Bahwa dalam kondisi tidak ada pilihan lain yang lebih baik,
pengambilan katup jantung orang yang telah meninggal
untuk kepentingan orang yang masih hidup dapat di­
benarkan oleh hukum Islam dengan syarat ada izin dari yang
bersangkutan (lewat wasiat sewaktu masih hidup) dan izin
keluarga/ahli warisnya.42

Pengambilan dan penggunaan katub jantung orang

yang telah meninggal bisa dilakukan berdasarkan penge­

tahuan yang diperoleh dari penelitian dan percobaan dalam

ilmu kedokteran modern. Ijtihad ini dilaksanakan dengan

memperhatikan penjelasan ahli kedokteran jantung dan

tenaga ahli lainnya tentang tehnis pengambilan dan peng­

gunaan katub jantung. Sehingga ijtihad ini dilakukan dalam

bentuk “ijtiha >d jama >’i”.

42 Ibid., h. 217.
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Dalam pandangan syari’at Islam, orang yang sudah

meninggal dunia, wajib dihormati. Menyakiti tubuh orang

mati sama dosanya dengan menyakiti orang yang masih

hidup, sebagaimana disebutkan dalam hadis:

  ا   ل و  ا  ا 
ا  ا (رواه أ داود)

Dari Nabi saw. bersabda:”Memecah tulang orang mati, dianggap
seperti memecah tulang orang hidup dalam hal dosanya”. (HR.
Abu> Da>wu>d).43

Memecah tulang orang mati berarti menyakitinya, dan

itu termasuk perbuatan mafsadah, maka hukumnya haram.

Membedah tubuh mayat dan mengambil katub jantungnya

sama hukumnya dengan memecah tulangnya, karena ‘illat­

nya sama­sama menyakiti mayat, tetapi perbuatan ini di­

lakukan untuk kemaslahatan orang yang masih hidup,

sedangkan kemaslahatan orang hidup lebih diutamakan atas

kemaslahatan orang mati. MUI menggunakan kaidah

hukum:

     ا   أ ا 
“Kehormatan orang hidup diutamakan atas kehormatan orang
yang sudah meninggal dunia”.44

Ditinjau dari stratifikasi hukum Islam berdasarkan

konsep ihsan, fatwa MUI tentang kebolehan pengambilan dan

43Ahmad bin Abi Bakar bin Ismail al­kanna >ni, Misba>hu al­Zuja>j, juz II

(Beirut: Dar al­Arabiyyah, 1403 H), h. 55. Lihat juga Sulaiman bin al­‘Asy’as

Abu Dawud al­Sajista >ni al­Azdi, Sunan Abi Da>wud, juz II (t.tp.: Dar al­fikr,

t.th.), h. 212. Ahmad bin al­Husain bin Ali bin Musa Abu Bakar al­Baihaqi,

Sunan al­Baihaqi al­Kubra>, juz IV (Makkah al­Mukarramah: Maktabah Da >r

al­Baz, 1994 M/1414 H), h. 58.
44 MUI, Himpunan Fatwa…, h. 216.
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penggunaan katub jantung orang yang sudah meninggal

dunia ini menggunakan landasan pemikiran bahwa maslahat

memelihara jiwa orang yang masih hidup lebih tinggi dari

mud}arat atau dosa mengambil dan menggunakan katub

jantung orang yang sudah meninggal dunia, sehingga

hukum haram menyakiti mayat berubah menjadi mubah

karena d}arurat, untuk memelihara kemaslahatan jiwa orang

yang masih hidup.

Kemudian dalam fatwa ini terdapat dua syarat untuk

kebolehan pengambilan dan penggunaan katib jantung

orang yang sudah meninggal dunia, yaitu: izin dari al­

marhum ketika masih hidup dan izin dari pihak keluarga dan

ahli warisnya. Syarat pertama merefleksikan pemeliharaan

hak manusia atas dirinya walaupun ia sudah meninggal

dunia, disisi lain mayat memiliki hak untuk dihormati dan

tidak disakiti sebagaimana dijelaskan di atas, tetapi dengan

wasiat atau izin yang ia berikan ketika masih hidup, maka

berarti ia telah memberikan haknya kepada orang lain dalam

rangka berbuat ih }sa >n kepada sesama manusia, jika ini

dilakukan karena perintah Allah untuk berbuat ih }sa >n

terhadap sesama manusia, maka ia mendapat kemaslahatan

di akhirat berupa balasan pahala dan kebaikan.

Sedangkan syarat kedua, mencerminkan pemeliharaan

hak keluarga atau ahli waris, karena setelah seseorang

meninggal dunia, maka semua urusan dan hartanya yang

berhubungan dengan orang lain di dunia, menjadi hak dan

kewajiban keluarga atau ahli warisnya untuk mengurus dan

menyelesaikannya. Permasalahannya bagaimana jika ahli

waris atau pihak keluarga tidak memberikan izin? Sedang­

kan orang yang telah meninggal itu telah mengizinkannya

sewaktu masih hidup. Jika kedua syarat itu wajib dipenuhi,

maka pencangkokan katub jantung itu tidak bisa dilaksana­

kan, ini berarti hak orang yang telah meninggal itu sudah
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dilanggar, maka perlu penjelsan lebih lanjut tentang

pelaksanaan fatwa ini.

Contoh keempat, Ancaman pidana terhadap pelaku

nikah siri atau akad nikah tidak dihadapan Pegawai Pencatat

Nikah (PPN). Dalam nas syara’ tidak ditemukan ketentuan

hukum tentang ancaman pidana terhadap suami yang

mengabaikan nafkah lahir istri dan anak­anaknya dan tidak

ada nas yang mewajibkan perkawinan harus dilakukan di

hadapan PPN atau tercatat secara resmi oleh pemerintah.

Pencatatan perkawinan secara resmi oleh PPN bertujuan

untuk menciptakan keteraturan dalam tertib administrasi

negara. Tertib administrasi ini memudahkan aparat peradilan

dan pemerintah mengontrol ketertiban masyarakat dalam

masalah perkawinan. Pencatatan perkawinan memiliki impli­

kasi hukum terhadap hak dan kewajiban yang ditimbulkan

akad nikah, sehingga dengan pencatatan akad nikah para

pihak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut hak­hak­

nya, seperti: hak memperoleh nafkah, hak kewarisan, hak

perwalian dan sebagainya.

Perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan secara

resmi oleh aparat pemerintah tidak memiliki tertib adminis­

trasi, sehingga dapat merugikan para pihak yang terkait

dengan akad nikah tersebut. Perkawinan seperti ini terbukti

telah banyak menciptakan kesengsaraan ditengah masya­

rakat, terutama pada kaum wanita dan anak­anak. Banyak

pihak suami yang mengabaikan nafkah istri dan anak­

anaknya sementara istri dan anak­anaknya tidak mempu­

nyai kekuatan hukum untuk menuntut hak­hak mereka.

Ditinjau dari perspektif metode stratifikasi hukum Islam

berdasarkan konsep ihsan, pencatatan perkawinan termasuk

dalam tingkatan hukum wa>jib ligairih. Maksudnya dari sisi

jalb al­masa >lih }, kewajiban ini dibuat untuk mendukung
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kewajiban dan hak yang terlahir dari akad nikah. Seperti:

untuk menegakkan kewajiban nafkah keluarga dan me­

melihara hak kewarisan masing­masing pihak. Sedangkan

dari sisi dar’ al­mafa >sid, kewajiban ini diterapkan untuk

menghindarkan para pihak dari kesengsaraan dan pen­

deritaan karena pengabaian hak­haknya. Kemaslahatan yang

termuat dalam pencatatan perkawinan oleh PPN berfungsi

untuk mendukung, melengkapi, dan menyempurnakan

kemaslahatan wa >jib fi > nafsih yang terdapat dalam per­

kawinan.

Setelah memperhatikan pentingnya pencatatan

pekawinan secara resmi oleh PPN, maka konsekwensinya

para pelaku nikah sirri atau perkawinan yang tidak dicatat

PPN layak mendapat ancaman hukum pidana. Perlunya

hukuman pidana diberlakukan terhadap pelaku nikah sirri

disebabkan masih banyaknya perkawinan seperti ini di­

tengah masyarakat setelah diberlakukannya UU Perkawinan

dan KHI.

Dalam tinjauan stratifikasi hukum, pemberlakuan

ancaman pidana ini berfungsi sebagai aturan pendukung

untuk menegakkan hukum pencatatan perkawinan. Maka

ia dapat dikatakan sebagai mukammil li mukammil li al­

d}aru >ri >. Artinya ancaman pidana diberlakukan untuk men­

dukung penerapan hukum pencatatan perkawinan, dan

hukum pencatatan perkawinan ini diberlakukan untuk

mendukung kemaslahatan d }aru >ri > para pihak dalam per­

kawinan. kemaslahatan d}aru>ri> tersebut seperti: pemenuhan

kebutuhan nafkah lahir. Jika kebutuhan pangan tidak

terpenuhi dapat mengancam jiwa, sedangkan jiwa me­

nyangkut eksistensi manusia di dunia.

Ditinjau dari kajian hukum pidana Islam, pemberlakuan

ancaman pidana terhadap pelaku nika sirri dalam kontek ini
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dapat dikategorikan kepada hukuman ta’zi >r,45 Karena

terhadap orang yang mengabaikan nafkah istri dan anak­

anaknya saja tidak ada ancaman hukuman qisa >s, h}ad, dan

kaffa >ra >t apalagi terhadap pelaku nikah siri, tetapi ancaman

hukuman ini diberlakukan sebagai sarana untuk mendidik

pelaku nikah siri agar menikah secara resmi di hadapan PPN,

sehingga dengan demikian hak­hak para pihak dalam

perkawinan dapat terpelihara.

Contoh kelima, Hukum Porno Aksi. Yang dimaksud

dengan porno aksi dalam contoh ini adalah aksi panggung

penyanyi dan penari yang menimbulkan rangsangan seksual

terhadap para penonton, baik yang langsung melihatnya

ditempat hiburan itu maupun yang melihatnya dari balik

layar kaca atau melalui televisi.

Dalam Surat al­Nur ayat 30­31 Allah berfirman:

        ْزأ َِذ ْُَوُ اْََو ْِرَْأ ْِ اُَ َِِْُ ْ
َْُْَ ِتَِْُ َنَ * وُَْََِ ٌِَ ا نإ ْُ
ََظَإ ُََز َِْُَو ُَوُ َْََو ِرَْأ ْِ
     ُََز َِْُَو ِُُ َ ِُُِ َْْََو َْِ
  ِَْوْ أأ ِُُ ِءَوْ ءَاأ ِَوْ ءَاأ ِُُِ إ
ِاََأ ِَ ْوأ ِامَْإ ِَ ْوأ ِامَْوْ إأ ِُُ ِءَْوْ أأ
ِَْرا ِْوأ ْ َِِا وأ ُُمَْأ ْََ ْوأ ِَِوْ مأ

45Al­ta’zi>r secara etimologi adalah bentuk masdar dari kata ‘azara yang

bermakna pencegahan (al­man’) dan penghalangan (al­rad’). Menurut

terminologi ulama al­ta’zi >r adalah hukuman yang tidak ditentukan

batasannya dalam setiap maksiat, tidak ada had, qisas, dan kaffa>ra>t padanya.

Dalam pengertian ini dikatakan bahwa al­ta’zi >r adalah hukuman yang

bertujuan untuk mendidik (ta’di >b) pelaku kejahatan yang tidak ada

ketentuan had dan kaffa>ra>t, dan qisa>s dalam masalah tersebut. Lihat Khalifah

al­Bara>hi>m al­Salih} al­Zurairi>, Muka>faha>t Jari>mat al­Sari>qah fi> al­Isla>m (Riya>d}:

Maktabah al­Ma’arif, 1980), h. 247.
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َِ اَل أو ا اُََ ْ َِوا ْَ َرَاتِ اَءِ
وِ َْْََرِ َِْُَ َْُِ ِُْ زِَ وُَُا

إ اًِَ ِ أَ اُِْُنَ ُِُ ْَنَ   
“Katakanlah kepada orang laki­laki yang beriman: “Hendaklah
mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluan­
nya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka,
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka
perbuat”. (al­Nur: 30) Katakanlah kepada wanita yang beriman:
“Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara
kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan­
nya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah
mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah
menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka,
atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera­putera
mereka, atau putera­putera suami mereka, atau saudara­
saudara laki­laki mereka, atau putera­putera saudara laki­laki
mereka, atau putera­putera saudara perempuan mereka, atau
wanita­wanita Islam, atau budak­budak yang mereka miliki,
atau pelayan­pelayan laki­laki yang tidak mempunyai keingin­
an (terhadap wanita) atau anak­anak yang belum mengerti
tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan
kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.
Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang­orang
yang beriman supaya kamu beruntung”. (al­Nur: 31).

Berdasarkan petunjuk surat al­Nur: 30­31 di atas, Allah

memerintahkan kepada kaum mukminin dan mukminat

agar memelihara pandangan mata dan kemaluan mereka.

Kemudian Allah menyatakan bahwa perbuatan orang­orang

yang memelihara pandangan dan kemaluannya dari maksiat

akan lebih menyucikan mereka.

Terhadap kaum mukminat tidak dibolehkan memper­

lihatkan perhiasan mereka kecuali kepada suami dan orang­

orang tertentu sebagaimana disebutkan dalam ayat.
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Kemudian mereka dilarang memukul­mukulkan kaki

mereka untuk memperlihatkan perhiasan yang mereka

sembunyikan. Hal ini menjadi representasi dari larangan

terhadap seluruh gerakan yang disengaja untuk memper­

lihatkan perhiasan mereka. Di ujung ayat Allah memberikan

harapan keberuntungan kepada orang yang mengindahkan

perintah dan larangan ini disertai dengan taubat dari prilaku

masa lalu akan memperoleh keberuntungan.

Larangan memperlihatkan perhiasan disebabkan

karena letak dari perhiasan seperti anting­anting, kalung dan

gelang kaki apalagi perhiasan yang melingkari pinggang

berada pada aurat wanita yang tidak boleh diperlihatkan

kepada orang lain selain suami, anak, ayah, mertua dan

sebagainya yang tersebut dalam ayat. Jadi larangan yang

paling tinggi dalam dalam ayat ini adalah larangan berzina

dengan perintah menjaga kemaluan. Kemudian larangan

menjaga pandangan dari hal­hal yang menimbulkan syahwat

sebagai mukammil atau untuk memelihara agar jangan

sampai berbuat zina, dan sebaliknya dilarang memperlihat­

kan bagian­bagian tubuh dan melakukan gerakan­gerakan

tubuh yang dapat menimbulkan syahwat bagi orang yang

melihatnya sebagai hukum mukammil atau mendukung

larangan zina.

Untuk memperjelas kerangka fikiran yang digunakan

dalam menilai suatu aksi panggung sebagai porno aksi atau

tidak, berdasarkan petunjuk ayat di atas penulis merumuskan

tiga kategori sebagai berikut:

a. Memakai pakaian­pakaian ketat yang memperlihatkan

lekukan­lekukan tubuh tertentu atau membuka serta

menonjolkan bagian­bagian tubuh tertentu.

b. Memperlihatkan perhiasan­perhiasan yang melekat pada

bagian­bagian tubuh yang menjadi aurat yang tidak
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boleh dilihat oleh selain suami mereka, atau ayah mereka,

atau ayah suami mereka, atau putera­putera mereka, atau

putera­putera suami mereka, atau saudara­saudara laki­

laki mereka, atau putera­putera saudara laki­laki mereka,

atau putera­putera saudara perempuan mereka, atau

wanita­wanita Islam, atau budak­budak yang mereka

miliki, atau pelayan­pelayan laki­laki yang tidak mempu­

nyai keinginan (terhadap wanita) atau anak­anak yang

belum mengerti tentang aurat wanita.

c. Melakukan gerakan­gerakan yang menonjolkan bagian­

bagian tubuh tertentu atau menonjolkan organ­organ seks

tertentu.

Jika suatu aksi panggung seorang artis penyanyi atau

penari memenuhi satu atau dua atau ketiga kategori ini

dapat dinyatakan sebagai porno aksi yang diharamkan.

Keharaman porno aksi ini tingkatannya hara>m ligairih artinya

diharamkan untuk mendukung haramnya perbuatan zina.
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Konsep ih }sa >n yang dimaksud ‘Izz al­Di >n adalah mene­

gakkan segala bentuk kemaslahatan dan mencegah segala bentuk

kemafsadatan yang berhubungan dengan manusia, flora, fauna,

lingkungan hidup dan sebagainya dalam kerangka pengabdian

kepada Allah untuk mewujudkan kebaikan dan keserasian bagi

seluruh mahluk, lebih spesifik, bagi manusia bertujuan untuk

memperoleh kemaslahatan dan terhindar dari mafsadah di dunia

atau di akhirat atau keduanya.

Penerapan konsep ih}sa>n terhadap stratifikasi hukum Islam

dilakukan ‘Izz al­Di>n dengan menjadikan maslahat sebagai topik

sentral dan sebagai landasan filosofis pemikirannya dalam

menjelaskan setiap permasalahan hukum. Tiga tingkatan

maslahat yang terdiri dari d}aru>ri>, ha>ji>, dan takmi>li> dihubungkan

dengan al­ah}ka>m al­khamsah yang merupakan tingkatan hukum

fiqh sebagai produk ijtihad. al­ah}ka>m al­khamsah yang terdiri dari

al­wa>jib, al­nadb, al­muba>h}, al­makru>h dan al­h}ara>m dikategorisasi­

kan berdasarkan muatan maslahat­mafsadat yang dikandung­

nya.

Hubungan antara tiga tingkatan ih }sa >n (maslah }ah), berupa

d}aru>ri >, ha >ji >, dan takmi >li >, dengan al­ah}ka >m al khamsah (al­wa >jib,

al­nadb, al­muba>h}, al­makru>h dan al­h}ara>m) terdapat dalam proses

penetapan suatu ketentuan hukum pada tingkatannya. Proses ini

berangkat dari penalaran kebahasaan yang menggunakan ilmu

BAB VI

PENUTUP
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ilmu bahasa Arab, seperti: al­nahw, al­sarf, ‘ilm al­ma’a >ni > dan

lainnya untuk memahami khitab Syari’ dengan memperhatikan

berbagai qari >nah qari >nah yang mengitarinya. Kemudian

berdasarkan petunjuk qari >nah qari >nah itu mujtahid menilai

muatan maslahah­mafsadah yang termuat dalarn setiap per­

buatan, akhirnya sampai pada penetapan tingkatan hukumnya.

Berdasarkan korelasi tersebut, ditatalah stratifikasi hukum

Islam pada setiap tingkatan jalb al masa >lih wa dar‘ al mafa >sid

sebagai berikut:

Wa>jib/fard} dan h}ara>m berada pada tingkatan d}aru>ri>, karena

maslahat yang ditegakkan wa >jib dan mafsadat yang dicegah

h }ara >m itu berhubungan dengan kepentingan manusia yang

menentukan existensinya di dunia atau di akhirat atau keduanya

sekaligus.

Wa>jib dan h}ara>m itu tidak sama kualitasnya, ada yang ber­

sifat wa >jib linafsih (syari >f fi > nafsih) atau h }ara >m linafsih (qabi >h } fi >

nafsih), dan yang lain bersifat wa>jib ligairih (syari >f liqairih) atau

h}ara >m ligairih (qabi >h} ligairih). Ketentuan hukum yang bersifat

wa>jib linafsih (syari >f fi > nafsih) adalah hukum yang tertinggi dan

paling utama untuk ditegakkan, sebaliknya hukum yang bersifat

qabi >h} fi > nafsih adalah yang paling berbahaya dan paling utama

ditinggalkan, sedangkan hukum yang bersifat wa >jib ligairih

(syari>f ligairih) dan h}ara>m ligairih (qabi>h}  ligairih) berfungsi untuk

mendukung agar sempurnanya pelaksanaan hukum wa >jib

linafsih (syari >f fi > nafsih) dan hara >m linafsih (qabi >h} fi > nafsih).

Sunnah dan makru >h berada pada tingkatan ha >ji >, karena

maslahat yang ditegakkan sunnah dan mafsadat yang ditolak

makru>h itu berhubungan dengan kepentingan yang diperlukan

manusia, tetapi ketiadaannya tidak mengancam eksistensi

manusia di dunia atau di akhirat. Jadi fungsinya sebagai tatimmah

atau sebagai pelengkap hukum tingkatan d}aru>ri>, oleh sebab itu

ahli us}u>l menempatkan sunnah di bawah wa>jib dan meletakkan

makru >h di bawah hara >m.
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Meskipun tingkatan ha>ji> ini bersifat pelengkap, tetapi ia harus

tetap dilaksanakan selama ada kesempatan dan kemampuan,

karena pada hakekatnya seluruh perintah dan larangan syara’

harus diindahkan, sebagai bentuk wara’ dan pembentukan moral

yang berkualitas dalam pandangan syara’. Oleh sebab itu ulama

mencela orang yang sengaja mengabaikan seluruh perbuatan

sunat, karena hal itu menunjukkan sikap mereka yang meman­

dang ringan bentuk bentuk keta’atan dan zuhud yang terdapat

dalam perbuatan nadb. Bentuk bentuk keta’atan dan zuhud yang

terdapat dalam perbuatan nadb sangat berguna untuk mendidik

jiwa dan moral dari berbagai kekurangan dan kelemahan.

Muba >h } berada pada tingkatan takmi >li >, karena maslahat

yang terdapat dalam perbuatan muba >h} boleh dikerjakan atau

tidak dikerjakan. Tetapi dalam tahap tahap tertentu perbuatan

muba >h} dapat berobah menjadi sunnah dan wa>jib atau menjadi

makru >h dan h }ara >m. Oleh sebab itu muba >h } dilakukan sebatas

keperluan untuk menyempurnakan sunnah dan wa >jib, maka

ulama us}u>l meletakkan muba>h} dibawah hukum wajib dan sunat

berdasarkan kemaslahatan yang terdapat padanya.

Stratifikasi hukum Islam berdasarkan konsep ih}sa>n ‘Izz al­

Di>n memiliki corak pemikiran tersendiri yang berbeda dengan

konsep maqa>sid al­syari>’ah dan maslahat ulama lain. Ulama lain

tidak langsung menghubungkan tiga tingkatan maslahat dengan

al­ah}ka >m al­khamsah, tetapi ‘Izz al­Di >n mengkategorikan ting­

katan al­ah}ka>m al­khamsah pada tiga tingkatan maslahat, sehingga

lebih tegas membuktikan bahwa hukum syara’ itu diturunkan

Sya>ri untuk kemaslahatan hamba.

Relevansi stratifikasi hukum Islam berdasarkan konsep ih}sa>n

‘Izz al­Di>n dengan ijtihad kontemporer ditunjukkan oleh luasn­

ya cakupan konsep ih}sa>n, sehingga setiap peristiwa yang sedang

dan akan terjadi dapat terakomodir. Corak penalaran yang

rasional­transendent konsep ini menjaga hasil ijtihad agar tetap

mengikuti petunjuk syara’ dan terpelihara dari distorsi kepen­
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tingan hawa nafsu. Kemudian metode stratifikasi hukum Islam

digunakan untuk mengetahui muatan maslahat­mafsadat yang

terdapat dalam hukum Islam yang telah disusun oleh fuqaha`

dengan menunjukkan hikmah­hikmahnya (falsafat al­syari >’ah)

dan dapat juga digunakan untuk menetapkan hukum peristiwa

kontemporer (falsafat al­tasyri>’).

Dengan adanya metode stratifikasi hukum Islam ini

melahirkan fiqh prioritas, setiap perbuatan hukum mukallaf

semestinya dikerjakan atau ditinggalkan berdasarkan skala

prioritas syar’i dengan memperhatikan tinggi­rendah muatan

maslahat­mafsadatnya.

Agar tindakan tindakan dan perilaku umat Islam tetap

mendapat legalitas dari syari’at, gerakan ijtihad wajib tetap

dihidupkan untuk memberikan jawaban aktual dan kontekstual

terhadap berbagai problema kehidupan kontemporer yang

sangat kornpleks. Untuk itu konsep ih }sa >n yang ditawarkan

dalam penelitian ini dapat dijadikan salah satu metode alternatif

dalam menggali hukum dari sumbernya atau menerapkan

kaidah kaidah yang umum terhadap peristiwa yang sedang

dihadapi, terutarna dalam masalah masalah mu’amalah atau

keduniaan. Sedangkan dalam masalah ‘ubudiyah konsep ini lebih

berfungsi dalam menjelaskan kandungan maslahatnya dan

menjelaskan bagaimana semestinya melaksanakan tuntunan

syari’at yang telah ada untuk mewujudkan kesalehan individual

dan kesalehan kolektif.

Kepada para pihak yang terjun langsung di tengah

masyarakat, sangat baik jika menjelaskan hukum hukum Islam

dalam perspektif konsep ih}sa>n, agar umat memperoleh hikmah

dan nilai nilai filosofis yang termuat dalam setiap ketentuan

hukum. Kemudian dengan memahami stratifikasi hukum dalam

bentuk ini, diharapkan umat dapat melakukan berbagai

tindakan hukum dengan memperhatikan skala prioritasnya,

sehingga mampu mendahulukan yang paling penting atas yang
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penting dan mendahulukan yang penting atas yang kurang

penting.

Walla>h ‘a’la>m bi al sawa>b.
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